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ASA KEUANGAN TIDAK MEMEERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEEENAR&N ATAU KECUKUPRN 1S PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAMN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
FERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN
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PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKEL!\NJHT&N IV BANK PANIN

DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp15.000.000.000.000.- {LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKEL.&NJUT&N )
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perserocan akan itkan dan

OBLIGAS| BERKELANJUTAN I\l" BANK PANIN TAHAP | TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp50.000.000.000,- (LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
(‘OBLIGJ\S!"!

ENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV EANK
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGAS| SUBORDINASI BERKELANJUTAN V")

Dalam rangka P Umum kelanj Oblugasi Subnrdinaai Berlcelanjutan lV uursehut. Peraeman akan bitkan dan ‘
51 SUBORDINAS
DENGAN JUMLAH PQKQK OBLIGAS! SUBORQINnSI SEEESAR Rpsn 000 ocu unn {le PULUH MILmR RUPIAH)
(“OBLIGASI SUBORDINASI")

Obligasi ini ditawarkan pada nilai nominal berjangka waktu 5 (lima ) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan
Kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obhigasi yang dapat dilaksanakan Dleh Perseroan selelah uiang tahun
ke-1 (satu) sejak Tanggal Emisi. 0hl|gasn diterbitkan dengan tingkat bunga fetap untuk tahun ke-1 (satu) sampai den% n tahun ke-5 (lima) adalah sebesar 7,75%
{fujuh koma tujuh fima persen) per tahun. Cbligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus parsen) dari jumiah pokok Obligasi Bunga Ohligasi dibayarkan setiap 3
(tiga} bulan sekali terhifung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal & Oklober 2024 dan terakhir kali
sekaligus jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2029

Obligasi Subardinasi ini ditawarkan pada nilai nominal berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tingkat
bunga letap untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 {lujuh) adalah sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun. Obhgasi Subordinas: ini
ditawarkan dengan nilal 100% [seralus persen) c?an jurnlah pokok (JJ!JIIga'SI Subordinasi, Eiunga Obligas: Subordinasi dibayarkan setiap 3 (liga) bulan sekaii terhitung
sajak Tangaal Emisi sasuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang untuk pertama
kalinya pada tanggal 5 Oktober 2024 dan terakhir kah sekaligus jatuh tempo pada tanggal 5 Jull 2031

OBLIGASI & OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV TAHAP [I DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGAS! INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN
BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUFPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI
SESUAIDENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAE UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG
OELIGASI ADALAH PAR!PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG
MAUPU G AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA K NGAN HARTA
KEKA\’MN PERSEROAN YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA, SESUAI DENGAN PERATURAN PEHUNDANG UNDANGAN YANG
BERLAKU.

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH
LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN ATAU PENGGANTINYA SESUAlI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN
MERUPAKAN KEWAJIEAN PERSEROAN YANG BERSIFAT SUBORDINAS| SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2016, DAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUT F PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR:11/ POJK.03/2016 JUNTIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 34/0JK.03/2016 DAN PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 27 TAHUN 2022 DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, SESUAI DENGAN KENTUAN
PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN
PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGAS]. PERSEROAN MEMPUNYAI
HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGAS|I ATAU UNTUK
DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU. PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBAL| OBLIGASI SUBORDINASI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI
SUBORDINASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB |
DALAM PROSPEKTUS INL

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGAS| YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
{“KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT DIMANA APABILA TERJADI DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL AKAN
MENGAKIBATKAN MEMURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN. DIMANA RISIKO
KREDIT DIKAITKAN DENGAN KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMEAYAR KEMBALI PINJAMANNYA, BNK POKOK PINJAMAN MAUPUN
BUNGANYA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DALAM PROSPEKTUS IN|

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN OBLIGASI
SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN
‘OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJ.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAP! INVESTOR PEMBEL| OBLIGASI SUBORDINASI INI ADALAH (i OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN
TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGA SUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-
VIABILITY) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. ‘IHPO.IK 03."2016 JUNCTIS PERATURAN OTORITAS
-.IASA KEUANGAN NO. 34/POJK.03/2016 DAN PERATURAN OTOHITQS JASA KEUANGAN No. 2? TAHUN 2022 Ii PEN&NGGUH&N PEMBM’J‘RAN POKOK
N BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBL UBORDINASI SEBAGAI TAS L 19 PERA
OTOR[TAS JASA KEUANGAN NO.11/POJK.03/2016 JUNCTIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO 344' PO RATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NO. 2? Tahun 2022 dan SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. ZOFSEOJK 031'2013 lHII TIDﬂK LIKUIDNYA OBLIGASI
SUBORDINASI YANG DITAWARKAN P WARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI
SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG

Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordlnnsl ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari :
T PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)
AR (Double A) nntult Obligasi dan A+ (Single A Plus) untuk Obligasi Subordinasi

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab | perihal Penawaran Umum Berkelanjutan dalam P

ini.

Obligas: dan Obligasi Subordinasi in dijamin secara Kesanggupan Penuh (Ful Commitment) dan akan dicatatkan pada PT Bursa Elek Indones:a ("BEI™)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek

.
aldiracita Evergreen Sekuritas

a1 I|'I.
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PTE Sekuritas Ind

WALI AMANAT
PT Bank Mandiri (Persero) Thk.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2024




Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV ini kepada
OJK di JaKkarta, dengan Surat No. 039/DIR/OJK/24 pada tanggal 8 Maret 2024 perihal: Surat Pengantar
untuk Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan
IV Bank Panin Tahap | Tahun 2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan 1V Bank Panin Tahap |
Tahun 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia
No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No. 6845 (selanjutnya
disebut “UUP2SK").

Perseroan berencana untuk mencatatkan “Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap | Tahun 2024”
dengan jumlah pokok sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan “Obligasi Subordinasi
Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap | Tahun 2024” dengan jumlah pokok sebesar Rp50.000.000.000,-
(lima puluh miliar Rupiah) pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang
No.: S-03217/BEIL.PP1/04-2024 tanggal 2 April 2024 yang dibuat antara Perseroan dan BEI. Apabila
syarat-syarat pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap | tidak terpenunhi,
maka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan 1V Tahap | batal demi hukum
dan pembayaran pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap | tersebut wajib
dikembalikan kepada para pemesan sesual dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009
tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan
No.IX.A.27).

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan |V Bank Panin dan Obligasi Subordinasi
Berkelanjutan IV Bank Panin, Persercan harus mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
(*OJK”) atas rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi sebagaimana diwajibkan dalam
POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang
Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Perseroan telah memperoleh penegasan dari OJK-Direktorat
Pengawasan Bank berkaitan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan [V Bank Panin Tahap | Tahun
2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap | Tahun 2024 berdasarkan surat
dari OJK-Direktorat Pengawasan Bank No. S-60/PB.31/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal Rencana
Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin dan/atau Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank
Panin dengan Penawaran Umum Berkelanjutan.

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Prospektus ini bertanggung
Jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesual dengan peraturan
yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-
masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini, setiap pihak terafiliasi
dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam
Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang
Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini bukan merupakan pihak
terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan
dalam UUP2SK. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X dan
Bab XI dalam Prospektus ini.
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DEFINISI DAN SINGKATAN

ALCO

Afiliasi

Aset Tetap

Agen Pembayaran

Adalah singkatan dari “Asset Liabilites Committee” yaitu komite yang
merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan dibidang pengelolaan
aset dan liabilitas Perseroan yang diketuai oleh Presiden Direktur.

Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:

(a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua,
baik secara

horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seseorang dengan:

1) suami atau istri;

2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;

3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;

4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari
saudara yang

bersangkutan; atau

5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.

(b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua,
baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang
dengan:

1) orang tua dan anak;
2) kakek dan nenek serta cucu; atau
3) saudara dari orang yang bersangkutan.

(c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari
pihak tersebut;

(d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1
(satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau
pengawas yang sama;

(e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak
langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan
oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan
dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;

(f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan,
baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam
menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan Perusahaan oleh pihak
yang sama; atau

(g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama vyaitu
pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling
kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara
dari perusahaan tersebut.

Berarti harta tetap berwujud yang digunakan dalam kegiatan sebuah usaha.

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta
Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu
melaksanakan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi
dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi beserta
Denda dan manfaat lain atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi (jika ada)
kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang
Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran
menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan
memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
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Akuntan Publik

Anak Perusahaan atau

Entitas Anak
ATM

Bank Kustodian

Bapepam

Bapepam dan LK

BAE
BPS

Bursa Efek atau
BEI

Bunga Obligasi

Bunga Obligasi
Subordinasi

CAR

CFlI
CKPN

Daftar Pemegang
Rekening

Berarti Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan yang melaksanakan audit
atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak
dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan
Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Berarti Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Machine) yaitu mesin
elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang
tunai, pemeriksaaan saldo dan pemindahbukuan.

Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas
Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal atau lembaga otoritas pasar
modal yang berwenang.

Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan
dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai
dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/
KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal
11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Berarti Biro Administrasi Efek.
Berarti PT Bank Panin Dubai SyariahTbk.

Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa,yang
dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan
di Jakarta Selatan.

Berarti jumlah Bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada
Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, yang termuat
dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti jumlah Bunga Obligasi Subordinasi yang harus dibayar oleh
Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi, kecuali Obligasi
Subordinasi yang dimiliki Perseroan, yang termuat dalam Perjanjian
Perwaliamanatan.

Berarti Capital Adequacy Ratio, yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank
yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal
pelengkap dibagi jumlah ATMR.

Berarti PT Clipan Finance Indonesia Tbk.
Berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang
kepemilikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi oleh seluruh Pemegang
Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening di KSEI
yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi
dan Obligasi Subordinasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang
Rekening dan/atau Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi
berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada
KSEI.
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Denda

DPS

Dokumen Emisi

Efek

Efektif

Emisi

Emiten

Force Majeure
(Keadaan Kahar)

Formulir Pemesanan
Pembelian

Obligasi atau FPPO dan
Obligasi Subordinasi
atau FPPOS

Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan
kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/
atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga
Obligasi dan Obligasi Subordinasi per tahun, yang berlaku atas jumlah
dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari
keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus
dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan
ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender
dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Berarti Prospektus dan/atau informasi tambahan lainnya (jika ada),
Pernyataan Penawaran Umum berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan,
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, Akta
Pengakuan Utang, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran
Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat
Utang, Dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum
Obligasi dan Obligasi Subordinasi, serta semua perubahan, penambahan
dan pembaharuannya dan dokumen lain yang dibuat dalam rangka
Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau yang
disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Berarti surat berharga (termasuk Obligasi dan Obligasi Subordinasi) atau
kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk
lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada
pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh
manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan
perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau
diperdagangkan di Pasar Modal.

Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan

UUP2SK:

1. pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara
lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh
OJK; atau

2. dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari
Perseroan dalam jangka waktu 20 hari kerja tersebut di atas, maka
penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung
sejak tanggal diterimanya perubahan dan/ atau tambahan informasi
dimaksud.

Berarti penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi oleh Perseroan untuk
ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

Berarti badan hukum yang melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT
Bank Pan Indonesia Tbk., disingkat PT Bank Panin Tbk., (“Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan yang didirikan menurut
dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia
yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya.

Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam
Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon
pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
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Grup Bank Panin
GWM
Hari Bank

Hari Bursa

Hari Kalender

Hari Kerja

Harga Pasar Yang Wajar :

Harga penawaran

Hutang Senior

Instrumen Keuangan

Jumlah Terutang

Jadwal Emisi

Konfirmasi Tertulis

Konfirmasi Tertulis
Untuk RUPO (KTUR)

Berarti Perseroan dan Entitas Anak.
Berarti Giro Wajib Minimum.

Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta
menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi
perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara
Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek
tersebut.

Berarti setiap hari dalam satu tahun tanpa kecuali.

Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja
biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia sebagai hari libur.

Berarti harga tunai dari suatu aset yang dapat dinegosiasikan dalam suatu
transaksi komersial yang wajar antara penjual dan pembeli.

Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan
Obligasi Subordinasi.

Berarti seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditur baik
yang dijamin dengan jaminan khusus maupun kreditur yang tidak diberikan
jaminan khusus (konkuren) baik yang merupakan kewajiban tidak bersyarat
atau bersyarat, baik yang aktual maupun kontinjen, baik yang telah ada
saat ini atau yang akan ada di kemudian hari tidak termasuk kewajiban
pembayaran Perseroan kepada para kreditur lainnya yang disubordinasi
yang berdasarkan syarat-syaratnya menempati peringkat hak tagih yang
sama dengan atau di bawah Obligasi Subordinasi.

Adalah aset keuangan yang bermanfaat bagi suatu entitas, baik untuk
mendapatkan arus kas masa mendatang atau sebagai perangkat lindung
nilai.

Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang
Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan
serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini
yang terdiri dari Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi
dan Obligasi Subordinasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu
ke waktu.

Berarti jadwal waktu Penawaran Umum yang ditentukan bersama oleh
Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi
Subordinasi.

Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan
Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI,
atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening
efek dengan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi, dan konfirmasi
tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi
untuk mendapatkan pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak
lain yang berkaitan dengan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi
yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi
Subordinasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri
RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan
ketentuan KSEI.

Vi
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KSEI

Kustodian

Kreditur Preferen

KPMM
LDR
Likuidasi

Masyarakat

Material

Masa Penawaran Umum :

Manajer Penjatahan

Nasabah Penyimpanan

NPL

Obligasi
Berkelanjutan IV

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta
Selatan, yaitu perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha
dari Bapepam dan LK untuk menjalankan kegiatan sebagai Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam
Undang-Undang Pasar Modal, yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian
sentral bagi Pemegang Rekening yang dalam Emisi Obligasi dan Obligasi
Subordinasi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan
penyimpanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian
Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dan bertugas sebagai Agen
Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan
dengan Efek harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta
jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak lain, menyelesaikan
transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya
sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan
Bank Kustodian.

Berarti para kreditur sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1139 dan
Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 21 Undang-
Undang Perpajakan.

Berarti Kewajiban Penyedian Modal Minimum.
Berarti Loan to Deposit Ratio.

Berarti pemberesan harta benda/harta kekayaan (aset-aset) sebagai tindak
lanjut dari Penutupan Usaha.

Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara
Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun
badan hukum Asing yang bertempat/berkedudukan di Indonesia maupun
bertempat/berkedudukan di luar negeri dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang berlaku.

Berarti kejadian atau peristiwa yang mempunyai nilai materil, yakni sebesar
10% (sepuluh persen) dari pendapatan (revenues) atau 20% (dua puluh
persen) dari modal sendiri yang diperhitungkan dari Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan.

Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan
Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Prospektus
ini, yaitu selama 2 (dua) Hari Kerja.

Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang
bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi
dalam hal ini PT Evergreen Sekuritas Indonesia.

Berarti nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan
berdasarkan perjanjian Perseroan dengan nasabah yang bersangkutan.

Berarti Non Performing Loan, yang berarti kredit yang bermasalah, meliputi
kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana diatur
dalam peraturan Bank Indonesia.

Berarti Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin, yang akan ditawarkan
oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran
Umum Berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun sebesar
Rp15.000.000.000.000,- (lima belas triliun Rupiah).

Vii
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Obligasi Subordinasi
Berkelanjutan IV

Obligasi

Obligasi Subordinasi

Otoritas Jasa Keuangan :

atau OJK

PBI No. 24/4/PBI1/2022

Pemegang Obligasi dan :

Obligasi Subordinasi

Pemegang Rekening

Pemeringkat

Penawaran Awal

Berarti Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin, yang akan
ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui
Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun
sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah).

Berarti surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang
Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap |
Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp50.000.000.000,- (lima
puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap, berjangka waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan Jumlah Obligasi dapat berkurang
dengan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi atau pembelian
kembali dalam hal Obligasi tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang dengan
memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan.

Berarti surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang
Obligasi dengan nama Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin
Tahap | Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp50.000.000.000,-
(lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap, berjangka waktu
7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi yang dibuktikan dengan
Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi, serta akan dicatatkan di Bursa Efek
dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian
Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI.

Berarti adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai
fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan,
dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor:
21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah
sebagian berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Berarti Peraturan Bank Indonesia Nomor No. 24/4/PBI1/2022 Tentang
Perubahan Keempat Atas Perubahan Bank Indonesia Nomor 20/3/
PBI/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan
Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan
Unit Usaha Syariah.

Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan
Obligasi Subordinasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh
Obligasi dan Obligasi Subordinasi, yang terdiri dari: (a) Pemegang
Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi dan Obligasi
Subordinasi; dan/atau (b) Masyarakat diluar Pemegang Rekening yang
melakukan investasi atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui
Pemegang Rekening.

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di
KSEI yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain
yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan Undang-Undang Pasar
Modal dan peraturan KSEI.

Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan
penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang
terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.

Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan untuk mengetahui minat
calon pembeli atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang akan ditawarkan
dan/atau struktur Obligasi dan Obligasi Subordinasi termasuk perkiraan
Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi (jika ada) berdasarkan tata cara
yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya, dan ketentuan-
ketentuan lain yang berhubungan.
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Penawaran Umum

Penawaran Umum
Berkelanjutan Obligasi
dan Obligasi Subordinasi

Pengakuan Utang

Penitipan Kolektif

Penjamin Emisi Obligasi :

dan Obligasi Subordinasi

Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi dan
Obligasi Subordinasi

Penutupan Usaha

Berarti kegiatan penawaran atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang
dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi
Subordinasi untuk menjual Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada
Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang
Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain
yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi
yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap oleh Perseroan melalui
Penjamin Emisi Obligasi untuk ditawarkan secara bertahap dengan
target dana yang dihimpun sebesar Rp15.000.000.000.000,- (lima
belas triliun Rupiah), dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi untuk
ditawarkan secara bertahap dengan target dana yang dihimpun sebesar
Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah) dengan mengacu kepada
POJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan
Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk serta menurut ketentuan-ketentuan
yang dimuat dalam Perjanjian Emisi Obligasi.

Berarti pengakuan Perseroan atas utang yang diperoleh sehubungan
dengan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, dengan syarat dan
ketentuan yang termaktub dalam akta Pengakuan Utang yang dibuat
dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap
| Tahun 2024 No. 34 tanggal 19 Juni 2024 dan Akta Pengakuan Utang
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV tahap | tahun 2024 No. 38 tanggal
19 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie
Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari
satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana
dimaksud dalam UUPM.

Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk
melakukan Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi bagi
kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi dan
Obligasi Subordinasi kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang akan memberikan jaminan
kesanggupan penuh (full commitment) berdasarkan Penawaran Awal
(bookbuilding) terhadap Obligasi dan Obligasi Subordinasi, yang dalam hal
ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Evergreen Sekuritas
Indonesia.

Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan
penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar
Modal, yang dalam hal ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan
PT Evergreen Sekuritas Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan
Obligasi Subordinasi.

Berarti keadaan dimana Perseroan dinyatakan atau diperintahkan dengan
keputusan pemegang saham Perseroan atau Bank Indonesia atau lembaga
otoritas keuangan yang berwenang, yang mempunyai kewenangan
terhadap Perseroan untuk membubarkan, membekukan atau menutup
atau dengan suatu keputusan pengadilan yang berwenang yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan dalam keadaan pailit.
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Peraturan No. IX.A.2

Peraturan No. IX.A.7

POJK No. 4/
POJK.03/2016

POJK No. 2/
POJK.03/2022

POJK No. 7/
POJK.04/2017

POJK No. 9/
POJK.04/2017

POJK No. 11/
POJK.03/2016

POJK No. 12/
POJK.03/2020

POJK No. 12/
POJK.03/2021

POJK No. 13/
POJK.03/2021

POJK No. 15/
POJK.04/2020

POJK No. 16/
POJK.04/2020

POJK No. 19/
POJK.04/2020

POJK No. 20/
POJK.04/2020

POJK No. 23/
POJK.04/2017

POJK No. 27 Tahun 2022 :

POJK No. 30/
POJK.04/2015

Berarti Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor
Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran
Dalam Rangka Penawaran Umum.

Berarti Peraturan No. IX.A.7 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK
No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan
Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Berarti Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016
tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Berarti Peraturan OJK Nomor 2/POJK.03/2022 tanggal 7 Februari 2022
tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah.

Berarti Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017
tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran
Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

Berarti Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017
tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka
Penawaran Umum Bersifat Utang.

Berarti Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016
tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 dan diubah
terakhir kali dengan Peraturan OJK No. 27 Tahun 2022 Tentang Kewaijiban
Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Berarti Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020
tentang Konsulidasi Bank Umum.

Berarti Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021
tentang Bank Umum.

Berarti Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021
tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.

Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik.

Berarti Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020
tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

Berarti Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020
tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Berarti Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017
tentang Prospektus Awal dan Info Memao.

Berarti Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Berarti Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
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POJK No. 33/
POJK.04/2014

POJK No. 34/
POJK.04/2014

POJK No. 34/
POJK.03/2016

POJK No. 36/
POJK.04/2014

POJK No. 49/
POJK.04/2020
POJK No. 55/
POJK.04/2015

POJK No. 56/
POJK.04/2015

POJK No. 58/
POJK.04/2017

PADG Nomor 12/2023

PADG Nomor 18/2023

PADG Nomor 23/2021

PADG Nomor 24/2022

Pemegang Obligasi dan :

Obligasi Subordinasi

Peristiwa Terganggu
Kelangsungan Usaha
atau

Point of Non Viability

Berarti Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berarti Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014
tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Berarti Peraturan OJK Nomor Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 26
September 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum Bank Umum.

Berarti Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014
tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau
Sukuk.

Berarti Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember
2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Berarti Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember
2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite
Audit.

Berarti Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember
2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit
Internal.

Berarti Peraturan OJK Nomor POJK No. 58/POJK.04/2017 tanggal 8
Desember 2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran Atau
Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik.

Berarti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/
PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib
Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional,
Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Berarti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/
PADG/2019 Tahun 2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan
Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional,
Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Berarti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor
23/07/PADG/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota
Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi
Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank
Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Berarti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam
Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum
Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh
Obligasi Subordinasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening
Efek pada KSEI atau Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang
Rekening.

Berarti peristiwa yang terjadi dalam hal OJK telah menetapkan kondisi
dimana Perseroan dinyatakan terganggu kelangsungan usahanya
dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan untuk
melakukan Write Down atas kewajibannya terhadap Obligasi Subordinasi.
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Perjanjian Agen
Pembayaran

Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi dan
Obligasi Subordinasi

Perjanjian
Perwaliamanatan
Obligasi dan Obligasi
Subordinasi

Perjanjian Pendaftaran
Efek Bersifat Utang di
KSEI

Berarti perjanjian antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal
pelaksanaan pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi
Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi beserta
denda dan manfaat lain atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan
Akta No. 10 tanggal 6 Maret 2024 untuk Obligasi Berkelanjutan IV Bank
Panin Tahap | Tahun 2024, dan Akta No. 11 tanggal 6 Maret 2024 untuk
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap | Tahun 2024
yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.,
Notaris di Jakarta.

Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh dan antara
Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi dengan syarat dan ketentuan yang
dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV
Bank Panin Tahap | Tahun 2024 No. 14 tanggal 8 Maret 2024 junctis Akta
Addendum | Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank
Panin Tahap | Tahun 2024 No. 27 tanggal 5 April 2024, Akta Addendum |l
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap |
Tahun 2024 No. 32 tanggal 13 Mei 2024, dan Akta Addendum Il Perjanjian
Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap | Tahun
2024 No. 35 tanggal 19 Juni 2024 dan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan 1V Bank Panin Tahap | Tahun 2024 No.
17 tanggal 8 Maret 2024 junctis Akta Addendum | Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap | Tahun
2024 No. 30 tanggal 5 April 2024, Akta Addendum Il Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap | Tahun 2024
No. 35 tanggal 13 Mei 2024 dan Akta Addendum Ill Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap | Tahun
2024 No. 39 tanggal 19 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir.
Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat,
sebagaimana ternyata dari akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap | Tahun 2024,
yang dibuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan
IV Bank Panin Tahap | No. 13 tanggal 8 Maret 2024 junctis Akta Addendum
| Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap |
No. 26 tanggal 5 April 2024, Akta Addendum Il Perjanjian Perwaliamanatan
Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap | No. 31 tanggal 13 Mei 2024,
dan Akta Addendum IIl Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan
IV Bank Panin Tahap | No. 33 tanggal 19 Juni 2024 dan Akta Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin
Tahap | Tahun 2024 No. 16 tanggal 8 Maret 2024 junctis Akta Addendum
| Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank
Panin Tahap | No. 29 tanggal 5 April 2024, Akta Addendum Il Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap
| tanggal No. 34 tanggal 13 Mei 2024 dan Akta Addendum Il Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap
| tanggal No. 37 tanggal 19 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI dengan
syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Tentang
Pendaftaran Obligasi di KSEI dengan No. SP-008/OBL/KSEI/2024 tanggal
6 Maret 2024 dan Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI dengan
SP-011/OBL/KSEI/2024 tanggal 6 Maret 2024 dibuat di bawah tangan,
bermaterai cukup.
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Persetujuan Prinsip
Pencatatan Efek
Bersifat Utang

Pernyataan Penawaran
Umum Berkelanjutan

Pernyataan Pendaftaran :

Perusahaan Efek

Perseroan

Persyaratan Obligasi

Persyaratan Obligasi
Subordinasi

Pokok Obligasi

Berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek kepada Perseroan
untuk pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi di Bursa Efek, Nomor:
S-03217/BEI.PP1/04-2024 tertanggal 2 April 2024.

Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV
Bank Panin Tahap | Tahun 2024, No. 12 tanggal 8 Maret 2024, junctis
Akta Addendum | Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap | Tahun 2024, No. 25 tanggal 5 April
2024, Akta Addendum Il Pertanyataan Penawaran Umum Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan 1V Bank Panin Tahap | Tahun 2024, No. 30 tanggal
13 Mei 2024 dan Akta Addendum Il Pertanyataan Penawaran Umum
Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap | Tahun 2024
No. 32 tanggal 19 Juni 2024 dan Akta Pernyataan Penawaran Umum
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap | Tahun 2024, No.
15 tanggal 8 Maret 2024 junctis Akta Addendum | Pertanyataan Penawaran
Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap |
Tahun 2024, No. 28 tanggal 5 April 2024, Akta Addendum Il Pertanyataan
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin
Tahap | Tahun 2024, No. 33 tanggal 13 Mei 2024 dan Akta Addendum Il
Pertanyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan
IV Bank Panin Tahap | Tahun 2024, No. 36 tanggal 19 Juni 2024 yang
seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,
S.H., Notaris di Jakarta.

Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Bapepam dan LK Nomor: IX.A.l Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
dan LK tanggal 30 Desember 2011 Nomor: Kep-690/BL/2011 tentang
Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan POJK No. 7/
POJK.04/2017, dan dengan memperhatikan POJK No. 36/POJK.04/2014
dan POJK No. 58/POJK.04/2017, berikut dokumen-dokumennya yang
diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran
Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-
tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan
OJK.

Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi
Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana
dimaksud dalam UUP2SK.

Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Bank
Pan Indonesia Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan.

Berarti ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk Obligasi
sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi dan tingkat Bunga Obligasi
sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi.

Berarti ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk Obligasi Subordinasi
sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
Subordinasi tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi Subordinasi dan
tingkat Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.

Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi
berdasarkan Obligasi dalam jumlah pokok sebesar Rp50.000.000.000,-
(lima puluh miliar Rupiah).
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Pokok Obligasi
Subordinasi

Prospektus

Prospektus Awal

Prospektus Ringkas
Rekening Efek

RUPO

RUPS

RUPSLB

SE OJK No. 20/
SEOJK.03/2016

SE OJK No.14/
SEOJK.03/2017

Satuan Pemindahbukuan :

Sertifikat Jumbo Obligasi :

dan Obligasi Subordinasi

Tanggal Distribusi

Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi
Subordinasi berdasarkan Obligasi Subordinasi dalam jumlah pokok
sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi
lain sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan dengan tujuan
agar pihak lain membeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana
diatur dalam UUP2SK juncto POJK No. 9/POJK.04/2017, dengan
memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/POJK.04/2014.

Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus
yangdisampaikan kepada OJK sebagaibagiandari Pernyataan Pendaftaran,
kecuali informasi mengenai jumlah penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi
Subordinasi, tingkat suku Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi atau
hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum
dapat ditentukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran
dalam bentuk dan isi sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2017.

Berarti ringkasan dari Prospektus Awal.

Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan Obligasi
Subordinasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan Obligasi
Subordinasi yang diadministrasikan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening
berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh
Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam
Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan.

Berarti Surat Edaran OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016 tanggal 21 Juni
2016 tentang Fitur Konversi menjadi Saham Biasa atau Write Down
terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap, berikut
perubahannya dan/atau penambahannya dan/atau pembaharuannya di
kemudian hari.

Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2017
tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu
Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu
Rupiah) atau kelipatannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan.

Berarti bukti penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang disimpan
dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas
nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi
dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening.

Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi
Subordinasi hasil Penawaran Umum kepada KSEIl yang merupakan
tanggal distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dilakukan secara
elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal
Penjatahan kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi paling
lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan.
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Tanggal Emisi

Tanggal Pencatatan

Tanggal Penjatahan

Tanggal Pelunasan
Pokok Obligasi

Tanggal Pelunasan
Pokok Obligasi
Subordinasi

Tanggal Pembayaran
Bunga Obligasi

Tanggal Pembayaran
Bunga Obligasi
Subordinasi

Undang-Undang Pasar
Modal (UUPM)
UUP2SK

Utang Senior

UUPT

Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi dan Obligasi
Subordinasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi
dan Obligasi Subordinasi melalui para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
dan Obligasi Subordinasi ke dalam rekening Perseroan (in good funds)
berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan
Obligasi Subordinasi, sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus.

Berarti tanggal pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk
diperdagangkan di Bursa Efek yang akan ditentukan dalam Addendum
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi jatuh tempo dan
wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang termuat dalam Daftar
Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu pada ulang tahun
ke-5 (lima) sejak Tanggal Emisi Obligasi dan apabila tanggal tersebut jatuh
pada bukan Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya
dan dengan memperhatikan ketentuan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi Subordinasi jatuh
tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi yang
termuat dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran,
yaitu pada ulang tahun ke-7 (tujuh) sejak Tanggal Emisi Obligasi Subordinasi
dan apabila tanggal tersebut jatuh pada bukan Hari Bursa, maka akan
dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya dan dengan memperhatikan
ketentuan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi yang
wajib dibayar melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi yang
namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, sebagaimana
dicantumkan dalam Prospektus.

Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi
Subordinasi yang waijib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran
kepada Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum dalam
Daftar Pemegang Rekening, sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus.

Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995
tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun
1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK.

Berarti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara
Nomor 4 Tahun 2023 Tambahan Nomor 6845.

Berarti seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditur baik
yang dijamin dengan jaminan khusus maupun kreditur yang tidak diberikan
jaminan khusus (konkuren) baik yang merupakan kewajiban tidak bersyarat
atau bersyarat, baik yang aktual maupun kontinjen, baik yang telah ada
saat ini atau yang akan ada di kemudian hari tidak termasuk kewajiban
pembayaran Perseroan kepada para kreditur lainnya yang disubordinasi
yang berdasarkan syarat-syaratnya menempati peringkat hak tagih yang
sama dengan atau di bawah Obligasi Subordinasi.

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16
Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
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VTL

Wali Amanat

Write Down

Berarti Votraint No. 1103 Pty, Ltd.

Berarti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta, atau
para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang bertindak selaku
kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili
kepentingan seluruh Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Berarti pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi)
Perseroan, dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh pembayaran
Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada pemegang
Obligasi  Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dalam jumlah yang setara dengan
nilai yang akan ditetapkan oleh OJK berdasarkan pemberitahuan tertulis.
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RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya
dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan
yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan
pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan
disusun dalam jutaan Rupiah dan secara konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, serta disusun sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Umum

Perseroan memulai kegiatan operasi perbankan sebagai bank umum pada tanggal 18 Agustus 1971 dan
memperoleh status Bank Devisa pada tanggal 21 April 1972. Dalam menjalankan kegiatan usahanya,
Perseroan yang berkantor pusat di Jakarta dan per akhir Januari 2024 memiliki 518 jaringan kantor,
yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Wilayah Indonesia Timur, 57 Kantor Cabang Utama yang berlokasi
di Senayan — Jakarta, Palmerah — Jakarta, Menara Imperium — Jakarta, Pecenongan — Jakarta, CBD
Pluit — Jakarta, Kopi — Jakarta, A.M. Sangaji — Jakarta, Plaza Pasifik — Jakarta, Puri Tirta — Jakarta,
Sultan Iskandar Muda — Jakarta, Serang, Gading Serpong, Bandung, Cirebon, Bogor, Sukabumi, Garut,
Sumedang, Tasikmalaya, Bekasi Square, Solo, Semarang, Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, Coklat —
Surabaya, Malang, Bojonegoro, Cendana — Surabaya, Kediri, Jember, Kuta, Mataram, Kupang, Medan,
Pematang Siantar, Pekanbaru, Batam, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung,
Pangkal Pinang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Manado, Palu, Kendari, Makassar,
Gorontalo, Ambon, Jayapura, Sorong, Palangkaraya dan 1 (satu) Kantor di luar negeri yang merupakan
Kantor Perwakilan di Singapura serta didukung oleh 459 Kantor Cabang Pembantu.

Perluasan jaringan kantor didasarkan atas beberapa kriteria, antara lain: a) meningkatkan jaringan
guna memenuhi kebutuhan kegiatan usaha nasabah, b) perkembangan perekonomian daerah yang
bersangkutan, c) situasi dan kondisi sosial ekonomi daerah yang bersangkutan dan d) mempermudah
akses internasional (khusus untuk kantor di luar negeri).

2. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh
PT Raya Saham Registra, susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nilai nominal per saham Rp 100.-

Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) (%)
Modal Dasar 96.000.000.000 9.600.000.000.000
Pemegang Saham :

1.PT Panin Financial Tbk. 11.089.071.285 1.108.907.128.500 46,04
2.Votraint No. 1103 Pty. Ltd. 9.349.793.152 934.979.315.200 38,82
3.Saham Treasuri 6.100.000 610.000.000 0,02
4. Masyarakat < 5% 3.642.681.561 364.268.156.100 15,12
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh 24.087.645.998 2.408.764.599.800 100,00
Saham Dalam Portepel 71.912.354.002 7.191.235.400.200

3. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi,
seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam
pemberian kredit.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangi dengan
biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka
pengembangan usaha terutama pemberian kredit serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan
dana jangka panjang.

Obligasi Subordinasi ini akan menjadi bagian modal pelengkap (Tier 2) sesuai dengan POJK
No. 11/POJK.03/2016.
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4. Keterangan Tentang Obligasi dan Obligasi Subordinasi Yang Akan Diterbitkan

Ringkasan Penawaran Umum Obligasi adalah sebagai berikut:

Nama Obligasi
Jumlah Nilai Obligasi
Jangka Waktu

Harga Penawaran

Tingkat Bunga

Satuan Pemindahbukuan :

Satuan Perdagangan

Pembelian Kembali
Obligasi (Buy Back)

Jaminan

Wali Amanat

Pembatasan-pembatasan :

dan Kewajiban-kewaijiban
Perseroan (covenants)

Hasil Pemeringkatan

Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap | Tahun 2024
sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah)
5 (lima) tahun, yang akan jatuh tempo tanggal 5 Juli 2029

Harga penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah
Pokok Obligasi

Obligasi tanpa warkat yang diadministrasikan pada penitipan kolektif di
KSEI. Besarnya bunga tetap Obligasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai
dengan tahun ke-5 (lima) adalah sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima
persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan)

Rp1,- (satu Rupiah)
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannnya

1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan
pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi
sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai
hak untuk memberlakukan pembelian kembali (buy back) tersebut untuk
dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan
memperhatikan ketentuan dalam perjanjian Perwaliamanatan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin
dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun
barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada
dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal
1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang
Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur
Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada
dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara
khusus dengan harta kekayaan Perseroan yang telah ada maupun yang
akan ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dan biaya-
biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan
Obligasi ini. Perseroan diwajibkan mematuhi pembatasan-pembatasan
dan kewajiban-kewajiban tersebut yang diuraikan dalam Bab | Prospektus
nl.

Berdasarkan surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) No.RC-173/
PEF-DIR/111/2024 tanggal 5 Maret 2024 hasil pemeringkatan atas Obligasi
Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap | Tahun 2024 untuk periode 5 Maret
2024 sampai dengan 1 Maret 2025 adalah:

idAA (Double A)

Ringkasan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut:

Nama Obligasi
Subordinasi

Jumlah Nilai Obligasi
Subordinasi

Jangka Waktu
Harga Penawaran

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap | Tahun 2024
sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah)
7 (tujuh) tahun. Jatuh tempo tanggal 5 Juli 2031

Harga penawaran Obligasi Subordinasi ini adalah 100% (seratus persen)
dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi
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Tingkat Bunga

Satuan Pemindahbukuan :

Satuan Perdagangan

Pembelian Kembali
Obligasi Subordinasi
(Buy Back)

Jaminan

Wali Amanat

Pembatasan-pembatasan :

dan Kewaijiban-kewaijiban
Perseroan (covenants)

Hasil Pemeringkatan

Sifat-sifat Khusus

Obligasi Subordinasi tanpa warkat yang diadministrasikan pada penitipan
kolektif di PT KSEI. Besarnya bunga tetap Obligasi Subordinasi untuk
tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar 8,40%
(delapan koma empat nol persen) per tahun. Bunga Obligasi Subordinasi
dibayarkan setiap triwulan (3 bulan)

Rp1,- (satu Rupiah)
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannnya

Obligasi Subordinasi ini tidak mempunyai opsi untuk pembelian kembali
(buy back) sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi.

Obligasi Subordinasi merupakan Obligasi Subordinasi yang kewajiban
pembayarannya tidak dijamin dengan jaminan apapun (termasuk jaminan
khusus) dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, termasuk tidak dijamin oleh
Negara Republik Indonesia, hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan
dalam Perjanjian dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan
bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau
penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan merupakan kewajiban Perseroan yang bersifat subordinasi
sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 dan
mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) hurut f POJK No. 11/ POJK.03/
2016 junto POJK No. 34/0JK.03/2016 junto POJK Nomor 27 Tahun 2022
dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan
kentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi
Subordinasi dan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan
berkenaan dengan Obligasi Subordinasi ini. Perseroan diwajibkan
mematuhi pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban tersebut
yang diuraikan dalam Bab | Prospektus ini.

Berdasarkan surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) No.RC-174/
PEF-DIR/III/ 2024 tanggal 5 Maret 2024, hasil pemeringkatan atas
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap | Tahun 2024
untuk periode 5 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025 adalah:

idA (Single A Plus)

POJKNo. 11/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 mengatur
mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu obligasi
subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal pelengkap suatu
bank, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk dapat diperhitungkan
sebagai komponen modal, bersifat subordinasi untuk memperoleh seluruh
pelunasan pembayaran pada saat terjadi likuidasi dan memiliki jangka
waktu 5 (lima) tahun serta hanya dapat dilunasi setelah memperoleh
persetujuan OJK. Terkait dengan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil
suatu obligasi subordinasi, POJK No. 11/POJK.03/2016 dan SEOJK No.
20/SEOJK.03/2016 memuat ketentuan bahwa pembayaran pokok dan/
atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi juga dapat ditangguhkan
dan diakumulasikan antar periode (cummulative), apabila pembayaran
dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individual atau rasio
KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan pemenuhan modal
minimum sesuai profil risiko. Obligasi Subordinasi dapat di Write Down
tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi
terganggu kelangsungan usahanya (point of non-viability) sesuai dengan
Pasal 19 POJK No. 11/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 20/SEOJK.
03/2016.
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5.

Risiko Usaha

Risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit yaitu ketidakmampuan debitur untuk
membayar kembali kredit yang diberikan Perseroan, dimana apabila terjadi dalam jumlah yang cukup
material akan mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan Perseroan dan mempengaruhi tingkat
kesehatan Perseroan.

a.

Selain itu Perseroan juga menghadapi risiko-risiko usaha lainnya, antara lain:

Risiko likuiditas

Risiko pasar

- Risiko suku bunga dan

- Risiko valuta asing

Risiko operasional

- Risiko hukum

- Risiko reputasi

- Risiko strategik

- Risiko kepatuhan

Risiko teknologi

Risiko persaingan pangsa pasar

Risiko makro ekonomi

Risiko perubahan kebijakan Pemerintah
Risiko anak perusahaan

Risiko atas kepemilikan terhadap anak perusahaan

Risiko investasi bagi investor pembeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi:

Obligasi Subordinasi dapat dikonversi menjadi saham biasa atau di Write Down apabila OJK
menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non-
viability) sesuai dengan pasal 19 angka 1 huruf ¢c. POJK No. 11/POJK.03/2016.

Dengan adanya pengaturan dalam pasal 19 ayat (1) huruf (¢) POJK No.11/POJK.03/2016 dan
SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016, maka pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi
atas Pokok dan/atau imbal hasil Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasikan antar
periode (cummulative) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban
Penyedian Modal Minimum (“KPMM?”) secara individu atau secara konsolidasi tidak memenubhi
KPMM sesuai profil risiko.

Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan dalam Penawaran
Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Obligasi
Subordinasi sebagai investasi jangka panjang.

Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran
bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk
memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi Subordinasi yang merupakan
dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Ketergantungan terhadap perusahaan anak atau kinerja perusahaan anak

Perseroan tidak mempunyai ketergantungan terhadap perusahaan anak atau kinerja perusahaan anak
yang akan mempengaruhi kinerja keuangan dari Perseroan.

6.

Kegiatan Usaha

Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai Anggaran Dasar. Tujuan utama kegiatan usaha adalah
menjalankan usaha sebagai Bank Umum. Untuk tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha sebagai berikut:

a.

b.

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat

deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu.

Memberikan kredit, baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek dan jenis lainnya yang
lazim dalam dunia perbankan.
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c. Menerbitkan surat pengakuan utang.

d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah
nasabahnya:

e Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak
lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.
e Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari
kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.

Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Obligasi.

Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu)

tahun.

e Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik

dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana

lainnya.

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau
antara pihak ketiga.

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasar suatu kontrak.

j-  Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga
yang tercatat di Bursa Efek.

k. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak
memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut waijib
dicairkan secepatnya.

I.  Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat.

m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

—h

7. Prospek Usaha

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 tumbuh
kuat sebesar 5,05% (yoy), didukung oleh pertumbuhan sebesar 5,04% pada Q4 2023. Adapun
perekonomian Indonesia diperkirakan akan semakin bertumbuh, dengan perkiraan pertumbuhan sebesar
5,20% pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Indonesia. Indonesia
juga menjadi salah satu negara dengan stabilitas ekonomi dan politik yang relatif terjaga. Dalam satu
dekade terakhir, di luar pandemi Covid-19, ekonomi tumbuh dikisaran 5%-6%. Pencapaian tersebut
lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan global yang sekitar 3%. Perbaikan kinerja ekonomi secara umum
berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Tidak hanya karena pertumbuhan merupakan elemen
kunci dalam upaya menekan pengangguran, bank juga jadi memiliki banyak opsi sumber pendanaan
untuk dikelola dan didiversifikasi ke dalam aktivitas risk-taking saat ekonomi booming.

Bisnis perbankan nasional masih sangat prospektif. Basis pasar yang besar, tingkat literasi dan
inklusi keuangan yang meningkat, serta ekonomi yang tumbuh positif di atas rata-rata global menjadi
pendorongnya. Perseroan optimis kinerja bisnis akan tumbuh secara berkelanjutan sejalan dengan
visi: "Menjadi Bank pilihan utama bagi nasabah individu dan bisnis dengan kearifan lokal.” Indonesia
merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia dengan lebih dari 270 juta jiwa.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 49,68% dan indeks inklusi keuangan
sebesar 85,10%. Nilai ini meningkat dibanding hasil SNLIK tahun 2019 dimana indeks literasi keuangan
mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Inklusi keuangan ditargetkan dapat mencapai
90% pada tahun 2024. Peningkatan literasi keuangan merupakan salah satu faktor penting yang dapat
mendorong pertumbuhan bisnis perbankan.
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8. Strategi Usaha

Dalam konteks keberlanjutan bisnis, Perseroan telah menetapkan rencana strategis lima tahun ke
depan yang berfokus pada bagaimana mengoptimalkan pengalaman dan keahlian yang dimiliki untuk
mendorong kinerja bisnis.

Strategi pendanaan difokuskan pada pengembangan beragam produk baru sambil terus memperkuat
program tabungan yang sudah ada untuk menarik dana pihak ketiga (DPK) demi memperkuat struktur
current account saving account (CASA). Perseroan akan memfokuskan strategi penanaman dana
pada upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kredit dengan target pertumbuhan yang sehat dan
berkesinambungan dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian (prudential financing). Perseroan
juga terus mendorong sinergi seluruh satuan kerja dan kelompok usaha Panin untuk mewujudkan
ekosistem Panin Grup. Tujuannya antara lain untuk optimalisasi kinerja bisnis serta mewujudkan layanan
omnichannel yang bisa menjawab kebutuhan nasabah dan meningkatkan customer experience.

Dengan menerapkan bauran strategi di atas, Perseroan berharap dapat menyediakan solusi keuangan
yang lengkap dan beragam kepada para nasabah, serta dapat memperluas basis nasabahnya.

9. Kegiatan Penyertaan

Tabel berikut ini menguraikan penyertaan Perseroan dengan nilai penyertaan di atas Rp1 miliar pada
posisi 31 Desember 2023:

Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Pergg;t: an Op:f:st:gnal Kepe(:zl)llkan P’é?lrc‘itar::)al:zln
Entitas anak

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk  Perbankan Syariah 2008 2009 67,3 7,13%
PT Clipan Finance Indonesia Tbk  Lembaga Pembiayaan 1982 1982 51,49 13,38%
Perusahaan Penyertaan

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Lembaga Pembiayaan 2003 1993 25,06 -
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk  Asuransi 2001 1980 7,76 -
PT Panin Sekuritas Tbk Perusahaan Investasi 1989 1989 29 -
PT Bank ANZ Indonesia Perbankan 1990 1973 1 -

Penyertaan PT FAC Sekuritas Indonesia sebesar Rp750,15 juta dan PT Sarana Kal-Sel Ventura sebesar
Rp193,07 juta, kurang dari Rp1 miliar, maka tidak terdapat PT FAC Sekuritas Indonesia dan PT Sarana
Kal-Sel Ventura dalam struktur.

Kontribusi pendapatan untuk Perusahaan Penyertaan kurang dari 1% terhadap pendapatan Perseroan.

10. Keterangan tentang Efek Bersifat Utang yang Belum Dilunasi

Obligasi yang diterbitkan Perseroan sebelum diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Tanggal Pencatatan pada Jumlah Obligasi Jatuh Jumlah Obligasi Terutang

Keterangan Efektif Bursa Efek (juta Rp) Tempo (juta Rp)

Obligasi Subordinasi

Berkelanjutan Il Bank Panin

Tahap | Tahun 2018 03 Juli 2018 04 Juli 2018 1.302.000 03 Juli 2025 1.302.000

Maka jumlah Efek Bersifat Utang Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.302.000
juta.
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Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang bersumber dari laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan
Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan
opini tanpa modifikasian dengan penambahan paragraf hal lain mengenai penerbitan kembali laporan
keuangan agar sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku dan pembatasan pengunaan
laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pan Indonesia Tbk dan entitas anak untuk disertakan dalam
Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan IV Bank Panin dalam laporannya tanggal 28 Mei 2024 yang

ditandatangani oleh Fonny Alimin.

(dalam Jutaan Rupiah, Kecuali tercatat sebagai persentase)

31 Desember

KETERANGAN 2023 2022
Jumlah Aset 222.010.050 212.431.881
Jumlah Liabilitas 158.149.035 151.844.644
Jumlah Dana Syirkah Temporer 10.548.530 9.871.143
Jumlah Ekuitas 53.312.485 50.716.094
Jumlah Pendapatan 17.164.670 15.901.781
Jumlah Beban 13.485.322 11.828.848
Laba Bersih 3.005.536 3.273.010
Total Kredit Yang Diberikan 131.498.273 123.269.582
Total Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 8.491.195 6.818.980
Simpanan 137.510.209 135.231.578
Capital Adequacy Ratio - Risiko Kredit, Pasar dan Operasional (%) 32,40 30,07
NPL neto (%) 0,57 0,92
LDR(%) 97,51 91,67
Laba bersih / Jumlah Aset (%) (ROA) 1,57 1,91
Laba Bersih / Jumlah Ekuitas (%) (ROE) 5,42 6,89
BOPO (%) 78,18 74,53
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. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp15.000.000.000.000,- (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV”)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut,
Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP | TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp50.000.000.000,- (LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
(“OBLIGASI”)

PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV”)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV tersebut,
Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP | TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI SEBESAR Rp50.000.000.000,- (LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
(“OBLIGASI SUBORDINASI”)

Obligasi ini ditawarkan pada nilai nominal berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan memperhatikan
ketentuan mengenai Pembelian Kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi
yang dapat dilaksanakan oleh Perseroan setelah ulang tahun ke-1 (satu) sejak Tanggal Emisi. Obligasi diterbitkan dengan tingkat
bunga tetap untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-5 (lima) adalah sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan
sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 5 Oktober
2024 dan terakhir kali sekaligus jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2029.

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan pada nilai nominal berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi
Subordinasi diterbitkan dengan tingkat bunga tetap untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar sebesar
8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari
jumlah pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi
pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 5 Oktober 2024 dan terakhir kali
sekaligus jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2031.

Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas
surat utang jangka panjang dari :
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)

ig,AA (Double A) untuk Obligasi dan
AT (Single A Plus) untuk Obligasi Subordinasi

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab | perihal Penawaran Umum Berkelanjutan dalam Prospektus ini.

Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
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PT BANK PAN INDONESIA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama: Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat Kantor Cabang
Gedung Bank Panin Pusat 1 Kantor Wilayah, 57 Kantor Cabang,
JI. Jenderal Sudirman, Senayan 459 Kantor Cabang Pembantu,
Jakarta 10270, Indonesia dan 1 Kantor Perwakilan di Luar Negeri

Telepon: (021) 573 5555, Faksimili: (021) 2700 340
www.panin.co.id
Email: panin@panin.co.id

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT DIVANAAPABILATERJADIDALAM JUMLAH YANG
CUKUP MATERIAL AKAN MENGAKIBATKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI
TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN. DIMANA RISIKO KREDIT DIKAITKAN DENGAN KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK
MEMBAYAR KEMBALI PINJAMANNYA, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA. RISIKO USAHA PERSEROAN
SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA
OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA
PANJANG.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPIINVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI INIADALAH (1) OBLIGASI SUBORDINASI
DAPAT DI WRITE DOWN TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI
TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 11/POJK.03/2016 JUNCTIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.
34/POJK.03/2016 DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 27 TAHUN 2022, (Il) PENANGGUHAN PEMBAYARAN
POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI
PEMENUHAN ATAS PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.11/POJK.03/2016 JUNCTIS PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 34/ POJK.03/2016 JUNCTIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 27 TAHUN
2022 DAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 20/SEOJK.03/2016 (lll) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI
SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN
PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
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1. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV dapat dilaksanakan oleh
Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/POJK.04/2014, sebagai berikut:

a. Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV akan dilaksanakan dalam
periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi
dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan 1V terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada
ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif;

b. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun, di mana hal ini telah
dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 13 September 1994.

c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian
pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah
dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 2024 dan Surat Pernyataan
dari Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan
Deloitte) No. SR124 0001 PIB FA tanggal 7 Maret 2024, yang menyatakan Perseroan tidak pernah
mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan
Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir
sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam
rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak
mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih
besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.

d. Menmiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan
urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan
standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh
Perseroan dengan hasil pemeringkatan idAA (Double A) untuk Obligasi dan idA+ (Single A plus)
untuk Obligasi Subordinasi dari Pefindo.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap | dan tahap-tahap selanjutnya (jika
ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/POJK.04/2014.

2. Keterangan Tentang Obligasi yang Diterbitkan

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap | Tahun 2024

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan
atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan
pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan
Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI melalui
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu Obligasi, Jatuh Tempo Obligasi dan Bunga Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah). Obligasi berjangka
waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) sejak Tanggal Emisi.

Besarnya bunga tetap Obligasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-5 (lima) adalah sebesar
7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung
berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus
enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
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Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang
Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar
Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal
Pembayaran Bunga Obligasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 5 Oktober 2024 dan terakhir
kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 5 Juli 2029.

Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal
Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Harga Penawaran

Harga penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu
Rupiah) dan kelipatannya.

Satuan Perdagangan
Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-1 : 5 Oktober2024 Bunga Ke-11 : 5 April2027
Bunga Ke-2 : 5 Januari2025 Bunga Ke-12 : 5 Juli2027
Bunga Ke-3 : 5 April2025 Bunga Ke-13 : 5 Oktober2027
Bunga Ke-4 : 5 Juli2025 Bunga Ke-14 : 5 Januari2028
Bunga Ke-5 : 5 Oktober2025 Bunga Ke-15 : 5 April2028
Bunga Ke-6 : 5 Januari2026 Bunga Ke-16 : 5 Juli2028
Bunga Ke-7 : 5 April2026 Bunga Ke-17 : 5 Oktober2028
Bunga Ke-8 : 5 Juli2026 Bunga Ke-18 : 5 Januari2029
Bunga Ke-9 : 5 Oktober2026 Bunga Ke-19 : 5 April2029
Bunga Ke-10 : 5 Januari2027 Bunga Ke-20 : 5 Juli2029
Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan
Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan
ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-
hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali
hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan harta kekayaan Perseroan yang telah
ada maupun yang akan ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan (Covenants)

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus
ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi. Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1.

Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat ijin mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar dan

jika jawaban Wali Amanat atas permohonan ijin tersebut tidak diperoleh dalam waktu 14 (empat

belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin tersebut diterima oleh Wali Amanat dan Wali Amanat
menganggap dokumen yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari

Kerja sejak surat permohonan permintaan dokumen tersebut diterima oleh Perseroan, maka ijin

tersebut dianggap telah diberikan.

Perseroan dilarang, yaitu:

- Mengurangi Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.

- Mengadakan perubahan di bidang usaha.

- Melakukan penyertaan modal pada pihak manapun juga yang secara total melebihi ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang.

- Melakukan penggabungan atau peleburan atau reorganisasi dengan perusahaan lain yang
bertentangan dengan ketentuan/kebijaksanaan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga
keuangan yang berwenang.

- Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun juga sebagian atau
seluruh Aktiva Tetap Perseroan berupa tanah dan bangunan di atasnya, baik yang sekarang
telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, kepada pihak ketiga manapun kecuali
untuk agunan yang diambil alih/harta eks jaminan dan Aktiva Tetap lainnya yang nilainya dalam
1 (satu) transaksi atau gabungan transaksi yang dalam tahun berjalan selama masa Obligasi
tidak melebihi 4% (empat persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan
terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

- Menjaminkan atau membebani dengan cara apapun harta kekayaan Perseroan, baik yang
sekarang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, kepada pihak ketiga
manapun. Pembatasan ini tidak berlaku untuk:

i. Harta kekayaan yang telah dijaminkan sebelum tanggal ditandatanganinya Perjanjian
Perwaliamanatan.

ii. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari,
termasuk tetapi tidak terbatas pada pinjaman antar bank sehubungan dengan kebutuhan
likuiditas, pinjaman pemerintah dan terkait pemerintah dan/atau pinjaman luar negeri
sehubungan dengan pengembangan usaha Perseroan dan transaksi repo.

iii. Harta kekayaan yang dijaminkan untuk pinjaman baru sebagai pengganti pinjaman lama
(refinancing).

Perseroan berkewajiban untuk:

Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang

jatuh tempo dan harus sudah tersedia (in good fund) selambat-selambatnya 1 (satu) Hari Kerja

sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke
dalam rekening yang ditunjuk Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi
bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh waktu pembayaran

Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyerahkan kepada Agen

Pembayaran dana-dana sebagaimana tersebut diatas, maka Perseroan harus membayar Denda

atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi. Denda yang dibayar

Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan dibayarkan

kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan

dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi

keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan

dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.

Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap perubahan,

kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha

atau operasi Perseroan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
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Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya.

Menyerahkan kepada Wali Amanat:

- Laporan-laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik Perseroan yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah
berakhirnya tiap tahun buku Perseroan.

- Laporan-laporan keuangan intern tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi
Perseroan dalam waktu:

60 (enampuluh) Hari Kalender jika diaudit oleh akuntan publik.

30 (tigapuluh) Hari Kalender jika tidak diaudit oleh akuntan publik; setelah berakhirnya tiap masa

semester dari tiap tahun buku Perseroan.

- Bilamana terjadi pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban
sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka segera setelah penutupan
Laporan Keuangan Tahunan dan/atau Semesteran, Surat Pernyataan yang ditandatangani
oleh Direksi Perseroan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa Laporan
Keuangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Obligasi.

- Laporan-laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- Salinan resmi akta Perjanjian Perwaliamanatan dan akta-akta lain yang dibuat sehubungan
dengan Emisi Obligasi.

Menjaga dan mengusahakan tingkat kesehatan Perseroan sesuai dengan kriteria sehat, sesuai
dengan ketentuan/peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga keuangan yang berwenang.
Menjaga jumlah aktiva yang tidak diagunkan minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen)
dari utang Perseroan dalam bentuk obligasi dan surat utang jangka menengah (Medium Term
Note) dalam mata uang rupiah yang diperdagangkan di pasar modal, yang belum dibayar lunas
(outstanding). Informasi tersebut diatas harus juga dicantumkan dalam surat pengantar kepada
Wali Amanat yang disampaikan bersamaan dengan Laporan Keuangan triwulanan.
Memberi ijin kepada Wali Amanat bilamana terjadi pelanggaran Perjanjian Perwaliamanatan untuk
pada saat jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan
dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris,
perjanjian-perjanjian, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan
keadaan usaha Perseroan, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Perseroan menerima
surat permohonan tertulis dari Wali Amanat dengan memenuhi semua peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan Anggaran Dasar serta perubahan susunan

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Wali Amanat.

Memberitahukan secara tertulis hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kepada Wali

Amanat.

Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha bank di Indonesia

yang antara lain diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992) tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang diubah terakhir
kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan

Sektor Keuangan dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah. Surat

Keputusan Menteri Keuangan. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia serta memenuhi ketentuan

dalam anggaran dasar Perseroan.

Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK Nomor: 49/POJK.04/2020 antara

lain dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pemeringkatan Tahunan
i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas setiap Klasifikasi Efek
Bersifat Utang kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja
setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah
menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan efek bersifat utang yang diterbitkan.

ii. Dalam hal peringkat efek bersifat utang yang diperoleh lebih dari satu perusahaan
pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat
menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan
pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang
terkait dengan efek bersifat utang yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Kontrak
Perwaliamanatan.
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iii. Dalam hal peringkat efek bersifat utang yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya,
Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam laman (website)
Perseroan dan laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah
berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Peringkat tahunan yang diperoleh; dan
2) Penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
- Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material / Kejadian Penting

i.  Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru, maka Perseroan wajib menyampaikan
kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam laman
(website) Perseroan dan laman (website) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2
(dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Peringkat yang berbeda dengan sebelumnya; dan
2) Penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat yang
berbeda dengan sebelumnya.

ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.

- Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan

i. Perseroan yang menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui Penawaran
Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/POJK.04/2014 waijib
memperoleh peringkat efek bersifat utang yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran
Umum Berkelanjutan yang direncanakan.

ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran
Umum Berkelanjutan sepanjang:

1) Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran
Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya dalam periode Penawaran
Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/POJK.04/2014.
- Pemeringkatan Ulang

i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait
dengan peringkat selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian
Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang
dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir Hari Kerja
ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian
Perwaliamanatan berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib
mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam laman (website) Perseroan dan
laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya
peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan Peraturan OJK,
apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/POJK.04/2020.

Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan Obligasi harus dilakukan dalam jumlah minimal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah)
atau kelipatannya.

Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan
sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/POJK.04/2017 dan POJK No. 49/POJK.04/2020, Perseroan
telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo),
dengan Surat No.RC-173/PEF-DIR/111/2024 tanggal 5 Maret 2024 hasil pemeringkatan atas Obligasi
Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap | Tahun 2024 untuk periode 5 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret
2025 adalah:

IdAA (Double A)
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Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan,
baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka |
UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun
sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
POJK No. 49/POJK.04/2020.

Dana Pelunasan Obligasi (Sinking Fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan
untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana
emisi.

Hak Senioritas Atas Utang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan (tidak ada hak senioritas) dan hak
Pemegang Obligasi adalah paripasu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya,
baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan
yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada
di kemudian hari.

Tambahan Utang yang Dapat Diperoleh Perseroan pada masa Yang Akan Datang

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan
Obligasi, tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (dimana ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang
jelas dan wajar dan jika Wali Amanat tidak memberikan tanggapan dalam waktu 14 (empat belas) Hari
Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali
Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen pendukung yang dibutuhkan telah lengkap selambat-
lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya kelengkapan dokumen terakhir dan Perseroan
tidak menerima tanggapan apa pun dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan
ijinnya), Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi atau surat utang jangka menengah
(Medium Term Note) yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang Obligasi.

Hak-hak Pemegang Obligasi

1.  Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang
dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi
dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi
dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis
yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang
berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi
tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga
Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan
hak Pemegang Obligasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi
tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas
Jumlah Terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu
1 (satu) tahun adalah 360 (tigaratus enampuluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30
(tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang
Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional
berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

4. Denganmemperhatikan peraturandibidang pasarmodalyangberlaku. RUPO dapatdiselenggarakan
bilamana:
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Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari
20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang
dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (buy back) dan/atau milik
Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan
RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara
yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki
oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan
dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan
pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan
secara tertulis dari Wali Amanat.

Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.

5. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan
dari poin ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:

a.
b.

Berkaitan menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat.
Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang
Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang
dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian
Perwaliamanatan dan POJK No. 20/POJK.04/2020.

Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi
mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi,
perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, persyaratan dari Perjanjian
Perwaliamanatan khusus untuk perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi,
tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi
tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi
pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran
Bunga Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali
Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan
peraturan Pasar Modal dan KSEI.

Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu
kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan
lain sehubungan dengan kelalaian.

Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat
dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure (Keadaan Kahar) dalam hal
tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

Rapat Umum Pemegang Obligasi

Untuk menyelenggarakan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan

berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal

serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi dicatatkan:

a. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan
dari poin ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:

mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi
mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi,
perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan
dana pelunasan dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan tetap
memperhatikan POJK No. 20/POJK.04/2020.

menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan
pengarahan kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu
kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya atau untuk mengambil
tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
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iii. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat sesuai dengan ketentuan-
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

iv. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam
penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/POJK.04/2020.

v. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak
termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat

diselenggarakan atas permintaan:

i. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit
lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk
Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut
terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah) mengajukan permintaan
tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang
diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang
Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung
sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang
tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya
dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

ii. Perseroan;

iii. Wali Amanat; atau

iv. Otoritas Jasa Keuangan.

Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari

Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Obligasi, Perseroan, dan

Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau

Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis

alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan,

selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender
sebelum pemanggilan RUPO.

i. Pemanggilan RUPO waijib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum
diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional.

iii. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum
diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau
kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

iv. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan
informasi paling sedikit:

- tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;

- agenda RUPO;

- pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;

- Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan

- kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

v. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan
paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.

Tata Cara RUPO:

i. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri
RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.

i. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki
KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4
(empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.

iii. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali
Amanat.
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vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat

dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan

RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah

memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh

pada tanggal tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah

tanggal pelaksanaan RUPO.

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. 1

(satu) Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara

dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak

untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR,

kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya tidak memiliki hak suara dan tidak

diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan

atau penyertaan modal pemerintah.

Sebelum pelaksanaan RUPO:

- Perseroan waijib untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada
Wali Amanat.

- Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai jumlah Obligasi yang dimiliki
Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan; dan

- Pemegang Obligasiatau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat
surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau
tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan tidak termasuk Afiliasi tersebut terjadi
Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. Dalam hal ini Pemegang
Obligasi bertanggungjawab penuh untuk keabsahan surat pernyataan tersebut, Penerbit
dan Wali Amanat dibebaskan dari keabsahan surat pernyataan Pemegang Obligasi.

RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara

Perseroan dan Wali Amanat.

RUPOQO dipimpin oleh Wali Amanat.

Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris

untuk membuat berita acara RUPO.

Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO

dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO

tersebut; dan

Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana

dimaksud pada angka xii diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO.

Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi

yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh

Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

f.  Dengan memperhatikan ketentuan huruf e, butir (vii) di atas, kuorum dan pengambilan keputusan
sebagai berikut:

1.

Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian

Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

i. Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan
sebagai berikut:

(i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian
dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari
jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(i) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak
tercapai, maka waijib diadakan RUPO kedua.

(i) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau
diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih
belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila
disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir
dalam RUPO.
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2.

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak
tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau
diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih
belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila
disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir
dalam RUPO.

ii. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib
diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(i) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak
tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

(i) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau
diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum
dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui
paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak
tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau
diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum
dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui
paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

iii. Bila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka waijib diselenggarakan dengan
ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:

(i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari
jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah
Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(i) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak
tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

(i) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau
diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum
dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui
paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak
tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau
diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum
dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui
paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

RUPOQO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan,

diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:

(i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari
jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang
hadir dalam RUPO.

(i) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai,
maka waijib diadakan RUPO kedua.

(i) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4
(tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai,
maka waijib diadakan RUPO ketiga.
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(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara
terbanyak.

(vi) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (v) diatas tidak tercapai,
maka dapat diadakan RUPO yang keempat.

(vii) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau
diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan

(viii)Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat waijib
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf (d) diatas.

g. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

h. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-
keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai
perubahan Perjanjian Perwaliamanatan baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya
perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.

i. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional.

k. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO, antara lain termasuk tidak terbatas biaya pemasangan
iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta biaya Notaris dan
sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab
Perseroan dan waijib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah
permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.

I.  Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian
Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai
Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga
Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani
perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal
tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan
RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu
untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya
tersebut), maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang
kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

m. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat
dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan
ketentuan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran waijib
memperoleh persetujuan RUPO.

n. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang undangan tersebut yang berlaku.

0. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (“POJK No.
16/POJK.04/2020”) dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam POJK
No. 20/POJK.04/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan
e-RUPO yang disediakan penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5
ayat 1 POJK No. 16/POJK.04/2020.

Kelalaian Perseroan

1. Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan adalah apabila terjadi salah
satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:

a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi, atas Obligasi pada Tanggal Pelunasan
Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

b. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan
mempengaruhi secara material terhadap jalannya usaha Perseroan dan kewajiban ini tidak
diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut; atau
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Utang dan Kewajiban Perseroan menjadi jatuh tempo lebih awal karena kelalaian dan/atau
Perseroan dinyatakan lalai terhadap utang dan kewajiban berdasarkan perjanjian utang
lainnya dengan batas minimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari ekuitas. Yang dimaksud
dengan “Utang dan Kewajiban” adalah total dari pinjaman yang diterima dari pihak ketiga,
surat berharga yang diterbitan, berdasarkan laporan keuangan audited Perseroan.

Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau
lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif
terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian
Perwaliamanatan; atau

Apabila pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil
alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besarharta kekayaan Perseroan atau
telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar
atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan
untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

Apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/
status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak
sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut
diberikan, kecuali ketidak sesuaian atau ketidak benaran tersebut bukan disebabkan karena
kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan poin 2 di
bawah ini.

Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

a.

Poin 1 hurufa dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat
belas) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/
kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan
keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

Poin 1 huruf b dan ¢ dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus

selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat,

tanpa diperbaiki kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk
menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

Poin 1 huruf d dan f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama

dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali

Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat

mengenai kelalaian tersebut tanpa adanya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan

atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut.

Poin 1 huruf e:

- maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut
kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat dalam pengumuman melalui 1 (satu)
surat kabat harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

- Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara
yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

- Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan
penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

- Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroaan
atau Perseroan tidak menyampaikan penjelasannya, maka apabila diperlukan akan
dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil
terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya tersebut
memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan segera kepada Perseroan, maka
Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo, dan Wali Amanat dalam
waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO harus mengajukan tagihan kepada
Perseroan dan tagihan tersebut wajib segera dibayar oleh Perseroan.

Apabila Perseroan dibubarkan dengan Undang-undang, Wali Amanat berhak tanpa memanggil
RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang
dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi atau melindungi Pemegang Obligasi dari
keadaan yang lebih buruk, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala klaim dan/atau
tuntutan oleh Pemegang Obligasi.
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4. Ketentuan dalam poin 1 dan 2 ini dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa Force Majeure
(Keadaan Kahar) , dengan ketentuan bahwa kondisi akibat Force Majeure (Keadaan Kahar) tersebut
tidak menghilangkan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila tidak
tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat tentang tindak lanjut dari keadaan Force
Majeure (Keadaan Kahar) sebagaimana dimaksud dalam pengertian Force Majeure (Keadaan
Kahar) dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka keputusan tentang peristiwa Force
Majeure (Keadaan Kahar) tersebut akan dilakukan oleh RUPO.

3. Keterangan Tentang Obligasi Subordinasi yang Diterbitkan
Nama Obligasi Subordinasi
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap | tahun 2024

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Jangka Waktu Obligasi Subordinasi, Jatuh Tempo Obligasi
Subordinasi dan Bunga Obligasi Subordinasi

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar
Rupiah).

Besarnya bunga tetap Obligasi Subordinasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh)
adalah sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun.

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang
dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360
(tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi
melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya
tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 5 Oktober
2024 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 5 Juli 2031. Pemegang Obligasi
Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang
Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari
Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi
adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening,
pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi.

Harga Penawaran

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari
jumlah pokok dengan satuan jumlah Obligasi Subordinasi.

Satuan Pemindahbukuan
Satuan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.
Satuan Perdagangan

Satuan perdagangan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan
kelipatannya.
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Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

s PaninBank

Bunga Ke-1 5 Oktober 2024 Bunga Ke-15 5 April 2028
Bunga Ke-2 5 Januari 2025 Bunga Ke-16 5 Juli 2028
Bunga Ke-3 5 April 2025 Bunga Ke-17 5 Oktober 2028
Bunga Ke-4 5 Juli 2025 Bunga Ke-18 5 Januari 2029
Bunga Ke-5 5 Oktober 2025 Bunga Ke-19 5 April 2029
Bunga Ke-6 5 Januari 2026 Bunga Ke-20 5 Juli 2029
Bunga Ke-7 5 April 2026 Bunga Ke-21 5 Oktober 2029
Bunga Ke-8 5 Juli 2026 Bunga Ke-22 5 Januari 2030
Bunga Ke-9 5 Oktober 2026 Bunga Ke-23 5 April 2030
Bunga Ke-10 5 Januari 2027 Bunga Ke-24 5 Juli 2030
Bunga Ke-11 5 April 2027 Bunga Ke-25 5 Oktober 2030
Bunga Ke-12 5 Juli 2027 Bunga Ke-26 5 Januari 2031
Bunga Ke-13 5 Oktober 2027 Bunga Ke-27 5 April 2031
Bunga Ke-14 5 Januari 2028 Bunga Ke-28 5 Juli 2031
Jaminan

Obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara
Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank
yang dilaksanakan oleh lembaga penjaminan simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf f POJK No. 11/
POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan
dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan (Covenants)

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi dan ongkos-
ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Subordinasi ini,
Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (ijin mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar) dan
jika jawaban Wali Amanat atas permohonan ijin tersebut tidak diperoleh dalam waktu 14 (empat
belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin tersebut diterima oleh Wali Amanat dan Wali Amanat
menganggap dokumen yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari
Kerja sejak surat permohonan permintaan dokumen tersebut diterima oleh Perseroan, maka ijin
tersebut dianggap telah diberikan, Perseroan dilarang yaitu:

a.
b.
C.

d.

Mengurangi Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.

Mengadakan perubahan di bidang usaha.

Melakukan penyertaan modal pada pihak manapun juga yang secara total melebihi ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan atau Lembaga Otoritas Keuangan yang berwenang.

Melakukan penggabungan,peleburan atau reorganisasi dengan perusahaan lain yang

bertentangan dengan ketentuan/kebijaksanaan Otoritas Jasa Keuangan atau Lembaga

Keuangan yang berwenang

Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun juga sebagian atau

seluruh Aktiva Tetap Perseroan berupa tanah dan bangunan di atasnya, baik yang sekarang

telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, kepada pihak ketiga manapun kecuali

untuk agunan yang diambil alih/harta eks jaminan dan Aktiva Tetap lainnya yang nilainya dalam

1 (satu) transaksi atau gabungan transaksi yang dalam tahun berjalan selama masa Obligasi

Subordinasi tidak melebihi 4% (empat persen) dari total aktiva Perseroan yang telah diaudit

oleh Kantor Akuntan Publik.

Menjaminkan atau membebani dengan cara apapun harta kekayaan Perseroan, baik yang

sekarang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, kepada pihak ketiga

manapun. Pembatasan ini tidak berlaku untuk:

i. Harta kekayaan yang telah dijaminkan sebelum tanggal ditandatanganinya Perjanjian
Perwaliamanatan.
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ii. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari,
termasuk tetapi tidak terbatas pada pinjaman antar bank sehubungan dengan kebutuhan
likuiditas, pinjaman pemerintah dan terkait pemerintah dan/atau pinjaman luar negeri
sehubungan dengan pengembangan usaha Perseroan dan transaksi repo.

iii. Harta kekayaan yang dijaminkan untuk pinjaman baru sebagai pengganti pinjaman lama
(refinancing).

2. Perseroan berkewajiban untuk:

a.

—h

Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga
Obligasi Subordinasi yang jatuh tempo dan harus sudah tersedia (in good fund) selambat-
lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/
atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi ke dalam rekening yang ditunjuk oleh
Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotocopi bukti penyetoran dana
tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh waktu pembayaran Bunga Obligasi
Subordinasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Perseroan belum menyerahkan
kepada Agen Pembayaran dana-dana sebagaimana tersebut di atas, maka Perseroan harus
membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau

Bunga Obligasi Subordinasi. Denda yang dibayar Perseroan merupakan hak Pemegang

Obligasi Subordinasi oleh Agen Pembayaran akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi

Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan

praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar

akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk

menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara
terus menerus.

Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap

perubahan, kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas

usaha-usaha atau operasi Perseroan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya.

Menyerahkan kepada Wali Amanat:

i. Laporan-laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik Perseroan
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari
setelah berakhirnya tiap tahun buku Perseroan.

ii. Laporan-laporan keuangan intern tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh
Direksi Perseroan dalam waktu:

- 60 (enam puluh) Hari Kalender jika diaudit oleh akuntan publik;
- 30 (tiga puluh) Hari Kalender jika tidak diaudit oleh akuntan publik; setelah berakhirnya
tiap masa semester dari tiap tahun buku Perseroan.

iii. Bilamana terjadi pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-
kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka segera
setelah penutupan laporan keuangan tahunan dan/atau semesteran. Surat pernyataan
yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang pelanggaran-pelanggaran yang
terjadi pada masa laporan keuangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang
Obligasi Subordinasi.

iv. Laporan-laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

v. Salinan resmi akta Perjanjian Perwaliamanatan dan akta-akta lain yang dibuat sehubungan
dengan Emisi Obligasi Subordinasi.

Menjaga dan mengusahakan tingkat kesehatan Perseroan sesuai dengan kriteria sehat,

sesuai dengan ketentuan/peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga keuangan yang

berwenang.

Menjaga jumlah aktiva yang tidak diagunkan minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen)

dari utang Perseroan dalam bentuk obligasi Subordinasi dan surat utang jangka menengah

(Medium Term Note) dalam mata uang rupiah yang diperdagangkan di pasar modal, yang

belum dibayar lunas (outstanding). Informasi tersebut diatas harus juga dicantumkan dalam

surat pengantar kepada Wali Amanat yang disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan
triwulanan.
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Memberi ijin kepada Wali Amanat bilamana terjadi pelanggaran Perjanjian Perwaliamanatan
untuk pada saat jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai
Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan
Perseroan, inventaris, perjanjian perjanjian, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain
yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan dengan memenuhi semua peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan Anggaran Dasar serta perubahan susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Wali Amanat.

Memberitahukan secara tertulis hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kepada Wali
Amanat.

Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha bank di
Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan
petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan
Menteri Keuangan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia serta memenuhi ketentuan dalam
anggaran dasar Perseroan.

Melakukan pemeringkatan Obligasi Subordinasi sesuaidengan POJK Nomor: 49/POJK.04/2020
antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Pemeringkatan Tahunan

- Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas setiap Klasifikasi Efek
Bersifat Utang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari
Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan
telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terakit dengan efek bersifat utang yang
diterbitkan.

- Dalam hal peringkat efek bersifat utang diperoleh lebih dari satu perusahaan
pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat
menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan
pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan
yang terakit dengan efek bersifat utang yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam
Kontrak Perwaliamanatan.

- Dalam hal peringkat efek bersifat utang yang diperoleh berbeda dari peringkat
sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit
dalam situs website Perseroan dan laman (website) Bursa Efek paling lama 10
(sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup
hal-hal sebagai berikut:

a. Peringkat tahunan peroleh; dan
b. Penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
ii. Pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting

- Dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan
wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada
masyarakat paling sedikit dalam situs website Perseroan dan laman (website) Bursa
Efek paling lama akhir Hari Kerja ke - 2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru
tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Peringkat yang berbeda dengan sebelumnya; dan
b. Penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat yang
berbeda dengan sebelumnya.

- Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.

iii. Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dalam Penawaran Umum

Berkelanjutan

- Perseroan yang menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui Penawaran
Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat efek bersifat utang yang
mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.

- Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran
Umum Berkelanjutan sepanjang:

a. Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan

b. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan Penawaran
Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya dalam periode Penawaran
Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/POJK.04/2014.
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iv. Pemeringkat ulang

a. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan
pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal hal
sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a dan butir ii huruf a, maka Perseroan
wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (Kedua) setelah diterimanya peringkat
dimaksud.

b. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbeda dari
peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat
paling kurang dalam situs website Perseroan dan laman Bursa Efek paling lama akhir
Hari Kerja Ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud, atau melakukan
pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada
perubahan terhadap POJK No. 49/POJK.04/2020.

Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi Subordinasi

Pemesanan Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah minimal sebesar Rp5.000.000,- (lima
juta Rupiah) atau kelipatannya.

Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi Subordinasi diperhitungkan dan
diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/POJK.04/2017 dan POJK No. 49/POJK.04/2020, Perseroan
telah memperoleh pemeringkatan Obligasi Subordinasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
dengan surat No.RC-174/PEF-DIR/IIl/ 2024 tanggal 5 Maret 2024, hasil pemeringkatan atas Obligasi
Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap | Tahun 2024 untuk periode 5 Maret 2024 sampai
dengan 1 Maret 2025 adalah:

idA+ (Single A Plus)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan,
baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka |
UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun
sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
POJK No. 49/POJK.04/2020.

Dana Pelunasan Obligasi Subordinasi (Sinking Fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan
pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana
penggunaan dana emisi.

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur
subordinasi Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, tetapi menempati
prioritas terhadap hak tagih para pemegang semua kelompok modal Perseroan, termasuk para
pemegan saham preferen Perseroan.

Tambahan Utang yang Dapat Diperoleh Perseroan pada masa Yang Akan Datang

Didalam ketentuan Perjanjian Perwaliamantan tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh
tambahan utang pada masa yang akan datang namun Perseroan berkewajiban menjaga jumlah aktiva
yang tidak diagunkan minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Utang Perseroan dalam
bentuk obligasi dan medium term note dalam mata uang rupiah yang belum dibayar lunas (outstanding).
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Hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi

1.

Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan

Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang

bersangkutan. Pokok Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah

Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang

Obligasi Subordinasi.

Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi

Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa

sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi

Subordinasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi Subordinasi

tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tersebut tidak berhak atas

Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi

Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga

Obligasi Subordinasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar

denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi atas kelalaian membayar Jumlah

Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi tersebut sebesar 1% (satu

persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi yang berlaku atas Jumlah Terutang.

Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun

adalah 360 (tigaratus enampuluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari

Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh

Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional

berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

Dengan memperhatikan peraturan dibidang pasarmodal yang berlaku, RUPO dapatdiselenggarakan

atas permintaan:

a. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling
sedikit lebih dari 20% (duapuluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi
(tidak termasuk Oblgasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan,
Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah) mengajukan
permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan
asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan
sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi
Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh
KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan
pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat
persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

b. Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.

RUPOQO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan

dari pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:

a. Berkaitan dengan suatu kelalaian:

i. Untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk menyetujui suatu
kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-
akibatnya atau,

ii. Mengambil tindakan lain yang diputuskan untuk diambil oleh Pemegang Obligasi
Subordinasi dalam RUPO dan menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau
kepada Wali Amanat mengenai tindakan-tindakan lain yang diputuskan tersebut.

b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

c. Dalam hal Wali Amanat dan Perseroan bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak
dikuasakan atau wewenangnya tidak diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian
Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

d. Membahas usulan Perseroan sehubungan dengan perubahan jangka waktu, suku bunga,
dan hal penting lainnya yang berkaitan dengan Obligasi Subordinasi dan ketentuan dalam
Perjanjian Perwaliamanatan.
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Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi

Untuk menyelenggarakan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan
berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal
serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi Subordinasi dicatatkan.

1. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan
dari angka 1 ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:

a.

h.

mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi
Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah Pokok Obligasi
Subordinasi, suku Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran
Bunga Obligasi Subordinasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan dan/atau ketentuan lain
dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan tetap memperhatikan POJK No. 20/POJK.04/2020.
menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan
pengarahan kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu
kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya atau untuk mengambil
tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.

memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat sesuai dengan ketentuan-
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi
termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian
sebagaimana dimaksud dalam Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/POJK.04/2020.
mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak
termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran
waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain
sehubungan dengan kelalaian.

Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak
dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure (Keadaan Kahar) dalam hal
tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal, RUPO dapat diselenggarakan atas
permintaan:

a.

b.
C.
d.

Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili
paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang
belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau
Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal
pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO
dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang
diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat,
dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi Subordinasi akan dibekukan
oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan
pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat
persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

Perseroan;

Wali Amanat; atau

Otoritas Jasa Keuangan.

3. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Obligasi Subordinasi,
Perseroan dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang
Obligasi Subordinasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus
memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya
kepada Otoritas Jasa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah
diterimanya surat Permohonan.
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Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

e.

Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender
sebelum pemanggilan RUPO.

Pemanggilan RUPO waijib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum
diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional.

Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum
diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau
kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan
informasi paling sedikit:

- tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;

- agenda RUPOQ;

- pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;

- Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan
- kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan
paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.

Tata Cara RUPO

a.

Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa

berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi

Subordinasi yang dimilikinya.

Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi

Subordinasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening

yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.

Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR

kepada Wali Amanat.

Seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Subordinasi

tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal

penyelenggaraan RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat

atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi Subordinasi yang

penyelesaiannya jatuh pada tanggal tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1

(satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

Satuan Pemindahbukuan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau

kelipatannya. 1 (satu) Satuan Pemindahbukuan Obligasi Subordinasi mempunyai hak untuk

mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi

Subordinasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi

Subordinasi yang dimilikinya.

Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR,

kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya tidak memiliki hak

suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena

kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

Sebelum pelaksanaan RUPO:

- Perseroan wajib untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi Subordinasi dari Afiliasinya
kepada Wali Amanat.

- Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai jumlah Obligasi Subordinasi
yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan; dan

- Pemegang Obligasi Subordinasi atau kuasa Pemegang Obligasi Subordinasi yang
hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai
apakah Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi
dengan Perseroan tidak termasuk Afiliasi tersebut terjadi Afiliasi karena kepemilikan
atau penyertaan modal Pemerintah). Dalam hal ini Pemegang Obligasi Subordinasi
bertanggungjawab penuh untuk keabsahan surat pernyataan tersebut, Perseroan dan Wali
Amanat dibebaskan dari keabsahan surat pernyataan Pemegang Obligasi Subordinasi.
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i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara
Perseroan dan Wali Amanat.

j- RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.

k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris
untuk membuat berita acara RUPO.

. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi
Subordinasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Subordinasi yang
meminta diadakannya RUPO tersebut; dan

m. Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut
sebagaimana dimaksud pada huruf | diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi
RUPO.

n. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk
Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi
Subordinasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal
Pemerintah.

6. Dengan memperhatikan ketentuan angka 5 huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan
sebagai berikut:

1) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian
Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas ini, dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan, maka waijib diselenggarakan dengan ketentuan
sebagai berikut:

(i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga
per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

(i) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak
tercapai, maka waijib diadakan RUPO kedua.

(i) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi
Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi
Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak
tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi
Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

b. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau Wali Amanat, maka
wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

(i) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak
tercapai, maka waijib diadakan RUPO kedua.

(i) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi
Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Obligasi
Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi
Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak
tercapai, maka waijib diadakan RUPO ketiga.

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi
Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Obligasi
Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi
Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
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10.

c. Bila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka waijib diselenggarakan dengan
ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:

(i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu
per dua) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2
(satu per dua) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

(i) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak
tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

(i) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi
Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi
Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi
Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak
tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi
Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi
Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi
Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

2) RUPO yangdiadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan,
diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:

a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari
jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai,
maka wajib diadakan RUPO kedua.

c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi
atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang
masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila
disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir
dalam RUPO.

d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ di atas tidak tercapai,
maka wajib diadakan RUPO ketiga.

e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi
atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih
belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan
keputusan suara terbanyak.

f.  dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas tidak tercapai,
maka dapat diadakan RUPO yang keempat;

g. RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi
atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan

h. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 4 diatas.

Penyelenggaraan RUPO waijib dibuatkan berita acara secara notariil.

Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi Subordinasi harus tunduk, patuh dan terikat pada
keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPO.
Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan baru berlaku efektif sejak
tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.

Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional.

Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO, antara lain termasuk tidak terbatas biaya pemasangan
iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta biaya Notaris dan
sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab
Perseroan dan waijib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah
permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
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11.

12.

13.

14.

Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian
Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai
Pokok Obligasi Subordinasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara
pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi
dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/
atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO
(ika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian
Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut), maka Wali Amanat berhak langsung untuk
melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan
RUPO.

Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat
dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan WaliAmanat dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan
ketentuan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran waijib
memperoleh persetujuan RUPO.

Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang undangan tersebut yang berlaku.

Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (“POJK No.
16/POJK.04/2020”) dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam POJK
No. 20/POJK.04/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elekironik menggunakan
e-RUPO yang disediakan penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5
ayat 1 POJK No. 16/POJK.04/2020.

Status Obligasi Subordinasi

Perseroan, untuk dirinya sendiri, para pengganti hak dan para penerima haknya, Wali Amanat untuk
setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dan setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dengan menerima
Obligasi Subordinasi, serta setiap Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan tanpa dapat ditarik kembali
dengan ini mengakui dan setuju bahwa:

A.

Obligasi Subordinasi merupakan Obligasi Subordinasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin
dengan jaminan apapun (termasuk jaminan khusus) dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, termasuk
tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia, hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan dalam
Perjanjian dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga
Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan merupakan kewajiban Perseroan yang bersifat subordinasi sebagaimana dimaksud
dalam POJK No. 11/POJK.03/2016.

Obligasi Subordinasi tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap
risiko kredit, tidak memiliki fitur step-up, tidak disertai fitur opsi beli (call option), tidak memiliki
persyaratan percepatan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Pokok Obligasi Subordinasi,
tidak dapat dibeli oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan, sumber pendanaan tidak berasal
dari Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dalam kondisi tertentu apabila
dibutuhkan tambahan modal melalui penerbitan instrumen oleh entitas lain yang berada diluar
cakupan konsolidasi maka dana hasil penerbitan harus diserahkan kepada Perseroan.

Dalam hal terjadi kelalaian (event of default) atau cidera janji terhadap Perjanjian sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap
wanprestasi atas suatu pembayaran yang telah jatuh tempo, hak-hak Wali Amanat dan (melalui
Wali Amanat) para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menuntut pembayaran Jumlah Terutang
oleh Perseroan maupun pembayaran jumlah lain dari Perseroan dibatasi sesuai dengan Perjanjian
dan ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian
Perwaliamanatan dengan tidak ada kecualinya.

Dalam hal terjadi Penutupan Usaha atau disolusi atau Likuidasi Perseroan karena alasan lain
apapun, pembagian harta kekayaan Perseroan hasil Likuidasi untuk pembayaran Jumlah Terutang
oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dilakukan sesuai urutan sebagaimana
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tersebut dalam huruf C di bawah ini, dan hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh
kewajiban pembayaran Perseroan kepada para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para
kreditur Hutang Senior, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara
Republik Indonesia Hak tagih sehubungan dengan Obligasi Subordinasi menempati peringkat
paripassu tanpa preferensi di antara para Pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur lain yang
ada atau akan ada dikemudian hari, yang memegang kewajiban pembayaran Perseroan yang
disubordinasi yang berdasarkan syarat-syaratnya menempati peringkat hak pembayaran yang sama
dengan Obligasi Subordinasi, tetapi memiliki prioritas hak tagih yang tidak lebih rendah daripada
terhadap hak tagih para pemegang saham Perseroan dan memiliki prioritas hak tagih yang lebih
tinggi terhadap kreditur (jika ada) yang memegang kewajiban Perseroan yang disubordinasi yang
berdasarkan syarat-syarat menempati peringkat hak tagih di bawah Obligasi Subordinasi.

Dalam proses Likuidasi:

(i). Sebelum para Pemegang Obligasi Subordinasi berhak menerima pembayaran Jumlah
Terutang berdasarkan Obligasi Subordinasi, maka:

i.1. Para Kreditur Preferen pertama-tama berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh
tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

i.2. Setelah para Kreditur Preferen menerima pembayaran penuh atas seluruh piutangnya,
maka para Nasabah Penyimpan dan kreditur Hutang Senior berhak menerima pembayaran
penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan perjanjian hutang masing-masing,
dengan memperhatikan jaminan khusus yang diberikan.

(ii). Setelah para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para kreditur Hutang Senior,
menerima pembayaran penuh seluruh tagihan hutang sesuai ketentuan dalam perjanjian
hutang masing-masing, maka Pemegang Obligasi Subordinasi (termasuk pemegang Obligasi
Subordinasi atau kreditur pinjaman subordinasi lain yang kedudukannya paripassu dengan
Pemegang Obligasi Subordinasi (jika ada)) berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh
tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perjanjian hutang masing-masing.

(iii). kecuali dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan kreditur Hutang Senior
telah menerima pembayaran secara penuh dalam proses Likuidasi dan dengan tidak
mengesampingkan huruf D dibawah ini, Pemegang Obligasi Subordinasi yang secara langsung
menerima pembayaran dengan cara lain dari, atau pembagian aset dari Perseroan, apapun
jenis atau sifatnya, baik dalam bentuk uang tunai, harta benda atau efek, maka Pemegang
Obligasi Subordinasi tersebut wajib menyerahkan pembayaran atau pembagian aset tersebut
kepada kurator dalam kepailitan, atau likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset
Perseroan dalam proses Likuidasi untuk pembagian aset Perseroan sesuai dengan ketentuan
butir C.(i) dan C.(ii) di atas.

(iv). Jika sisa hasil Likuidasi Perseroan setelah pemenuhan tagihan Kreditur Preferen, Nasabah
Penyimpanan dan kreditur Hutang Senior tidak cukup untuk membayar jumlah yang harus
dibayar berkenaan dengan Obligasi Subordinasi dan setiap hak tagih yang menempati peringkat
paripassu dengan Obligasi Subordinasi, maka para pemegang Obligasi Subordinasi dan para
pemegang hak tagih yang menempati peringkat paripassu dengan Obligasi Subordinasi akan
berbagi sebanding dalam setiap pembagian aset yang tersisa dari Perseroan dengan jumlah
yang terutang, masing-masing yang merupakan hak mereka.

Setiap hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa yang

dapat mengakibatkan Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama, mendapatkan pelunasan dari sebagian atau keseluruhan Jumlah Terutang, dengan ini
dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan
dari pihak manapun maupun secara demi hukum. Untuk menghindari keragu-raguan, tidak ada

Pemegang Obligasi Subordinasi yang dapat melakukan tuntutan atau meminta hak perjumpaan

hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa sehubungan dengan Jumlah

Terutang oleh Perseroan yang timbul sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi.

(a). Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan ini, setiap ketentuan dalam Pasal 1425 sampai
dengan Pasal 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memungkinkan terjadinya
perjumpaan hutang sebagaimana dilarang oleh ketentuan ini, dengan ini secara tegas dan
tidak dapat ditarik kembali dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat
dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum;

(b). Setiap hak untuk memohon diadakan perjumpaan hutang sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2004 tanggal 14
Oktober 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dan setiap
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perubahan, pengganti, penerus, dan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut serta
setiap hak serupa yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Penutupan Usaha atau Likuidasi suatu bank,
dengan ini secara tegas dengan tidak dapat ditarik kembali, dikesampingkan dan dinyatakan
tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan.

Dengan demikian setiap pelunasan Jumlah Terutang akibat perjumpaan hutang, penuntutan
kembali atau pelaksanaan reklame, retensi atau hak-hak lain serupa dianggap tidak pernah terjadi.
E. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap
(Tier 2) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 dan peraturan
pelaksanaannya atau peraturan penggantinya, dan karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut
baik sebagian maupun keseluruhan Obligasi Subordinasi tidak boleh dibatalkan atau dengan cara
lain dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan dari
syarat-syarat Obligasi Subordinasi ini tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dari Otoritas Jasa
Keuangan (atau pengganti haknya) dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
F. Dalam kondisi Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya atau Point of Non Viability:

vi.

Vii.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 11/POJK.03/2016, Otoritas Jasa Keuangan
telah menetapkan bahwa Perseroan berada dalam kondisi Peristiwa Terganggu Kelangsungan
Usaha atau Point of Non Viability.

Sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 20/SEOJK.03/2016, dalam hal
kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau
Point of Non Viability dan Perseroan memenuhi kondisi yang menyebabkan (frigger event),
maka Perseroan akan melakukan Write Down tanpa kompensasi atas Obligasi Subordinasi ini
dengan tunduk kepada syarat dan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam SE OJK No. 20/
SEOJK.03/2016.

Sesuai dengan ketentuan Bagian Il angka 7 SE OJK No. 20/SEOJK.03/2016, Write Down
terhadap modal pelengkap (Tier 2) dapat dilakukan secara proporsional, parsial, atau
keseluruhan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai dengan ketentuan Bagian Il angka 2 SE OJK No. 20/SEOJK.03/2016, kondisi yang
menyebabkan (trigger event) modal pelengkap (Tier 2) harus dilakukan Write Down yaitu dalam
hal: (1) rasio modal inti utama (Common Equity Tier 1/CET 1) lebih rendah atau sama dengan
5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR)
baik secara individu maupun konsolidasi dengan perusahaan anak; dan/atau (2) terdapat
rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Perseroan
yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan (3) terdapat perintah dari
Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Write Down.

Para Pihak sepakat dan mengakui bahwa dalam hal terjadi Peristiwa Terganggu Kelangsungan
Usahanya atau Point of Non Viability, maka Perseroan berhak dan berwenang melakukan
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melakukan Write
Down. Para Pihak dengan ini sepakat serta mengakui bahwa Otoritas Jasa Keuangan berhak
dan berwenang untuk memerintahkan dan/atau menyetujui Perseroan untuk melakukan Write
Down dan Perseroan akan melakukan Write Down yang tidak dapat ditarik kembali, tanpa
memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi.

Setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas
Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau Point of Non Viability tersebut, Perseroan wajib
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wali Amanat dan Agen Pembayaran
paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Otoritas
Jasa Keuangan tersebut, dan Perseroan melalui Wali Amanat waijib untuk sesegera mungkin
memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai adanya perintah
dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Termasuk dalam mekanisme Write Down antara lain pengurangan nilai kewajiban (Pokok
Obligasi Subordinasi), dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh Bunga Obligasi
Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.

Dengan dilakukannya Write Down sesuai dengan perintah dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut,
maka jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Perseroan terhadap Pemegang Obligasi
Subordinasi dikurangi dan/atau jumlah sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang
belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi. Sehubungan dengan
pengurangan tersebut, maka akan menghilangkan hak dari Pemegang Obligasi Subordinasi
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G.

terhadap jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) dan/atau pembayaran Bunga Obligasi
Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dalam penerbitan
Obligasi Subordinasi secara proporsional. Pemegang Obligasi Subordinasi tidak berhak untuk
menuntut suatu pembayaran akibat dari dilakukannya Write Down tersebut dan Pemegang
Obligasi Subordinasi menyatakan menyetujui dan menghilangkan haknya dalam kondisi atau
proses Likuidasi dan para Pemegang Obligasi Subordinasi dianggap telah mengesampingkan
haknya untuk menerima dan menuntut dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran
dengan jumlah yang seharusnya Pemegang Obligasi Subordinasi terima dan Pemegang
Obligasi Subordinasi menerima segala kerugian yang dideritanya akibat dilakukannya Write
Down tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
Pasar Modal yang berlaku.

viii. Terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau Point of Non Viability dan
pelaksanaan Write Down tidak secara otomatis dapat dianggap termasuk sebagai terjadinya
kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

ix. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau
Point of Non Viability dan pelaksanaan Write Down ditentukan lain oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di kemudian hari, maka Para Pihak menyetujui bahwa
ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut yang akan langsung berlaku
untuk Pemegang Obligasi Subordinasi bagi penentuan kriteria Peristiwa Terganggu
Kelangsungan Usaha atau Point of Non Viability dalam Perjanjian ini walaupun Perjanjian ini
belum diubah dan akan sesegera mungkin, tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang
Obligasi Subordinasi, melakukan perubahan pada Perjanjian ini untuk disesuaikan dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

Apabila Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa Perseroan dalam kondisi terdapat Peristiwa

Terganggu Kelangsungan Usaha atau Point of Non Viability dan Perseroan melaksanakan Write

Down sesuai ketentuan huruf F diatas ini, maka Wali Amanat dibebaskan dari tuntutan dari

Pemegang Obligasi Subordinasi atau pihak lain atas kerugian yang diderita oleh Pemegang

Obligasi Subordinasi akibat terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau Point of

Non Viability dan pelaksanaan Write Down atas Obligasi Subordinasi oleh Perseroan.

Para Pihak dengan ini menyatakan mengetahui dan menyetujui bahwa kewajiban Perseroan

untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau melunasi Nilai Pokok Obligasi

Subordinasi tidak berlaku apabila: (i) terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau

Point of Non Viability; atau (ii) pembayaran Bunga dan/atau Nilai Pokok Obligasi Subordinasi

tersebut akan menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban penyediaan modal minimum Perseroan

(baik secara individu maupun secara konsolidasi) sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelalaian Perseroan

1.

Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan adalah apabila terjadi salah

satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:

a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi, atas Obligasi Subodinasi
pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi
pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana ditentukan dalam
Perjanjian Perwaliamanatan; atau

b. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan
mempengaruhi secara material terhadap jalannya usaha Perseroan dan kewajiban ini tidak
diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut; atau

c. Utang dan kewajiban Perseroan menjadi jatuh tempo lebih awal karena kelalaian dan/atau
Perseroan dinyatakan lalai terhadap utang dan kewajiban berdasarkan perjanjian utang
lainnya dengan batas minimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari ekuitas. Yang dimaksud
dengan “Utang dan Kewajiban” adalah total dari pinjaman yang diterima dari pihak ketiga,
surat berharga yang diterbitan, berdasarkan laporan keuangan audited Perseroan;

d. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau
lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif
terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian
Perwaliamanatan; atau

27



PaninBank

e. Apabila pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil
alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besarharta kekayaan Perseroan atau
telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar
atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan
untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

f.  Apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/
status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak
sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut
diberikan, kecuali ketidak sesuaian atau ketidak benaran tersebut bukan disebabkan karena
kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan poin 2.

2. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

a. Poin 1 hurufadankeadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat
belas) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/
kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan
keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

b. Poin 1 huruf b dan ¢ dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus
selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat,
tanpa diperbaiki kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk
menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau;

c. Poin 1 huruf d dan f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama
dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali
Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat
mengenai kelalaian tersebut tanpa adanya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan
atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;

d. Poin 1 huruf e:

- Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut
kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dengan cara memuat dalam pengumuman
melalui 1 (satu) surat kabat harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

- Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara
yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

- Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan
penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

- Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroaan
atau Perseroan tidak menyampaikan penjelasannya, maka apabila diperlukan akan
dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil
terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Subordinasi. Jika RUPO berikutnya
tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan segera kepada Perseroan,
maka Obligasi Subordinasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo, dan
Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO harus mengajukan
tagihan kepada Perseroan dan tagihan tersebut wajib segera dibayar oleh Perseroan.

3. Apabila Perseroan dibubarkan dengan undang-undang, Wali Amanat berhak tanpa memanggil
RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan mengambil keputusan
yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Subordinasi atau melindungi Pemegang
Obligasi Subordinasi dari keadaan yang lebih buruk, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari
segala klaim dan/atau tuntutan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi.

4. Ketentuan dalam poin 1 dan 2 ini dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa Force Majeure
(Keadaan Kahar), dengan ketentuan bahwa kondisi akibat Force Majeure (Keadaan Kahar) tersebut
tidak menghilangkan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila tidak
tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat tentang tindak lanjut dari keadaan Force
Majeure (Keadaan Kahar) sebagaimana dimaksud dalam pengertian Force Majeure (Keadaan
Kahar) dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka keputusan tentang peristiwa Force
Majeure (Keadaan Kahar) tersebut akan dilakukan oleh RUPO.
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Penyisihan Dana

Perseroantidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi Subordinasiinidengan pertimbangan
untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih
hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini.

Sifat-Sifat Khusus Obligasi Subordinasi

- Obligasi Subordinasi tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran bunga atau pokok Obligasi
Subordinasi.

- Tidak terdapat opsi pembelian kembali (Buyback) untuk sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi.

- Obligasi Subordinasi dapat dikonversi menjadi saham biasa atau di write down apabila OJK
menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usaha.

Dalam hal terjadinya kondisi yang menyebabkan (trigger event) Bank harus mengkonversi instrumen
modal inti tambahan (additional tier 1) dan/atau modal pelengkap (Tier 2) menjadi saham biasa atau
Write Down dalam hal Perseroan berpotensi Terganggu Kelangsungan Usaha atau Point of Non
Viability, yaitu:

1) Rasio modal inti Utama (Common Equity Tier 1/CET 1) tidak lebih dari 5,125% dari ATMR.

2) Terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal pada Bank
yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan

3) Terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan konversi menjadi saham biasa
dan/atau Write Down mencantumkan fitur yang akan dipilih Bank yaitu dengan dilakukan Write
Down.

Dalam hal Perseroan memilih fitur untuk dilakukan Write Down, Bank dapat memberikan kompensasi
kepada pemegang instrumen modal inti tambahan (additional tier 1) dan/atau modal pelengkap (Tier
2) dalam bentuk saham biasa pada saat dilakukan Write Down. Pemberian kompensasi tersebut harus
dicantumkan dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian instrumen modal inti tambahan (additional
tier 1) dan/atau modal pelengkap (Tier 2). Bank harus melakukan upaya untuk memastikan bahwa
konversi menjadi saham biasa dan fitur Write Down dapat dilakukan dalam hal terdapat trigger event
instrumen modal inti tambahan (additional tier 1) dan/atau modal pelengkap (Tier 2) antara lain:

- Meminta opini hukum dari pihak independen pada saat penerbitan yang menyatakan bahwa
klausula konversi menjadi saham biasa dan fitur Write Down dapat dilakukan pada saat terjadi
kondisi yang menyebabkan (trigger event) instrumen modal inti tambahan (additional tier 1) dan/
atau modal pelengkap (Tier 2) harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan Write Down.

- Memastikan bahwa tidak terdapat perjanjian yang dilakukan antara Perseroan dengan para pihak
lainnya termasuk pemegang saham yang dapat menghambat dilakukannya konversi menjadi saham
biasa dan/atau Write Down pada saat terjadi kondisi yang menyebabkan (trigger event) instrumen
modal inti tambahan (additional tier 1) dan/atau modal pelengkap (Tier 2) harus dikonversi menjadi
saham biasa atau dilakukan Write Down.

Sebelum menerbitkan instrumen modal inti tambahan (additional tier 1) dan/atau modal pelengkap (Tier
2), Bank harus menyampaikan usulan fitur yang dipilih disertai dengan analisa dasar pemilihan fitur
dan dampak terhadap permodalan Bank, termasuk perhitungan kemungkinan terjadi dilusi dan dampak
terhadap struktur pemegang saham Bank.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin tahap | tahun
2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap | Tahun 2024, Perseroan telah
memilih fitur Write Down.

Dasar Pemilihan Fitur Obligasi Subordinasi

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini setelah dikurangi dengan
biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka
pengembangan usaha terutama pemberian kredit serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan
dana jangka panjang.
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Obligasi Subordinasi ini akan menjadi bagian modal pelengkap (Tier 2) sesuai dengan POJK No. 11/
POJK.03/2016.

Sesuai dengan SE OJK No. 20/SEOJK.03/2016, bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu
instrument agar dapat diperhitungkan sebagai modal inti tambahan (additional tier 1) dan modal
pelengkap (Tier 2) wajib memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan Write Down
dalam hal bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (Point of Non Viability).

Fitur konversi saham berarti instrumen Obligasi Subordinasi yang diterbitkan tersebut dijamin dengan
saham bank penerbit. Adanya jaminan ini menyebabkan instrument obligasi subordinasi tersebut
kemungkinan tidak dapat diakui sebagai modal pelengkap. Begitu juga fitur Write Down dengan
kompensasi saham. Oleh karena itu Perseroan telah memilih fitur Write Down tanpa kompensasi dalam
hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau Point
of Non Viability, dan pilihan tersebut telah disetujui dan dicatat dalam administrasi pengawasan OJK
sebagaimana dinyatakan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-61/PB.33/2018 tanggal 4 Mei
2018.

4. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah
dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut
di bawah ini, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat
atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah
dikonfirmasikan.

Perseroan:

PT Bank Pan Indonesia Tbhk
disingkat PT Bank Panin Tbk
Panin Bank Center
JI. Jenderal Sudirman. Senayan
Jakarta 10270. Indonesia
Telepon : (021) 2700 545
Faksimili : (021) 2700 340

Wali Amanat:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
International Banking & Financial Institutions Group
Plaza Mandiri Lantai 22
JI. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190. Indonesia
Telp. (021) 5268216, 5245161
Faks. (021) 5268201
Situs Internet: www.bankmandiri.co.id
Email: rmtrustservices@bankmandiri.co.id

Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan
alamat tersebut wajib memberikan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak
terjadinya perubahan alamat tersebut.

5. Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang behubungan dengan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini dan
segala akibatnya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
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Il. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN
UMUM OBLIGASI & OBLIGASI SUBORDINASI

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi,
seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha
terutama dalam pemberian kredit.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangi dengan
biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka
pengembangan usaha terutama pemberian kredit serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan
dana jangka panjang.

Obligasi Subordinasi ini akan menjadi bagian modal pelengkap (Tier 2) sesuai dengan POJK No. 11/
POJK.03/2016.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada
OJK dan Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara berkala
setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan
Obligasi Subordinasi digunakan sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan
Obligasi dan Obligasi Subordinasi tersebut, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan POJK No.30/
POJK.03/2015, kecuali apabila ditentukan lain dalam perundang-undangan yang berlaku di bidang
Pasar Modal.

Sesuai dengan Pasal 13 dan Pasal 14 POJK No. 30/POJK.04/2015, dalam hal terdapat dana hasil
Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan
menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam
instrumen keuangan yang aman dan likuid, serta dilarang untuk dijadikan jaminan utang.

Sesuai dengan POJK No. 9/POJK.04/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk
penerbitan Obligasi adalah kurang lebih setara dengan 3,751% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya Jasa Penyelengaraan (Management Fee) sebesar 0,250%.

- Jasa Penjualan (Selling Fee) sebesar 0,100%.

- Jasa Penjaminan (Underwriting Fee) sebesar 0,100%.

- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 2,755% yang terdiri dari biaya jasa Konsultan
Hukum sebesar 0,750%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 1,895% dan biaya jasa Notaris sebesar
0,110%.

- Biaya jasa lembaga penunjang pasar modal sebesar 0,280% yang terdiri dari biaya jasa Wali
Amanat sebesar 0,200% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,080%.

- Biaya lain-lain sebesar 0,266% meliputi antara lain biaya biaya Pernyataan Pendaftaran OJK,
biaya pencatatan di KSEI dan BEI, biaya audit penjatahan, biaya pencetakan Prospektus, formulir-
formulir, dan biaya pengumuman Prospektus Ringkas dan Tambahan Informasi dan/atau Perbaikan
atas Prospektus Ringkas.

Sesuai dengan POJK No. 9/POJK.04/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk
penerbitan Obligasi Subordinasi adalah kurang lebih setara dengan 3,851% dari nilai emisi Obligasi
Subordinasi yang meliputi:

- Biaya Jasa Penyelengaraan (Management Fee) sebesar 0,350%.

- Jasa Penjualan (Selling Fee) sebesar 0,100%.

- Jasa Penjaminan (Underwriting Fee) sebesar 0,100%.

- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 2,755% yang terdiri dari biaya jasa Konsultan
Hukum sebesar 0,750%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 1,895% dan biaya jasa Notaris sebesar
0,110%.
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- Biaya jasa lembaga penunjang pasar modal sebesar 0,280% yang terdiri dari biaya jasa Wali
Amanat sebesar 0,200% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,080%.

- Biaya lain-lain sebesar 0,266% meliputi antara lain biaya biaya Pernyataan Pendaftaran OJK,
biaya pencatatan di KSEI dan BEI, biaya audit penjatahan, biaya pencetakan Prospektus, formulir-
formulir, dan biaya pengumuman Prospektus Ringkas dan Tambahan Informasi dan/atau Perbaikan
atas Prospektus Ringkas.

Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi
Berkelanjutan Il Bank Panin Tahap | Tahun 2018, yang telah diserahkan kepada OJK melalui surat
No. 235/DIR/OJK/18 Tanggal 13 Desember 2018 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 11l Bank Panin Tahap | Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi
Berkelanjutan Il Bank Panin Tahap | Tahun 2018, seluruhnya telah dipergunakan sesuai dengan tujuan
penggunaannya.
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lll. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan dan entitas anak secara konsolidasian mempunyai liabilitas
sebesar Rp 158.149.035 juta dan liabilitas karena komitmen dan kontinjensi sebesar Rp 40.664.528 juta.
Jumlah liabilitas ini diambil dari angka-angka dalam laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan
Deloitte) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini tanpa modifikasian dengan
penambahan paragraf hal lain mengenai penerbitan kembali laporan keuangan agar sesuai dengan
peraturan pasar modal yang berlaku dan pembatasan pengunaan laporan keuangan konsolidasian
PT Bank Pan Indonesia Tbk dan entitas anak untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum
Berkelanjutan IV Bank Panin dalam laporannya tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Fonny
Alimin, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)
31 Desember

Keterangan 2023
Kewajiban

Liabilitas segera 186.926
Simpanan 135.089.481
Simpanan dari bank lain 2.420.728
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 9.761.945
Liabilitas derivatif 16.432
Liabilitas akseptasi 1.641.363
Pinjaman yang diterima 2.803.373
Utang pajak 221.735
Liabilitas imbalan pasca kerja 960.675
Beban yang masih harus dibayar dan Liabilitas lain-lain 1.347.101
Obligasi Subordinasi - Bersih 3.699.276
Jumlah Liabilitas 158.149.035

1. Liabilitas Segera

Posisi liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 186.926 juta. Perseroan tidak
memiliki kewajiban yang telah jatuh tempo atau yang belum dilunasi

2. Simpanan

Liabilitas dalam bentuk simpanan sebesar Rp 135.089.481 juta yang terdiri dari :
(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

Keterangan Pihak Berelasi Pihak Ketiga Jumlah
Bank

Giro 186.069 11.535.347 11.721.416

Tabungan 562.937 50.571.593 51.134.530

Deposito Berjangka 728.923 68.986.654 69.715.577
Sub Jumlah 1.477.929 131.093.594 132.571.523
Entitas Anak

Giro Wadiah - 289.238 289.238

Tabungan Wadiah - 2.228.720 2.228.720
Sub Jumlah - 2.517.958 2.517.958
Jumlah 1.477.929 133.611.552 135.089.481
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Tingkat Bunga efektif rata-rata per tahun:
(dalam persentase)

Keterangan Rupiah Valuta Asing
Giro 1,46% 0,08%
Tabungan 0,72% 0,12%
Deposito Berjangka 4,23% 0,17%

Giro sebesar Rp 16.025 juta, tabungan sebesar Rp 266.479 juta dan deposito berjangka sebesar Rp
5.255.833 juta diblokir dan dijadikan jaminan kredit.

3. Simpanan Dari Bank Lain
(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

Keterangan Pihak Berelasi Pihak Ketiga Jumlah
Bank
Giro - 24.641 24.641
Tabungan - - -
Deposito Berjangka - 52.986 52.986
Call Money - 950.000 950.000
Sub Jumlah - 1.027.627 1.027.627
Entitas Anak
Giro Wadiah - 33.958 33.958
PASBI - 1.359.143 1.359.143
Deposito berjangka Mudharabah - - -
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank - - -
Sub jumlah - 1.393.101 1.393.101
Jumlah - 2.420.728 2.420.728

Tingkat Bunga efektif rata-rata per tahun:
(dalam persentase)

Keterangan Rupiah Valuta Asing
Giro 0,24% 0,00%
Tabungan 0,00% 0,00%
Deposito Berjangka 3,76% 0,00%
Call Money 5,81% 0,00%

4. Efek Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali — Pihak Ketiga
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jangka Waktu Tanggal Jatuh Tempo Jumlah
Obligasi Pemerintah Indonesia 7 hari 3 Januari 2024 2.357.615
Obligasi Pemerintah Indonesia 17 hari 5 Januari 2024 1.413.061
Obligasi Pemerintah Indonesia 23 hari 5 Januari 2024 1.224.512
Obligasi Pemerintah Indonesia 19 hari 10 Januari 2024 1.142.080
Obligasi Pemerintah Indonesia 19 hari 3 Januari 2024 1.035.647
Obligasi Pemerintah Indonesia 29 hari 19 Januari 2024 471.743
Obligasi Pemerintah Indonesia 30 hari 19 Januari 2024 471.262
Obligasi Pemerintah Indonesia 30 hari 12 Januari 2024 471.035
Obligasi Pemerintah Indonesia 31 hari 8 Januari 2024 469.869
Obligasi Pemerintah Indonesia 31 hari 11 Januari 2024 469.368
Obligasi Pemerintah Indonesia 7 hari 3 Januari 2024 94.314
Obligasi Pemerintah Indonesia 7 hari 4 Januari 2024 94.282
Obligasi Pemerintah Indonesia 8 hari 4 Januari 2024 47157
Jumlah 9.761.945

5. Liabilitas Derivatif

Posisi liabilitas derivatif pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 16.432 juta yang terdiri dari
transaksi swap sebesar Rp 4.978 juta dan transaksi forward sebesar Rp 11.454 juta.
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Posisi liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.641.363 juta yang terdiri dari
liabilitas dalam Rupiah sebesar Rp 930.878 juta dan liabilitas dalam mata uang asing sebesar Rp

710.485 juta.

7. Pinjaman Yang Diterima

(dalam jutaan Rupiah)

Tingka Bunga

Keterangan Jangka Waktu Rata-Rata Efektif Jumlah
CFI
Rupiah
PT Bank Maybank Indonesia Tbk 3 - 4 tahun 7,31% 417.954
PT Bank Mandiri Tbk 4 tahun 7,82% 414.501
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 3 - 4 tahun 6,98% 404.157
PT Bank Danamon Tbk 3 - 4 tahun 7,48% 389.896
PT Bank Victoria International Tbk 1 tahun 6,40% 300.000
PT Bank DKI Tbk 4 - 5 tahun 7,46% 287.564
PT Bank CIM B Niaga Tbk 4 tahun 7,30% 234.290
PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk 4 tahun 7,50% 185.417
PT Bank Central Asia Tbk 3 - 4 tahun 7,98% 168.969
PT Bank OCBC NISP Tbk 3 - 4 tahun 8,75% 625
Jumlah 2.803.373
CFI

Seluruh pinjaman yang diterima oleh CFI digunakan untuk modal kerja. Berikut ini adalah informasi
pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima:

Batas Kredit

Bank Fasilitas Awal Akhir Jaminan
(Rp Juta)

PT Bank. Maybank Pinjaman Berjangka V 500.000 06-Agu-19 05-Des-23 Piutang pembiayaan

Indonesia Tbk (Term Loan V) konsumen sebesar 70% dari
Pinjaman Berjangka VI 500.000 28-Sep-22  28-Sep-26 jumlah utang pokok fasilitas
(Term Loan VI) kredit pinjaman
Modal Kerja 1/ Working 500.000 30-Mei-18 14-Mar-23 berjangka VI
Capital 1

PT Bank Mandiri Tbk Modal Kerja 2/ Working 500.000 16-Apr-19  14-Okt-23 Piutang sewa pembiayaan
Capital 2 dan/atau piutang pembiayaan
Modal Kerja 3/ Working 500.000 09-Des-19  20-Apr-24 konsumen sebesar minimal
Capital 3 80% dari jumlah utang pokok
Modal Kerja 4/ Working 500.000  8-Feb-23 22-Mei-27 fasilitas kredit modal kerja
Capital 4

PT Bank Danamon Tbk Pinjaman Berjangka V 100.000  17-Jun-19 19-Jul-23 Piutang pembiayaan
(Term Loan V) dan piutang pembiayaan
Pinjaman Berjangka VI 100.000 23-Agu-19  21-Okt-23 konsumen sebesar minimal
(Term Loan VI) 80% dari jumlah utang pokok
Pinjaman Berjangka VII 500.000  3-Jul-20 22-Mei-27 fasilitas kredit pinjaman
(Term Loan VII) berjangka VII dan modal kerja
Modal Kerja/Working 150.000 27-dan-23  27-Jan-24
Capital

PT Bank CIMB Niaga Tbk Pinjaman Sindikasi/ 1.000.000 5-Mar-21 4-Sep-24 Piutang sewa pembiayaan

Syndicated Loan
PT Bank Central Asia Tbk
dan
PT Bank Permata Tbk

dan/atau piutang pembiayaan
konsumen sebesar minimal
80% dari jumlah utang pokok
fasilitas kredit sindikasi
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Batas Kredit

Bank Fasilitas Awal Akhir Jaminan
(Rp Juta)
PT Bank DKI Tbk Pinjaman Berjangka IlI 350.000 21-Nov-22 5-Jun-27 Piutang sewa pembiayaan
(Term Loan Ill) dan/ atau piutang pembiayaan
konsumen sebesar minimal
70% dari jumlah utang pokok
fasilitas kredit modal kerja
PT Bank Central Asia Tbk Installment Loan 11 650.000 15-Nov-19 1-Jul-25 Piutang sewa pembiayaan
Uncommited Money 250.000 17-Agu-23 17-Agu-24 dan/atau piutang pembiayaan
Market Line konsumen sebesar minimal
Pinjaman Rekening 30.000 17-Agu-23 17-Agu-24 f7°°,/|°, darl'(lum,'?h ““ﬂ”g pokok
Koran/Overdraft asilitas .red|t installment,
uncommited money market
dan pinjaman rekening koran
PT Bank KEB Hana Money Market Line 50.000 15-Apr-23  15-Apr-24 Tidak ada agunan untuk
Indonesia Tbk (Uncommited) money market dan 70% dari
Pinjaman Berjangka VI 200.000 16-Agu-23  14-Sep-27 jumlah utang pokok fasilitas
(Term Loan VII) pinjaman berjangka VII
PT Bank Victoria Demand Loan - Non 300.000 06-Des-23  28-Okt-24 Tidak ada agunan
International Tbk Revolving (Uncommited)
PT Bank Pembangunan Kredit Modal Kerja VIII 300.000 25-Nov-19  20-Mei-24 Piutang sewa pembiayaan
Daerah Jawa Barat dan (Working Capital VIII) dan/atau piutang pembiayaan
Banten Tbk Kredit Modal Kerja IX 500.000 23-Agu-23 15-Des-27 konsumen sebesar minimal
(Working Capital 1X) 80% dari jumlah utang pokok
fasilitas kredit modal kerja 8
dan 70% dari jumlah utang
pokok fasilitas kredit modal
kerja IX
PT Bank OCBC NISP Tbk Pinjaman Berjangka I 500.000 14-Feb-18 13-Jan-24 Piutang pembiayaan
(Term Loan II) konsumen sebesar 100% dari
jumlah utang pokok fasilitas
kredit Term Loan
PT Bank Shinhan Modal Kerja | (Working 150.000 23-Sep-20 23-Sep-23 Piutang pembiayaan

Indonesia

Capital I)

konsumen sebesar 70% dari
jumlah utang pokok fasilitas
kredit modal kerja |

Terkait dengan utang bank tersebut di atas, CFl wajib menjaga gearing ratio sebesar 8x - 10x. CFlI
juga diwajibkan menjaga rasio non-performing loan untuk tunggakan lebih dari 30 hari tidak melebihi
5% dan tunggakan lebih dari 90 hari berkisar antara 3% - 5%. CFI diharuskan untuk memberikan
pemberitahuan tertulis kepada bank terkait dengan perubahan susunan pengurus, merger dan akuisisi,
perubahan bentuk CFIl, komposisi permodalan dan pembagian laba CFI.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, CFl telah memenuhi semua pembatasan yang disebutkan
dalam perjanjian pinjaman.

Rata-rata tertimbang suku bunga efektif pinjaman untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Suku Bunga Efektif

2023

2022

7,22%

7,36%

Effective Interest Rate

Utang bank memiliki suku bunga tetap maupun variabel, sehingga CFI terpapar risiko suku bunga atas
nilai wajar (fair value interest rate risk) dan risiko suku bunga atas arus kas (cash flow interest rate risk).

36



8. Utang Pajak

s PaninBank

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan Jumlah
Bank
Pajak Penghasilan Badan 88.893
Pajak Penghasilan
Pasal 21 27.631
Pasal 25 5.324
Pasal 23/26 76.288
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih 1.256
Entitas Anak
Pajak Penghasilan Badan 1.428
Pajak Penghasilan
Pasal 21 5.926
Pasal 4(2) 6.709
Pasal 23/26 460
Pasal 25 6.444
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih 1.376
Jumlah 221.735

9. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Posisi liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 960.675 juta.

10. Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain

Liabilitas lain-lain per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.347.101 juta yang terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah
Bank
Beban bunga yang masih harus dibayar 223.927
Setoran jaminan 212.687
Pendapatan diterima dimuka 203.084
Liabilitas pada pihak ketiga 197.820
Cadangan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontijensi 75.700
Lainnya 95.024
Entitas anak
Biaya yang masih harus dibayar 87.648
Liabilitas titipan setoran nasabah 78.803
Liabilitas pada pihak ketiga 67.478
Lainnya 104.930
Jumlah 1.347.101

11. Obligasi Subordinasi — bersih

Posisi Obligasi Subordinasi - Bersih pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 3.699.276 juta

yang terdiri atas:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Ill Bank Panin Tahap | Tahun 2018 1.302.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Il Bank Panin Tahap Il Tahun 2017 2.400.000
Obligasi yang beredar 3.702.000
Obligasi yang dibeli kembali -
Diskonto yang belum diamortisasi (2.724)
Obligasi Subordinasi - Bersih 3.699.276
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- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Il Bank Panin Tahap Il Tahun 2017

Pada tanggal 17 Maret 2017, Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Il Bank Panin Tahap
Il Tahun 2017 dengan nilai nominal sebesar Rp2.400 miliar dan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per
tahun. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Il Bank Panin Tahap Il Tahun 2017 berjangka waktu 7 tahun
dan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2024.

Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 17 Juni 2017 dan pembayaran bunga terakhir
dilakukan pada tanggal 17 Maret 2024.

Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 11 April 2023 No. RC-398/PEF-DIR/IV/2023 untuk periode 11
April 2023 sampai dengan 1 April 2024 adalah idA+.

Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank telah melakukan
pembayaran bunga melalui KSEI sesuai dengan jadwal.

Bank tidak memiliki tunggakan bunga atau pelanggaran pembatasan yang berkaitan dengan obligasi
subordinasi selama tahun 2023 dan 2022.

Bank tidak mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali seluruh atau sebagian pokok obligasi
subordinasi.

- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Ill Bank Panin Tahap | Tahun 2018

Pada tanggal 03 Juli 2018, Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Ill Bank Panin Tahap
| Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp1.302.000 juta dan tingkat bunga tetap sebesar 9,5% per
tahun. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Ill Bank Panin Tahap | Tahun 2018 berjangka waktu 7 tahun
dan jatuh tempo pada tanggal 03 Juli 2025.

Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2018 dan pembayaran bunga terakhir
dilakukan pada tanggal 03 Juli 2025.

Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 11 April 2023 No. RC-398/PEF-DIR/IV/2023 untuk periode 11
April 2023 sampai dengan 1 April 2024 adalah idA+.

Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank telah melakukan
pembayaran bunga melalui KSEI sesuai dengan jadwal.

Bank tidak mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali seluruh atau sebagian pokok obligasi
subordinasi.

Bank tidak memiliki tunggakan bunga atau pelanggaran pembatasan yang berkaitan dengan obligasi
subordinasi selama tahun 2023 dan 2022.

Dalam hal terjadi penutupan usaha atau disolusi atau likuidasi karena alasan lain apapun, pembagian
harta kekayaan Bank hasil likuidasi untuk pembayaran jumlah terutang oleh Bank kepada pemegang
obligasi subordinasi hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh liabilitas pembayaran Bank
kepada utang senior. Hak tagih sehubungan dengan obligasi subordinasi menempati peringkat
paripassu tanpa preferensi di antara para pemegang obligasi subordinasi.

Obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, termasuk tidak dijamin oleh Negara
Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank
yang dilaksanakan oleh lembaga penjaminan simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan
perundangundangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf f Peraturan OJK
No.11/POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan
ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
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Dalam perjanjian perwaliamanatan, telah diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank

dimana Bank tidak diperbolehkan melakukan beberapa hal berikut ini:

e Mengurangi Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.

e Mengadakan perubahan bidang usaha.

e Melakukan penyertaan modal pada pihak manapun juga yang secara total melebihi ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang.

e Melakukan penggabungan, peleburan atau reorganisasi dengan perusahaan lain yang bertentangan
dengan ketentuan/ kebijaksanaan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga yang berwenang.

e Menjual atau mengalihkan atau memindah tangankan dengan cara apapun juga sebagian atau
seluruh aset tetap berupa tanah dan bangunan di atasnya, baik yang telah ada maupun yang akan
ada di kemudian hari.

e Menjaminkan atau membebani dengan cara apapun harta kekayaan Bank, baik yang sekarang ada
maupun yang akan ada dikemudian hari kepada pihak ketiga manapun.

LIABILITAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Liabilitas komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 40.664.528
juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah
Perseroan

Komitmen

Liabilitas Komitmen

Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan 37.861.547
L/C yang irrevocable dan masih berjalan dalam rangka ekspor dan impor 1.415.309
Jumlah liabilitas komitmen 39.276.856
Kontinjensi

Liabilitas Kontinjensi

Bank Garansi 1.387.672
Standby L/C -
Jumlah liabilitas kontinjensi 1.387.672
Jumlah 40.664.528

LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA
LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DIATAS DAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INL.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DIATAS
DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM BAB IV
PROSPEKTUS INLI.

DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK TERDAPAT
PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG
OBLIGASI DAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK, SEHINGGA TIDAKADA PENCABUTAN DARI PEMBATASAN-
PEMBATASAN TERSEBUT.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN
OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM GROUP YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP
KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN, SURAT
BERHARGA YANG DITERBITKAN DAN OBLIGASI SUBORDINASI SETELAH LAPORAN KEUANGAN
TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH
LIABILITASNYA. PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN
YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.
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DENGANADANYAPENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTAPENINGKATAN
HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN
KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH
DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR
INDENPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN
TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-
LIABILITAS LAIN, KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL
PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN
TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.
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Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang bersumber dari laporan keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan
Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan
opini tanpa modifikasian dengan penambahan paragraf hal lain mengenai penerbitan kembali laporan
keuangan agar sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku dan pembatasan pengunaan
laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pan Indonesia Tbk dan entitas anak untuk disertakan dalam
Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan IV Bank Panin dalam laporannya tanggal 28 Mei 2024 yang

ditandatangani oleh Fonny Alimin.

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan

31 Desember

2023 2022
Aset
Kas 1.297.547 1.704.409
Giro Pada Bank Indonesia 7.870.438 7.204.803
Giro Pada Bank Lain 1.297.706 1.252.071
Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Pihak Ketiga 6.035.648 7.190.503
Efek-Efek - Pihak Ketiga 39.010.634 33.398.418
Tagihan Derivatif 20.437 29.385
Kredit Yang Diberikan 131.498.273 123.269.582
Tagihan Anjak Piutang - Pihak Ketiga 44.049 50.420
Efek Yang Dibeli Dengan Janiji Dijual Kembali - Pihak Ketiga 4.826.791 10.642.145
Piutang Sewa Pembiayaan - Pihak Ketiga 528.480 272.141
Piutang Pembiayaan Konsumen - Pihak Ketiga 8.429.005 6.795.450
Piutang Jual dan Sewa Balik 33.148 55.187
Tagihan Akseptasi 1.630.129 2.125.849
Penyertaan Dalam Bentuk Saham 766.401 791.410
Biaya Dibayar Dimuka 114.353 124.361
Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Bersih 10.002.144 10.176.936
Aset Pajak Tangguhan - Bersih 747.872 609.846
Aset Tak berwujud 522.482 425.974
Aset Lain-Lain - Bersih 7.334.513 6.312.991
Jumlah Aset 222.010.050 212.431.881
Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas
Liabilitas
Liabilitas Segera 186.926 169.964
Simpanan 135.089.481 132.683.475
Simpanan dari Bank Lain 2.420.728 2.548.103
Efek Yang Dijual Dengan Janiji Dibeli Kembali — Pihak Ketiga 9.761.945 2.408.299
Liabilitas Derivatif - Pihak Ketiga 16.432 29.561
Liabilitas Akseptasi - Pihak Ketiga 1.641.363 2.137.042
Surat Berharga Yang Diterbitkan - Bersih 0 3.999.020
Pinjaman Yang Diterima - Pihak Ketiga 2.803.373 2.144.195
Utang Pajak 221.735 222.169
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja 960.675 440.481
Beban Yang Masih Harus Dibayar Dan Liabilitas Lain - Lain 1.347.101 1.266.865
Obligasi Subordinasi - Bersih 3.699.276 3.795.470
Jumlah Liabilitas 158.149.035 151.844.644
Dana Syirkah Temporer
Bank 417.762 710.687
Bukan Bank 10.130.768 9.160.456
Jumlah Dana Syirkah Temporer 10.548.530 9.871.143
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(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan

31 Desember

2023 2022
Ekuitas
Modal saham 2.408.765 2.408.765
Saham Treasuri (610) (610)
Tambahan Modal Disetor 3.440.707 3.440.707
Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non pengendali (269.072) (269.072)
Penghasilan komprehensif lain 7.373.975 7.621.379
Saldo laba
Ditentukan penggunaannya 140.000 140.000
Tidak ditentukan penggunaannya 36.611.051 34.059.727
Kepentingan non pengendali 3.607.669 3.315.198
Jumlah Ekuitas 53.312.485 50.716.094
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas 222.010.050 212.431.881

2. Laporan Laba Rugi

(Dalam Jutaan Rupiah)

31 Desember

Keterangan 2023 2022
Pendapatan dan Beban Operasional

Pendapatan Bunga

Bunga yang diperoleh 14.136.964 13.367.323
Provisi dan komisi kredit 451.417 538.887
Jumlah Pendapatan Bunga 14.588.381 13.906.210
Beban Bunga (5.381.905) (3.957.460)
Pendapatan Bunga - bersih 9.206.476 9.948.750
Pendapatan Operasional Lainnya

Keuntungan bersih penjualan efek 142.973 202.790
Provisi dan komisi selain kredit - bersih 150.059 137.302
Pendapatan transaksi valuta asing - bersih 124.581 115.096
Perubahan nilai wajar efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 38.955 (142.850)
Bagian laba bersih entitas asosiasi 53.149 87.579
Lainnya 2.066.572 1.595.654
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya 2.576.289 1.995.571
Beban Kerugian Penurunan Nilai

Aset keuangan (2.769.587) (2.819.053)
Aset non keuangan 11.681 28.501
Jumlah Beban Kerugian Penurunan Nilai (2.757.906) (2.790.552)
Beban Operasional Lainnya

Umum dan administrasi (1.979.148) (2.067.137)
Tenaga kerja (2.435.356) (2.274.770)
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja (266.458) (112.705)
Lainnya (664.549) (626.224)
Jumlah Beban Operasional Lainnya (5.345.511) (5.080.836)
Beban Operasional Lainnya - Bersih (2.769.222) (3.085.265)
Laba Operasional 3.679.348 4.072.933
Pendapatan Non Operasional - bersih 96.378 15.960
Laba Sebelum Beban Pajak 3.775.726 4.088.893
Beban Pajak (770.190) (815.883)
Laba Bersih Tahun Berjalan 3.005.536 3.273.010
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3. Rasio-Rasio Penting

31 Desember

Keterangan 2023 2022
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset 71,24% 71,48%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas 296,65% 299,40%
Jumlah Kredit yang Diberikan Bersih / Jumlah Aset 59,23% 58,03%
Jumlah Aset Produktif - Bersih / Jumlah Aset 104,64% 105,93%
Jumlah Simpanan / Jumlah Aset 61,94% 63,66%
Rasio Usaha

Pendapatan Bunga / Jumlah Aset Produktif — Bersih 6,28% 6,18%
Pendapatan Bunga - Bersih / Rata - rata Jumlah Aset 4,24% 4,77%
Pendapatan Bunga - bersih / Rata - rata Jumlah Ekuitas 17,70% 20,05%
Pendapatan Bunga - bersih / Rata - rata Aset Produktif - Bersih 4,03% 4,50%
Laba operasional / Rata - rata Jumlah Aset 1,69% 1,95%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Pendapatan Bunga 25,88% 29,40%
Laba Bersih / Jumlah Pendapatan Bunga 20,60% 23,54%
Laba Bersih / Rata - rata Jumlah Aset Produktif - Bersih 1,31% 1,48%
Rasio Pertumbuhan

Pendapatan Bunga 4,91% -3,07%
Pendapatan Operasional - Bersih -7,46% 4,12%
Laba Bersih -8,17% 80,14%
Jumlah Aset 4,51% 3,90%
Jumlah Liabilitas 4,15% -2,61%
Jumlah Ekuitas 5,12% 4,47%
Rasio Perbankan

Rasio Permodalan

CAR - Risiko Kredit, Pasar dan Operasional 32,40% 30,07%
CAR - Risiko Kredit Dan Pasar 34,43% 32,19%
CAR - Risiko Kredit 35,25% 32,63%
Rasio Kualitas Aset

NPL Bruto 3,09% 3,53%
NPL Neto 0,57% 0,92%
Rasio Rentabilitas

Laba Bersih / Jumlah Aset (ROA) 1,57% 1,91%
Laba Bersih / Jumlah Ekuitas (ROE) 5,42% 6,89%
Net Interest Margin (NIM) 4,93% 5,563%
BOPO 78,18% 74,53%
Rasio Likuiditas

LDR 97,51% 91,67%
Rasio Kepatuhan

GWM Rupiah Primer — Rata rata 7,32% 8,02%
GWM Rupiah Sekunder 34,55% 34,93%
GWM Valas — Rata rata 4,03% 4,03%
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. Keuangan

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang bersumber dari laporan keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan
Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan
opini tanpa modifikasian dengan penambahan paragraf hal lain mengenai penerbitan kembali laporan
keuangan agar sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku dan pembatasan pengunaan
laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pan Indonesia Tbk dan entitas anak untuk disertakan dalam
Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan IV Bank Panin tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani
oleh Fonny Alimin.

(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Desember

Keterangan 2023 2022
Jumlah Pendapatan Bunga 14.588.381 13.906.210
Beban Bunga 5.381.905 3.957.460
Pendapatan Bunga - Bersih 9.206.476 9.948.750
Pendapatan Operasional Lainnya 2.576.289 1.995.571
Beban - kerugian penurunan nilai/penyisihan penghapusan 2.757.906 2.790.552
Beban Operasional Lainnya 5.345.511 5.080.836
Beban Operasional Lainnya - Bersih 5.527.128 5.875.817
Laba Operasional 3.679.348 4.072.933
Pendapatan Non-Operasional - Bersih 96.378 15.960
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 3.775.726 4.088.893
Beban Pajak 770.190 815.883
Laba Bersih 3.005.536 3.273.010
Jumlah Aset 222.010.050 212.431.881
Jumlah Liabilitas 158.149.035 151.844.644
Jumlah Dana Syirkah Temporer 10.548.530 9.871.143
Jumlah Ekuitas 53.312.485 50.716.094
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer Dan Ekuitas 222.010.050 212.431.881
Jumlah Liabilitas /Jumlah Aset (%) 71,24% 71,48%
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas (%) 296,65% 299,40%
Jumlah Kredit yang diberikan - bersih / Jumlah Aset 59,23% 58,03%
Jumlah Aset Produktif - Bersih / Jumlah aset (%) 104,64% 105,93%
Jumlah Simpanan / Jumlah aset (%) 61,94% 63,66%
Rasio Usaha

Pendapatan Bunga / Jumlah Aset Produktif — Bersih 6,28% 6,18%
Pendapatan Bunga - Bersih / Rata - rata Jumlah Aset 4,24% 4,77%
Pendapatan Bunga - bersih / Rata - rata Jumlah Ekuitas 17,70% 20,05%
Pendapatan Bunga - bersih / Rata - Rata Aset Produktif — Bersih 4,03% 4,50%
Laba Operasional / Rata - Rata Jumlah Aset 1,69% 1,95%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Pendapatan Bunga 25,88% 29,40%
Laba Bersih / Jumlah Pendapatan Bunga 20,60% 23,54%
Laba Bersih / Rata - Rata Jumlah Aset Produktif 1,31% 1,48%
Rasio Pertumbuhan

Pendapatan Bunga 4,91% -3,07%
Pendapatan Operasional — Bersih -7,46% 4,12%
Laba Bersih -8,17% 80,14%
Jumlah Aset 4,51% 3,90%
Jumlah Liabilitas 4,15% -2,61%
Jumlah Ekuitas 5,12% 4,47%
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(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan

31 Desember

2023 2022
Rasio Perbankan
Rasio Permodalan
CAR - Risiko Kredit, Pasar dan Operasional 32,40% 30,07%
CAR - Risiko Kredit Dan Pasar 34,43% 32,19%
CAR - Risiko Kredit 35,25% 32,63%
Rasio Kualitas Aset
NPL (Gross) 3,09% 3,53%
NPL (Net) 0,57% 0,92%
Rasio Rentabilitas
Laba bersih / Jumlah Aset (%) (ROA) 1,57% 1,91%
Laba Bersih / Jumlah Ekuitas (%) (ROE) 5,42% 6,89%
Net Interest Margin (NIM) 4,93% 5,53%
BOPO 78,18% 74,53%
Rasio Likuiditas
LDR 97,51% 91,67%
Rasio Kepatuhan
GWM Rupiah Primer 7,32% 8,02%
GWM Rupiah Sekunder 34,55% 34,93%
GWM Valas 4,03% 4,03%

Berikut ini gambaran mengenai perkembangan penghasilan, beban dan laba tahun berjalan Perseroan

selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pertumbuhan Pendapatan, Beban, Laba Tahun Berjalan, Penghasilan Komprehensif lain dan
Total Penghasilan Komprehensif

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Jutaan Rupiah)

17.164.670
15.901.781
13.485.322
11.828.848
3.273.010 2.649.978 3.005.536 2.789.701
I N
2022 2023
M Pendapatan Beban ® Laba Tahun Berjalan B Penghasilan Komprehensif Lain Laba Komprehensif

Pendapatan

Jumlah pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar
Rp 17.164.670 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 1.262.889 juta atau 7,94% dibandingkan
dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 15.901.781
juta terutama karena meningkatnya Jumlah Pendapatan Bunga sebesar Rp 682.171 juta atau 4,91%
dimana peningkatan terbesar dari pendapatan bunga kredit sebesar Rp 451.127 juta dan pendapatan
bunga pembiayaan konsumen sebesar Rp 194.494 juta.
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Beban

Jumlah beban pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp
13.485.322 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 1.656.474 juta atau 14,00% dibandingkan
dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 11.828.848
juta terutama karena meningkatnya beban bunga sebesar Rp 1.424.445 juta atau 35,99% dimana
peningkatan terbesar berasal dari kenaikan biaya bunga simpanan sebesar Rp 1.280.152 juta terutama
dari produk deposito.

Laba Tahun Berjalan

Jumlah Laba bersih pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar
Rp 3.005.536 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp 267.474 juta atau 8.17% dibandingkan
dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.273.010 juta
sehubungan dengan meningkatnya beban bunga sebesar Rp 1.424.445 juta atau 35,99%.

Penghasilan Komprehensif Lain dan Total Penghasilan Komprehensif

Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain periode Desember 2023 naik sebesar Rp 407.197 juta atau
65,36 % dan Laba Komprehensif naik sebesar Rp 139.723 juta atau 5,27% dibandingkan periode
Desember 2022 terutama karena naiknya perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual.

Pendapatan Bunga

Penghasilan bunga Perseroan berasal dari penghasilan bunga yang diperoleh dan provisi dan komisi
kredit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai
berikut:

(dalam Jutaan Rupiah, Kecuali tercatat sebagai persentase)
31 Desember

KETERANGAN 2023 2022

Rp % Rp %
Pendapatan Bunga
Bunga yang Diperoleh 14.136.964 97% 13.367.323 96%
Provisi dan Komisi Kredit 451.417 3% 538.887 4%
Jumlah 14.588.381 100% 13.906.210 100%

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022

Total pendapatan bunga pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp
14.588.381 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 682.171 juta atau 4,91% dibandingkan dengan
periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp 13.906.210 Juta. Hal
tersebut terutama karena adanya kenaikan pada pendapatan bunga yang diperoleh Perseroan yaitu
sebesar Rp 769.641 juta atau 5,76%. Kenaikan tersebut dikarenakan kenaikan kredit yang diberikan —
bersih sebesar Rp 8.228.691 juta atau 6,68% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Beban Operasional

Rincian jumlah Beban operasional Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah, Kecuali tercatat sebagai persentase)
31 Desember

Keterangan 2023 2022
Rp % Rp %

Jumlah Beban Kerugian Penurunan Nilai 2.757.906 34% 2.790.552 35%
Umum Dan Administrasi 1.979.148 24% 2.067.137 26%
Tenaga Kerja 2.435.356 30% 2.274.770 29%
Beban Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya 266.458 3% 112.705 1%
Lainnya 664.549 8% 626.224 8%
Jumlah 8.103.417 100% 7.871.388 100%
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022

Total beban operasional pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar
Rp 8.103.417 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 232.029 juta atau 2,95% dibandingkan dengan
periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp 7.871.388 Juta. Hal
tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan pada beban tenaga kerja sebesar Rp 160.586
juta atau 7,06%.

Perseroan tidak memiliki kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan
penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan
dalam laporan keuangan yang telah diaudit

Pertumbuhan Aset, Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas
pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Jutaan Rupiah)

212.431.881 222.010.050

151.844.644 158.149.035

50.716.094 53.312.485

9.871.143 10.548.530

2022 2023

W Aset m Liabilitas Dana Syirkah Temporer Ekuitas

Aset

Rincian jumlah aset operasional Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut:
(dalam Jutaan Rupiah, kecuali tercatat sebagai persentase)
31 Desember

Keterangan 2023 2022
Rp % Rp %

Kas 1.297.547 1% 1.704.409 1%
Giro Pada Bank Indonesia 7.870.438 4% 7.204.803 3%
Giro Pada Bank Lain 1.297.706 1% 1.252.071 1%
Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain 6.035.648 3% 7.190.503 3%
Efek-efek 39.010.634 18% 33.398.418 16%
Tagihan Derivatif - Pihak Ketiga 20.437 0% 29.385 0%
Kredit 131.498.273 59% 123.269.582 58%
Tagihan Anjak Piutang 44.049 0% 50.420 0%
Efek Yang Dibeli Dengan Janiji Dijual Kembali 4.826.791 2% 10.642.145 5%
Piutang Sewa Pembiayaan 528.480 0% 272141 0%
Piutang Pembiayaan Konsumen 8.429.005 4% 6.795.450 3%
Piutang Jual dan Sewa Balik 33.148 0% 55.187 0%
Tagihan Akseptasi 1.630.129 1% 2.125.849 1%
Penyertaan Dalam Bentuk Saham 766.401 0% 791.410 0%
Biaya Dibayar Dimuka 114.353 0% 124.361 0%
Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Bersih 10.002.144 5% 10.176.936 5%
Aset Pajak Tangguhan - Bersih 747.872 0% 609.846 0%
Aset Takberwujud 522.482 0% 425.974 0%
Aset Lain-Lain - Bersih 7.334.513 3% 6.312.991 3%
Jumlah Aset 222.010.050 100% 212.431.881 100%
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022

Total aset Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar
Rp 222.010.050 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 9.578.169 juta atau 4,51% dibandingkan
dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 212.431.881 juta. Hal
tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan atas Kredit yang naik sebesar Rp 8.228.691 juta
atau 6,68% dibanding periode 31 Desember 2022. Juga diikuti dengan kenaikan Efek-efek sebesar Rp
5.612.216 juta atau 16,80% dan Piutang Pembiayaan Konsumen pihak ketiga sebesar Rp 1.633.555
juta atau 24,04% dibanding periode 31 Desember 2022.

Liabilitas

Rincian jumlah liabilitas operasional Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan
2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali tercatat sebagai persentase)
31 Desember

Keterangan 2023 2022

Rp % Rp %
LIABILITAS
Liabilitas Segera 186.926 0% 169.964 0%
Simpanan 135.089.481 85%  132.683.475 87%
Simpanan dari Bank Lain - Pihak Ketiga 2.420.728 2% 2.548.103 2%
Efek Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali — Pihak Ketiga 9.761.945 6% 2.408.299 2%
Liabilitas Derivatif - Pihak Ketiga 16.432 0% 29.561 0%
Liabilitas Akseptasi - Pihak Ketiga 1.641.363 1% 2.137.042 1%
Surat Berharga Yang Diterbitkan - Bersih 0 0% 3.999.020 3%
Pinjaman Yang Diterima - Pihak Ketiga 2.803.373 2% 2.144.195 1%
Utang Pajak 221.735 0% 222.169 0%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja 960.675 1% 440.481 0%
Beban Yang Masih Harus Dibayar Dan Liabilitas Lain - Lain 1.347.101 1% 1.266.865 1%
Obligasi Subordinasi - Bersih 3.699.276 2% 3.795.470 2%
Jumlah Liabilitas 158.149.035 100%  151.844.644 100%

Perseroan melakukan pendanaan dalam valuta asing untuk:

e memenuhi kebutuhan nasabah yang memerlukan pinjaman dalam valuta asing
e transaksi antar bank dalam valuta asing

e investasi dalam obligasi pemerintah dalam valuta asing

Dampak dari aktivitas tersebut, maka Perseroan akan terexpose dalam risiko mata uang (currency
risk). Perseroan telah memitigasi hal tersebut dengan natural hedging dimana mata uang pendanaan
disesuaikan dengan pemberian pinjaman maupun pembelian obligasi pemerintah dalam mata uang
yang sama.

Sebagian besar suku bunga pendanaan maupun suku bunga kredit adalah suku bunga variable
(floating), sehingga dapat disesuaikan dengan cepat. Sedangkan untuk produk pendanaan dengan
suku bunga tetap (fixed) seperti obligasi, biasanya akan disesuaikan dengan pemberian kredit yang ber
suku bunga tetap (fixed) juga, seperti KPR.

Dengan demikian dampak perubahan suku bunga dapat dimitigasi, dan Perseroan dapat mendapatkan
keuntungan dari margin suku bunga dana dan kredit.

Perseroan selalu memonitor perkembangan suku bunga di pasar dan segera menyesuaikan terhadap
produk-produk yang dikeluarkan sehingga senantiasa mendapatkan keuntungan.

Perseroan telah melakukan kebijakan lindung nilai atas pinjaman dan ikatan dalam mata uang asing

dengan natural hedge, yaitu dana valuta asing disalurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah dalam
valuta asing (dalam hal ini nasabah harus mempunyai pendapatan dalam valuta asing yang cukup).
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Posisi Devisa Netto (Net Open Position) perseroan per posisi Desember 2023 cukup kecil yaitu 0,18%
jauh dibawah yang diijinkan otoritas sebesar 20%.

Mengingat Perseroan sudah melakukan kebijakan lindung nilai dalam bentuk natural hedge atas
sebagian besar pinjaman dan ikatan dalam valuta asing, maka dampak atas risiko mata uang (currency
risk) dapat diminimalkan. Hanya terhadap Posisi Devisa Netto Perseroan terdapat risiko mata uang.
Namun mengingat jumlah nya yang kecil (butir 3), maka dampaknyapun tidak besar terhadap Perseroan.

Sebagian besar sumber dana Perseroan masih berupa dana pihak ketiga berupa Giro, Tabungan dan
Deposito yang seperti diketahui berlaku umum di Indonesia suku bunga nya variable (floating) sesuai
pergerakan suku bunga acuan dari Bank Indonesia dan suku bunga LPS.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022

Total liabilitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar
Rp 158.149.035 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 6.304.391 juta atau 4,15% dibandingkan
dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 151.844.644 juta. Hal
tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp
7.353.646 juta atau 305,35%, serta kenaikan pada simpanan sebesar Rp 2.406.006 juta atau 1,81%
dan Pinjaman yang diterima sebesar Rp 659.178 atau 30,74%.

Dana Syirkah Temporer

Rincian jumlah dana syirkah temporer Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan
2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali tercatat sebagai persentase)
31 Desember

Keterangan 2023 2022

Rp % Rp %
Dana Syirkah Temporer
Bank 417.762 4% 710.687 7%
Bukan Bank 10.130.768 96% 9.160.456 93%
Jumlah Dana Syirkah Temporer 10.548.530 100% 9.871.143 100%

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022

Total dana syirkah temporer Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah
sebesar Rp 10.548.530 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 677.387 juta atau 6,86% dibandingkan
dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 9.871.143 juta. Hal tersebut
terutama disebabkan oleh kenaikan simpanan bukan bank sebesar Rp 970.312 juta atau 10,59%.

Ekuitas

Rincian jumlah ekuitas Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut:
(dalam Jutaan Rupiah, kecuali tercatat sebagai persentase)
31 Desember

Keterangan 2023 2022

Rp % Rp %
Ekuitas
Modal saham 2.408.765 5% 2.408.765 5%
Saham Treasuri (610) 0% (610) 0%
Tambahan Modal Disetor 3.440.707 6% 3.440.707 7%
Selisih Transaksi Ekuitas dengan Pihak Non Pengendali (269.072) -1% (269.072) -1%
Penghasilan komprehensif lain 7.373.975 14% 7.621.379 15%
Saldo laba 36.751.051 69% 34.199.727 67%
Kepentingan non pengendali 3.607.669 7% 3.315.198 7%
Jumlah ekuitas 53.312.485 100% 50.716.094 100%
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022

Total ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp
53.312.485 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 2.596.391 juta atau 5,12% dibandingkan dengan
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 50.716.094 juta. Hal tersebut
terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp 2.551.324 juta atau 7,46% dan kenaikan
Kepentingan non pengendali sebesar Rp 292.471 juta atau 8,82% diimbangi dengan penurunan
Penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 247.404 juta atau 3,25%.

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dengan menjaga Giro
Waijib Minimum (GWM) sebagai cadangan wajib (perbandingan antara saldo rekening giro Perseroan
pada Bank Indonesia dengan dana pihak ketiga) seperti yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.
GWNM primer Rupiah Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
adalah 7,32% dan 8,02%. GWM primer valas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dan 2022 adalah 4,03% dan 4,03%. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor
24/04/PBI/2022 perihal GWM bank umum. GWM primer rupiah Perseroan yang diwajibkan per posisi 31
Desember 2023 adalah 9%. Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu
dan inklusif mendapatkan insentif berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM sebesar
1,7% sesuai PADG Nomor 12 Tahun 2023 sehingga Perseroan telah memenuhi kewajibannya dengan
menyediakan GWM sebesar 7,32%.

Giro pada Bank Indonesia dalam Rupiah yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023
adalah tercatat sebesar Rp 7.302.084 Juta atau mengalami kenaikkan sebesar Rp 740.704 Juta
atau 11,29% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yang berjumlah Rp 6.561.380
Juta. Giro pada Bank Indonesia yang dimiliki Perseroan dalam Dollar Amerika Serikat pada periode
31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 568.354 Juta (setara USD 37 juta dengan kurs Rp 15.397/
1 USD).

Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan telah memenuhi ketentuan yakni rasio kecukupan modal/KPMM atau CAR di
atas aturan Bl (9%-10%). Solvabilitas Perseroan relatif lebih besar di banding bank lain, hal ini sebagai
respons Perseroan untuk menjalankan sistem perbankan yang prudent serta untuk mengantisipasi
risiko yang ada. Rasio KPMM Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 32,40%, dan
30,07%

Perseroan sampai saat ini memiliki kecukupan modal kerja yang memadai. Beberapa rasio Perseroan
yang masih cukup baik, seperti CAR di level 32,40%, LDR di level 97,51% dan lain-lain. Jika terjadi
ketidakcukupan modal kerja, Perseroan dapat menggali kembali beberapa sumber pendanaan diatas
seperti:

- Pinjaman money market antar bank di pasar uang

- Menjual dan/ atau repo surat berharga ke pasar uang dan/atau ke Bank Indonesia

- Menjual Valas atau melakukan swap sell and buy ke pasar dan/atau ke Bank Indonesia

- Sekuritisasi

- Melakukan lending facility ke Bl

- Mengajukan pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) ke Bank Indonesia (BI)

Memaksimalkan suku Bunga Deposito sampai maksimal yang diijinkan oleh OJK

Imbal Hasil Aset (ROA) dan Ekuitas (ROE)

Imbal Hasil Aset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba
sebelum pajak dari aset yang dimilikinya. Rasio ini didapat dengan membandingkan laba sebelum
pajak dengan rata-rata jumlah aset (penjumlahan saldo awal dan akhir tahun dibagi dua). Untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 rasio laba sebelum pajak penghasilan
dengan rata-rata jumlah aset masing-masing sebesar 1,57%, dan 1,91%.
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Imbal Hasil Ekuitas (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan
laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan. Rasio ini didapat dengan membandingkan antara laba bersih
dengan rata-rata jumlah ekuitas (penjumlahan saldo awal dan akhir tahun dibagi dua). Untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 rasio laba sebelum pajak penghasilan
dengan rata-rata jumlah ekuitas masing-masing sebesar 5,42%, dan 6,89%.

Untuk lebih meningkatkan ROA dan ROE dalam tahun 2023 Perseroan telah dan akan melakukan

upaya-upaya berikut:

- Meningkatkan Net Interest Margin dengan meningkatkan pemberian kredit dan pembiayaan
konsumen serta memperbaiki komposisi pendanaan dengan meningkatkan porsi tabungan dan
giro.

- Meningkatkan fee based income dari transaksi trade finance, kiriman uang, transaksi luar negeri,
perdagangan surat-surat berharga dan lain-lain.

- Meningkatkan upaya penagihan dan perbaikan kualitas sistem collection serta mengedepankan
prinsip kehati-hatian dengan lebih selektif dalam memberikan kredit.

Grafik Pertumbuhan LDR, ROA dan ROE
(Dalam Persentase)

10
91,67% 97,51%

0,
1,91% 6,89% 1,57% 5,42%

2022 2023

HLDR mROA = ROE

2. Prinsip-Prinsip Perbankan yang Sehat

Dengan semakin meningkatnya ko mpleksitas usaha dan profil risiko, maka Perseroan terus
mengidentifikasikan permasalahan yang mungkin timbul dari kegiatan operasionalnya. Penilaian
kondisi ini digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu mendatang.
Berdasarkan Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum,
maka kondisi kesehatan suatu bank dinilai secara kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor berikut

Permodalan (Capital)

a. Faktor permodalan ditentukan oleh komponen-komponen berikut: kecukupan pemenuhan
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku (Capital
Adequacy Ratio/CAR), komposisi permodalan, proyeksi KPMM. Aset Produktif Yang Diklasifikasi
(APYD) dibandingkan dengan modal, kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal
yang berasal dari keuntungan (laba ditahan), rencana permodalan yang mendukung pertumbuhan
usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham untuk
meningkatkan permodalan. Semakin kuat modal yang dimiliki oleh bank maka akan membuat bank
semakin mampu untuk mengembangkan usaha dan menampung risiko kerugian.

b. Dari komponen-komponen yang menentukan tingkat kekuatan dari faktor permodalan, maka
yang memiliki bobot terbesar adalah komponen kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan
Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku (Capital Adequacy Ratio/CAR). Saat
ini Bank Indonesia mewajibkan bank-bank untuk memiliki struktur perbandingan antara jumlah
modal dengan aset tertimbang perhitungan modal minimum sesuai Profil Risiko Bank seperti yang
tercantum pada Peraturan OJK No. 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyedian Modal Minimum
Bank Umum.
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Rasio KPMM Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
berturut-turut adalah 32,40%, dan 30,07% yang berarti jauh melampaui batas minimum yang ditentukan
oleh Bank Indonesia. Berikut ini adalah Tabel perhitungan KPMM Perseroan pada tanggal 31 Desember
2023 dan 2022.

31 Desember

Keterangan 2023 2022
Modal Inti 47.287.667 45.370.359
Modal Pelengkap 1.948.888 2.371.772
Total Modal 49.236.555 47.742.131
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
ATMR untuk risiko kredit 139.667.479 146.316.529
ATMR untuk risiko pasar 3.349.635 1.976.716
ATMR untuk risiko operasional 8.949.435 10.489.207
Total ATMR 151.966.549 158.782.452
Rasio KPMM
Rasio CET 1 (%) 31,12% 28,57%
Rasio Tier 1 (%) 31,12% 28,57%
Rasio Tier 2 (%) 1,28% 1,49%
Rasio Total (%) 32,40% 30,07%

Dasar kebijakan untuk mempertahankan rasio yang cukup tinggi:

Manfaat yang diperoleh dengan mempertahankan rasio tersebut dibandingkan dengan pengelolaan
penempatan aset Perseroan agar pendapatan yang diterima lebih meningkat.

Dengan Rasio CAR yang tinggi Perseroan memperoleh manfaat berupa:

Kemampuan menyerap risiko yang lebih besar sehingga tidak rentan terhadap perubahan kondisi
perekonomian, gejolak pasar dan risiko usaha lainnya.

Memiliki kesempatan yang lebih besar untuk merebut peluang usaha yang ada tanpa adanya
hambatan dari aspek permodalan.

Kepercayaan yang lebih besar dari nasabah, kreditor dan pasar uang sehingga dapat memperoleh
dana dengan suku bunga yang lebih baik.

Kualitas Aset (Asset Quality)

a.

Faktor kualitas aset ditentukan oleh komponen-komponen berikut: Aset Produktif Yang Diklasifikasi
(APYD) dibandingkan dengan total aset produktif, debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan
dengan total kredit, perkembangan aset produktif bermasalah (non performing asset) dibandingkan
dengan aset produktif, tingkat kecukupan pembentukan CKPN, kecukupan kebijakan dan prosedur
aset produktif, sistem kaiji ulang (review) internal terhadap aset produktif, dokumentasi aset produktif
dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah. Semakin baik kualitas aset yang dimiliki bank
akan meminimalisasi risiko yang harus dihadapi.

Aset produktif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 232.319.315 Juta, meningkat
sebesar Rp 7.298.228 Juta atau 3,24% dari 31 Desember 2022, sebesar Rp 225.021.087 Juta.
Komposisi aset produktif terbesar merupakan Kredit yaitu sebesar Rp 131.498.273 Juta atau
56,60% dari seluruh total aset produktif lalu diikuti oleh Tagihan Kontijensi sebesar Rp 40.664.528
juta atau 17,50%.

Perkembangan nilai rasio NPL

Berikut tabel perkembangan NPL Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai

berikut:
(dalam persentase)
Keterangan 31 Desember
2023 2022
NPL Bruto 3,09 3,53
NPL Neto 0,57 0,92
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Dari tahun ke tahun Perseroan berusaha menurunkan rasio NPL dan memperbaiki kualitas aktiva.
Walau NPL bruto masih cukup tinggi, namun Perseroan berhasil menyisihkan cadangan dalam jumlah
yang mencukupi, sehingga NPL neto senantiasa berada dibawah 5% sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Pada periode berakhir 31 Desember 2023 NPL 31 Desember 2023 NPL turun menjadi 3,09%
dibandingkan pada tahun 2022 NPL sebesar 3,53%. Kualitas kredit debitur membaik sebagai dampak
dari pengaruh makro ekonomi global yang berdampak pada perekonomian Indonesia.

Manajemen (Management)

a.

Komponen-komponen yang menentukan faktor manajemen adalah: manajemen umum, penerapan
sistem Manajemen Risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen
kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

Kemampuan untuk melakukan Manajemen Risiko.

Salah satu proses pelaksanaan prinsip Manajemen Risiko dilakukan melalui rapat Asset and
Liabilites Committee (ALCO) yang diadakan sekali dalam sebulan. Tim ALCO yang terdiri dari
seluruh anggota direksi dan kepala Divisi/Biro terkait mengevaluasi kinerja usaha Perseroan
pada periode laporan sebelumnya, seperti kualitas aset, likuiditas, earnings, komposisi sumber
dan penggunaan dana, kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan internal
Perseroan serta melakukan analisa terhadap risiko-risiko potensial, seperti risiko tingkat bunga,
risiko likuiditas, risiko perubahan kurs mata uang asing dan lain-lain. Pada saat yang sama juga
dirumuskan sasaran usaha untuk masa mendatang serta memformulasikan strategi pencapaiannya.

Di Kantor Pusat dan di setiap Kantor Cabang telah dibentuk satuan khusus tim penyelamat
kredit bermasalah yang bertugas mengintensitkan penagihan kredit, khususnya atas kredit yang
mempunyai potensi bermasalah. Jika penagihan kredit tidak memungkinkan, maka dilakukan
upaya restrukturisasi kredit dengan skema yang terbaik bagi kedua belah pihak serta melakukan
upaya hukum atas tagihan yang tidak dapat diselesaikan melalui restrukturisasi, sehingga kualitas
aset produktif Perseroan semakin membaik.

Untuk memitigasi risiko reputasi, Perseroan telah menunjuk Koordinator Penyelesaian Pengaduan
Nasabah di Kantor Cabang dan di Kantor Pusat dengan tugas melakukan pemantauan media untuk
memonitor setiap pemberitaan yang berkenaan dengan Perseroan, terutama pemberitaan yang
dapat menimbulkan citra negatif bagi Perseroan. Perseroan mengadministrasikan, memfasilitasi
dan menyelesaikan setiap pengaduan nasabah yang diterima dengan sebaik mungkin. Dalam
mengelola risiko reputasi, Perseroan senantiasa berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia
mengenai Penanganan Pengaduan Nasabah dan Buku Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko
Reputasi.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan seluruh jajaran Komisaris dan Direksi serta sebanyak 15 orang
pejabat dan staf telah lulus dalam program sertifikasi Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh
Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).

Jumlah pejabat senior yang melapor pada direktur dan rata-rata lamanya pengalaman dari pejabat
senior dibidang perbankan.

Divisi dan Biro yang berjumlah 39 orang melapor. Setiap bulan diadakan Rapat Koordinasi antar
Divisi dan Biro untuk membahas strategi yang akan diimplementasikan dalam menjalankan bisnis
dengan mempertimbangkan kondisi eksternal maupun internal. Setiap tahun diadakan Rapat Kerja
yang dihadiri oleh seluruh Direksi dan Kepala Divisi/Biro. Pimpinan Cabang dan Staff Senior di
Kantor Pusat dan Kantor Cabang dan diselenggarakan secara bergiliran di kota-kota di mana
terdapat Kantor Cabang Perseroan. Pertemuan-pertemuan rutin ini memungkinkan pucuk pimpinan
Perseroan dapat mengantisipasi dampak dari perubahan yang terjadi dan mengambil langkah-
langkah kebijakan yang tepat dan terkoordinasikan dengan baik dalam menjalankan Perseroan.
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Seluruh anggota Direksi, Kepala Divisi/Biro dan Pimpinan cabang sudah mempunyai pengalaman
rata-rata 10 tahun dalam bidang perbankan dan sebagian besar pejabat senior diangkat dari
pegawai yang telah lama bergabung dengan Perseroan dan telah menunjukkan performance dan
loyalitas yang baik.

d. Kebijakan Perseroan dan metode pengendalian transaksi terhadap pihak-pihak terafiliasi.

Semua transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi dilaksanakan dengan persyaratan yang sama
dengan yang berlaku bagi pihak ketiga lainnya dan senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan
yang digariskan oleh otoritas moneter/Bank Indonesia.

e. Metode yang digunakan eksekutif senior Perseroan dalam mengelola risiko khususnya:

Pengembangan dan penerapan kebijaksanaan, prosedur dan pelaksanaan berkenaan dengan
standar operasi bank yang hati-hati.

Agar kebijaksanaan, prosedur dan pelaksanaan operasi Perseroan dilaksanakan dengan baik
dan hati-hati. Perseroan telah membuat suatu Pedoman Sistem Operasi dan Prosedur yang
jelas dan seragam dan senantiasa diperbaharui sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
Beberapa ketentuan Bank Indonesia telah disadur dan diterapkan pemberlakuannya bagi
kantor-kantor cabang Perseroan serta dimonitor ketaatannya dalam bentuk laporan ke Kantor
Pusat. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh cabang akan dikenakan denda/pinalti yang
besarnya disesuaikan dengan denda yang diberlakukan oleh Bank Indonesia terhadap
Perbankan pada umumnya. Dengan terpenuhinya ketentuan Bank Indonesia oleh cabang-
cabang, maka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia oleh Perseroan secara keseluruhan
akan lebih mudah dilaksanakan.

Program audit intern dan lingkungan pengendalian intern.

Pengendalian intern dilakukan dengan menerapkan pola kerja “Maker - Checker - Approval’,
yang dilakukan secara hirarkis guna memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi setiap
harinya telah terlaksana seluruhnya secara benar. Sebelum suatu transaksi dijalankan
haruslah diperiksa oleh petugas yang lebih tinggi dan mendapat approval dari pejabat pada
bagian tersebut. Selanjutnya Satuan Kerja Audit Intern Cabang yang tidak terlibat dalam
proses transaksi melakukan pemeriksaan guna memastikan kebenaran dan keakuratan
pelaksanaan seluruh proses transaksi. Di tingkat pusat terdapat pula Satuan Kerja Audit
Intern (SKAI) di bawah Biro Pengawasan dan Pemeriksaan yang menerima laporan dan
melakukan pengawasan terhadap seluruh cabang dan unit-unit kerja di Kantor Pusat.
Disamping melakukan pengawasan berdasarkan laporan secara berkala satuan audit intern
juga melakukan pemeriksaan langsung ke cabang-cabang dan unit-unit kerja di Kantor Pusat.

Pertimbangan Kredit dan Proses Penelaahannya.

Dalam pemberian kredit Perseroan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan
pertimbangan yang sangat konservatif. Semua pengajuan kredit harus disertai studi kelayakan,
analisa keuangan dan proyeksi untuk mengetahui prospek perusahaan yang akan dibiayai.
Sebelum suatu proposal kredit disetujui harus terlebih dahulu dilakukan pembahasan oleh
Komite Kredit sesuai dengan batas wewenangnya. Komite Kredit Cabang hanya berwenang
memutuskan pemberian kredit sebesar jumlah maksimum yang ditetapkan oleh Direksi
bagi masing-masing cabang, sedangkan untuk proposal kredit yang jumlahnya melampaui
wewenang Komite Kredit Cabang, selain telah disetujui oleh Komite Kredit Cabang juga harus
dimintakan approval dari Komite Kredit Pusat.

Metode Pengelolaan Risiko dengan Kontrak Derivatif dan Valuta Asing.

Untuk menjaga risiko transaksi kontrak derivatif dan valuta asing, Perseroan senantiasa
menjaga Posisi Devisa Netto sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Transaksi derivatif
valuta asing hanya boleh dilakukan oleh Divisi Treasury yang memiliki keahlian dan prasarana
yang lengkap untuk melakukan transaksi tersebut. Analisa risiko dan pengajuan persetujuan
kepada Komite Kredit Pusat dilakukan oleh Financial Institution Department yang khusus
bertugas menganalisa risiko transaksi Treasury.
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Kepada masing-masing dealer ditetapkan limit transaksi yang dapat dilakukan sesuai dengan
senioritas dan pengalaman yang dimilikinya. Demikian pula posisi valuta asing yang terbuka
(open position) dalam satu hari dibatasi seminimal mungkin.

- Metode Pengelolaan Risiko Harga.

Penentuan tingkat suku bunga dana maupun kredit dilakukan oleh ALCO melalui rapat
ALCO yang dilakukan secara rutin. Suku bunga dana ditentukan dengan mempertimbangkan
tingkat likuiditas Perseroan, suku bunga bank-bank kompetitor, suku bunga SBI dan suku
bunga maksimum program penjaminan pemerintah serta forecast tim ALCO terhadap arah
perkembangan suku bunga pasar uang.

Setelah ditetapkan suku bunga dana yang dikehendaki, maka ditetapkan suku bunga minimum
(prime lending rate) untuk kredit dengan menambahkan margin tertentu. Cabang-cabang
diperkenankan menetapkan suku bunga untuk masing-masing debiturnya sesuai dengan
tingkat risiko usaha dan jenis kredit yang diberikan, sepanjang tidak lebih rendah dari prime
lending rate.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Sebagai implementasi dari Peraturan Bank Indonesia No. 7/25/PBI/2005 yang telah diubah dengan
peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 dan terakhir kali oleh Peraturan Bank Indonesia
No. 12/7/PBI/2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum,
Perseroan telah mengikutsertakan pengurus dan pejabat Perseroan dalam program sertifikasi
manajemen risiko oleh lembaga yang ditunjuk.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan seluruh jajaran Komisaris dan Direksi serta sebanyak 15 orang
pejabat dan staf telah lulus dalam program sertifikasi Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh
Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).

Rentabllitas (Earnings)

a.

Faktor rentabilitas ditentukan oleh komponen-komponen berikut: Return on Assets (ROA), Return
on Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM), biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan
operasional (BOPO), perkembangan laba operasional, komposisi portofolio aset produktif dan
diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya dan
prospek laba operasional. Return on Asset (ROA) dihitung berdasarkan laba sebelum pajak dalam
periode satu tahun dibandingkan dengan rata-rata jumlah aset dalam periode yang sama. Laba
sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.302.085
Juta dan rata-rata aset sebesar Rp 210.458.016 Juta. ROA untuk tahun 2023 dan 2022, masing-
masing sebesar 1,57% dan 1,91%. Return on equity (ROE) dihitung dengan membandingkan
laba bersih dalam periode satu tahun dengan rata-rata ekuitas (hanya modal inti) dalam periode
yang sama. Laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp
2.531.895 Juta dan rata-rata modal inti sebesar Rp 46.680.491 Juta. ROE untuk tahun 2023 dan
2022, masing-masing sebesar 5,42% dan 6,89%.

Net Interest Margin (NIM) diperoleh dengan membagi total Pendapatan bunga bersih dalam satu
tahun terhadap rata-rata aset produktif. Pendapatan bunga bersih untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 9.267.171 Juta dan rata-rata aset produktif yang
menghasilkan bunga sebesar Rp 187.810.781 Juta. NIM pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022,
masing-masing sebesar 4,93% dan 5,53%. Biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan
operasional (BOPO). Biaya operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 sebesar Rp 13.482.946 Juta dan total pendapatan operasional sebesar Rp 17.245.758 Juta.
BOPO Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar 78,18% dan
74,53%.
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Likuiditas (Liquidity)

a.

Faktor likuiditas ditentukan oleh komponen-komponen berikut: aset likuid kurang dari 1 bulan
dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan. Loan to Deposit ratio (LDR), proyeksi
cash flow 3 bulan mendatang, ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti, kebijakan
dan pengelolaan likuiditas (Assets and Liabilites Management/ALMA), kemampuan bank untuk
memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya dan
stabilitas dana pihak ketiga (DPK).

Manajemen Perseroan senantiasa menjaga likuiditas Perseroan agar dapat memenuhi kewajiban
terhadap nasabah dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum yaitu
9% untuk mata uang Rupiah (untuk posisi per 31 Desember 2023) dan 2% untuk valuta asing.

Loan to Deposit ratio pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing
sebesar 97,51% dan 91,67%.

Maturity gap antara kredit dan simpanan nasabah terjadi gap yang negatif pada maturity sampai
dengan 1 bulan yang dikarenakan struktur pendanaan perbankan yang sebagian besar berada
pada simpanan yang jatuh tempo kurang dari 1 bulan yang terdiri dari Giro. Tabungan dan sebagian
besar Deposito kurang 1 bulan. Sedangkan Kredit memiliki jatuh tempo lebih bersifat jangka
panjang, sehingga gap positif berada pada jatuh tempo diatas 3 bulan hingga 5 tahun.

Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar

a.

Faktor sensitivitas terhadap risiko pasar ditentukan oleh komponen-komponen berikut: modal atau
cadangan yang dibentuk untuk meng-cover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potential
loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) suku bunga, modal atau cadangan yang dibentuk
untuk meng-cover fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi
(adverse movement) nilai tukar dan kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.

Modal inti pada Desember 2023 yang dialokasikan untuk meng-cover risiko pasar adalah Rp268
milliar. Modal inti yang dimiliki perseroan cukup untuk meng-cover kerugian akibat risiko pasar atas
fluktuasi suku bunga dan nilai tukar.

Terkait risiko nilai tukar akibat fluktuasi kurs mata uang asing, Posisi Devisa Neto (PDN) Perseroan
posisi Desember 2023 hanya sebesar Rp 79.21 miliar (ekuivalen rupiah)/0,18% dari modal Perseoran.
Dengan posisi yang cukup rendah tersebut, risiko nilai tukar Perseroan sangatlah kecil (10-days VaR
hanya sebesar Rp 462 Juta). Eksposur Perseroan dalam kredit dalam mata uang asing posisi Desember
2023 juga tidak signifikan yaitu dalam mata uang USD adalah sebesar USD 414 juta yaitu 4,94% dari
total kredit Perseroan dan dalam mata uang SGD sebesar SGD 3.5 juta atau 0,03% dari total kredit
Perseroan.

Penilaian tingkat kesehatan Bank dilakukan secara semesteran. Realisasi penilaian pada tanggal
30 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No. Komposit Peringkat Analisis
1 Profil Risiko 2.06 Secara keseluruhan trend Risiko Komposit Bank atas risiko inheren dan
kualitas penerapan manajeman risiko menunjukkan kondisi yang Stabil
yaitu berada pada kisaran Low
2 Good Corporate 1.75 Kepatuhan bank terhadap regulasi, penerapan manajemen risiko dan
Governance pengendalian internal (internal control) yang memadai dan efektif menjadi

faktor yang sangat penting dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan
Good Corporate Governance di Bank. Mencerminkan Manajemen Bank
telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara
umum baik.
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No. Komposit Peringkat Analisis

3 Rentabilitas 2.22 Kemampuan Bank dalam mengelola rentabilitas dinilai memadai dengan
melihat berbagai aspek sebagai berikut:
» Laba Bank dapat melebihi target yang telah ditetapkan
* Laba Bank dapat mendukung permodalan dengan melihat besarnya
pertumbuhan Laba Ditahan Bank.
Sumber utama rentabilitas Bank berasal dari pendapatan inti (core

earning) yang terdiri dari Net Interest Income (NI1) dan net fee income.
Komponen-komponen yang mendukung core earning Bank seperti NIl dan
net fee income dinilai cukup stabil dan secara umum memiliki prospek
meningkat.
4 Permodalan 1.48 Kemampuan Bank dalam mengelola permodalan dinilai memadai dengan

melihat berbagai aspek sebagai berikut:

* Pengelolaan permodalan Bank disesuaikan dengan skala usaha dan
kompleksitas usaha Bank.
Tingkat permodalan memadai untuk mengantisipasi semua risiko sesuai
dengan profil risiko Bank, serta menunjang kepentingan ekspansi usaha
Bank.
Komponen permodalan Bank bersifat permanen, mempunyai
kemampuan dalam menyerap kerugian dengan baik.
Bank memiliki manajemen pengelolaan permodalan yang baik yaitu
mempunyai prosedur standar dalam menilai kecukupan modalnya, serta
telah melakukan stress-test yang hasilnya dapat menutupi kerugian Bank
dengan baik.
Bank memiliki akses ke sumber permodalan dengan mudah, baik itu
sumber permodalan yang dipupuk dari laba secara internal maupun
sumber permodalan yang berasal dari eksternal.

Good Corporate Governance (GCG)

Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan peraturan untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan
yang baik (Good Corporate Governance) bagi bank umum sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK
No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menggantikan POJK No. 55/
POJK.03/2016 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yang mana mempengaruhi operasi industri
perbankan dan kinerja keuangan. Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi
peraturan ini dan akan terus bekerja memperbaiki kualitas GCG sehingga memenuhi kewajiban yang
ditentukan dan transparansi yang menjadi keharusan.

Dalam bidang kepengurusan, persyaratan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi kewajiban
peraturan tersebut, baik dari sisi jumlah, komposisi, kriteria, independensi, peran dan tanggung
jawabnya, Direksi dan Komisaris mengadakan rapat secara berkala dan rapat-rapat yang dilakukan
senantiasa dibuat risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Untuk menjamin terlaksananya Manajemen Risiko dan pengendalian yang lebih efektif terhadap operasi
Perseroan, beberapa komite kerja telah dibentuk, yaitu:

a. Komite Kredit.

- Komite Kredit Kantor Pusat
Bertanggung jawab atas pemberian dan persetujuan kredit yang diajukan ke tingkat Direksi. Dewan
Komisaris menentukan wewenang pemberian kredit kepada Anggota Direksi yang ditunjuk sebagai
Komite Kredit Direksi (KKD) melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.

- Komite Kredit Kantor Cabang
Bertanggung jawab atas pemberian dan persetujuan kredit dalam batasan wewenang Pimpinan
Cabang yang ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi.
Pemberian kredit yang berjumlah diatas batas wewenang pemberian kredit cabang wajib terlebih
dahulu diajukan kepada KKD Kantor Pusat melalui Divisi Perkreditan.

b. Komite Aset & Liability (ALCO).

Komite ALCO terdiri dari Direktur Bidang dan Kepala Divisi/Biro yang bertanggung jawab untuk
mengelola risiko likuiditas dan risiko pasar, termasuk risiko suku bunga dan nilai tukar, serta memonitor
rasio-rasio keuangan penting.
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Komite ALCO menyelenggarakan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota sedikitnya sekali
dalam sebulan untuk membahas kondisi pasar dan perubahan-perubahan yang berdampak terhadap
keuangan Perseroan, khususnya sumber-sumber dan penggunaan dana, serta rasio-rasio keuangan.
Kinerja Keuangan tahun berjalan dianalisa mengacu kepada proyeksi yang ditetapkan dalam Rencana
Bisnis Perseroan.

c. Komite Manajemen Risiko.

Komite Manajemen Risiko melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama meliputi hal-hal
yang terkait dengan tentang hal-hal yang terkait dengan penyusunan kebijakan Manajemen Risiko,
penyesuaian dan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko Perseroan secara keseluruhan.
Komite Manajemen Risiko (KMR) terdiri dari Anggota Tetap yaitu Presiden Direktur, Wakil Presiden
Direktur, Direktur Bidang Perkreditan, Direktur Treasury, Direktur International Banking dan Operational
Support dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Anggota Tidak Tetap yaitu para Kepala
Divisi/Biro terkait.

d. Komite Audit.

Bertanggung jawab untuk mengkaji seluruh aspek pengawasan dan untuk memberikan pendapat serta
rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Audit memiliki independensi dalam mengevaluasi
permasalahan yang terkait dengan policy dan mengantisipasi akibat atau risiko yang mungkin timbul
sehingga membutuhkan perhatian khusus. Komite Audit juga memastikan bahwa manajemen memahami
dan melaksanakan peraturan serta kebijakan yang berlaku termasuk mengawasi persiapan pembuatan
laporan keuangan dan independensi dari auditor eksternal. Komite Audit terdiri dari 1 orang ketua yang
merupakan Komisaris Independen Perseroan serta 4 orang anggota.

e. Komite Pemantau Risiko.

Bertindak mewakili Dewan Komisaris dan bertanggung jawab serta berfungsi memantau dan
mengevaluasi kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko bank.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah mengevaluasi antara kebijakan Manajemen
Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Manajemen
Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank serta mengevaluasi dan memberikan masukan atas
rekomendasi dari Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan
Komisaris.

f. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Bertugas merancang dan mengevaluasi remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat
Eksekutif serta menominasikan calon/ kandidat pengurus Bank.

Komite ini juga berwenang menyampaikan usulan paket remunerasi anggota Direksi dan Komisaris
kepada Dewan Komisaris serta memberikan masukan mengenai remunerasi calon Anggota Direksi
pada Dewan Komisaris untuk diputuskan dalam RUPS.

g. Komite Manajemen Risiko.

Bertugas memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang paling kurang meliputi; Penyusunan kebijakan,
strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko; Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan
Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud; Penetapan (justification) hal-hal
yang terkait dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal (irregularities).

h. Komite Pengarah teknologi Informasi.

Bertugas memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan rencana Strategis Teknologi Informasi
(Information Technology Strategic Plan) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
antara lain: kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis
Teknologi Informasi; kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan
rencana proyek yang disepakati (project charter), dan lain-lain.
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Terkait Komite Kredit, Komite Aset & Liability, Komite Manajemen Risiko, Komite Audit, Komite Pemantau
Risiko, Komite Renumerasi dan Nominasi, serta Komite Pengarah Teknologi Informasi, sesuai pasal 25
huruf d angka 4 POJK Nomor 9/POJK.04/2017.

Komite-Komite di Bawah Direksi:

1. Komite Kredit Direksi (KKD)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Landasan Hukum Pengangkatan Komite:
Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 03/SK-DK/21 Tanggal tentang Wewenang dan Prosedur
Persetujuan Komite Kredit Tingkat Direksi (KKD) PT Bank Panin Tbk., juncto Surat Keputusan
Direksi Bank Panin No. 008/SK-DIR/21 tanggal 28 April 2021 tentang Pembagian Tugas dan
Wewenang Anggota Direksi Bank Panin.

Struktur Keanggotaan

Susunan anggota KKD adalah sebagai berikut:
1. Presiden Direktur

2. Wakil Presiden Direktur

3. Direktur Commercial Banking & Mortgage
4. Direktur Corporate Banking

5. Direktur Treasury

Tugas dan Tanggung Jawab KKD

Tugas KKD:

1. Mengevaluasi usulan kredit dan memastikan kelengkapan data/informasi yang diperlukan
dalam memberikan keputusan kredit sesuai wewenang pemberian keputusan atas usulan
pemberian fasilitas kredit yang direkomendasikan oleh unit kerja terkait.

2. Memberikan persetujuan/penolakan terhadap usulan kredit yang diajukan oleh unit kerja
terkait.

Tanggung Jawab KKD:

1. Memastikan bahwa proses pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Memastikan bahwa proses pemberian kredit telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan
menjunjung tinggi profesionalisme dan Good Corporate Governance.

Frekuensi Rapat

Rapat Komite Kredit Direksi tidak dilakukan penjadwalan secara tetap. KKD dapat melakukan
rapat sesuai dengan diterimanya usulan pemberian fasilitas kredit baru, usulan pemberian
tambahan fasilitas kredit, perpanjangan fasilitas kredit, dan usulan restrukturisasi kredit yang
diajukan oleh Unit Kerja terkait, atau kredit yang jumlahnya melampaui Batas Wewenang
Pemberian Kredit Cabang.

Tingkat Kehadiran dalam Rapat

Kehadiran anggota KKD dalam Rapat ditentukan berdasarkan wewenang memutuskan kredit
tingkat Direksi yang telah ditetapkan. Wewenang memutuskan kredit ditetapkan berjenjang
sesuai dengan jenis fasilitas, jumlah plafond kredit, dan jenis agunan kredit yang akan
diputuskan. Wewenang memutuskan usulan kredit dengan jumlah yang lebih kecil dapat
dihadiri oleh 1 (satu) anggota KKD, sedangkan usulan kredit dengan jumlah yang lebih besar
harus dihadiri oleh 2 (dua) anggota KKD, dengan prinsip semakin besar jumlah plafond kredit
dan semakin besar eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, maka jumlah anggota KKD
yang hadir harus lebih banyak.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab KKD yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, Komite

Kredit Direksi telah melakukan tugasnya dengan baik, yang dapat dilihat dari:

- Proses pemberian kredit dan asset produktif lainnya serta perhitungan risiko telah
dilakukan dengan prisnip kehati-hatian dan Good Corporate Governance.

- Proses pengambilan keputusan dilakukan secara professional dan efektif.

- Pengawasan dan pengelolaan manajemen risiko dilakukan secara efektif, sehingga risiko
kredit dapat dikendalikan dengan baik yang tercermin dari rasio NPL yang terkendali.
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2. Komite Aset & Liabilitas / Asset & Liabilites Committee (ALCO)

1) Landasan Hukum Pengangkatan.
Surat keputusan Direksi Nomor: 006/SK-DIR/23 tanggal 3 Juli 2023 tentang Pembentukan
Komite Aset dan Kewajiban (Asset and Liabilites Committee - ALCO) PT Bank Panin Tbk.

2) Struktur dan Keanggotaan:
1. Presiden Direktur
2. Wakil Presiden Direktur
3. Direktur Commercial Banking & Mortgage
4. Direktur Corporate Banking
5. Direktur Network & Distribution
6. Direktur Treasury
7. Direktur dan Human Resources dan Business & IT Strategic
8. Direktur Operational & IT
9. Direktur Compliance & Risk Management
10. CFO/Finance & Planning

3) Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO:
a. Membantu Direksi dalam melakukan tanggung jawabnya terkait dengan Asset & Liabilites

Management (ALMA).

b. Mengkaji dan Mengkinikan Strategi ALMA:

- Melakukan evaluasi eksposur risiko suku bunga dan strategi ALMA untuk menjaga
konsistensi antara posisi pengambilan risiko Bank dan tujuan dari manajemen risiko
suku bunga.

- Menginformasikan kepada Direksi mengenai perubahan peraturan dan
perkembangannya yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

c. Mengevaluasi Berbagai Indikator Makro Ekonomi.
1. Kondisi perekonomian domestik, antara lain:
— Nilai tukar, suku bunga saat ini dan yang diharapkan di masa mendatang.
Sinyal moneter Bank Indonesia (kebijakan moneter: kontraksi atau ekspansi).
Berbagai indikator kunci perekonomian, seperti cadangan devisa, inflasi, Produk
Domestik Bruto (PDB), dan neraca pembayaran.
- Situasi politik, sosial dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi ekonomi.

2. Konsistensi dengan manajemen suku bunga Bank.

3. Kondisi perekonomian internasional.
d. Mengkaji Penetapan Harga (Pricing) Aset dan Kewajiban Bank

1. Penetapan Harga Asset

— Mengkaji penetapan harga rata-rata bulanan untuk pinjaman dalam setiap sektor
usaha secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar).

- Mengkaji tingkat pengembalian secara historis dari:

- Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia dan OJK)
pertumbuhan aset yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.

2. Penetapan Harga Liability

- Mengkaji biaya dana nominal untuk setiap kategori liability yang sensitif terhadap
tingkat suku bunga dan total biaya dana untuk seluruh liability yang sensitif
terhadap tingkat suku bunga (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar).

- Mengkaji total biaya dana untuk liability yang sensitif terhadap tingkat suku bunga
secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar).

3. Perubahan Tingkat Suku Bunga
Berdasarkan Net Interest Margin (NIM), pertumbuhan aset dan liabilitas, tren suku
bunga, dan tingkat suku bunga yang dimiliki pesaing menentukan kenaikan/penurunan
suku bunga secara keseluruhan atau hanya untuk beberapa sektor usaha pinjaman
dan/atau beberapa jenis simpanan nasabah.
e. Mengkaji dan mengkinikan rencana pendanaan darurat secara berkala untuk memastikan
efektivitas rencana pendanaan darurat tersebut, jika diperlukan.
f.  Mengkaji ulang sistem, dan asumsi yang digunakan sebagai dasar untuk rekomendasi
dan kebijakan ALCO, khususnya untuk mengakomodasi perubahan-perubahan eksternal,
misalnya kondisi Pasar dan lain-lain.
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4)

5)

6)

Rapat dan Kegiatan Komite ALCO.
Rapat Komite ALCO dilaksanakan secara periodik 1 (satu) kali dalam sebulan untuk
mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan manajemen aset dan kewajiban.

Rapat Komite ALCO dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh minimal 51% (lima puluh satu
persen) anggota Komite. Sepanjang tahun 2023, Komite ALCO telah mengadakan rapat
sebanyak 12 (dua belas) kali.

Tingkat Kehadiran dalam Rapat.
Selama tahun 2023 seluruh anggota Komite ALCO telah menghadiri seluruh Rapat yang
diselenggarakan dan sah dalam Pengambilan Keputusan pada Rapat.

Pertanggungjawaban dan Realisasi Kerja Komite.

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite ALCO dilaporkan melaluilaporan tertulis secara
berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi terkait dengan rekomendasi
mengenai kebijakan, keputusan, dan strategi terkait dengan manajemen aset dan kewajiban
(asset and liability management) dan hal-hal lain mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat
Komite ALCO.

Komite Manajemen Risiko/ Risk Management Committee (RMC)

1)

2)

3)

Landasan Hukum Pengangkatan.
Surat keputusan Direksi Nomor: 008/SK-DIR/23 tanggal 3 Juli 2023 tentang Pembentukan
Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee) PT Bank Panin Tbk.

Struktur dan Keanggotaan

Presiden Direktur

Wakil Presiden Direktur

Direktur Compliance & Risk Management
Direktur Commercial Banking & Mortgage
Direktur Corporate Banking

Direktur Treasury

Direktur Operational & IT

Nooakwbd=

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko:

a. Membantu Direksi dalam melakukan tanggung jawabnya terkait dengan manajemen
risiko.

b. Penyusunan strategi, kebijakan dan kerangka manajemen risiko, termasuk penetapan
Risk Appetite parameter dan threshold, serta batas Toleransi Risiko untuk membantu
menetapkan batasan dimana manajemen Bank dapat beroperasi untuk mencapai tujuan
bisnis Bank.

c. Penyusunan kontijensi untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat timbul dari waktu
ke waktu dan memungkinkan Bank untuk terus beroperasi bahkan dalam kondisi stress.

d. Melakukan kajian yang menyeluruh terhadap portofolio Bank dan anak perusahaan secara
berkala dan memastikan bahwa eksposur risiko dikelola dengan baik.

e. Mengkaji skenario stress testing dan dampak risikonya terhadap kecukupan modal,
profitabilitas dan kualitas aset serta merekomendasikan tindakan perbaikan yang
diperlukan.

f.  Mengkaji dan menyetujui Recovery Plan (RP) atas kesiapan bank dalam menghadapi
setiap risiko dan kondisi krisis yang mungkin dapat terjadi dapat ditanggulangi secara
cepat dan tepat.

g. Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko yang menjadi
perhatian Bank Indonesia (Bl) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

h. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap inisiatif bisnis dan
proyek bisnis utama dan memastikan hal tersebut mendapatkan dukungan yang diperlukan
dari seluruh Unit terkait di Perseroan agar sejalan dengan tujuan Perusahaan.
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4)

Rapat dan Kegiatan Komite Manajemen Risiko.

Rapat Komite Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikithya mengadakan
rapat 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Komite Manajemen Risiko dinyatakan kuorum
apabila dihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) anggota komite. Sepanjang tahun 2023,
Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (duabelas) kali.

Frekuensi Kehadiran Anggota KMR dalam Rapat.
Selama tahun 2023 seluruh anggota Komite ALCO telah menghadiri seluruh Rapat yang
diselenggarakan dan sah dalam Pengambilan Keputusan pada Rapat.

Pertanggungjawaban dan Realisasi Kerja Komite.

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite Manajemen Risiko dilaporkan melalui laporan
tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi terkait dengan
Penerapan Manajemen Risiko atas 8 (delapan) jenis Risiko dan hal-hal lain mengenai hasil
pertemuan rutin dalam rapat KMR.

4. Komite Pengarah Teknologi Informasi/ Information Technology Steering Committee (ITSC)

1)

Landasan Hukum Pengangkatan.
Surat keputusan Direksi Nomor: 004/SK-DIR/24 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pembentukan
Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee) PT Bank Panin Tbk.

Struktur dan Keanggotaan:

Ketua . Presiden Direktur

Wakil Ketua : Wakil Presiden Direktur

Anggota . Direktur Operations dan IT

Anggota . Direktur Compliance & Risk Management
Anggota . Kepala Biro Teknologi Informasi

Anggota . Kepala Biro Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi:

1. Mengevaluasi dan meyakini perumusan kebijakan dan prosedur teknologi informasi
telah dimutakhirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
mempertimbangan pengamanan dan manajemen risiko terkait penggunaan teknologi
informasi.

2. Mengevaluasi dan meyakini bahwa Rencana Strategis Teknologi Informasi (/nformation
Technology Strategic Plan) selaras dengan rencana strategis dan rencana Bisnis Bank
serta mendukung kebutuhan sistem informasi manajemen bisnis unit atau satuan kerja
dan kegiatan operasional Bank dan menetapkan status prioritas proyek Tl yang bersifat
kritikal.

3. Mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek TI.

4. Mengevaluasi pencapaian service level agreement kinerja proyek TI. Komite juga
melengkapi hasil evaluasi dengan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan proyek-
proyek Tl yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara
efisien.

5. Mengevaluasi kinerja teknologi informasi, dan upaya peningkatannya misalnya dengan
mendeteksi keusangan teknologi informasi dan mengukur efektivitas dan efisiensi
penerapan kebijakan pengamanan teknologi informasi.

6. Mengevaluasi efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada
sektor teknologi informasi dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap
tercapainya tujuan bisnis Bank.

7. Meyakini kesiapan Business Continuity Plan dan Disaster Recovery Plan.

8. Melakukan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi, yang tidak
dapat diselesaikan oleh Biro Teknologi Informasi dan pengguna. Komite juga dapat
memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul.

9. Mengevaluasi kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber
daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam
penyelenggaraan teknologi informasi, maka Komite Pengarah Teknologi Informasi harus
memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.
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Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya.

2. Mendapatkan akses dan data ke dalam sistem dalam rangka melakukan pengkajian
terhadap penyelenggaraan TI.

3. Meminta pihak ketiga untuk melakukan pengujian atas keamanan sistem TI.

4) Rapat dan Kegiatan Komite Pengarah Teknologi Informasi.
Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya
mengadakan rapat 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Selama tahun 2023, Komite Manajemen
Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam
bentuk notulen rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi.

5) Frekuensi Kehadiran Anggota KMR dalam Rapat.
Selama tahun 2023 seluruh anggota Pengarah Teknologi Informasi telah menghadiri rapat-
rapat yang diselenggarakan dan sah dalam Pengambilan Keputusan pada Rapat.

6) Pertanggungjawaban dan Realisasi Kerja Komite.
Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dilaporkan
melalui laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Komite telah
menyampaikan pencapaian service level agreement kinerja proyek Tl dan melengkapi hasil
evaluasi dengan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan proyek-proyek Tl yang utama
sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.

Transparansi

Perseroan menyadari pentingnya transparansi dan penyediaan informasi yang jelas, cepat dan konsisten
terutama untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh ketentuan Bank Indonesia, otoritas pasar
modal dan Bursa Efek dan otoritas lainnya. Untuk memberikan informasi secara berkala mengenai
kinerja, strategi usaha dan data keuangan, Direksi Perseroan menunjuk Corporate Secretary dan
Investor Relations Officer yang melayani pemegang saham publik serta investor asing.

Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan dipublikasikan secara triwulanan
sesuai ketentuan yang berlaku dan kewajiban untuk menyelenggarakan Public Expose dilakukan
sedikitnya sekali dalam setahun. Sebagai bagian dari keterbukaan Perseroan melakukan "Roadshow”
secara berkala bersama perusahaan sekuritas terkemuka dalam maupun luar negeri.

Sebagai entitas usaha yang beroperasi di Indonesia, Bank dan entitas anak senantiasa mematuhi
kewajiban untuk menerapkan standar akuntansi yang berlaku serta peraturan pemerintah dan institusi
lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung rnaupun
tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Perusahaan Anak seperti
peraturan otoritas jasa keuangan, perpajakan, peraturan Bank Indonesia.

Belanja Modal (Capital Expenditure)

Penggunaan belanja modal terutama ditujukan untuk mendanai upaya peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana maupun prasarana pendukung operasional. perluasan/perbaikan jaringan kantor
secara umum. teknologi informasi. serta saluran distribusi lainnya. Realisasi belanja modal selama lima
tahun terakhir tersaji dalam tabel di bawah ini :

(dalam Jutan Rupiah)
Keterangan 2023 2022
Capital expenditure 183.736 293.725

Berdasarkan Rencana Bisnis Bank sepanjang tahun 2024 Perseroan menganggarkan belanja modal
sekitar Rp 548.840 juta.

Capital expenditure seluruhnya menggunakan sumber pendanaan Rupiah yang tidak perlu dilakukan
transaksi lindung nilai. Nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi per Desember
2023 sebesar Rp183.736 juta.
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Pembelian barang modal yang dilakukan dalam batas yang sesuai dengan kemampuan dan arus
kas Perseroan sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan Perseroan. Investasi dalam perluasan
jaringan kantor dan pengembangan teknologi diharapkan akan meningkatkan volume usaha Perseroan
serta meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan nasabah untuk menunjang kinerja
Perseroan.

LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Dalam kegiatan operasinya Perseroan membutuhkan likuiditas yang digunakan untuk membiayai
kegiatan investasi baik pemberian kredit, penanaman dalam surat-surat berharga, transaksi antar
bank, pembayaran bunga dan lain-lain. Sesuai Laporan Arus Kas Perseroan per 31 Desember 2023,
kebutuhan likuiditas diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:

- Pendapatan bunga dan provisi dan komisi yang diterima Rp 14.375.601 Juta

- Kenaikan simpanan Rp 2.406.006 Juta

- Kenaikan efek yang dijual dengan janji dibeli kembali Rp 7.353.646 Juta

- Kenaikan dana syirkah temporer Rp 677.387 Juta

Arus Kas digunakan untuk aktivitas operasional terutama berasal dari Efek-efek dimana untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 4.506.903 Juta dan diperoleh dari
aktivitas operasional terutama dari kredit untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah
sebesar Rp 10.471.886 Juta.

Arus Kas digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari perolehan aset tetap dimana untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 159.835
Juta dan Rp 216.043 Juta.

Arus Kas bersih tersedia dari aktivitas pendanaan berasal dari penerima pinjaman yang diterima oleh
entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah
sebesar Rp 3.150.000 Juta dan Rp 2.425.576 Juta.

Sumber likuiditas perseroan dapat berasal dari berbagai sumber dalam menjalankan bisnisnya sebagai
bank. Dalam hal ini sebagaimana lazimnya bisnis bank, sumbernya dapat berupa:

- Pendanaan melalui giro, tabungan dan Deposito berjangka.

- Pinjaman money market antar bank di pasar uang

- Menjual dan/ atau repo surat berharga ke pasar uang dan/atau Bank Indonesia

- Penerbitan instrumen utang (Negotiable Certificate of Depositl MTN/Obligasi)

- Menjual Valas atau melakukan swap Sell and Buy ke pasar dan/atau Bank Indonesia

- Sekuritisasi

- Melakukan lending facility ke BI

- Mengajukan pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) ke BI

Sumber likuiditas material yang paling utama yang masih belum digunakan secara optimum adalah:

- Penerbitan instrumen utang (Negotiable Certificate of Deposit/ MTN)

- Pinjaman antar bank masih jauh dari plafon yang diberikan counterparties

- Transaksi Repo dengan Bank lain masih jauh dari plafon yang diberikan counterparties

- Pemupukan dana melalui Deposito masih belum memanfaatkan suku bunga maksimal yang
diijinkan oleh OJK

- Sekuritisasi

Sejauh pengetahuan Perseroan tidak terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan
atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan, kecuali terjadinya risiko sistematik di
perekonomian Indonesia, seperti krisis.

SESUAI DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 24/4/PBI/2022 PERIHAL GWM BANK
UMUM, RASIO GWM DALAM RUPIAH YANG WAJIB DIPENUHI PADA 31 DESEMBER 2023 ADALAH
9%. BERDASARKAN SURAT DARI BANK INDONESIA PADG NOMOR 12 TAHUN 2023, PERSEROAN
MEMPEROLEH INSENTIF SEBESAR 1,7% UNTUK ENTITAS INDUK DAN PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023, RASIO GWM RATA-RATA PERSEROAN TELAH MEMENUHI KEWAJIBANNYA
DENGAN MENYEDIAKAN GWM SEBESAR 7,32%.
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VI. FAKTOR RISIKO

Dalam yang dapat mempengaruhi pendapatan maupun permodalan Perseroan menjalankan usahanya
Perseroan tidak lepas dari risiko yang ada. Risiko-risiko yang material yang dihadapi Perseroan, telah
disusun berdasarkan bobot dari yang paling signifikan dan dampak masing-masing risiko terhadap
kinerja adalah sebagai berikut:

1. Risiko Usaha Yang Berkaitan Dengan Perseroan
Risiko Kredit

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan, sebagian besar dari aset produktif yang
dimiliki Perseroan adalah dalam bentuk pemberian kredit kepada para debitur. Risiko kredit dikaitkan
dengan ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya, baik pokok pinjaman maupun
bunganya. Semakin besar porsi kredit yang bermasalah (Non Performing Loans atau NPL) karena
adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjaman yang diberikan,
menurunkan pendapatan dan permodalan Perseroan. Semakin tinggi tingkat NPL, semakin besar
pula kebutuhan biaya pencadangan (CKPN), yang akan menurunkan keuntungan Perseroan. Dimana
apabila terjadi dalam jumlah yang cukup material akan mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan
Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan Perseroan.

Untuk posisi 31 Desember 2023, segmen industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari
Perseroan adalah bidang bidang usaha perdagangan besar dan eceran diikuti dengan bidang usaha
rumah tangga.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo
dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa
mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Dengan adanya kesenjangan jangka waktu antara
sumber pendanaan dengan pemberian kredit, maka terdapat Risiko Likuiditas yang menyebabkan
Perseroan mungkin tidak dapat memenuhi komitmennya kepada nasabah (deposan) dan pihak lainnya.
Ketidakmampuan Perseroan memenuhi komitmen pada nasabah atau pihak lain akan menyebabkan
turunnya kepercayaan nasabah dan penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah (rush) yang
akan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Turunnya kepercayaan Deposan terhadap Perseroan dapat menyebabkan deposan menarik dananya
dimana Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan komponen terbesar di kewajiban Perseroan sehingga
penarikan sebagian besar DPK dapat menyebabkan kesulitan bagi Perseroan untuk menyediakan
dana likuid untuk memenuhi kewajiban tersebut dimana kredit yang merupakan komponen terbesar
di sisi Aset bukan merupakan dana likuid dan memiliki jangka waktu/sampe jatuh tempo tertentu yang
umumnya berjangka waktu panjang.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang
dimiliki Perseroan yang dapat merugikan Perseroan (adverse movement). Variabel pasar adalah suku
bunga dan nilai tukar, termasuk derivatif (produk turunan) dari kedua jenis risiko tersebut. Risiko pasar
melekat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti kegiatan freasury dan investasi dalam surat-surat
berharga dan pasar uang, penyediaan dana, kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang. Risiko
yang terjadi akibat perubahan suku bunga dan harga pasar surat-surat berharga akan menurunkan
pendapatan Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Risiko pasar ini juga mencakup
risiko-risiko antara lain:
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a. Risiko Tingkat Bunga

Risiko tingkat bunga adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai
pasar portofolio aset akibat perubahan tingkat bunga di pasar uang. Komposisi portofolio termasuk
instrumen aset, pasiva dan rekening administratif cukup sensitif terhadap tingkat bunga. Karena
sumber-sumber dan penggunaan dana bank seperti deposito pada bank lain, investasi dalam surat
berharga, pinjaman, deposito berjangka, pinjaman jangka panjang dan kewajiban-kewajiban pasar
uang lainnya memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan-perubahan pada
tingkat bunga mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih. Disamping
itu terjadinya kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan akan menurunkan kemampuan debitur
dalam memenuhi kewajibannya sehingga dapat berdampak pada meningkatnya NPL Perseroan.

b. Risiko Valuta Asing

Sebagai bank devisa, Perseroan memiliki aset dan kewajiban dalam valuta asing, sehingga nilai
dari aset dan kewajiban tersebut selalu terkait dengan perubahan kurs valuta asing terhadap
Rupiah. Apabila terjadi perubahan pada kurs mata uang asing terhadap Rupiah pada saat
Perseroan memiliki posisi mata uang asing yang kurang menguntungkan akan menimbulkan
kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Oleh karena itu kekurang hati-hatian
dalam memprediksi perubahan nilai tukar dan mempertahankan keseimbangan jumlah aset dan
kewajiban dana valuta asing akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Perseroan.

Rlsiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal,

kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi

operasional Perseroan. Sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank, maka dalam mengelola
risiko operasional termasuk pula pengelolaan risiko lainnya yaitu:

a. Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Adanya
risiko hukum yang terjadi pada Perseroan akan meningkatkan biaya yang pada akhirnya akan
menurunkan kinerja Perseroan.

b. Risiko Reputasiadalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholderyang bersumber dari
persepsi negatif terhadap Bank Perseroan mengelola risiko reputasi. Sebagai lembaga kepercayaan
publik, Perseroan wajib memberikan perhatian khusus terhadap potensi timbulnya risiko reputasi.

c. Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan
suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis,
misalnya seperti pada penetapan strategi investasi yang kurang tepat misalnya dalam melakukan
penyertaan modal atau mengakuisisi perusahaan lain akan mengakibatkan peningkatan biaya dan/
atau penurunan pendapatan yang akan berpengaruh negatif terhadap keuntungan Perseroan.

d. Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan
peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan
Regulator (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, Perpajakan, dan lain-lain) dan/
atau keterlambatan dalam pelaporan akan menyebabkan dikenakannya denda yang cukup besar
terhadap Perseroan atau dibatasinya kegiatan usaha Perseoan atau turunnya reputasi Perseroan
yang akan berpengaruh secara negatif terhadap kinerja Perseroan.

Ketidakberhasilan Perseroan dalam menangani risiko operasional yang timbul akan menyebabkan
terjadinya kerugian secara finansial maupun non finansial. Kerugian finansial dapat berupa pengenaan
denda oleh regulator, fraud, dan tuntutan hukum. Kerugian non finansial dapat berupa menurunnya
reputasi dan mengurangi kepercayaan nasabah terhadap Perseroan.

Risiko Teknologi

Dengan semakin ketatnya persaingan dalam industri perbankan, teknologi merupakan salah satu basis
keunggulan persaingan suatu bank. Dengan teknologi yang mendukung, kalangan perbankan mampu
menciptakan produk baru dan meningkatkan mutu pelayanan serta kenyamanan kepada nasabah yang
semakin kritis dalam menilai kualitas pelayanan bank. Apabila Perseroan tidak mengikuti perkembangan
teknologi, maka hal ini akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada nasabah yang pada gilirannya
akan menurunkan daya saing dan kinerja Perseroan.

Selain itu faktor keamanan sistem (teknologi) juga sangat penting di era saat ini karena semakin banyak
pelayanan dan transaksi yang diotomasi sehingga apabila terjadi peretasan/masalah dalam keamanan
sistem dapat menimbulkan risiko reputasi dan menurunnya kepercayaan nasabah.
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Risiko Persaingan Pangsa Pasar

Sejalan dengan perkembangan industri perbankan yang pesat terutama dengan masuknya investor
asing yang menguasai mayoritas saham perbankan Indonesia. Perseroan menghadapi persaingan
yang semakin ketat. Masing-masing bank berusaha mempertahankan dan memperluas pangsa pasar
dengan memberikan pelayanan yang prima kepada para nasabah dan calon nasabah dalam hal
tingkat suku bunga yang ditawarkan dan keunggulan produk-produk lainnya. Kegagalan Perseroan
dalam mengembangkan produk yang sesuai kebutuhan nasabah penetapan pricing yang kompetitif
dan meningkatkan pelayanan untuk menjaga loyalitas nasabah maupun menarik nasabah baru
akan menurunkan portofolio simpanan, pinjaman atau pangsa pasarnya yang pada gilirannya akan
menurunkan kinerja Perseroan.

Risiko Makro Ekonomi

Industri perbankan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perekonomian nasional maupun
internasional. Perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti penurunan
laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kenaikan suku bunga akan mempengaruhi kegiatan usaha
perbankan di dalam penghimpunan dana, pemberian kredit, pengembalian pokok kredit dan bunganya,
serta aktivitas lainnya yang berdampak negatif pada pendapatan Perseroan.

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Industri perbankan memperoleh pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah karena kegiatan-
kegiatannya banyak menyangkut kepentingan umum. Pengawasan yang ketat ini tercermin dari
banyaknya peraturan-peraturan regulator (Pemerintah/Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan,
Bank Indonesia, PPATK, dan lain-lain) yang mengatur penyelenggaraan kegiatan perbankan dan
senantiasa dilakukan pembaharuan dari waktu ke waktu. Perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam
industri perbankan dari waktu ke waktu ini akan mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan
karena menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian tata cara pelaksanaan kegiatan operasional
Perseroan maupun diperlukannya investasi infrastruktur baru. Ketidakmampuan Perseroan dalam
mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut akan
menimbulkan kerugian atau dikenakan sanksi yang berdampak negatif terhadap performa Perseroan.

2. Risiko Investasi Bagi Investor Pembeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi

- Obligasi Subordinasi dapat dikonversi menjadi saham biasa atau di Write Down apabila OJK
menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (Point of Non-
Viability) sesuai dengan pasal 19 angka 1 huruf c. POJK No. 11/POJK.03/2016.

- Dengan adanya pengaturan dalam pasal 19 ayat (1) huruf (e) POJK No.11/POJK.03/2016 dan
SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016, maka pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi atas
Pokok dan/atau imbal hasil Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode
(cummulative) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban Pemenuhan
Modal Minimum (“KPMM”) secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi Ketentuan
Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko.

- Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum
ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagai
investasi jangka panjang.

- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga
serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi
ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi Subordinasi yang merupakan dampak dari
memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

3. Risiko umum

Perseroan tunduk pada kondisi politik, ekonomi, hukum dan kebijakan di Indonesia. Seluruh kegiatan
operasi dan aset Perseroan berada di Indonesia. Perubahan kebijakan Pemerintah, ketidakstabilan
sosial, bencana alam atau perkembangan politik, ekonomi, hukum, kebijakan maupun perkembangan
global yang memengaruhi Indonesia, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, tidak berada dalam
pemantaun Perseroan, dan hal tersebut dapat merugikan Perseroan yang pada akhirnya membawa
dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek dan kondisi keuangan Perseroan.
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Tinjauan Ekonomi

Tantangan geopolitik yang terjadi di sejumlah negara menyebabkan disrupsi pada rantai pasok global
dan diperparah dengan faktor perubahan iklim menyebabkan harga komoditas bergejolak yang
selanjutnya memicu kenaikan inflasi. Fenomena inflasi yang persisten tinggi kemudian direspons oleh
negara-negara maju dan negara-negara berkembang dengan menaikkan suku bunga acuan, di samping
terbantu oleh harga komoditas energi yang juga menurun.

Perkembangan inflasi yang merendah, suku bunga acuan tidak serta merta menurun. The Fed AS
masih menahan suku bunga acuan di level 5,25-5,50% pada Desember 2023. Tingkat inflasi dan suku
bunga acuan yang “higher for longer” menjadi salah satu pemicu utama yang menyebabkan pelemahan
ekonomi dunia. Sejalan dengan kenaikan suku bunga AS, Bank Indonesia pun tetap mempertahankan
suku bunga acuan Bank Indonesia (Bl rate) di level 6,00% pada Desember 2023.

Di tengah berbagai ketidakpastian global yang terjadi, kita patut bersyukur melihat perekonomian
Indonesia yang tetap berdaya tahan dan konsisten mencatatkan pertumbuhan di atas atau sekitar 5%
sepanjang tahun 2023 dan bahkan secara full year tetap tumbuh solid sebesar 5,05% (yoy), meskipun
lebih rendah dari tahun sebelumnya yang menyentuh 5,31% (yoy). Melambatnya pertumbuhan ekonomi
Indonesia di tahun ini sejalan dengan perlambatan ekonomi global, penurunan harga komoditas
ekspor unggulan, dan fenomena El Nino yang membuat lapangan usaha pertanian tumbuh melambat
dibandingkan tahun 2023, terutama pada paruh kedua tahun lalu.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 seiring
terkendalinyainflasi, daya beli masyarakat yang terjaga, dan kegiatan wisata yang meningkat. Sebaliknya
kinerja ekspor dan impor belum dapat diandalkan untuk menopang perekonomian Indonesia karena
perlambatan ekonomi global yang masih berkepanjangan. Ditambah, harga komoditas andalan yang
pada tahun 2023 sempat menjadi motor pendorong ekonomi kini berangsur-angsur semakin melandai.

Meskipun secara angka pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan di tahun 2023, namun
kinerjanya tetap kuat sebagaimana dapat dilihat dari posisi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang
terus membaik ditopang oleh kinerja transaksi berjalan yang sehat dan neraca modal dan finansial yang
mencatat surplus, di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Stabilitas nilai tukar Rupiah juga
terjaga didukung kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia (Bl), di tengah kuatnya dolar AS.

Pertumbuhan kredit meningkat dengan ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang
terjaga, ditopang likuiditas yang tetap memadai, permodalan yang kuat, dan risiko kredit yang rendah.

Berkat bauran kebijakan moneter dan sinergi dengan Pemerintah yang tepat, Indonesia tetap berdaya
tahan dan termasuk sebagai negara yang memiliki kinerja pertumbuhan ekonomi tertinggi dilingkungan
ASEAN dan di lingkungan G20.

Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional tahun 2023 yang terus menunjukkan tanda-tanda
pemulihan yang semakin positif dan terus berlanjut, industry perbankan nasional pun tetap resilien dan
berdaya saing didukung oleh permodalan yang kuat dan profil risiko yang terkendali. Rasio kecukupan
modal (Capital Adequacy Ratio atau CAR) tahun 2023 di level yang tinggi sebesar 27,69% dengan
risiko kredit yang terkendali, tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan atau NPL)
sebesar 2,19% (bruto) dan 0,71% (neto) pada Desember 2023.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG
MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH
PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN
SUSUNAN BERDASARKAN BOBOT DAN DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.
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VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN
AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan
dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen
yang telah diterbitkan tertanggal 28 Mei 2024 atas laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan
Deloitte) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini audit tanpa modifikasian dengan
penambahan paragraf hal lain mengenai penerbitan kembali laporan keuangan agar sesuai dengan
peraturan pasar modal yang berlaku dan pembatasan pengunaan laporan keuangan konsolidasian
PT Bank Pan Indonesia Tbk dan entitas anak untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum
Berkelanjutan IV Bank Panin yang ditandatangani oleh Fonny Alimin, sampai dengan tanggal efektifnya
Pernyataan Pendaftaran.
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VIil. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA
SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. (“Perseroan”) suatu perseroan terbatas
terbuka yang didirikan dari hasil penggabungan (merger) 3 (tiga) buah bank swasta, yaitu Bank
Kemakmuran, Bank Industri & Dagang Indonesia dan Bank Industri Djaja Indonesia berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan didirikan
dengan nama PT Pan Indonesia Bank Ltd. sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas
PT Pan Indonesia Bank Ltd. No. 85, tanggal 17 Agustus 1971 yang dibuat dihadapan Juliaan Nimrod
Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., dahulu Notaris di Jakarta junctis akta Perubahan Anggaran
Dasar No. 48 tanggal 10 April 1972 dan akta Perubahan Anggaran Dasar No. 66 tanggal 13 April 1972,
keduanya dibuat di hadapan Adrian Jimmie Tumonggor, S.H., pengganti Juliaan Nimrod Siregar gelar
Mangaradja Namora S.H., dahulu Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/81/24 tanggal 19 April
1972, serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri berturut-turut di bawah No. 1121, 1122,
1123, tanggal 22 April 1972 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 210, Berita Negara Republik
Indonesia (“BNRI”) No. 45, tanggal 6 Juni 1972.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran
dasar Perseroan sebelumnya telah disesuaikan dengan (i) POJK No. 32/POJK.04/2014 dan
(i) POJK No. 33/POJK.04/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank Pan Indonesia Tbk., disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 42 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat
di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(“SABH”) di bawah No. AHU-AH.01.03-0055417 tanggal 8 Juni 2016 serta telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0070433.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir sehubungan dengan penyesuaian anggaran
dasar dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta menyusun kembali anggaran
dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT Bank Pan Indonesia Tbk., disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 22 tanggal 7 Juli 2021
yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam
database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0426528 tanggal 8 Juli 2021 serta telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0120190.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 Juli 2021 ("Akta
No. 22/2021").

Untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai bank umum dan sebagai bank devisa, Perseroan memiliki
izin untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan No. Kep-205/DDK/II/8/1971, tanggal 18 Agustus 1971 dan izin dari Bank Indonesia sebagai
bank devisa dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/2-Kep.Dir, tanggal 21 April 1972.

Berdasarkan Akta No. 22/2021, maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan usaha sebagai
bank umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha

sebagai berikut:

1.  Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat
deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;

2. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang
lazim dalam dunia perbankan;

3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah

nasabahnya;

- surat-surat wesel, termasuk wesel yang di akseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak
lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;

- surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama
dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;

- kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;

- Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

- obligasi;

- surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu)
tahun;

- surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;

Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik

dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana

lainnya;

Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau

antara pihak ketiga;

Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasar suatu kontrak;

Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga

yang tercatat di bursa efek;

Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak

memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut waijib

dicairkan secepatnya;

Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit, dan kegiatan wali amanat;

Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia;

Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau

peserta dana pensiun lembaga keuangan;

Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa

guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring

dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang

ditetapkan oleh instansi yang berwenang;

Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet termasuk

kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali

penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;

Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud

tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di

Indonesia.

Kegiatan Usaha Utama Perseroan
Untuk merealisasi maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut:
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat
deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya
yang lazim dalam dunia perbankan;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas
perintah nasabahnya;
- surat-surat wesel, termasuk wesel yang di akseptasi oleh Bank yang masa berlakunya
tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
- surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih
lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
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9.

10.

- kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;

- Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

- obligasi;

- surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1
(satu) tahun;

- surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;

Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain,

baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek

atau sarana lainnya;

Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan

atau antara pihak ketiga;

Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat

berharga yang tercatat di bursa efek;

Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh

Bank Indonesia;

Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

B Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan
Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha penunjang sebagai berikut:

1.
2.
3.

ok

Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak
memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut
waijib dicairkan secepatnya;

Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit, dan kegiatan wali amanat;

Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun
selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;

Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan
sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi,
lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;

Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet termasuk
kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali
penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan
maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang
yang berlaku di Indonesia.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur Permodalan pada saat Perseroan Didirikan

Tahun 1972

Berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT Pan Indonesia Bank Ltd, Akta No. 85 tanggal
17 Agustus 1971, dibuat dihadapan Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja namora, S.H., pada waktu
itu Notaris di Jakarta, kemudian diubah dengan akta No. 48 tanggal 10 April 1972 dan No. 66 tanggal
13 April 1972, keduanya dibuat di hadapan Adiran Jimmie Tumanggor, S.H., KN, pada waktu itu
pengganti Juliaan Nimrod Siregar Mangaradja Namora, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dsetujui
Menteri Kehakiman dengan surat keputusan No. J.A. 5/18/24 tanggal 19 April 1972, didaftarkan
dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1123 tanggal 22 April 1972 dan
telah diumumkan dalam Berita Negara RI. No. 45 tanggal 6 Juni 1972, Tambahan No. 201, struktur
persahaman Perseroan sebagai berikut:
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Nilai nominal per saham Rp 100.000,00.-

Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) (%)
Modal Dasar 20.000 2.000.000.000,-

Pemegang Saham:

1. Mochtar Riady 1.725 172.500.000,- 23,00
2. Mu'min Ali Gunawan 1.725 172.500.000,- 23,00
3. Gunadi Gunawan 1.725 172.500.000,- 23,00
4. Tidjan Ananto 1.035 103.500.000,- 13,80
5. Jasid Kadiman 690 69.000.000,- 9,20
6. Muljadi Kusumo 505 50.500.000,- 6,73
7. Andi Gappa 75 7.500.000,- 1,00
8. Achmad Danuningrat 20 2.000.000,- 0,27
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh 7.500 750.000.000,- 100,00
Saham Dalam Portepel 12.500 1.250.000.000,-

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum
tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2022
Pada tahun 2022, struktur permodalan Perseroan sama dengan tahun 2024.
Tahun 2023
Pada tahun 2023, struktur permodalan Perseroan sama dengan tahun 2024.
Tahun 2024

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Sehubungan Dengan Pengeluaran Saham-Saham
Baru yang Berasal Dari Penawaran Umum Terbatas VIl dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pan
Indonesia Tbk., disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 9 tanggal 9 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Benny
Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan struktur permodalan Perseroan juncto Laporan
Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Mei 2024 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra
selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per
tanggal 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Nilai nominal per saham Rp 100.-

Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) (%)
Modal Dasar 96.000.000.000 9.600.000.000.000
Pemegang Saham :

1. PT Panin Financial Tbk. 11.089.071.285 1.108.907.128.500 46,04
2. Votraint No. 1103 Pty. Ltd. 9.349.793.152 934.979.315.200 38,82
3. Saham Treasuri 6.100.000 610.000.000 0,02
4. Masyarakat < 5% 3.642.681.561 364.268.156.100 15,12
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh 24.087.645.998 2.408.764.599.800 100,00
Saham Dalam Portepel 71.912.354.002 7.191.235.400.200

3. Kepengurusan dan Kepengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Pan
Indonesia Tbk No. 69 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo,
S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara telah diterima dan dicatat dalam database SABH di
bawah No. AHU-0119931.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 19 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0119931.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 19 Juni 2024, susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
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Dewan Komisaris
Presiden Komisaris/ Independen

Wakil Presiden Komisaris/ Independen :

Nelson Tampubolon
Lintang Nugroho

Komisaris Chandra Rahardja Gunawan
Komisaris Johnny
Komisaris Gregory James Terry

Komisaris/ Independen

Direksi
Presiden Direktur

Wakil Presiden Direktur

Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

Drs. H. Riyanto

Herwidayatmo
Hendrawan Danusaputra
Edy Heryanto

Januar Hardi

Gunawan Santoso
Lionto Gunawan
Antonius Ketut Dwirianto
Suwito Tjokrorahardjo
Haryono Wongsonegoro

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris

Nelson Tampubolon, Presiden Komisaris/ Independen
Warga Negara Indonesia, 69 tahun.

Ditunjuk sebagai Presiden Komisaris sesuai hasil RUPS Tahunan Bank Panin
pada 26 Juni 2020. Memulai karirnya sebagai Auditor di Kantor Akuntan Swasta
di Bandung (1977-1980), dan Direktur Direktorat International Bank Indonesia
(1982-2012). Selanjutnya diangkat sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan (2012-2017), dan pada tahun 2015 merangkap sebagai Anggota
Dewan Komisioner ex officio OJK pada Lembaga Penjamin Simpanan, hingga
tahun 2017. Sebelum bergabung dengan Bank Panin, beliau menjabat sebagai
Komisaris Utama PT MNC Kapital Indonesia (2018-2019).

Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, Bandung (1977) dan
Arthur D. Little Management Institute, Boston (2004).

Lintang Nugroho, Wakil Presiden Komisaris/ Independen
Warga Negara Indonesia, 67 tahun.

Ditunjuk sebagai Komisaris sesuai hasil RUPSLB Bank Panin pada 1
September 2014. Memulai karirnya pada tahun 1984 ketika bergabung
dengan PT Bank Niaga, dan sejak saat itu telah memegang berbagai posisi,
sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga Tbk., pada
Februari 1999. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Kepatuhan,
SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia (1999-2000), Direktur Utama PT
Quantum Konservasi Energi (2000-2003), Komisaris PT Bank Shinta Indonesia
(2002-2003), dan menjabat sebagai Direktur Operasi & IT (2003-2005), Mercy
Corps Jakarta, (2005-2009) Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur
Bisnis PT PNM Persero (2009-2013), dan terakhir sebagai Komisaris Utama
PT PNM Ventura Syariah (2009-Mei 2014).
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Chandra Rahardja Gunawan, Komisaris
Warga Negara Indonesia, 65 tahun.

Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Panin Bank sejak 01 Juni 2015.
Beliau memulai karir perbankannya di Crocker National Bank, San Francisco,
Amerika Serikat pada tahun 1980, dan pernah menjabat sebagai Vice President
pada Chase Manhattan Bank pada periode 1985-1989, dan di beberapa Bank
swasta lainnya sampai akhirnya bergabung dengan Panin Bank pada 26 Juni
1993 sebagai Direktur. Lulus dari jurusan Business Administration, University of
San Francisco, Amerika Serikat pada tahun 1979.

Johnny, Komisaris
Warga Negara Indonesia, 70 tahun.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Panin Bank sejak 28 Juni 2007. Bergabung
dengan Panin Bank sejak tahun 1979, dengan posisi sebagai Asisten Manajer.
Sebelumnya, beliau adalah Direktur Tresuri sejak 28 Juni 1991 hingga 2007.
Lulus dari Akademi Bank Nasional Jurusan limu Keuangan Perbankan tahun
1976 dan meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas
Indonesia pada tahun 1984.

Gregory James Terry, Komisaris
Warga Negara Australia, 79 tahun.

Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Panin Bank berdasarkan Akta Berita
Acara RUPS Tahunan No. 58 tanggal 26 Juni 2020. Memulai karirnya sebagai
Diplomat di Departemen Luar Negeri - Australia (1966-1973). Mulai menggeluti
industri keuangan sebagai Direktur Jardine Matheson Holdings Limited (1987-
1997) dan Country Manager Credit Suisse Bank, Austria (1997-1999). Selanjutnya
menjabat sebagai Direktur Operasional di Brierley Investments Limited (2000-
2003), dan General Counsel, Chief Operating Officer and Chairman,

South East Asia di Morgan Stanley Asia (2006-2009), serta Executive Vice
Chairman di JM Financial Limited (2012-2015). Sebelum bergabungan dengan
Bank Panin, beliau berkarir sebagai Advisor di Kantor Hukum Oentoeng Suria
and Partners (2018-2020).

Lulus dari Fakultas Hukum University of Melbourne, Australia, dan Master of Arts
dari Tufts University, Chicago, Amerika Serikat.

Drs. H. Riyanto, Komisaris/ Independen
Warga Negara Indonesia, 78 tahun.

Menjabat Komisaris Panin Bank sejak 28 Mei 2004. Sebelum bergabung dengan
Panin Bank, beliau pernah menjadi Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan
Keuangan Negara Departemen Keuangan periode 1973-1976, Kepala Internal
Audit di PT Petro Kimia Gresik periode 1975-1978, dan Pemeriksa Bank Eksekutif
di Bank Indonesia dari 1978 hingga 2001, dan Komisaris di PT Bank Mitra Niaga
dari tahun 2001 hingga 2007.

Lulus sebagai Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta pada tahun 1971.
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Direksi

Herwidayatmo, Presiden Direktur
Warga Negara Indonesia, 67 tahun.

Ditunjuk sebagai Presiden Direktur sesuai hasil RUPSLB Bank Panin tanggal 1
September 2014. Memulai karirnya pada tahun 1982 ketika bergabung dengan
Bapepam, Departemen Keuangan RIl, dan sejak saat itu telah memegang
berbagai posisi, sebelum menjabat sebagai Ketua Bapepam pada Januari
2000-November 2004. Beliau juga pernah menjabat sebagai Deputi Menteri
BUMN bidang Restrukturisasi dan Privatisasi pada April 1998-Januari 2000, dan
sebagai Executive Director World Bank untuk Asia Tenggara, berkedudukan di
Washington, DC, USA, pada November 2004—Oktober 2006, Direktur Hukum dan
Kepatuhan PT Bank Permata Tbk., pada Agustus 2008-Agustus 2009, dan terakhir
sebagai Wakil Presiden Direktur PT Bank Permata Tbk., Agustus 2009-April 2014.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, 1981 dan Master Business Administration dari Saint Mary’s University,
Halifax, Nova Scotia, Canada, 1992.

Hendrawan Danusaputra, Wakil Presiden Direktur
Warga Negara Indonesia, 59 tahun.

Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Panin Bank sejak 13 Desember
2022. Sebelumnya, beliau adalah Direktur Perbankan Institutional tahun 2007-
2022, Vice President Divisi Internasional dari tahun 1996-2007.

Pernah menjadi Komisaris PT Clipan Finance Indonesia Tbk., Direktur
Correspondent Banking di American Express Bank, Jakarta dan di Sumitomo
Niaga, Jakarta. Lulus dari University of Technology, Sydney, Australia Jurusan
Computer Science pada tahun 1988.

Edy Heryanto, Direktur
Warga Negara Indonesia, 61 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Perbankan Komersial Panin Bank sejak 28 Mei 2004.

Bergabung dengan Panin Bank sejak tahun 1990, beliau sebelumnya menjabat
sebagai Pemimpin KCU Jakarta Palmerah pada periode 1994 sampai dengan
2004. Pengalaman perbankan beliau dimulai sejak tahun 1988 di Bank Universal
sebagai Credit Analyst.

Lulus dari Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan, Padang tahun
1986 dan Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia, Jakarta tahun 1988.

Januar Hardi, Direktur
Warga Negara Indonesia, 60 Tahun.

Menjabat sebagai Direktur Perbankan Korporasi Bank Panin sejak 13 Desember
2022.

Bergabung dengan Bank Panin sejak tahun 1990 sebagai Junior Officer Consumer
Banking, dengan jabatan terakhir sebagai Vice President - Head Of Corporate
Banking Group, sejak tahun 2012. Lulus dari Fakultas Peternakan/llmu Ekonomi
Peternakan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Tahun 1989.
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Gunawan Santoso, Direktur
Warga Negara Indonesia, 57 tahun.

Menjabat Sebagai Direktur Tresuri Panin Bank sejak 28 Juni 2007. Bergabung
dengan Panin Bank sejak tahun 1989. Sebelumnya pernah menjadi Komisaris
di PT Verena Multi Finance sejak tahun 2011-2022, dan Komisaris di PT Clipan
Finance Indonesia Tbk., dari tahun 2000 hingga 2007. Lulus dari Fakultas Teknik
dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 1989.

Lionto Gunawan, Direktur
Warga Negara Indonesia, 57 tahun.

Menjabat sebagai Direktur sejak 09 Juni 1997. Sebelumnya, beliau adalah
Direktur di ANZ Panin Bank periode 1993-1997 dan Manager di Westpac Panin
Bank periode 1991-1993 sebelum akhirnya bergabung dengan Panin Bank pada
tahun 1997. Lulusan San Francisco State University, Amerika Serikat Jurusan
Finance tahun 1990.

Anthonius Ketut Dwirianto. Direktur Kepatuhan
Warga Negara Indonesia, 55 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Panin Bank
berdasarkan Akta BA RUPSLB | No. 08 tanggal 8 September 2009. Sebelumnya,
beliau adalah Kepala Biro Compliance periode 2001-2009. Pernah bekerja di
Bank CIC sejak tahun 1992 hingga 1999 sebagai Account Officer hingga Branch
Manager.

Lulusan Sekolah Tinggi llmu Ekonomi (STIE) bidang Keuangan dan Perbankan
Yogyakarta tahun 1990, Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI) tahun
1992. Pelatihan di bidang Credit Analysis of Agricultural Trade Finance di lowa
State University, Amerika Serikat tahun 1999. Sarjana Hukum dari Universitas
Sebelas Maret, Surakarta tahun 2000, Magister Hukum Bisnis dari Universitas
Pelita Harapan tahun 2008 dan Magister Kenotariatan pada Program Pasca
Sarjana dari Universitas Jayabaya, Jakarta tahun 2013.

Suwito Tjokrorahardjo, Direktur Operasional
Warga Negara Indonesia, 60 tahun.

Menjabat Sebagai Direktur Panin Bank sejak 29 Mei 2015. Bergabung dengan
Panin Bank sejak tahun 2006, sebagai Branch Banking Division Head, dengan
jabatan terakhir sebagai Branch Network & Operations Group Head. Pengalaman
pekerjaan sebelumnya adalah pernah bekerja di Citibank tahun 1990 hingga
1992, dan Lippo Bank, dari tahun 1992 hingga 2005, dengan posisi antara lain
sebagai Pemimpin Cabang, Quality Assets Team Leader, Regional Office Head,
Branch Network Group Head, Operations Group Head dan Marketing Coordinator
Jabotabek |.

Lulus dari Universitas Surabaya pada tahun 1989 dan Master bidang Ekonomi/
Marketing dari Universitas Pelita Harapan Jakarta, tahun 2003.
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Haryono Wongsonegoro, Direktur
Warga Negara Indonesia, 59 Tahun.

Pertama kali diangkat sebagai Direktur Bank Panin sesuai Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan dengan Akta No. 58 tanggal 26 Juni 2020. Memulai
karir perbankan sebagai Pemimpin KCU Bank Central Asia (1995-2005), Kepala
Kantor Wilayah Jawa Tengah, (2005-2009), dan Kepala Divisi Bisnis Kecil &
Menengah (SME) dan Bisnis Komersial (2009-2011). Sebelum bergabung
dengan Bank Panin beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Jakarta,
Bank Central Asia (2011-2019).

Lulus dari Magister Manajemen, Universitas Udayana, Bali (2004)

Susunan Dewan Korﬁisaris dan Direksi telah sesuai dengan Peraturan OJK No0.33/POJK.04/2015
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

4. Tata Kelola Perseroan

Secara umum, Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup transparansi
(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi
(independency), dan kewajaran (fairness), dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya
peningkatan kualitas pelaksanaan GCG yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri
perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia. Adapun penerapan prinsip-prinsip
GCG di Perseroan dapat diuraikan sebagai berikut:

Transparency

Merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan terkait kondisi keuangan
dan non-keuangan bank serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
Transparansi ini diwujudkan oleh Perseroan dengan selalu berusaha untuk mempelopori pengungkapan
informasi keuangan dan nonkeuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan serta dalam
pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib. Salah satunya adalah dengan
melakukan kegiatan Public Expose untuk memenuhi ketentuan pasar modal dalam rangka memaparkan
kinerja Perseroan kepada pemegang saham, investor, analis, dan media. Pengungkapan informasi
tersebut dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disarankan
oleh praktik GCG. Akan tetapi, penerapan prinsip ini tidak mengurangi atau menghilangkan kewajiban
bagi bank untuk merahasiakan informasi tertentu sesuai dengan peraturan dan perundangundangan
yang berlaku atau atas dasar pertimbangan bisnis.

Accountability

Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban masing-masing organ dan seluruh
jajaran Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Perseroan meyakini
bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara
individu dan/atau organ yang ada di Perseroan maupun hubungan antara Perseroan dengan pihak
yang berkepentingan. Penerapan Prinsip Akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi perbedaan
kepentingan individu dengan kepentingan Perseroan maupun kepentingan Perseroan dengan pihak yang
berkepentingan. Dalam mencapai akuntabilitas ini, Perseroan secara formal menyusun rincian tugas
dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing posisi dengan mempertimbangkan pemisahan
fungsi (segregation of duties) dan mekanisme check and balance. Tidak hanya itu, Perseroan berusaha
untuk menyediakan sumber daya yang memadai sehingga tidak terdapat tumpang tindih tugas dan
tanggung jawab. Penerapan akuntabilitas dilakukan dengan mendorong seluruh individu dan/atau
organ bank menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta kewenangannya.

Responsibility

Merupakan kesesuaian pengelolaan Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan prinsip-prinsip pengelolaan Perseroan yang sehat. Perseroan bertanggungjawab untuk mematuhi
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan
dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan, dan keselamatan kerja, dan lain
sebagainya. Seluruh karyawan juga bertanggungjawab untuk mematuhi kebijakan, prosedur kerja,
serta peraturan internal lainnya dalam setiap aktivitas kerja.
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Independency

Merupakan kondisi pengelolaan Perseroan secara professional tanpa benturan kepentingan,
dominasi, dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan terkait yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Independensi ini
diimplementasikan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta
kewenangan masing-masing organ Perseroan. Perseroan meyakini bahwa dengan implementasi
Prinsip Kemandirian secara optimal, seluruh organ dapat bertugas dengan baik dan maksimal dalam
membuat keputusan dan pengelolaan yang terbaik.

Fairness

Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul
berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pembedaan perlakuan.
Perseroan menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil, wajar,
dan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, juga
akan menerima dan memperlakukan setiap karyawan secara adil dan bebas dari bias karena adanya
perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau kerena hal-hal lain yang tidak ada kaitannya
dengan kinerja.

5. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan
Komisaris No. 002/SK-DK/007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Pembentukan Komite Audit PT Bank
Panin Tbk.

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi No. 010/SK-DIR/2020 tanggal 14 September
2020 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Panin Tbk., Direksi Perseroan
menetapkan susunan Komite Audit Perseroan yang berlaku terhitung sejak tanggal 14 September 2020
adalah sebagai berikut:

1. Ketua . Nelson Tampubolon (Komisaris Independen)

2. Anggota . Drs. H. Riyanto (Komisaris Independen)
Lintang Nugroho (Komisaris Independen)
Lukman Abdullah (Pihak Independen)
Bambang Setyoko (Pihak Independen)

Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Komite Audit.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang
1. Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas dan tanggung jawab Komite dalam membantu tugas Dewan Komisaris, sebagai berikut :

1.1. Tugas dan tanggung jawab Komite terkait Pelaksanaan Audit Intern.
Dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terkait penerapan fungsi
audit intern maka sekurang-kurangnya Komite menjalankan hal-hal sebagai berikut:

. Memantau dan mengkaji efektifitas pelaksanaan audit intern bank.

. Mengevaluasi kinerja SKAI.

. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor
ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan.

. Memastikan SKAI bekerja secara independen.

. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait Penyusunan rencana audit,
ruang lingkup dan anggaran SKAI.

1.1.6. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang

diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah

kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang

diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
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1.2.

1.3.

1.1.7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait Pemberian remunerasi
tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.

.8. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

.9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan rencana audit
tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan auditintern yang harus ditandatangani
Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.

1.1.10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait Laporan pengangkatan

dan penghentian kepala SKAL.

1.1.11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait :

Penunjukan quality assurance independen untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja
SKAI. Dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun yaitu untuk periode bulan Juli sampai
dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya.

1.1
1.1

Tugas dan tanggung jawab Komite terkait Pelaksanaan Audit Ekstern.
Dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terkait penerapan fungsi
audit ekstern, maka sekurang-kurangnya Komite menjalankan hal-hal sebagai berikut:

1.2.1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi
keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik
(KAP).

1.2.2. Mengevaluasi kriteria Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan
ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris
untuk disampaikan pada RUPS, meliputi:

a. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan KAP dengan standard yang berlaku.
b. kecukupan cakupan pemeriksaan dan uji petik yang dilakukan

c. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan KAP.

d. Ketepatan waktu penyampaian Management Letter dan Final Audit Report.

1.2.3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor

Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris (DEKOM) untuk disampaikan kepada
RUPS.
Faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kepada
Dewan Komisaris meliputi : Independensi, Scope pemeriksaan, audit fee, kompetensi,
metodologi, teknik dan sarana, fresh eye perspective, potensi risiko dan hasil evaluasi
atas hasil pemeriksaan sebelumnya.

1.2.4. Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan akuntan publik,
hasil pengawasan OJK, Bank Indonesia maupun regulator lainnya.

Tugas dan tanggung jawab Komite terkait Pengendalian Intern
Dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terkait penerapan
pengendalian intern maka sekurang-kurangnya Komite menjalankan hal-hal sebagai berikut:

1.3.1. Mengevaluasi efektivitas pengendalian intern melalui hasil pemeriksaan SKAI maupun
auditor ekstern, untuk meyakini bahwa Bank telah memiliki rancangan pengendalian
yang efektif serta kecukupan pengendalian intern dalam memitigasi risiko-risiko yang
signifikan, dalam rangka tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif
dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Bank dan ketaatan
terhadap peraturan perundang- undangan.

1.3.2. Meyakini bahwa Direksi telah menyusun kebijakan dan prosedur akuntansi dan
memutakhirkan kebijakan dan prosedur tersebut untuk disesuaikan terhadap standar
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1.3.3. Mengevaluasi penghitungan estimasi yang signifikan, termasuk asumsi-asumsi utama
yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

1.3.4. Memberikan saran kepada Dewan Komisaris bila terdapat potensi benturan kepentingan
dalam pelaksanaan operasional Bank.
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1.4. Tugas dan tanggung jawab Komite terkait Laporan Keuangan.
Dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terkait Laporan
Keuangan maka sekurang-kurangnya Komite menjalankan hal-hal sebagai berikut :

1.4.1. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank, seperti laporan keuangan,

proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

1.4.2. Menelaah laporan keuangan untuk meyakini kesesuaian penyajian dengan standar

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1.4.3. Meyakini bahwa laporan keuangan tahunan Bank disajikan secara wajar, didasarkan

pada materialitas dan risiko yang signifikan, serta bebas dari salah saji material.

1.4.4. Menelaah pengaduan, termasuk yang berkaitan dengan proses akuntansi dan

pelaporan keuangan Bank.

1.4.5. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara

Manajemen dan Akuntan Publik dan KAP.

1.5. Tugas dan tanggung jawab Komite terkait Penerapan Good Corporate Governance
(GCG).
Memantau penerapan GCG melalui notulen (risalah rapat) Komite GCG secara periodik.

1.6. Tugas dan tanggung jawab lainya adalah sebagai berikut:

1.6.1. Menyusun program kerja tahunan Komite.

Program kerja dimaksud adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite yang
sekurang-kurangnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite beserta
target kinerja. Program kerja ini wajib diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk
ditelaah dan disetujui sebelum tahun buku Bank disahkan.

1.6.2. Melakukan reviu terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite secara berkala,

Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

1.6.3. Menyusun laporan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite untuk

disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Wewenang

2.21
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Memperoleh akses secara penuh terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana,
aset, serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
Memperoleh akses untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan Karyawan Bank,
termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan
Akuntansi maupun pihak-pihak intern dan ekstern lainnya terkait tugas dan tanggung jawab
Komite Bank.

Menugaskan tenaga profesional untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik, bilamana
dipandang perlu dengan beban Bank. Penugasan tenaga profesional ini wajib dilaksanakan
sesuai dengan peraturan internal Bank dan dengan dasar penugasan yang jelas dalam hal
jangka waktu, kompensasi maupun tugas dan tanggung jawabnya.

Memiliki waktu untuk mendiskusikan pelaksanaan tugas audit intern dan ekstern tanpa
kehadiran manajemen. Hal ini termasuk memantau pelaksanaan pengendalian intern,
penerapan GCG dan manajemen risiko.

Memiliki garis fungsional dengan SKAI sehingga dapat berkomunikasi langsung dengan
SKAI.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Komite Audit:

Nelson Tampubolon, Ketua
Warga negara Indonesia, 69 Tahun.

Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, Bandung (1977) dan Arthur D. Little Management
Institute, Boston (2004).
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Menjabat sebagai Presiden Komisaris sesuai hasil RUPS Tahunan Bank Panin pada 26 Juni 2020.
Memulai karirnya sebagai Auditor di Kantor Akuntan Swasta di Bandung (1977-1980), dan Direktur
Direktorat International Bank Indonesia (1982-2012). Selanjutnya diangkat sebagai Anggota Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (2012-2017), dan pada tahun 2015 merangkap sebagai Anggota
Dewan Komisioner ex officio OJK pada Lembaga Penjamin Simpanan, hingga tahun 2017. Sebelum
bergabung dengan Bank Panin, beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT MNC Kapital Indonesia
(2018-2019).

Drs. H. Riyanto, Ketua
Warga negara Indonesia, 78 Tahun.

Lulus sebagai Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada
tahun 1971.

Menjabat Komisaris Panin Bank sejak 28 Mei 2004. Sebelum bergabung dengan Panin Bank, beliau
pernah menjadi Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen
Keuangan periode 1973-1976, Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik periode 1975-1978, dan
Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia dari tahun 1978 hingga 2001, dan Komisaris di PT Bank
Mitra Niaga dari tahun 2001 hingga 2007.

Lintang Nugroho, Anggota
Warga Negara Indonesia, 67 Tahun.

Ditunjuk sebagai Komisaris sesuai hasil RUPSLB Bank Panin pada 1 September 2014. Memulai
karirnya pada tahun 1984 ketika bergabung dengan PT Bank Niaga, dan sejak saat itu telah memegang
berbagai posisi, sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi Operasi PT. Bank Niaga Tbk pada Februari
1999. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank
Tiara Asia (1999-2000), Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi (2000-2003), Komisaris
PT Bank Shinta Indonesia (2002-2003), dan menjabat sebagai Direktur Operasi & IT (2003-2005),
Mercy Corps Jakarta, (2005-2009) Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero
(2009-2013), dan terakhir sebagai Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah (2009-Mei 2014).

Lukman Abdullah, Anggota
Warga Negara Indonesia usia 68 tahun.

Lulusan dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi pada tahun 1984.

Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sejak tahun 2009. Saat ini yang
bersangkutan adalah Komisaris Independen PT Clipan Finance Indonesia Tbk., (sejak 2009) dan
Komisaris Independen PT Panin Insurance Tbk., (sejak 2010). Sebelumnya pernah menjabat sebagai
Anggota Komite Audit PT Asuransi Ramayana Tbk., (2004-2008), Partner Kantor Akuntan Publik
Drs. Hans Tuanakotta & Mustofa (1991-2002), Manager di Kantor Akuntan Publik Drs Capelle Tuanakotta
(1979-1990) dan Supervisor Kantor Akuntan Publik Drs Utomo Mulia & Co (1973-1979).

Bambang Setyoko, Anggota
Warga Negara Indonesia usia 68 tahun.

Lulus dari Akademi Uang dan Bank Yogyakarta tahun 1978, dan Sekolah Tinggi llmu Ekonomi IBEK
Jakarta tahun 2005.

Menjadi Anggota Komite Audit Bank Panin sejak tahun 2020. Juga menjabat sebagai anggota Komite
Audit & Komite Pemantau Risiko Bank J Trust Indonesia sejak tahun 2019, dan anggota Komite Audit
& Komite Pemantau Risiko PT Resona Bank Perdania (2014-2018). Berkarir di Bank Indonesia selama
34 tahun, diberbagai satuan kerja dalam negeri dan luar negeri. Pensiun tahun 2013 dengan posisi
Asisten Direktur.
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Rapat Komite Audit

Berdasarkan POJK No. 55/2015, Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali
dalam tiga bulan. Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, Komite Audit telah melakukan
7 (tujuh) rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Jabatan Jumlah Rapat Kehadiran
Nelson Tampubolon Ketua 7 100%
Drs. H. Riyanto Anggota 7 100%
Lintang Nugroho Anggota 7 100%
Lukman Abdullah Anggota 7 100%
Bambang Setyoko Anggota 7 100%

Laporan Kegiatan Komite Audit

Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya, meliputi:

1. Melakukan Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal secara bulanan.

2. Melakukan pemantauan perkembangan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan OJK dan Audit
Internal.

3. Menyelesaikan pembahasan Rekomendasi Penunjukkan Akuntansi Publik (AP) dan/atau Kantor
Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahunan Posisi 31 Desember 2023.

4. Menyelesaikan Pembahasan Draft Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) BPP 2024 dan progress
tindaklanjut QAR oleh PWC.

5. Pemaparan Hasil Pemeriksaan Umum Laporan Keuangan (General audit) Perseroan per 31
Desember 2022 bersama KAP Imelda & Rekan Delloite.

6. Pembahasan pencantuman Audit Rating dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bersama Satuan Kerja
Audit Internal.

7. Kick off meeting kaji ulang/ Quality Assurance Review (QAR) oleh PwC bersama Konsultan PwC
dan Satuan Kerja Audit Internal Perseroan.

8. Laporan Ringkasan Hasil Kaji Ulang Kesesuaian Praktik Satuan Kerja Audit Internal PT. Bank Panin
Tbk. (Agustus 2023) bersama Konsultan PwC dan Satuan Kerja Audit Internal Perseroan.

6. Komite Remunerasi dan Nominasi

Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana termaktub dalam Surat
Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-DK/007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Pembentukan Komite
Remunerasi dan Nominasi PT Bank Panin Tbk.

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi No. 06/SK-DIR/20 tanggal 17 Juli 2020
tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Panin Tbk., Direksi
Perseroan menetapkan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang berlaku terhitung
sejak tanggal 17 Juli 2020 adalah sebagai berikut:

1. Ketua :  Drs. H. Riyanto (Komisaris Independen)
2. Anggota : Nelson Tampubolon (Presiden Komisaris)
Johnny (Komisaris)
Akijat Lukito (Anggota)
Yusak Zefanya (Anggota)

Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Komite Audit.
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Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Komite Remunerasi dan Nominasi:

Drs. H. Riyanto, Ketua
Warga Negara Indonesia, 78 tahun.

Lulus sebagai Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada
tahun 1971.

Menjabat Komisaris Panin Bank sejak 28 Mei 2004. Sebelum bergabung dengan Panin Bank, beliau
pernah menjadi Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen
Keuangan periode 1973-1976, Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik periode 1975-1978, dan
Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia dari tahun 1978 hingga 2001, dan Komisaris di PT Bank
Mitra Niaga dari tahun 2001 hingga 2007.

Nelson Tampubolon, Ketua
Warga negara Indonesia, 69 Tahun.

Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, Bandung (1977) dan Arthur D. Little Management
Institute, Boston (2004).

Menjabat sebagai Presiden Komisaris sesuai hasil RUPS Tahunan Bank Panin pada 26 Juni 2020.
Memulai karirnya sebagai Auditor di Kantor Akuntan Swasta di Bandung (1977-1980), dan Direktur
Direktorat International Bank Indonesia (1982-2012). Selanjutnya diangkat sebagai Anggota Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (2012-2017), dan pada tahun 2015 merangkap sebagai Anggota
Dewan Komisioner ex officio OJK pada Lembaga Penjamin Simpanan, hingga tahun 2017. Sebelum
bergabung dengan Bank Panin, beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT MNC Kapital Indonesia
(2018-2019).

Johnny, Anggota
Warga Negara Indonesia, 70 tahun.

Lulus dari Akademi Bank Nasional Jurusan lImu Keuangan Perbankan tahun 1976 dan meraih gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 1984.

Menjabat sebagai Komisaris Bank Panin sejak 22 Juni 2021, dan Presiden Komisaris Bank Panin sejak
28 Juni 2007. Bergabung dengan Panin Bank sejak tahun 1979, dengan posisi sebagai Asisten Manajer.
Sebelumnya, beliau adalah Direktur Tresuri sejak 28 Juni 1991 hingga 2007.

Akijat Lukito, Anggota
Warga Negara Indonesia, 71 tahun.

Menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 16 September 2013. Bergabung
dengan Bank Panin sejak tahun 1973, Pemimpin Cabang Cirebon Panin Bank (1973-1997), Koordinator
Pengawasan & Pemeriksaan (1997-2005) terakhir 2005-April 2013 sebagai Staf Direksi dan pernah
menjabat sebagai Komisaris PT Panin Insurance Tbk., (1984-2010).

Yusak Zefanya, Anggota
Warga Negara Indonesia, 57 tahun.

Meraih gelar Master of Art di bidang Leadership dari STT International Harvest, pada tahun 2007.
Mengawali karirnya dengan bekerja di PT Masa Ponko Corporation (1980) dan PT Gunung Agung
(1982). Mulai bergabung dengan Perseroan sebagai Staf Bagian Umum dan Bagian Personalia (1982-

1991). Selanjutnya menjabat sebagai Kepala Bagian Personalia (1991-2005) dan menjabat sebagai
Kepala Biro Umum dan Personalia (2005-sekarang).

84



s PaninBank

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

A. Terkait dengan kebijakan Remunerasi:

a.
b.

Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada
Rapat Umum Pemegang Saham.

- Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk
disampaikan kepada Direksi.

- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi,
paling kurang wajib memperhatikan:

- Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundangundangan yang berlaku.

- Prestasi kerja individual

- Kewajaran dengan Peer Group

- Pertimbangan sasaran dengan strategi jangka penjang Perseroan.

B. Terkait dengan kebijakan Nominasi:

a.

Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/
atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk
disampaikan kepada RUPS.

Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada
Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite
kepada Dewan Komisaris.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah
melakukan 3 (tiga) rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Jabatan Jumlah Rapat Kehadiran
Drs. H. Riyanto Ketua 3 100%
Nelson Tampubolon Anggota 3 100%
Johnny Anggota 3 100%
Akijat Lukito Anggota 3 100%
Yusak Zefanya Anggota 3 100%

Laporan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meliputi:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dalam rangka melaksanakan penyesuaian gaji
Tahun 2023 dan gratifikasi tahun buku 2022, antara lain dengan mempertimbangkan:

a.
b.

c.
d.
e

Prestasi Kerja Individual.

Kinerja keuangan (kondisi keuangan Perseroan 3 tahun terakhir) dan pemenuhan cadangan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

Perbandingan Industri Perbankan dan UMR.

Sasaran dan Strategi Jangka Panjang Perseroan.

Faktor inflasi.

2. Memonitor Informasi tindak lanjut keputusan RUPS Tahunan tanggal 22 Juni 2023.
3. Melakukan Review Peraturan bidang Sumber Daya Manusia dan data Kepegawaian.

Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
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7. Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal,
sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan POJK No0.56 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Fungsi Internal Audit di PT Bank Panin Tbk., dilakukan oleh Divisi Internal Audit yang bertanggung
jawab langsung kepada Presiden Direktur. Divisi Internal Audit juga memiliki akses langsung ke Komite
Audit, untuk mengkoordinasikan dan mengelola informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil
audit. Divisi Internal Audit memiliki peran stratejik dalam mendukung pencapaian kinerja perusahaan
melalui proses audit berdasarkan risiko (Risk Based Audit).

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK, Kepala Divisi Internal Audit diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris. Mulai 24 Desember 2008
Kepala Divisi Internal Audit adalah Herbert J. S. Sibeua, sebagaimana termaktub dalam Surat Direksi
No.008/DIR/JAP/SJ/08, Perihal: Surat Penunjukan.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai:
Riwayat Pendidikan:
Sarjana Ekonomi - Jurusan Akuntansi dari STIE YAI, Jakarta

Riwayat Pekerjaan:

- PT Bank Panin Tbk; Centralized Processing Head Kantor Cabang Utama Palmerah, Jakarta (2005-
2008)

- PT Bank Panin Tbk; Koordinator Audit (2000-2005)

- PT Bank Panin Tbk; Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), 2008 — sekarang.

Perseroan telah memiliki piagam audit internal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan POJK
No. 56/POJK.04/2015, dengan nama Piagam Audit Internal PT Bank Bank Panin Tbk., yang diterbitkan
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 008/DIR/JAP/SJ tanggal 24 Desember 2008, yang
dievaluasi secara berkala dan disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite
Audit.

Piagam Audit Internal tersebut menguraikan Visi, Misi, Ruang Lingkup Pekerjaan, Kewenangan dan
Tanggung Jawab Internal Audit.

Ruang Lingkup Pekerjaan Internal Audit adalah:

1. Assurance.
Ruang lingkup pekerjaan Internal Audit adalah untuk memberikan keyakinan, namun tidak
mutlak kepada Komite Audit dan Direksi bahwa proses tata kelola, manajemen risiko, dan sistem
pengendalian internal Perseroan dirancang dan dilaksanakan oleh Direksi telah memadai dan
efektif.

2. Consulting.
Internal Audit juga menyediakan jasa konsultasi yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah
dan meningkatkan tata kelola perseroan, manajemen risiko, dan proses pengendalian.
Pemberian jasa konsultasi tersebut tidak dilakukan apabila dapat mempengaruhi independensi dan
obyektifitas Divisi Audit Internal, termasuk bilamana Audit Internal kurang memiliki pengetahuan,
keterampilan, atau kompetensi lain yang dibutuhkan.

Kepala Divisi Internal Audit dan semua staf Internal Audit berwenang untuk:

- Menmiliki akses tidak terbatas ke semua fungsi, catatan, properti, dan sumber daya yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak outsource.

- Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, subyek, ruang lingkup kerja, dan menerapkan
teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit.

- Menmiliki akses penuh kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
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Kepala Divisi Internal Audit dan semua staf Internal Audit memiliki tanggung jawab untuk:

- Menyusun Rencana Audit Tahunan.

- Menjaga profesionalisme dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman dan kualifikasi yang
memadai.

- Menerbitkan laporan berkala mengenai hasil kesimpulan aktivitas Audit kepada Presiden Direktur
dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

- Berkoordinasi dengan auditor eksternal dan regulator dalam rangka memberikan cakupan audit
yang optimal, efektif dan efisien kepada Perseroan.

Pelaksanaan Audit Internal Perseroan berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank
(SPFAIB) yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 29 September 1999
tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan
Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) dan standar praktik professional internal audit yang ditetapkan
oleh Institute of Internal Auditors (II1A), sehingga diharapkan kualitas audit dapat memenuhi atau bahkan
melampaui kedua standar ini.

Internal Audit melakukan pertemuan dengan Komite Audit dan Direksi secara berkala untuk melaporkan
hasil dan temuan audit. Komite Audit dan Direksi memastikan bahwa seluruh temuan audit dan
rekomendasi telah ditindaklanjuti secara tepat waktu.

Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, Audit Internal telah melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya, meliputi:

1. Menyelesaikan Pemeriksaan SKAI di Kantor Cabang terhadap 184 Aktivitas di Kantor Cabang
Utama dan, 368 Aktivitas di Kantor Cabang Pembantu.

2. Menyelesaikan 9 pemeriksaan Aktivitas pada Divisi/ Biro/ Group di Kantor Pusat.

3. Menyelesaikan 9 pemeriksaan dan penilaian Aplikasi/ Securityl Aktivitas di Bidang Teknologi
Informasi.

4. Menyelesaikan 42 pemeriksaan Aktivitas Kantor Cabang dan Thematic Audit, yang dilakukan pada
Kantor Cabang sampling dan Product Management di Kantor Pusat.

8. Komite Pemantau Risiko

Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan
Dewan Komisaris No. 003/SK-DK/007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Pembentukan Komite Pemantau
Risiko PT Bank Panin Tbk.

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi No. 003/SK-DIR/2021 tanggal 25 Februari
2021 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Panin Tbk., Direksi
Perseroan menetapkan susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan yang berlaku terhitung sejak
tanggal 25 Februari 2021 adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Lintang Nugroho (Wakil Presiden Komisaris)
2. Anggota : Chandra R. Gunawan (Komisaris)
Johnny (Komisaris)
Gregory James Terry (Komisaris)
Lukman Abdullah (Pihak Independen)
Usep Ekadaya (Pihak Independen)
Bambang Setyoko (Pihak Independen)

Komite Pemantau Risiko dibentuk sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No. 55/POJK.03/2016
Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
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Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Komite Audit:

Lintang Nugroho, Ketua
Warga Negara Indonesia, 67 Tahun.

Ditunjuk sebagai Komisaris sesuai hasil RUPSLB Bank Panin pada 1 September 2014. Memulai
karirnya pada tahun 1984 ketika bergabung dengan PT Bank Niaga, dan sejak saat itu telah memegang
berbagai posisi, sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi Operasi PT. Bank Niaga Tbk pada Februari
1999. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara
Asia (1999-2000), Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi (2000-2003), Komisaris PT Bank
Shinta Indonesia (2002-2003), dan menjabat sebagai Direktur Operasi & IT (2003-2005), Mercy Corps
Jakarta, (2005-2009) Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero (2009-2013),
dan terakhir sebagai Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah (2009-Mei 2014).

Chandra Rahardja Gunawan, Anggota
Warga Negara Indonesia, 65 tahun.

Lulus dari jurusan Business Administration, University of San Francisco, Amerika Serikat pada tahun
1979.

Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Panin Bank sejak 01 Juni 2015. Beliau memulai karir
perbankannya di Crocker National Bank, San Francisco, Amerika Serikat pada tahun 1980, dan
pernah menjabat sebagai Vice President pada Chase Manhattan Bank pada periode 1985-1989, dan
di beberapa Bank swasta lainnya sampai akhirnya bergabung dengan Panin Bank pada 26 Juni 1993
sebagai Direktur.

Johnny, Anggota
Warga Negara Indonesia, 70 tahun

Lulus dari Akademi Bank Nasional Jurusan lImu Keuangan Perbankan tahun 1976 dan meraih gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 1984.

Menjabat sebagai Komisaris Bank Panin sejak 22 Juni 2021, dan Presiden Komisaris Bank Panin sejak
28 Juni 2007. Bergabung dengan Panin Bank sejak tahun 1979, dengan posisi sebagai Asisten Manajer.
Sebelumnya, beliau adalah Direktur Tresuri sejak 28 Juni 1991 hingga 2007.

Gregory James Terry, Anggota
Warga Negara Australia, 79 tahun

Lulus dari Fakultas Hukum University of Melbourne, Australia, dan Master of Arts dari Tufts University,
Chicago, Amerika Serikat.

Diangkat sebagai Komisaris Panin Bank berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 58 tanggal
26 Juni 2020. Memulai karirnya sebagai Diplomat di Departemen Luar Negeri - Australia (1966-1973).
Mulai menggeluti industri keuangan sebagai Direktur Jardine Matheson Holdings Limited (1987-1997)
dan Country Manager Credit Suisse Bank, Austria (1997-1999). Selanjutnya menjabat sebagai Direktur
Operasional di Brierley Investments Limited (2000-2003), dan General Counsel, Chief Operating Officer
and Chairman, South East Asia di Morgan Stanley Asia (2006-2009), serta Executive Vice Chairman di
JM Financial Limited (2012-2015). Sebelum bergabungan dengan Bank Panin, beliau berkarir sebagai
Advisor di Kantor Hukum Oentoeng Suria and Partners (2018-2020).

Lukman Abdullah, Anggota
Warga Negara Indonesia usia 68 tahun.

Lulusan dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi pada tahun 1984.
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Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sejak tahun 2009. Saat ini yang
bersangkutan adalah Komisaris Independen PT Clipan Finance Indonesia Tbk., (sejak 2009) dan
Komisaris Independen PT Panin Insurance Tbk., (sejak 2010). Sebelumnya pernah menjabat sebagai
Anggota Komite Audit PT Asuransi Ramayana Tbk., (2004-2008), Partner Kantor Akuntan Publik Drs.
Hans Tuanakotta & Mustofa (1991-2002), Manager di Kantor Akuntan Publik Drs Capelle Tuanakotta
(1979-1990) dan Supervisor Kantor Akuntan Publik Drs Utomo Mulia & Co (1973-1979).

Usep Ekadaya, Anggota
Warga Negara Indonesia usia 54 tahun

Lulusan dari Universitas Padjadjaran, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntasi pada tahun 1989

Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sejak November 2023. Bergabung dengan
Panin Bank sejak tahun 1995, dengan posisi terakhir sebagai Kepala Bagian pada Biro Manajemen
Risiko. Pernah bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dari tahun 1990
hingga 1991 dan Kantor Akuntan Publik KPMG Indonesia (Klynveld Peat Marwick Goerdeler) dari tahun
1991 hingga 1995.

Bambang Setyoko, Anggota
Warga Negara Indonesia usia 68 tahun.

Lulus dari Akademi Uang dan Bank Yogyakarta tahun 1978, dan Sekolah Tinggi llmu Ekonomi IBEK
Jakarta tahun 2005.

Menjadi Anggota Komite Audit Bank Panin sejak tahun 2020. Juga menjabat sebagai anggota Komite
Audit & Komite Pemantau Risiko Bank J Trust Indonesia sejak tahun 2019, dan anggota Komite Audit
& Komite Pemantau Risiko PT Resona Bank Perdania (2014-2018). Berkarir di Bank Indonesia selama
34 tahun, diberbagai satuan kerja dalam negeri dan luar negeri. Pensiun tahun 2013 dengan posisi
Asisten Direktur.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, Komite Pemantau Risiko telah melakukan 6
(enam) rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Jabatan Jumlah Rapat Kehadiran
Lintang Nugroho Ketua 6 100%
Chandra R. Gunawan Anggota 4 67%
Johnny Anggota 4 67%
Gregory James Terry Anggota 5 83%
Lukman Abdullah Anggota 6 100%
Usep Ekadaya Anggota 6 100%
Bambang Setyoko Anggota 6 100%

Laporan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya, meliputi:

Melakukan pemantauan pemenuhan Pemantauan Risk Apetite & Risk Tolerance Perseroan.

Melakukan pemantauan Profil Risk Perseroan.

Memantau Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) terkait Penerapan Manajemen Risiko.

Melakukan pemantauan Portofolio Kredit, Market, Likuiditas, Operasional & lainnya.

Memberikan Respon atas diberlakukannya POJK No. 17 Tahun 2023 bersama Biro Manajemen

Risiko, khusunya yang terkait dengan:

a. Penyesuaian Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.

b. Penyesuaian Buku Pedoman Operasi (BPO) Manajemen Risiko Umum, Risiko Pasar, Risiko
Likuiditas, Risiko Operasional dan risiko lainnya.

c. Memperhatikan hal-hal yang belum dapat dipenuhi sesuai POJK di atas (bila ada).

RN
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9. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sebagaimana termaktub dalam Memorandum dari Direksi Perseroan tanggal 23 Januari 1997. Direksi
Perseroan menunjuk Jasman Ginting Munthe sebagai Corporate Secretary Perseroan terhitung sejak
tanggal memorandum tersebut ditandatangani.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2018. Sebagai Corporate Secretary Perseroan telah
memenuhi persyaratan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Sekretaris Perusahaan
sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014
tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik.

Berikut ini adalah uraian singkat mengenai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary):

Jasman Ginting Munthe, Sekretaris Perusahaan
Warga Negara Indonesia, usia 58 tahun.

Lulusan dari Universitas Padjadjaran, Sarjana Fakultas llmu Sosial dan Politik Universitas dan Lulusan
Universitas Indonesia, Magister Bidang Ekonomi dan Keuangan Islam.

Memulai kariernya sebagai Management Trainee (Officer Development Program) di PT Panin Bank
tahun 1991 dan pernah menjabat sebagai Marketing Treasury Produk (1992-1993), ALCO Support
Group (1993-1995), Bagian Kredit Kantor Cabang Jakarta (1995-1996,) dan Divisi Treasury—ALCO
Support Group (1996-2009). Komisaris PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., (2009-2017). Sejak tahun
1997 hingga saat ini, menjabat sebagai Corporate Secretary Panin Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary):

Sesuai dengan POJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau
Perusahaan Publik, Corporate Secretary berperan sebagai penghubung antara Perseroan atau
Perusahaan Publik dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris
Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Tugas-tugas lain yang dilakukan adalah:

1.  Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal.

2. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs;

Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;

Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;

Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan

Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

®oo o

Kegiatan yang dilakukan antara lain mencakup:

Bidang Corporate Affairs

Bertanggung jawab dalam semua kegiatan yang terkait dengan pemenuhan ketentuan sebagai
perusahaan publik, antara lain:

a. Mengikuti perkembangan pasar modal dan memahami semua peraturan yang berlaku di bidang
pasar modal;

Menyelenggarakan RUPS;

Memenuhi kewajiban pelaporan keterbukaan informasi;

Menyelenggarakan public expose;

Mengkoordinir pelaksanaan corporate actions, dividend payment, dan lain-lain;

Memonitor komposisi pemegang saham Perseroan dari waktu ke waktu;

Mengelola komunikasi dengan media massa (media relations);

Menyusun dan mendistribusikan press release;

Menyusun dan mendistribusikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan;
Mengadakan press conference;

T T Se@meao0oT
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Memelihara dan menjaga situs perseroan khususnya konten yang terkait penyediaan informasi
kepada investor, pelaksanaan GCG, dan kegiatan Corporate Secretary;

Melakukan media monitoring dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan
Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan
dalam kelompok usaha, baik yang terbit di media cetak, media on-line, dan media elektronik lainnya;
Merespon dan menangani secara cepat dan proporsional setiap pemberitaan negatif di media
massa (cetak dan elektronik) baik yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama,
Perusahaan Anak, maupun Perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha Panin Group yang
dapat berdampak negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap reputasi Perseroan;
Berkoordinasi dengan Customer Complain Handling Department dalam memberikan tanggapan
terhadap keluhan nasabah yang diterbitkan di media massa;

Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan perkembangan terbaru perusahaan, publikasi penting,
dan kebijakan-kebijakan manajemen yang penting untuk diketahui oleh seluruh pimpinan, staf, dan
karyawan Perseroan;

Melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), berkoordinasi dengan unit kerja

terkait.

Program Pelatihan

Program pelatihan dan pengembangan kompetensi diperlukan agar Sekretaris Perusahaan dapat
senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan
lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan telah

mengikuti training sebagai berikut:

Workshop/Training/ Waktu

Seminar DTG Pelaksanaan LEILEL
Membuka Peluang Melalui Peningkatan ESG Rating PWC - IDX 19 Januari 2023 Jakarta
Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Masyarakat OJK 14 Maret 2023 Jakarta
Webinar Pelaksanaan RUPS melalui eASY.KSEI KSEI-ICSA 14 Maret 2023 Jakarta
Seminar Master Class Environmental Reporting IDX-GRI-CDP 30 Maret 2023 Jakarta
Sisialisasi Penyelenggaraan Annual Report Award .
Tahun 2022 ARA 12 April 2023 Jakarta
Sosialisasi EASY KSEI 2023 KSEI 19 Mei 2023 Jakarta
Pendalaman Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan
Atas POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal .
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ICSA 08 Juni 2023 Jakarta
Dahulu
Sosialisasi Perubahan Informasi Format Laporan E009 - Laporan Bulanan .
Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham IDX 24 Juni 2023 Jakarta
Sosialisasi Compliance Refreshment Perseroan dan
Perusahaan Public 2023 IDX 22 Agustus 2023 Jakarta
How to Manage Crisis Communication in Banking Industry Infobank - LPS 12 September 2023 Jakarta
Sosialisasi Peraturan dan Surat Edaran OJK;
Nomor 14/POJK.04/2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui
Bursa Karbon, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/ OJK 14 Oktober 2023 Jakarta
SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan
Karbon Melalui Bursa Karbon
Sosialisasi PUG BMKI "Assuring Family Owned Business Sustainability KNKG 2 November 2023 Jakarta

By Building Trust Through Governance”

10. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama
PT Panin Financial Tbk (“Panin Financial/PF”) d/h PT Panin Life Thk

Riwayat Singkat

PF didirikan dengan nama PT Asuransi Jiwa Panin Putra berdasarkan Akta No. 192 tanggal 19 Juli 1974,
yang kemudian diubah dengan Akta No. 226 tanggal 27 Februari 1975, keduanya dibuat di hadapan
Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, yang disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia
sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/83/6. tanggal 4 April 1975, didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1196 dan 1197, tanggal 14 April
1975 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30. tanggal 15 April 1975. Tambahan

No. 203.
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Anggaran dasar Panin Financial telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir sebagaimana
termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Panin Financial Tbk. No. 27 tanggal 19 Juni 2023
yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Pusat dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0093497 tanggal 17 Juli
2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0136095.AH.01.11.Tahun 2023
tanggal 17 Juli 2023 (“Akta No. 111/2015”).

PF berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Lt. 6. Kota Jakarta Barat.
Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Panin Financial sebagaimana termaktub dalam Akta
Pernyataan Keputusan Rapat PT Panin Financial Tbk No. 41 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat
dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan
telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-0066435.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 25
September 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHUO161694.AH.01.11.
Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 ("Akta No. 41/2020”), maksud dan tujuan Panin Financial
ialah menjalankan usaha sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa konsultasi bisnis,
manajemen dan administrasi serta jasa pengelolaan aset dan pemberian jasa penasihat keuangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut: menjalankan usaha dalam bidang bantuan nasihat, bimbingan dan operasional
usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan
organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan,
praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.
Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai
fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang
pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya,
prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan
masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen
dan lain-lain.

Kegiatan usaha utama Panin Financial adalah menjalankan usaha dalam bidang penyedia jasa
konsulasi bisnis, manajemen dan administrasi kepada masyarakat umum. (KBLI No. 70209 Aktivitas
Konsultasi Manajemen Lainnya).

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana disebutkan di atas Panin Financial dapat melakukan

kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Melakukan investasi pada aset bergerak maupun tidak bergerak sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Memberikan jasa penasehat keuangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan investasi dan
penempatan dana pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PF

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 41/2020 juncto Laporan Komposisi Kepemilikan Saham
PT Panin Financial Tbk., per 31 Januari 2024 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro
Administrasi Efek, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Panin Financial adalah sebagai
berikut:

Nilai Nominal Rp 125,- per Saham

Keterangan Jumlah Saham _ Jumlah Nominal (Rupiah) (%)
Modal Dasar 95.850.000.000 11.981.250.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1. PT Paninvest Tbk. 21.728.799.460 2.716.099.932.500,- 67,86
2. Masyarakat 10.293.273.833 1.286.659.229.125,- 32,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 32.022.073.293 4.002.759.161.625,- 100,00
Saham Dalam Portepel 42.315.347.126 5.289.418.390.750,-
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Pengurus dan Pengawasan PF

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Panin Financial sebagaimana termaktub dalam Akta
Pernyataan Keputusan Rapat PT Panin Financial Tbk. Akta Pernyataan Rapat PT Panin Finacial Tbk.,
No. 43 tanggal 30 Juni 2022 Kumala Tjahjani Widodo S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Pusat dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.09-0038081 tanggal
28 Juli 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0146276.AH.01.11.
Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Mu’min Ali Gunawan
Wakil Presiden Komisaris : Richard Budi Gunawan
Komisaris / Komisaris Independen : Sugeng Purwanto
Direksi

Presiden Direktur / Direktur Independen : Marwan Noor

Wakil Presiden Direktur : Bhindawati Gunawan
Direktur : Priskila Gabrielia Ciahaya

Votraint No. 1103 Pty. Ltd. (“VTL”)
Riwayat Singkat

VTL adalah suatu perusahaan terbatas dengan saham (Company Limited By Shares) yang sah didirikan
berdasarkan Articles of Association of Votraint No. 1103 Pty Limited.

Anggaran dasar VTL yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Constitution of Votraint No.
1103 Pty Ltd ACN 082 564 369 (constitution adopted by the Company’s Shareholder(s) by Special
Resolution dated 5 February 2014).

Berdasarkan Certificate of Registration of a Company tanggal 8 Mei 1998 yang diterbitkan oleh Australian

Securities Commission:

- VTL dengan Australian Company Number 082 564 369 adalah suatu perusahaan terdaftar
berdasarkan Divisi 1 dari Bagian 2.2 dari Undang-Undang Perusahaan New South Wales dan karena
pendaftarannya tersebut merupakan suatu perusahaan berbentuk badan hukum (incorporated
company).

- VTL terbatas dengan saham (limited by shares).

- VTL adalah suatu perusahaan tertutup (proprietary company).

Berdasarkan dokumen Forms Manager yang dikeluarkan oleh Australian Securities & Investment
Commission, VTL terdaftar dan berkantor di ANZ Centre Melbourne Level 9, 833 Collins Street,
Docklands Vic 3008.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Laporan Tahunan Votraint untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2023
kegiatan Utama Votraint No. 1103 Pty Ltd adalah kepemilikan saham sebesar 38,8% pada PT Bank Pan
Indonesia Tbk.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham VTL

Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh Australian Securities & Investments Commission (ASIC),

tanggal 23 Mei 2016, struktur permodalan dan Pemegang Saham Votraint No. 1103 Pty Ltd adalah

sebagai berikut;

- Share Capital VTL terdiri dari 502,854,334 saham biasa, dengan Jumlah Modal Disetor (Total Paid
Amount) adalah AU$ 502,854,334.00;

- VTL dimiliki 100% oleh ANZ Funds Pty Ltd.; dan

- Perusahaan Induk Paling Atas (Ultimate parent entity) dari VTL adalah Australian and New Zealand
Banking Group Limited (ANZGHL).
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Pengurus dan Pengawasan VTL

Berdasarkan dokumen Notice of Appointment of Director, susunan pengurus Votraint per tanggal 20
Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- Jonathan Noel Berry (Direktur)
- Tristan Cleeve (Direktur)
- Kylie Melissa Bundrock (Direktur)

11. Keterangan Singkat Mengenai Anak Perusahaan
PT Clipan Finance Indonesia Tbk. (“CFI”)
Riwayat Singkat

CFI merupakan suatu suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik
Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. CFIl didirikan dengan nama PT Clipan Leasing Corporation
sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Clipan Leasing Corporation No. 47, tanggal
15 Januari 1982 juncto Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 363 tanggal 29 Juni 1982 yang keduanya
dibuat di hadapan Kartini Muljadi, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta yang telah
memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya
No. C2-396-HT01.01.TH.82 tanggal 2 Agustus 1982, serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri
Jakarta di bawah No. 2772 tanggal 10 Agustus 1982 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Rl
No. 79, tanggal 1 Oktober 1982, Tambahan No. 1189.

Anggaran dasar CFI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Sebagaimana termaktub dalam
Akta No. 43 tanggal 22 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum,
Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat,
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat
Keputusan No. AHU-0043416.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 27 Juli 2023, serta telah pemberitahuannya
telah diterima dan dicatat dalam database SABH berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No.
AHU-AH.01.03.0097756 tanggal 21 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU-0143169.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar CFI, ruang lingkup kegiatan utama CFI meliputi usaha
pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna.

CFI memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan No.1402/KMK.013/1990 tanggal 3 Nopember 1990.

Visi CFl adalah menjadi Perusahaan pembiayaan terkemuka yang mengedepankan nilai tambah bagi
pemangku kepentingan dan berperan aktif dalam pertumbuhan industry pembiayaan nasional.

Sedangkan misi CFI adalah:

- Menyediakan produk dan jasa keuangan yang inovatif didukung sumber daya manusia yang handal
dan teknologi terkini.

- Mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

- Menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

CFI berkedudukan di Jakarta dan per 31 Desember 2023 Perseroan memiliki 83 kantor cabang dan 40
kantor pemasaran yang tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Rata-rata jumlah karyawan
pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebanyak 2.741 karyawan
dan 2.580 karyawan.
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Alamat Kantor Pusat CFI
PT Clipan Finance Indonesia Tbk
Wisma Slipi lantai 6
JI. Letjen S. Parman Kav 12
Jakarta 11480
Telepon: (021) 530 8005
Faksimili: (021) 530 8026, 530 8027
Email: corporate_secretary@clipan.co.id

Website: www.clipan.co.id

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham CFI

Sebagaimana termaktub dalam akta No. 43 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Kumala
Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di
Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan sesuai Laporan Kepemilikan Saham CFI per 31 Desember 2023
yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh CFI,
susunan pemegang saham CFI adalah sebagai berikut :

Nilai nominal per saham Rp 250.-

Keterangan

Jumlah Saham  Jumlah Nominal (Rp) (%)
Modal Dasar 10.412.000.000 2.603.000.000.000,- -
Pemegang Saham:
1. PT Bank Pan Indonesia Tbk 2.051.431.264 512.857.816.000,- 51,49
2. BBH Luxembourg S/A Fidelity FD Sicav, FD FDS Pac FD 327.759.425 81.939.856.250,- 8,23
3. Jahja Anwar (Direktur) 60.000 15.000.000,- 0,00
4. Masyarakat < 5% 1.605.269.768 401.317.442.000,- 40,28
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh 3.984.520.457 996.130.114.250,- 100,00
Saham Dalam Portepel 6.427.479.543 1.606.869.885.750,- -

Pengurus dan Pengawasan CFI

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 42 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Kumala
Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah diterima dan dicatat
pada database SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0142759 tanggal 20 Juli 2023 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU- 0138422.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 juncto
Surat Keterangan Notaris No 70/KTW.N/VI1/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Kumala
Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi CFI
adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bhindawati Gunawan
Komisaris : Murwanto *)
Komisaris Independen : Lukman Abdullah

*) Efektif setelah memperoleh hasil fit & proper test dari OJK

Dewan Direksi

Direktur Utama : Harjanto Tjitohardjojo
Direktur : Jahja Anwar

Direktur : Engelbert Rorong JR
Direktur : Yimmy Weddianto
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Laporan Keuangan CFI
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Desember

Keterangan

2023 2022
Jumlah Aset 9.911.254 8.049.256
Jumlah Liabilitas 4.384.496 2.938.173
Jumlah Ekuitas 5.526.758 5.111.083
Jumlah Pendapatan 2.296.383 1.509.403
Jumlah Beban 1.261.373 1.109.902
Jumlah Laba (Rugi) Bersih 815.005 310.722
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif 814.128 304.963

Tahun 2023 CFI masih membukukan kinerja positif, dilihat dari Total Aset per 31 Desember 2023 yang
mengalami peningkatan sebesar 23,13% (yoy) menjadi sebesar Rp9.911 miliar dibandingkan tahun
2022 yang hanya mencapai Rp8.049 miliar atau hanya naik 12,99% (yoy).

Kenaikan Total Aset tahun 2023 ditopang oleh peningkatan Piutang Pembiayaan Konsumen dan Piutang
Sewa Pembiayaan. Piutang Pembiayaan Konsumen naik sebesar Rp1.700 miliar atau 24,59% (yoy)
dan Piutang Sewa Pembiayaan juga naik sebesar Rp248 miliar atau 87,83% (yoy) dimana kenaikan
tersebut disebabkan karena adanya penambahan produksi baru di tahun 2023.

Tahun 2022 Total Aset CFl tumbuh sebesar 12,99% (yoy) juga didorong oleh naiknya Piutang Pembiayaan
Konsumen dan Piutang Sewa Pembiayaan. Piutang Pembiayaan Konsumen naik 20,00% atau Rp1.152
miliar dimana pada tahun 2022 Piutang Pembiayaan Konsumen tercatat sebesar Rp6.914 miliar.
Piutang Sewa Pembiayaan tahun 2022 tercatat sebesar Rp282 miliar atau naik 28,64% dari tahun lalu
yang tercatat sebesar Rp219 miliar. Peningkatan keduanya disebabkan karena adanya penambahan
produksi baru, dimana hal tersebut juga berdampak pada penurunan Kas dan bank sebesar 75,29%
atau sebesar Rp95 miliar.

Liabilitas CFI per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp1.446 miliar atau 49,23%
(yoy), dipengaruhi oleh kenaikan Utang Bank menjadi sebesar Rp1.537 miliar atau 62,22% (yoy) yang
disebabkan oleh adanya penambahan hutang bank yang baru. Sedangkan Utang lainnya turun sebesar
Rp12 miliar atau 11,35% (yoy).

Posisi Liabilitas CFl pada tanggal 31 Desember 2022 naik 26,77% (yoy) menjadi Rp2.938 miliar dari
Rp2.318 miliar pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut juga didorong oleh naiknya Utang Bank
sebesar 24,00%, yaitu dari Rp1.992 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp2.471 miliar, yang dikarenakan
adanya penambahan Utang Bank yang baru.

Aset, Liabilitas dan Ekuitas PT Clipan Finance Indonesia Thk (Rp Miliar)

n Aset m Liabilitas ® Ekuitas
5.111 5.527
4.384
2.938
2022 2023

Ekuitas CFI tahun 2023 naik sebesar 8,13% (yoy) menjadi Rp 5.527 miliar. Peningkatan ini pengaruhi
oleh naiknya Saldo Laba sebesar 11,28% (yoy) menjadi sebesar Rp 4.144 miliar. Saldo Ekuitas pada
tanggal 31 Desember 2022 juga naik sebesar Rp 305 miliar atau 6,35% (yoy) dikarenakan naiknya
saldo laba pada periode tersebut sebesar 9,11% (yoy).
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Naiknya produksi CFl juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada peningkatan Pendapatan
CFI tahun 2023, dimana Total Pendapatan Usaha meningkat sebesar 52,14% (yoy) menjadi Rp 2.296
miliar dibandingkan tahun lalu yang hanya mengalami kenaikan sebesar 2,43% (yoy). Peningkatan
ini didorong oleh naiknya Pendapatan Lainnya, Pendapatan Pembiayaan Konsumen dan Pendapatan
Sewa Pembiayaan yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar 129,29% (yoy), 18,75% (yoy)
dan 132,45% (yoy). Kenaikan Pendapatan Lainnya disebabkan oleh kenaikan penerimaan admin kontrak
baru dan penerimaan denda keterlambatan. Pendapatan Pembiayaan Konsumen dan Pendapatan
Sewa Pembiayaan mengalami kenaikan karena adanya pengakuan interest atas pelunasan kontrak.

Pendapatan CFI tahun 2022 tercatat sebesar Rp 1.509 miliar atau naik 2,43% (yoy) dibandingkan tahun
2021 yang mencapai Rp 1.474 miliar. Kenaikan terjadi pada Pendapatan Lainnya sebesar 21,41% (yoy)
karena adanya penerimaan admin kontrak baru dan penerimaan denda keterlambatan. Sedangkan
Pendapatan Bunga mengalami penurunan sebesar Rp 33 miliar atau 93,28% (yoy) seiring dengan
berkurangnya saldo kas dan bank.

Profitabilitas PT Clipan Finance Indonesia Tbk (Rp Miliar)

= Pendapatan = Beban Usaha ® Laba Bersih Setelah Pajak ® Laba Komprehensif

2022 2023

Laba Komprehensif CFl pada tanggal 31 Desember 2023 naik sebesar Rp 509 miliar atau 166,96%
(yoy). Tahun 2023 Beban Usaha CFI meningkat, namun diimbangi dengan naiknya Pendapatan Usaha
sehingga Laba Komprehensif CFl masih dapat tumbuh. Peningkatan di sisi Beban Usaha CFI meliputi
Beban Bunga dan Pembiayaan Lainnya dan Beban Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan masing-
masing sebesar 46,94% (yoy) dan 29,02% (yoy). Beban Bunga dan Pembiayaan Lainnya naik seiring
dengan kenaikan Hutang Bank pada periode tahun 2023 dibandingkan tahun lalu. Beban Kerugian
Penurunan Nilai Aset Keuangan mengalami kenaikan karena CFI melakukan penambahan penyisihan
pencadangan dikarenakan menurunnya kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.

Laba Komprehensif CFl pada tahun 2022 naik sebesar 400,51% (yoy). Kenaikan ini disebabkan oleh
penurunan Beban Usaha CFl dan Pendapatannya mengalami kenaikan. Beban Usaha CFl yang
menurun didorong oleh penurunan Beban Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan sebesar 51,34%
(yoy) karena semakin membaiknya kualitas pembiayaan. Pendapatan Usaha CFIl pada tahun 2022
menalami kenaikan sebesar Rp 36 miliar atau 2,43% (yoy) yang didorong oleh kenaikan Pendapatan
Lainnya yang mengalami kenaikan sebesar Rp77 miliar karena kenaikan penerimaan admin kontrak
baru dan penerimaan denda keterlambatan. Sedangkan Pendapatan Anjak Piutang mengalami
penurunan sebesar Rp34 miliar seiring dengan berkurangnya kontrak factoring.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (“BPS”)
Riwayat Singkat BPS

BPS didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik
Indonesia, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dengan Akta No. 12 tanggal 08 Januari 1972,
yang kemudian diubah dengan Akta No. 05 tanggal 03 Oktober 1972, Akta No. 01 tanggal 01 Februari
1979, Akta No. 17 tanggal 11 April 1979 dan Akta No. 28 tanggal 30 Agustus 1979, yang seluruhnya
dibuat dihadapan Moeslim Dalidd, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan tanggal 11 Desember 1979 dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 03 Juli 1980 nomor 209/PP/P.N.Mlig/
VII/1980, yang telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40
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Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan termuat dalam Akta Risalah Rapat No. 61 tanggal 26
November 2007, yang dibuat oleh dan dihadapan Benny Kristianto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
yang perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 11 Maret 2008 nomor AHU-11913.AH.01.02 Tahun
2008. Pada tahun 2016, dilakukan perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah
Tbk., sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa No.
54 tanggal 19 April 2016, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
yang perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 11 Mei 2016 nomor AHU-0008935.AH.01.02 tahun
2016.

Anggaran Dasar BPS telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir dengan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 70 tanggal 29 Juli 2021
yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam
database SABH No. AHU-AH-01.03.0443471 tanggal 2 September 2021 serta telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0149325.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021 (“Akta
No. 70/2021")..

Pada tanggal 30 Desember 2013, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan
dengan surat No. S-483/D.04/2013 untuk melakukan penawaran umum saham perdana atas
4.750.000.000 lembar saham kepada masyarakat disertai dengan waran sebanyak 950.000.000 waran
seri | yang diberikan secara cuma-cuma. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia
pada tanggal 15 Januari 2014. Setiap pemegang waran seri | berhak membeli 1 (satu) saham dengan
harga pelaksanaan Rp110,- per saham, yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan yaitu
mulai tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan 14 Januari 2017. Apabila waran seri | tidak dilaksanakan
sampai habis masa berlakunya, maka waran seri | tersebut menjadi kadaluarsa, jumlah waran yang
kadaluarsa sebesar 504.664.744 waran.

Bank telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Rapat Umum pemegang Saham
Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 22 Maret 2018, mengenai Perubahan Modal Ditempatkan/Disetor
sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum untuk penambahan modal dengan memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan
persetujuan atau diterima pemberitahuannya dari Menteri Kahakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik
Indonesia No. AHU-AH.01.03-0229648 tanggal 7 Agustus 2018. Berdasarkan hal tersebut maka modal
ditempatkan dan disetor penuh menjadi sejumlah 23.959.037.851 lembar, masing-masing dengan nilai
nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.395.903.785.100.

Pada tanggal 31 Desember 2018, sejumlah 23.714.400.825 saham Bank telah dicatatkan pada Bursa
Efek Indonesia dan sejumlah 244.637.026 saham yang merupakan saham pendiri tidak dicatatkan di
bursa.

Bank telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Rapat Umum pemegang Saham
Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 November 2020, mengenai Perubahan Modal Ditempatkan/
Disetor sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum untuk penambahan modal dengan
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah
mendapatkan persetujuan atau diterima pemberitahuannya dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia, Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0413420 tanggal 30 November 2020. Berdasarkan
hal tersebut maka modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi sejumlah 38.813.641.319 lembar,
masing-masing dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp3.881.364.131.900.

Pada tanggal 31 Desember 2023, sejumlah 38.425.504.906 saham Bank telah dicatatkan pada Bursa
Efek Indonesia dan sejumlah 388.136.413 saham yang merupakan saham pendiri tidak dicatatkan di

bursa.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan
usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam.
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Bank mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia
No. 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.
Bank mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 2 Desember 2009. Sesuai dengan
Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. S-225/PB.131.2015 tanggal 8 Desember 2015, Bank
telah mendapat persetujuan menjadi bank devisa.

BPS berkedudukan di Jakarta dan per 31 Desember 2023 BPS memiliki 10 kantor cabang, 40 kantor
fungsional operasional dan 60 layanan syariah bank umum/sinergi perbankan. Rata-rata jumlah
karyawan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebanyak 486 dan
414 karyawan.

Visi Bank adalah menjadi Bank Syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan
keuangan komprehensif dan inovatif.

Misi Bank antara lain:

1. Peran aktif Bank dalam bekerjasama dengan regulator: Secara profesional mewujudkan
Perseroan sebagai Bank Syariah yang lebih sehat dengan tata kelola yang baik serta pertumbuhan
berkelanjutan.

2. Perspektif nasabah: Mewujudkan Perseroan sebagai Bank pilihan dalam pengembangan usaha
melalui produk dan layanan unggulan yang dapat berkompetisi dengan produk-produk bank syariah
maupun konvensional lain.

3. Perspektif SDM/Staf: Mewujudkan Perseroan sebagai Bank pilihan bagi para profesional,
kesempatan yang memberikan pengembangan karir dalam industri perbankan syariah melalul
semangat kebersamaan dan kesinambungan lingkungan sosial.

4. Perspektif Pemegang Saham: Mewujudkan Perseroan sebagai bank syariah yang dapat
memberikan nilai tambah bagi pemegang saham melalui kinerja profitabilitas yang baik di tandai
dengan ROA dan ROE terukur.

5. IT Support: Mewujudkan Perseroan sebagai Bank yang unggul dalam pelayanan syariah berbasis
teknologi informasi yang memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi para nasabah.

6. Untuk lima tahun ke depan, Perseroan akan berupaya untuk terus meningkatkan penerapan
keuangan berkelanjutan dalam berbagai aspek operasi, sumber daya manusia, kebijakan
pembiayaan, produk dan layanan, dan manajemen risiko.

Alamat Kantor Pusat BPS
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
Gedung Panin Life Center
JI. Letjen S. Parman Kav. 91
Slipi - Jakarta Barat 11420
Telepon : (021) 5695 6100
Faksimili : (021) 5695 6105
Email: corsec@paninbanksyariah.co.id
Website : www.paninbanksyariah.co.id
PBS Call 24 Jam : (021) 6313 700

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BPS
Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 70/2021 juncto Laporan Kepemilikan Saham BPS per

31 Desember 2023 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang
ditunjuk oleh BPS, susunan pemegang saham BPS adalah sebagai berikut:

Nilai nominal per saham Rp 100.-

Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) (%)
Modal Dasar 39.000.000.000 3.900.000.000.000,-

Pemegang Saham :

1. PT Bank Pan Indonesia Tbk 26.121.527.033 2.612.152.703.300,- 67,30
2. Dubai Islamic Bank PJSC 9.742.223.971 974.222.397.100,- 25,10
3. Masyarakat < 5% 2.949.890.315 294.989.031.500,- 7,60
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh 38.813.641.319 3.881.364.131.900,- 100,00
Saham Dalam Portepel 186.358.681 18.635.868.100,-
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Pengurus dan Pengawas BPS

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. No. 5, tanggal 5 Juni 2024, dibuat di hadapan Fathiah Helmi,
S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-
AH.01.09-0214746 tanggal 16 Juni 2024 serta didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0119079.
AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 16 Juni 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BPS adalah sebagai
berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen : Tantry Soetjipto S.
Komisaris Independen : Omar Baginda Pane
Komisaris : Sindbad R. Hardjodipuro
Dewan Direksi

Direktur Utama :  Bratha

Direktur Kepatuhan : Budi Prakoso

Direktur : Shandra Noraya Laksmi
Direktur . Erick

Dewan Pengawas Syariah
Direktur Utama : Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA.
Direktur Independen : Drs. H. Aminudin Yakub, MA.

Laporan Keuangan BPS

(Dalam Jutaan Rupiah)
A 31 Desember

2023 2022

Jumlah Aset 17.343.247 14.791.738
Jumlah Liabilitas 4.006.195 2.015.192
Jumlah Dana Syirkah Temporer 10.548.529 10.271.142
Jumlah Ekuitas 2.788.523 2.505.404
Jumlah Pendapatan 1.223.347 1.040.314
Jumlah Beban 985.405 786.464
Jumlah Laba (Rugi) Bersih 244.690 250.532
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif 283.119 203.145

Total Aset Bank Panin Dubai Syariah pada tanggal 31 Desember 2023 naik 17,25% (yoy). Kenaikan
terutama terjadi pada Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp 923 miliar atau 77,50%
(yoy) terutama karena kenaikan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) sebesar Rp 1.016
miliar. Piutang Mudharabah naik sebesar Rp 619 miliar atau 64,77% (yoy) dan Piutang Musyarakah
naik sebesar Rp 565 miliar atau 6,39% (yoy). Aset Lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp 553 miliar
atau 80,94% (yoy) terutama karena kenaikan Agunan yang diambil alih sebesar Rp 535 miliar. Tahun
2022 Total Aset Bank mengalami peningkatan sebesar Rp 366 miliar atau 2,54% (yoy), dimana pada
tahun tersebut Piutang Murabahah dan Piutang Musyarakah naik masing-masing sebesar 282,24%
(yoy) dan 17,25% (yoy). Pada tahun 2022 Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia serta Investasi
pada Surat Berharga mengalami penurunan masing-masing sebesar 29,36% (yoy) dan 31,68% (yoy).

Jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 4.006 miliar, mengalami
peningkatan sebesar 98,80% (yoy), karena adanya peningkatan pada Simpanan dan Liabilitas kepada
Bank Indonesia masing-masing sebesar Rp1.062 miliar atau 71,30% (yoy) dan Rp 924 miliar atau
212,07% (yoy). Di tahun 2022 Jumlah Liabilitas naik sebesar Rp 1.288 miliar atau 177,12% (yoy),
dimana Simpanan dan Liabilitas kepada Bank Indonesia masing-masing naik sebesar Rp 817 miliar dan
Rp 436 miliar.
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Aset, Liabilitas dan Ekuitas PDSB (Rp Miliar)

= Aset m Liabilitas = Dana Syirkah Temporer « Ekuitas

Jumlah Dana Syirkah Temporer pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 10.549 miliar,
mengalami peningkatan sebesar 2,70% (yoy), karena adanya peningkatan pada Tabungan dan
Deposito Mudharabah bukan bank sebesar Rp114 miliar atau 41,03% (yoy) dan Rp 852 miliar atau
9,59% (yoy). Di tahun 2022 Sertifikat Investasi Mudharabah turun sebesar Rp 3.170 miliar, sedangkan
Deposito Mudharabah bukan bank naik sebesar Rp 2.127 miliar atau 31,47% (yoy) sehingga Jumlah
Dana Syirkah Temporer mengalami penurunan sebesar Rp 1.126 miliar atau 9,88% (yoy) pada tahun
tersebut.

Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 2.789 miliar, jumlah tersebut
lebih tinggi Rp 283 miliar dibandingkan tahun sebelumnya atau naik 11,30% (yoy). Kenaikan tersebut
salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan Saldo Laba BPS sebesar Rp 245 miliar atau 18,38% (yoy).
Sedangkan jumlah Ekuitas tahun 2022 masih mampu tumbuh sebesar 8,84% (yoy) menjadi sebesar Rp
2.505 miliar. Tahun 2022 Saldo Laba naik Rp 251 miliar atau 15,86% (yoy).

Pendapatan Usaha BPS pada tanggal 31 Desember 2023 naik sebesar 17,59% (yoy), yang terutama
disebabkan oleh naiknya Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib sebesar Rp
178 miliar atau naik 18,86% (yoy). Di tahun 2022 Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai
Mudharib mengalami kenaikan sebesar Rp 213 miliar atau 29,11% (yoy), sehingga mendorong kenaikan
Pendapatan Usaha BPS sebesar 32,36% (yoy) pada tahun tersebut.

Profitabilitas PDSB (Rp Miliar)

= Pendapatan Operasional = Beban Operasional
u Laba Bersih Setelah Pajak u Laba Komprehensif

2022 2023

Tahun 2023 BPS mencatatkan Laba Komprehensif sebesar Rp 283 miliar atau naik 39,37% (yoy).
Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 86 miliar atau 181,09%
(voy). Tahun 2022 Laba Komprehensif BPS naik 124,94% (yoy), BPS masih mampu mencatatkan
Laba Komprehensif sebesar Rp 203 miliar dimana jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun
sebelumnya yang mencatatkan kerugian mencapai Rp 815 miliar.

101



PaninBank

Berikut kontribusi pendapatan Anak Perusahaan kepada Perseroan

Miliar Rupiah
Keterangan 2023
9 Pendapatan Kontribusi
Clipan Finance 2.296 13,38%
Bank Panin Dubai Syariah 1.223 7,13%
Tahun dimulainya investasi Perseroan ke Anak Perusahaan
Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Penyertaan Sejak
Entitas anak
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Perbankan Syariah 2008
PT Clipan Finance Indonesia Tbk Lembaga Pembiayaan 1982
Tabel penyertaan Perseroan
- Jumlah
Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Penygrtaan Tahu_n Kepe:mllkan Penyertaan
Sejak Operasional (%)
(Rp Juta)
Entitas Asosisasi
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Lembaga Pembiayaan 2003 1993 25,06 154.712
PT Panin Sekuritas Tbk Perusahaan Investasi 1989 1989 29 26.560
12. Sumber Daya Manusia
Jumlah rata-rata karyawan tetap Bank dan entitas anak selanjutnya disebut ("Grup”) masing-

masing 10.847 dan 10.788 orang karyawan pada tahun 2023 dan 2022.

Jumlah karyawan tetap dan kontrak per 31 Desember 2023 tercatat sejumlah 8.875 orang atau
mengalami kenaikan 0,66% dari jumlah karyawan pada akhir tahun 2022 yang berjumlah 8.817 orang.

Komposisi karyawan tetap sampai dengan akhir bulan 31 Desember 2023 menurut jenjang manajemen.
jenjang pendidikan, status karyawan, lokasi dan jenjang usia adalah sebagai berikut:

No. Keterangan

31 Desember

2023 2022

1 Manajemen Puncak 17 18

2 Manajemen Madya 2.118 2.113

3 Pelaksana 6.740 6.686

Jumlah 8.875 8.817
No. Keterangan 31 Desember

2023 2022

1 SD 2 2

2 SLTP 3 9

3 SLTA 290 301

4 Akademi/D3 549 568

5 Sarjana 7.786 7.695

6 Pasca Sarjana 245 242

Jumlah 8.875 8.817
No. Keterangan 31 Desember

2023 2022

1 Kontrak 1.504 1.372

2 Tetap 7.371 7.445

Jumlah 8.875 8.817
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31 Desember

No. Keterangan 2023 2022

1 Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi 4.148 4.085

2 Sumatera 1.241 1.244

3 Jawa diluar Jakarta 2.278 2.287

4 Bali dan Nusa Tenggara 150 155

5 Kalimantan 374 361

6 Sulawesi 561 563

7 Papua dan Maluku 123 122
Jumlah 8.875 8.817

31 Desember

No. Keterangan 2023 2022

1 18 - 25 tahun 853 480

2 26 - 35 tahun 3.326 3.465

3 36 - 45 tahun 3.340 3.435

4 46 - 55 tahun 1.056 1.097

5 > 55 tahun 300 340
Jumlah 8.875 8.817

31 Desember

No. Keterangan 2023 2022

1 BOD & BOC 15 16

2 Supporting 2.843 2.866

3 Bisnis Utama 2.548 2.485

4 Operasion 3.469 3.450
Jumlah 8.875 8.817

Dari jumlah 8.875 orang karyawan tersebut per 31 Desember 2023 terdiri dari 7.371 orang karyawan

tetap dan sisanya adalah karyawan kontrak.

Nama Kebangsaan

Jabatan

Berlaku Hingga

Gregory James Terry Australia Komisaris

Dari Keimigrasian
e-KITAP No: 2D21AF0031-V

27 April 2026

Komposisi karyawan Anak Perusahaan tetap sampai dengan akhir bulan 31 Desember 2023 menurut
jenjang manajemen. jenjang pendidikan, status karyawan dan jenjang usia adalah sebagai berikut:

PT Clipan Finance Indonesia Tbk “CFI”

31 Desember

No. Keterangan 2023 2022

1 Manajemen Puncak 9 8

2 Manajemen Madya 211 198

3 Pelaksana 2,521 2,373
Jumlah 2,741 2,579

31 Desember

No. Keterangan 2023 2022

1 SD, SMP & SMA 312 263

2 Akademi/D3 262 237

3 Sarjana 913 854

4 Pasca Sarjana 8 8
Jumlah 2,741 2,579

31 Desember

No. Keterangan 2023 2022

1 Kontrak 1,246 1,217

2 Tetap 1,495 1,362
Jumlah 2,741 2,579
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31 Desember

No. Keterangan
2023 2022
1 Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi 1,154 1,083
2 Sumatera 506 474
3 Jawa diluar Jakarta 616 583
4 Bali dan Nusa Tenggara 58 61
5 Kalimantan 170 150
6 Sulawesi 237 228
7 Papua dan Maluku - -
Jumlah 2,741 2,579
31 Desember
No. Keterangan 2023 2022
1 18 - 25 tahun 206 178
2 26 - 35 tahun 1,161 1,156
3 36 - 45 tahun 1,163 1,064
4 46 - 55 tahun 204 171
5 > 55 tahun 7 10
Jumlah 2,741 2,579
PT Bank Panin Dubay Syariah Tbk “BPS”
31 Desember
No. Keterangan 2023 2022
1 Manajemen Puncak 21 21
2 Manajemen Madya 113 100
3 Pelaksana 352 293
Jumlah 486 414
31 Desember
No. Keterangan 2023 2022
1 SD 0 0
2 SLTP 0 0
3 SLTA 1 1
4 Akademi/D3 23 21
5 Sarjana 416 352
6 Pasca Sarjana 44 38
7 Doktor 2 2
Jumlah 486 414
No. Keterangan 31 Desember
2023 2022
1 Kontrak 103 72
2 Tetap 383 342
Jumlah 486 414
31 Desember
No. Keterangan 2023 2022
1 Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi 0 0
2 Sumatera 0 0
3 Jawa diluar Jakarta 1 1
4 Bali dan Nusa Tenggara 23 21
5 Kalimantan 416 352
6 Sulawesi 44 38
7 Papua dan Maluku 2 2
Jumlah 486 414
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31 Desember

No. Keterangan 2023 2022
1 18 - 25 tahun 38 16
2 26 - 35 tahun 167 144
3 36 - 45 tahun 176 153
4 46 - 55 tahun 75 78
5 > 55 tahun 30 23

Jumlah 486 414
13. Struktur Kepemilikan Saham dan Kelompok Usaha Perseroan
Mu’min Ali Gunawan Gunadi Gunawan Tidjan Ananto Muljadi Koesumo
59,23% 38,15% 1,76% 0,86%
[ | T | |
Panin Investment
99,9%
Famlee Invesco PT Paninkorp Publik <10%
18,28% 29,71% 52,01%
I |
v
ANZ Bank Group PT Paninvest Tbk Publik <5%
100% 67,86% 32,14%
v |
\ 4
ANZ Fund Pty Ltd
100% PT Panin Financial Tbk Saham Treasuri Publik <56%
v 46,04% 0,02% 15,12%
Votrain No.1103 Pty Ltd
38,82%

PT BANK PANIN Tbk

—_—
Perusahaan
Perbankan Perasuransian Modal Ventura
. Investasi .
Banking Insurance Capital Vanture
Investment

Pembiayaan
Financing

~ PTPanin PT SaranaKal-Sel

Ventura

PT Bank Panin PT Asuransi Multi !
Dubai Syariah Tbk Artha Guna Tbk Sekuritas Tbk

7,76% 29,00% 1,04%

PT Clipan Finance

Indonesia Thk

51,49% 67,30%

PT Bank ANZ PT FAC Sekuritas
Indonesia Indonesia

PT Mizuho
Leasing Indonesia

Thk 25,06% 1,00% 2,50%

@ Entitas Anak @ Entitas Asosiasi @ Instrumen Keuangan

Pengendali Perseroan saat ini sebagai: Ultimate Shareholder PT Panin Financial Tbk., adalah Mu'min
Ali Gunawan,. Ultimate Shareholder Votraint No. 1103 Pty Limited, adalah ANZ Banking Group.

105



PaninBank

Struktur Organisasi

Audit Cammines

Braneh
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Operatioes:

Legal Affairs. Digitnl & Lisbsdibes
ACCH [

APLBET (ALY ":.I'::'I‘:",.""’:‘:'

Human Resouroes

nmukance Finance &
Managemant & Conglomeration

Risk Commerisl Corpoiin Condit G &
Managariunt Azcounting

Eanking Bankisg Parsanal Lo

Ammresat Audit

Naticnnl Sales Inatittions|
[— LS Fuavtiinyg b LA

Martgago Goneml Affalr

Company
& Carperutn Legal

Commissione Cemmimtan: Exuettive Commirios:
- Risk Woritariag Commiise « Asset & Lintilly Commines

« I Seering Commitiee

= Bk Menogorest. Commities

= Integraed Risk Mansgemin Gommiee
= mlingraned Gevainance Comeilies

14. Keterangan tentang Aset Tetap

Perseroan memiliki dan/atau menguasai bidang-bidang tanah yang terletak hampir di seluruh propinsi di
Indonesia dengan jenis hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”), Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun (“HMSRS”) serta hak penguasaan lainnya, dimana sebagian besar diantaranya
dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan.

Berikut adalah rincian tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan, sampai dengan tanggal
prospektus ini diterbitkan:

Wilayah SHGB SHMSRS Lainnya Total Luas m2
Sumatera 132 - 1 133 34.753
Kalimantan 34 3 - 37 23.168,24
Bali & Nusa Tenggara 14 - - 14 3.358
Jawa 515 64 12 591 170.251,81
Kep.Riau 12 - - 12 2.353
Maluku 3 - - 3 188
Papua 7 - - 7 1.914
Sulawesi 59 2 - 61 18.558,84
Total 776 69 13 858 254.544,89

15. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Perseroan memiliki perjanjian dengan Pihak Ketiga yang dilakukan untuk mendukung kegiatan
operasional dan pengembangan usaha Perseroan, seperti perjanjian sewa menyewa tanah dan
bangunan, perjanjian dalam rangka transaksi repo, pemeliharaan dan pengelolaan arsip, penggunaan
jasa outsourcing, penggunaan jasa aplikasi sistem teknologi informasi, sistem kliring elektronik,
penutupan asuransi, pemasaran produk bancassurance, agen penjualan, penyaluran dana dengan
sistem channeling dan lain-lain.
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Adapun perjanjian penting material Perseroan adalah sebagai berikut:

Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Ill Bank Panin Tahap |
Tahun 2018 No. 44 tanggal 16 April 2018 junctis Akta Addendum | Perjanjian Perwaliamanatan
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Il Bank Panin Tahap | Tahun 2018 No.15 tanggal 8 Mei
2018 dan Akta Addendum Il Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan lll
Bank Panin Tahap | Tahun 2018 No. 104 tanggal 31 Mei 2018 yang seluruhnya dibuat di hadapan
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dengan uraian sebagai berikut:

Nilai Perjanjian : Rp1.302.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,5% (sembilan
koma lima persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi.

Tujuan Perjanjian : Perseroan menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., untuk menjalankan tugas
selaku Wali Amanat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi
Berkelanjutan 11l Bank Panin Tahap | Tahun 2018.

16. Perkara-Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi
Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan, Perusahaan
Anak, Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak sebagaimana didukung surat
pernyataan yang telah diberikan oleh masing-masing Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan,
Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak, bahwa sampai
dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak
terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/
ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang
berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan yang
memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan atau Perusahaan Anak.

Adapun hingga saat ini Perseroan sedang menghadapi beberapa perkara, di mana dalam rangka
penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan manajemen risiko
di bidang Profil Risiko Hukum, Perseroan telah memiliki pedoman Surat Edaran Direksi No. 036/DIR/
SDB/18 tanggal 7 Juni 2018 perihal Penetapan Nilai Kerugian Materialitas Perkara Hukum Perseroan,
dimana Direksi Perseroan telah menetapkan nilai materialitas suatu perkara hukum dengan nilai
gugatan atau potensi kerugian hukum yang terjadi pada Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima
miliar Rupiah) atau lebih, maka perkara tersebut dikategorikan sebagai perkara high risk dan akan terus
dipantau perkembangannya oleh Perseroan.

Berikut adalah keterangan mengenai perkara-perkara yang memiliki nilai gugatan atau potensi kerugian
hukum sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau lebih yang menjadi perhatian Perseroan,
dimana perkara-perkara tersebut tidak akan mengganggu kelangsungan usaha Perseroan ataupun
kewajibannya sehubungan dengan penawaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi, sebagai berikut :

NO. PERIHAL KETERANGAN
1. a. Nomor Perkara : No. 925/PDT.G /2023/PN Dps
b. Yurisdiksi :  Pengadilan Negeri Denpasar
c. Para Pihak : 1. PT Unipro Konstruksi Indonesia selanjutnya disebut sebagai (“Penggugat”);

2. Chan Peter Ho Kwan selanjutnya disebut sebagai (“Tergugat I”)

3. Perseroan cq Kantor Cabang Utama cq Kantor Cabang Pembantu Gatot Subroto
selanjutnya disebut sebagai (“Tergugat II’); dan

4. PT Global Buana Premium selanjutnya disebut sebagai (“Turut Tergugat”).

d. Deskripsi Singkat : Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Penggugat dan Tergugat
| melakukan hubungan hukum perdata (dalam bentuk tidak tertulis) untuk mengerjakan
pelaksanaan kegiatan design & build of the F&B outlet di 3 lokasi yaitu: (a) design & build
of the F&B outlet in Bali; (b) design & build of the F&B outlet in Balikpapan root 98; dan (c)
design & build of the F&B outlet in Semarang FC senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar
Rupiah) ("Kegiatan Design & Build”).
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Dalam pelaksanaan Kegiatan Design & Build tersebut Penggugat telah membuat dan
membuka rekening (Giro) pada Tergugat Il dan Tergugat Il telah memberikan Penggugat
fasilitas berupa 1 buah token maker dan 1 buah token releaser ("Token”). Dalam pelaksanaan
Kegiatan Design & Built Penggugat atas perintah Tergugat | meminta untuk melayangkan
invoice kepada Turut Tergugat sebesar Rp4.465.174.800,- (empat miliar empat ratus enam
puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus Rupiah).

Bahwa Turut Tergugat telah memenuhi invoice yang dikirimkan oleh Penggugat, dan pada
sekitar tanggal 16 Januari 2023 dengan cara yang bersifat paksaan dan/atau setidaknya
melalui keadaan yang memaksa, Penggugat menyerahkan Token, berikut dengan buku cek
dengan seri warkat kepada Tergugat | di hadapan Tergugat Il. Bahwa Tergugat [l menyaksikan
pemindahtanganan Token dari Penggugat ke Tergugat I, namun Tergugat |l membiarkan
Token tersebut dikuasai dan ditransaksikan oleh orang lain yaitu Tergugat | yang bukan
nasabah Tergugat Il.

Dalam hal ini Penggugat menyalahkan Tergugat Il karena pihaknya tidak dapat melakukan
pemblokiran atas Token tersebut.

Lebih lanjut, Penggugat menyatakan bahwa dari uang milik Penggugat tersebut, saat ini
tersisa senilai Rp3.726.586.169.12,- sedangkan yang tidak ada di rekening milik Penggugat
adalah sebesar Rp7.863.807.840,99

Adapun dalam petitumnya Penggugat meminta Majelis Hakim untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat
I;

3. Menyatakan secara sah perjanjian tidak tertulis tahun 2022 antara Penggugat dan
Tergugat | untuk melakukan kegiatan design;

4. Menyatakan hukum tabungan dengan rekening No. 8075000279 atas nama PT Unipro
Konstruksi Indonesia adalah sah milik Penggugat;

5. Menyatakan sah menurut hukum invoice yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut
Tergugat sebesar Rp4.465.174.800,- sebagai milik Penggugat;

6. Menyatakan sah menurut hukum transfer yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada
Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp11.585.827.191,34

7. Menyatakan hukum bahwa uang sebesar Rp7.863.807.840,99 yang digunakan Tergugat
| dengan sepengetahuan Tergugat Il melalui token elektronik milik Penggugat merupakan
perbuatan melawan hukum;

8. Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il secara tanggung renteng untuk membayar
kepada Penggugat sebesar Rp8.863.807.840,99 dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil: Rp7.863.807.840,99
b. Kerugian immateriil Rp. 1.000.000.000,-

9. Menyatakan hukum Tergugat | dan Tergugat |l secara tanggung renteng untuk
mengembalikan uang milik Penggugat secara seketika dan lunas sebesar
Rp7.863.807.840.99. ke rekening milik Penggugat;

10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk melakukan ganti kerugian uang milik
Penggugat sebesar Rp7.863.807.840,99. secara sukarela, seketika dan lunas dan
apabila Para Tergugat tidak mampu mengembalikan ganti kerugian, tanah dan bangunan
milik Tergugat Il yang terletak di JI. Gatot Subroto Tengah No. 209 B Denpasar Bali
Indonesia dan atau tanah dan bangunan milik Tergugat Il yang terletak di JI. Raya Legian
80 x Kuta Denpasar Provinsi Bali, yang telah diletakkan sita jaminan, dijual lelang guna
memenuhi tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat.

e. Status Terakhir Hingga tanggal Prospektus ini, perkara ini masih dalam proses persidangan.
2. a. Nomor Perkara No. 353/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst
b. Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Barat
c. Para Pihak 1. Andrew Wirantana selanjutnya disebut sebagai (“Penggugat”);
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V selanjutnya disebut
sebagai (“Tergugat I”)
3. Perseroan selanjutnya disebut sebagai (“Tergugat II’); dan
4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat (“Turut Tergugat”).
d. Deskripsi Singkat Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Penggugat dalam gugatannya

menyatakan bahwa Penggugat adalah debitur dari Tergugat |l sebagaimana telah dibuat
Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 26 Mei 2014 jo. Addendum Perjanjian Kredit No. 4 tanggal
26 Januari 2016 tentang Fasilitas Kredit Multi Retail dengan jangka waktu hingga tanggal 26
Mei 2031 ("Perjanjian Kredit”). Atas Perjanjian Kredit, Turut Tergugat membuat Sertifikat
Hak Tanggungan No. 37/SENEN/2014 tanggal 26 Mei 2014, yang dibuat oleh Penggugat dan
Tergugat Il dihadapan Des Rishal Boestamam, S.H., PPAT di Jakarta Pusat, dimana sertifikat
yang di jaminkan telah dibebankan Hak Tanggungan, terdiri dari 2 (dua) bidang tanah dan
bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 688 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 315 atas nama Penggugat ("Jaminan”).
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Bahwa, pada tanggal 2 Maret 2017 Tergugat Il telah mengajukan permohonan sita eksekusi
terhadap Jaminan, kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Tergugat II,
Penggugat telah memenuhi kewajibannya padahal telah disepakati jangka waktu hingga 26
Mei 2031, dan atas permohonan sita eksekusi tersebut, pada tanggal 9 Juni 2017, Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan sita eksekusi yang diajukan
Tergugat || dengan menerbitkan penetapannya.

Bahwa, pada tanggal 16 Oktober 2019 Penggugat mendapat surat dari Tergugat Il perihal
pelaksanaan Pelelangan/Penjualan dimuka umum atas Jaminan pada tanggal 28 November
2019 yang akan diselenggarakan oleh Tergugat |I. Kemudian pada tanggal 7 November 2019
Penggugat menyatakan keberatannya dengan mengirimkan surat kepada Tergugat | dan
Tergugat Il, karena Jaminan berstatus sita eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
dan Tergugat | membatalkan rencana pelelangan tanggal 28 November 2019 dikarenakan
terdapat penetapan sita eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun dalam petitumnya Penggugat meminta untuk:

1. Menyatakan Tergugat | dan Tergugat Il telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

2. Menyatakan setiap pihak yang menjadi Pembeli Objek Lelang yang dilaksanakan
Tergugat | dan Tergugat Il melalui website/aplikasi lelang https://lelang.go.id Jaminan
tidak sah dan batal demi hukum;

3. Menyatakan nilai pasar yang sah atas Jaminan adalah sebesar Rp7.784.000.000,- (tujuh
miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah);

4. Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il secara tanggung renteng untuk membayar ganti
rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp7.784.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus
delapan puluh empat juta Rupiah).

. Status Terakhir

Hingga tanggal Prospektus ini, perkara ini masih dalam proses persidangan.

. Nomor Perkara

No. 257/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt

. Yurisdiksi

Pengadilan Negeri Jakarta Barat

. Para Pihak

1. Tuty Surjawijaya selanjutnya disebut sebagai (“Penggugat’);

2. Perseroan selanjutnya disebut sebagai (“Tergugat 1”); dan

3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta V selanjutnya
disebut sebagai (“Tergugat 2”).

. Deskripsi Singkat

Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum sehubungan dengan tindakan
pelelangan objek hak tanggungan pada Tergugat 2 berupa suatu Sertipikat Hak Milik seluas
400 m? (“SHM”) dimana Penggugat merasa bahwa harga pelelangan telah melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam petitumnya Penggugat meminta antara lain:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara;

3. Menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan Perbuatan Melanggar
Hukum.

4. Menyatakan bahwa pelelangan SHM melanggar ketentuan PMK 27/PMK.06/2016 dan
PMK No. 213/PMK.06/2020 dan peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang
berlaku berkaitan dengan lelang;

5. Menyatakan bahwa Penggugat telah dirugikan secara materill kurang lebih
Rp10.000.000.000,- dan menguhukum Para Tergugat membayar jumlah kerugian
tersebut kepada Penggugat.

e. Status Terakhir Hingga tanggal Prospektus ini, perkara ini masih dalam proses persidangan.

4. a. Nomor Perkara Putusan No. 135/Pdt.G/2023/PN Sby juncto Putusan No. 567/PDT/2023/PT SBY
b. Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Surabaya
c. Para Pihak 1. Djoko Lendiarto selanjutnya disebut sebagai (“Pembanding/Penggugat”);

2. Perseroan KCU Surabaya Coklat selanjutnya disebut sebagai (“Terbanding/Tergugat”);

3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Surabaya selanjutnya
disebut sebagai ("Turut Terbanding I/Turut Tergugat I");

4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya |l selanjutnya disebut sebagai ("Turut
Terbanding Il/Turut Tergugat II”); dan

5.  Notaris Felicia Imantaka selanjutnya disebut sebagai ("Turut Terbanding Illl/Turut
Tergugat III").

. Deskripsi Singkat

Perkara ini merupakan gugatan wanprestasi, dimana Penggugat pada tanggal 13 Agustus
2014 mengadakan Perjanjian Kredit dengan Tergugat dengan adanya Akta Pengakuan Utang
dengan Pemberian Jaminan No. 80 yang dibuat di hadapan Felicia Imantaka, S.H., Notaris di
Kota Surabaya. Penggugat memberikan jaminan pelunasan pinjaman dengan adanya 2 (dua)
bidang tanah dan/atau bangunan yaitu (i) tanah dan/atau bangunan Sertifikat Hak Milik No.
8064; (ii) tanah dan/atau bangunan Sertifikat Hak Milik No. 8200.
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Adapun kemudian pada tahun 2019 Penggugat mengajukan restrukturisasi kredit guna
mendapatkan perpanjangan waktu penyelesaian kredit dengan langsung menghadap
kepada Tergugat, kemudian Tergugat setuju untuk memberikan perpanjangan masa jatuh
tempo keempat menjadi tanggal 29 Maret 2026 secara lisan dikarenakan mempertimbangkan
adanya kecukupan nilai 2 (dua) buah jaminan tanah dan/atau bangunan. Bahwa kesepakatan
lisan tersebut tidak dibuat dengan Akta Turut Tergugat Ill dengan adanya keyakinan, itikad
baik dan asas kepercayaan diantara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa kemudian tahun 2020-2021 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tanpa
sepengetahuan, pertimbangan maupun persetujuan dari Penggugat telah melakukan lelang
atas kedua objek tanah dan/atau bangunan jaminan milik Penggugat dengan bantuan Turut
Tergugat I.

Sebelumnya Penggugat telah melakukan upaya hukum dalam Perkara No. 135/Pdt.G/2023/
PN Sby tanggal 26 Juni 2023 atas hal ini dan Penggugat menyatakan bahwa kesepakatan
lisan diantara Penggugat dan Tergugat tahun 2019 sah dan mengikat, dan menyatakan
Tergugat telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan lisan diantara Penggugat dan
Tergugat tahun 2019. Pengadilan Negeri telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan
antara lain sebagai berikut:

1. Menolak provisi Penggugat

2. Menolak eksepsi Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il;

3. Menolak gugatan Penggugat;

Selanjutnya pada tingkat Banding, Majelis Hakim telah memutus amar putusan antara lain

sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

2. Menguatkan putusan Nomor Pengadilan Negeri Surabaya 135/Pdt.G/ 2023/PN Sby
tanggal 17 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut.

e. Status Terakhir

Hingga tanggal Prospektus ini, perkara ini dalam proses Kasasi.

5. a. Nomor Perkara

Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PN Bdg

b. Yurisdiksi

Pengadilan Negeri Bandung

c. Para Pihak

1. Perry Utama Saputra dan Eddy Saputra (selaku Direktur PT Berkat Jaya Baru) selanjutnya
disebut sebagai (“Penggugat”);

2. Perseroan selanjutnya disebut sebagai (“Tergugat I”);

3. Departemen Keuangan RI, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Bandung
selanjutnya disebut sebagai ("Tergugat II”);

4. Kantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai
("Turut Tergugat”).

d. Deskripsi Singkat

Perkara ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum. Penggugat mendalilkan pada
tanggal 21 November 2021 menerima Berita Acara Sita Eksekusi dari Kelurahan Paledang,
Bandung mengenai tanah dan bangunannya di JI Kaca Kaca Wetan No. 16 RT. 009 RW. 004,
Paledang, Lengkong, Kota Bandung yang telah diletakkan Sita Eksekusi. Bahwa tindakan
Tergugat | memohon Sita Eksekusi pada Ketua Pengadilan yang didalilkan oleh Penggugat
sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk
itu Para Penggugat menuntut ganti rugi baik kerugian materil maupun immateril yaitu sebesar
Rp100.000.000.000,- kepada Tergugat dan Majelis Hakim telah memutuskan amar putusan
antara lain sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat [;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelike verklaard).

e. Status Terakhir

6. a. Nomor Perkara

Hingga tanggal Prospektus ini, perkara sedang dalam proses Banding.

No. 500/Pdt.G/2023/PN Bdg

b. Yurisdiksi

Pengadilan Negeri Bandung

c. Para Pihak

1. PT Berkat Jaya Baru selanjutnya disebut sebagai (“Penggugat’);

2. Perseroan selanjutnya disebut sebagai (“Tergugat I”);

3. Okto Rianto Hostiadi selanjutnya disebut sebagai (“Tergugat II’);
Tergugat | dan Tergugat Il secara bersama-sama disebut sebagai ("Para Tergugat”)

4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung selanjutnya disebut sebagai
("Turut Tergugat Tergugat I”); dan

5. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan
Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai ("Turut Tergugat II").
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. Deskripsi Singkat

Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Dimana pada tahun 2017

Penggugat dan Tergugat | melakukan Perjanjian Kredit sebesar Rp18.000.000.000.- dan

Penggugat menjaminkan 2 (dua) sertifikat sebagai berikut:

a. Sertifikat Hak Milik No. 1938/Paledang atas nama Eddy Saputra ("SHM 1938”) yang telah
dipasang Hak Tanggungan Tingkat | dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 08914/2017:

b.  SHM No. 1939/Paledang Atas Nama Eddy Saputra ("SHM 1939”) yang telah dipasang
Hak Tanggungan Tingkat | dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 08914/2017.

Dalam perjalanannya, terjadi permasalahan bisnis yang dialami oleh Penggugat yang
mempengaruhi kemampuan Penggugat untuk melakukan pembayaran terhadap Perjanjian
Kredit tersebut sehingga pembayaran atas Perjanjian Kredit yang seharusnya dilakukan oleh
Penggugat kepada Tergugat | menjadi macet. Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat |
melakukan eksekusi terhadap SHM 1938 dan SHM 1939 yang merupakan jaminan sebagai
pelunasan Perjanjian Kredit. Adapun barang jaminan berhasil dilelang kepada Tergugat
Il pada tanggal 06 Juli 2023 dengan harga limit lelang sebesar Rp17.000.000.000,- pada
pelaksanaan lelang ketiga berdasarkan risalah lelang Nomor 1154/30/2023.

Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena
melaksanakan lelang pada SHM 1938 dan SHM 1939 dengan harga limit yang jauh dibawah
harga pasar melanggar ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. 213/PMK.06/2020 yang mengatur bahwa limit lelang harus ditetapkan berdasarkan
laporan hasil penilaian oleh penilai. Berdasarkan laporan hasil penilaian KJIPP Firman Azis
& Rekan tertanggal 3 Oktober 2023 Nomor 00020/2.0069-10/P1/12/PS.00267/0/X/2023
diperoleh hasil penilaian terhadap harga pasar yaitu sebesar Rp22.687.120.000.- (dua puluh
dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu Rupiah).

Lebih lanjut, dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa proses lelang dilakukan
dengan penjual lelang yaitu Tergugat | dan pembeli lelang yaitu Tergugat Il yang memiliki
hubungan pekerjaan dan secara jelas dan nyata terafiliasi, dan bertentangan dengan
peraturan yang berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Adapun dalam petitumnya Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memutus antara lain:

1. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad)
yang merugikan Penggugat.

2. Menyatakan risalah lelang nomor 1154/30/2023 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli
2023 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat | tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah/
batal demi hukum.

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat | untuk membayar ganti rugi materiil kepada
Penggugat sebesar Rp5.687.120.000,-.

4. menghukum dan memerintahkan Tergugat | untuk membayar ganti rugi immateriil kepada
Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,-.

5. Menyatakan sita jaminan terhadap objek sengketa sah dan berharga.

6. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada isi putusan a quo.

e. Status Terakhir Hingga tanggal Prospektus ini, pekara ini masih dalam proses persidangan.
7. a. Nomor Perkara Putusan No. 866/Pdt.G/2021/PN Mdn juncto. Putusan No. 359/Pdt/2022/PT MDN
b. Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Medan
c. Para Pihak 1. Jusuf Halim Yati selanjutnya disebut sebagai (“Penggugat/Pembanding”);
2. Perseroan Kantor Cabang Medan ("Terbanding I/Tergugat I");
3. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c.q. Kanwil DJKN Sumatera Utara c.q. Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL) Medan ("Terbandingll /Tergugat II”).
d. Deskripsi Singkat Perkara ini merupakan perkara perbuatan melawan hukum. Penggugat dan Tergugat | telah

mengadakan dan membuat perjanjian Akad/Akta Perjanjian Kredit berupa fasilitas Rekening
Koran dengan nilai total maksimum sebesar Rp5.500.000.000,-. Bahwa atas fasilitas tersebut,
diberikan jaminan berupa dua bidang tanah yaitu (i) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 80 dengan
luas tanah 1.200 m? (seribu dua ratus meter persegi) dan (i) Tanah Sertifikat Hak Milik No.
688 dengan luas tanah 1.200 m? (seribu dua ratus meter persegi) yang keduanya terdaftar
atas nama Penggugat.

Bahwa seiring berjalannya waktu, disebabkan oleh kondisi keuangan Penggugat yang
sedang memburuk dan ditambah dengan dampak Covid-19, Penggugat belum sanggup
untuk membayar atas fasilitas kredit kepada Tergugat |, namun Penggugat tetap mempunyai
itikad baik untuk membayar hutang tersebut sampai selesai.

Bahwa kemudian Tergugat | memberikan surat perihal berupa Pemberitahuan Lelang
Eksekusi dengan No. 2932/MED/EXT/21 tanggal 15 Oktober 2021. Dengan pemberian surat
tersebut, dimana Tergugat | tanpa ada memberikan solusi sebagai tindakan-tindakan dalam
hal upaya penyelamatan kredit antara Penggugat dengan Tergugat .
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Pada tingkat Pengadilan Negeri, Majelis Hakim telah memutuskan perkara ini dengan amar
putusan antara lain sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kuasa Tergugat |; dan

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Pada tingkat Banding, Majelis Hakim telah memutus amar putusan antara lain sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat; dan

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 20 April 2022 dengan Perkara
No. 866/Pdt.G/2021/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut.

e. Status Terakhir

Hingga tanggal Prospektus ini, pekara ini masih dalam proses Kasasi.

8. a. Nomor Perkara

Putusan No. 281/Pdt.G/2022/PN Pbr juncto Putusan No. 66/Pdt.G/2023/PT Pbr

b. Yurisdiksi

Pengadilan Tinggi Pekanbaru

c. Para Pihak

1. Edy Suprianto selanjutnya disebut sebagai (‘Penggugat I/Pembanding I);

2. Susi Sri Ayu Nainggolan selanjutnya disebut sebagai (‘Penggugat I/
Pembanding II");

3. Perseroan Cabang Pekanbaru ("Terbanding l/Tergugat I”);

4. Agusti Notaris/PPAT ("Terbanding ll/Tergugat II”).

d. Deskripsi Singkat

Perkara ini merupakan perkara perbuatan melawan hukum. Para Penggugat pada tanggal

tanggal 1 Juni 2011 menerima Fasilitas Pinjaman Rekening Koran Kredit Serba Guna (PRK-

KSG) dengan total fasilitas sebesar Rp900.000.000,- yang tertuang dalam Pengakuan Hutang

dengan Kuasa berikut dengan addendumnya. Terhadap pinjaman ini, Para Penggugat telah

menyerahkan aset milik Para Penggugat sendiri yaitu:

1. sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2341 dengan luas 160 m? yang diatasnya telah
berdiri satu (1) unit bangunan rumah atas nama Penggugat |;

2. sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 15948 dengan luas 80 m? atas nama Penggugat
II; dan

3. sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 405 dengan luas 260 m? atas nama Tjing kiok
Hong alias Rusmiati.

Seluruhnya dibebankan Hak Tanggungan sebagai jaminan atas pengembalian uang pinjaman

tersebut.

Lebih lanjut, akibat dari Pandemi Covid-19 Para Penggugat tidak mampu untuk membayar
angsuran kepada Tergugat |. Bahwa dengan adanya tunggakan pembayaran, Tergugat |
telah melakukan teguran melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 November
2020 dan mengajukan Surat Permohonan Sita Eksekusi terhadap aset yang dijaminkan pada
tanggal 28 Juli 2022.

Pada petitumnya Penggugat menyatakan bahwa lelang tersebut tidak sah dan batal
demi Hukum Akta Pengakuan Hutang dengan Kuasa berikut addendum-addendumnya,
menyatakan sita eksekusi atas jaminan tidak sah dan batal demi hukum dan meminta agar
Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat | dan Tergugat Il membayar kerugian materil
yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp18.480.000.000,- (delapan belas miliar empat
ratus delapan puluh juta Rupiah) berikut dengan kerugian moril sebesar Rp1.000.000,- (satu
miliar Rupiah) dan bunga sebesar 13% perbulan dan denda 4% dari tahun 2011 sampai
didaftarkannya gugatan. Adapun Pengadilan Negeri pada putusannya telah memutuskan
perkara ini dengan amar putusan antara lain sebagai berikut:

1. Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

2. Menolak Eksepsi Tergugat | untuk seluruhnya; dan

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Pada tingkat Banding, Majelis Hakim telah memutus amar putusan antara lain sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Para Pembanding / Para Penggugat;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 281/Pdt. G/2022/PN Pbr tanggal
06 Maret 2023 yang dimohonkan banding.

e. Status Terakhir

Hingga tanggal Prospektus ini, perkara sedang dalam proses Kasasi.

9. a. Nomor Perkara

Putusan No. 03/Pdt.G/2020/PN.Kdr junctis Putusan No. 588/PDT/2020/PT.SBY, Putusan
No. 2648 K/PDT/2021 dan Putusan No. 1220/PK/PDT/2022

Yurisdiksi

Mahkamah Agung

Para Pihak

1. Perseroan ("Tergugat I");

2. Perseroan Kantor Cabang Kediri ("Tergugat II");

3. Bambang Suprihadi ("Tergugat III");

4. Eka Marifatul Auliani ("Tergugat IV”);

(selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Peninjauan Kembali”)

Sony Sandra ("Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali’);

Sri Mulyati ("Turut Tergugat I”)

Thomas Hady Soewito (“Turut Tergugat II”)

(selanjutnya secara bersama-sama disebut "Turut Termohon Peninjauan Kembali”)

Noo
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NO. PERIHAL

KETERANGAN

10.

d. Deskripsi Singkat

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan melawan hukum, dimana Penggugat merupakan
nasabah pada Tergugat Il sejak tahun 2012 yang masih mempunyai dana Tergugat sebesar
Rp35.000.000.000,- (Obyek Sengketa). Adapun sejak tahun 2015, Penggugat menjadi
terdakwa dan mendekam di lembaga permasyarakatan dan ditawarkan oleh Tergugat IV
untuk melakukan dana blokir tabungan yang bunganya lebih tinggi dari tabungan biasa yang
disepakati oleh Penggugat dimana selanjutnya Penggugat pada akhirnya menyepakati untuk
menaruh dana dalam bentuk investasi sehingga dana yang seluruhnya mengendap totalnya
adalah sebesar Rp35.000.000.000,- di Tergugat II.

Adapun Para Tergugat mendalilkan bahwa dana tersebut diinvestasikan pada Surat Utang PT
Sunprima Nusantara yang telah pailit sehingga kerugian tersebut tidak terhindarkan. Adapun
maijelis hakim pada tingkat Pengadilan Negeri telah memutus antara lain:

1. Menyatakan perbuatan Tergugat |, Il, Ill, IV adalah perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum seluruh surat-surat yang ditandatangani
Penggugat;

3. Menyatakan Obyek Sengketa yang diinvestasikan tidak mengikat Penggugat;

4. Menghukum Tergugat | ataupun Tergugat || mengembalikan/membayar uang Penggugat
sebesar Obyek Sengketa;

5. Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il karena menimbulkan kerugian materiil bagi
Penggugat untuk membayar Rp2.800.000.000,-

Selanjutnya pada putusan tingkat Pengadilan Tinggi, majelis hakim telah memutus antara
lain:

1. Menyatakan perbuatan Tergugat |, Il, Ill, IV adalah perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum seluruh surat-surat yang ditandatangani
Penggugat;

3. Menyatakan Obyek Sengketa yang diinvestasikan tidak mengikat Penggugat;
4. Menghukum Tergugat | ataupun Tergugat || mengembalikan/membayar uang Penggugat
sebesar Obyek Sengketa;
5. Menyatakan menghukum Para Pembanding |, Il/Para Tergugat I, Il untuk membayar ganti
rugi dan bunga kepada Penggugat dengan perhitungan pada pokoknya sebagai berikut:
a. Apabila bunga dihitung per setahun sekali, maka 8% x Rp35.000.000.000,- =
Rp2.800.000.000,-
b. Apabila perhituangnnya setiap bulan, maka 8% x Rp35.000.000.000,- dibagi 12 bulan
= Rp233.333.333,33
c. Bahwa ganti rugi dan bunga diperhitungkan sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai
dengan Para Tergugat |, Il telah melaksanakan isi putusan.

Pada tingkat Mahkamah Agung, majelis hakim telah memutus untuk membatalkan Putusan
Tingkat Pengadilan Tinggi dan menguatkan putusan tingkat Pengadilan Negeri.

Akhirnya pada tingkat proses Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung menolak permohonan
Peninjauan Kembali.

e. Status Terakhir

Hingga tanggal LPSH ini, perkara ini masih dalam proses permohonan sita eksekusi oleh
Penggugat sebagaimana dibuktikan dengan Aaanmaning No. 7/Pdt.Eks/2023/PN Kdr tanggal
4 Oktober 2023.

Adapun sehubungan dengan Aanmaning tersebut, Para Tergugat telah mengajukan bantahan
yang didaftarkan di bawah Perkara No. 83/Pdt.Bth/2023/PN Kdr pada Pengadilan Negeri
Kediri.

a. Nomor Perkara

No. 355/Pdt.Bth/2024/PN.JKT.BRT

Yurisdiksi

Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Para Pihak

1. Tuty Surjawijaya (“Pelawan”);

2. Perseroan (“Terlawan 17);

3. KPKNL Jakarta V (“Terlawan 2”);
4. Arif Suhardiman (“Terlawan 3”)

d. Deskripsi Singkat

Bahwa Penggugat melakukan perlawanan terhadap Permohonan Eksekusi Riil kepada Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Barat Sertipikat Hak Milik seluas 400 m? (“SHM”) yang dianggap
melanggar hukum, khususnya PMK 27/PMK.06/2016 dan PMK No. 213/PMK.06/2020.
Adapun dalam petitumnya Pelawan meminta antara lain:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa tindakan Terlawan 2 dalam pengajuan permohonan eksekusi riil atas
SHM telah melanggar ketentuan PMK 27/PMK.06/2016 dan PMK No. 213/PMK.06/2020
dan peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berlaku;

3. Menyatakan bahwa Pelawan telah dirugikan secara materiil kurang lebih
Rp10.000.000.000,- dan menguhukum Para Terlawan membayar jumlah kerugian
tersebut kepada Penggugat.

e. Status Terakhir

Hingga tanggal Prospektus ini, pekara ini masih dalam proses persidangan.
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Perseroan tidak terlibat baik dalam suatu sengketa ataupun perkara perpajakan di hadapan pengadilan
pajak yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan
berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kecuali:

a. Perkara No. 001601.25/2021/PP sehubungan dengan sengketa Pajak SKPKB PPh 4 (2) Tahun
2017, yang sampai dengan tanggal LPSH ini, perkara pajak ini masih dalam tahap menunggu hasil
Keputusan Banding dari Pengadilan Pajak Jakarta;

b. Perkara No. 004942.15/2023/PP sehubungan dengan sengketa Pajak atas Pemeriksaan Ulang
Tahun 2016 dimana Perseroan mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan dimana hingga tanggal LPSH ini, perkara ini masih dalam proses persidangan.

17. Kegiatan Usaha

Sebagai Bank komersial, Perseroan menjalankan kegiatan usaha pokok yaitu menghimpun dana dari
masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu
maupun perusahaan. Perseroan juga melakukan transaksi antar bank serta kegiatan investasi melalui
penempatan pada instrumen-instrumen keuangan yang aman dan menguntungkan, disamping
menyediakan jasa untuk memperlancar arus pembayaran dan perdagangan nasional dan internasional,
seperti jasa pengiriman uang, inkaso/collection, transaksi valuta asing dan pembiayaan ekspor-impor
dalam bentuk letter of credit (L/C), yang memberikan pendapatan non-bunga/imbal jasa (fee based
income) kepada Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan yang berkantor pusat di Jakarta dan per akhir
Januari 2024 memiliki memiliki 518 jaringan kantor, yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Wilayah Indonesia
Timur, 57 Kantor Cabang Utama yang berlokasi di Senayan - Jakarta, Palmerah — Jakarta, Menara
Imperium — Jakarta, Pecenongan — Jakarta, CBD Pluit — Jakarta, Kopi — Jakarta, A.M. Sangaji — Jakarta,
Plaza Pasifik — Jakarta, Puri Tirta — Jakarta, Sultan Iskandar Muda — Jakarta, Serang, Gading Serpong,
Bandung, Cirebon, Bogor, Sukabumi, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Bekasi Square, Solo, Semarang,
Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, Coklat — Surabaya, Malang, Bojonegoro, Cendana — Surabaya, Kediri,
Jember, Kuta, Mataram, Kupang, Medan, Pematang Siantar, Pekanbaru, Batam, Padang, Jambi,
Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda,
Balikpapan, Manado, Palu, Kendari, Makassar, Gorontalo, Ambon, Jayapura, Sorong, Palangkaraya
dan 1 (satu) Kantor di luar negeri yang merupakan Kantor Perwakilan di Singapura serta didukung oleh
459 Kantor Cabang Pembantu.

Perluasan kantor-kantor cabang didasarkan atas beberapa kriteria, antara lain: a) meningkatkan
jaringan guna memenuhi kebutuhan kegiatan usaha nasabah, b) perkembangan perekonomian
daerah yang bersangkutan, c) situasi dan kondisi sosial ekonomi daerah yang bersangkutan dan d)
mempermudah akses internasional (khusus untuk kantor di luar negeri).

Berikut ini adalah gambaran mengenai kantor operasional Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus
ini dikeluarkan beserta status kepemilikan gedung dan/atau bidang tanahnya.

STATUS JANGKA WAKTU
NO LOKASI OPERASIONAL KEPEMILIKAN SEWA
AMBON
1 JI. Diponegoro No. 20, Ambon Cabang Utama Sewa pihak ketiga 01/12/18 sd 30/11/28

2 JI. Citraland Utama, Kompleks Pertokoan East
Arcade Blok C No. 8 - 9, Ambon

3 JI. Mutiara, Komplek Ruko Mutiara Superblok No. 5,

Cabang Pembantu Milik sendiri

Cabang Pembantu Milik Sendiri

Mardika
BALI
1 JI. Legian 80 X, Kuta, Denpasar Cabang Utama Milik sendiri
2 JI. Diponegoro 150 A1/4-6, Denpasar Cabang Pembantu Milik sendiri
3 Shopping Centre Nusa Dua Blok E 28, Denpasar Cabang Pembantu Milik sendiri
4 JI. Danau Tamblingan No. 67 A, Sanur, Denpasar Cabang Pembantu Milik sendiri
5 JI. Imam Bonjol No. 338 C, Denpasar Cabang Pembantu Milik sendiri
6 JI. Gatot Subroto Tengah No. 279, Denpasar Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga  10/11/20 sd 10/11/25
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STATUS JANGKA WAKTU
NO LOKASI OPERASIONAL KEPEMILIKAN SEWA
7 Kompleks Pertokoan Duta Permai Blok | D - E, . .
JI. Dewi Sartika, Denpasar Cabang Pembantu Milik sendiri
8 JI. Gatot Subroto Timur No. 209, Denpasar Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 01/03/21 sd 28/02/26
9 JI. Patih Jelantik, Kompleks Pertokoan Kuta Galeria - .
Blok Valet | No.7, Badung Cabang Pembantu Milik sendiri
BALIKPAPAN
1 Panin Tower, Kompleks Grand Sudirman, . .
JI. Jendral Sudirman No. 7, Balikpapan Cabang Utama Milik sendiri
2 J. I__etjen. Suprapto, Plaza Kebun Sayur No. T 15, Cabang Pembantu Milik sendiri
Balikpapan
3 Jl. Jendral Ahmad Yani No. 3, Balikpapan Cabang Pembantu Milik sendiri
4 Kompleks Ruko J Square, JI. Ruhui Rahayu, Cabang Pembantu Milik sendiri
Balikpapan
BANDAR LAMPUNG
1 JI. R.A. Kartini 97 - 99, Bandar Lampung Cabang Utama Milik sendiri
2 Jl. lkan Lemuru No. 12, Teluk Betung Cabang Pembantu Milik sendiri
3 JI. Proklamator No. 63, Bandar Jaya, Terbangi Besar Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 01/03/24 sd 28/02/29
4 JI. Ryamizard Ryacudu No. 10 A - B, Metro Cabang Pembantu Milik sendiri
5 JI. Gajah Mada No. 71 C - D, Tanjung Karang Timur, Cabang Pembantu Milik sendiri
Bandar Lampung
BANDUNG
1 JI. Banceuy No. 8 - 10, Braga, Sumur Bandung Cabang Utama Milik sendiri
2 JI. Jendral Sudirman 462, Bandung Cabang Pembantu Milik sendiri
3 JI. Otto Iskandardinata 233, Bandung Cabang Pembantu Milik sendiri
4 JI. Prof. Drg. Suria Sumantri 6 A, Bandung Cabang Pembantu Milik sendiri
5 JI. Gardujati No. 66, Bandung Cabang Pembantu Milik sendiri
6 JI. H. Juanda No. 110, Bandung Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 01/05/24 sd 30/04/29
7 JI. Asia Afrika No. 166 - 170, Bandung Cabang Pembantu Sewa Grup 01/04/22 sd 31/03/26
8 Komplek Kopo Mas Regency Blok N 1 A, Bandung Cabang Pembantu Milik sendiri
9 JI. Dr. Setiabudi No. 167 A, Gegerkalong, Sukasari, Cabang Pembantu Milik sendiri
Bandung
10 IBCCAI No. 3 A-5-6-7, JI. A. Yani, Bandung Cabang Pembantu Milik sendiri
11 JI. Buah Batu No. 238, Cijagra, Lengkong, Bandung  Cabang Pembantu Milik sendiri
12 JI. Arteri Komplek Taman Kopo Indah Il Ruko 1 B Cabang Pembantu Milik sendiri
No. 22, Bandung
13 JI. Abdurahman Saleh No. 37, Bandung Cabang Pembantu Milik sendiri
14 Gedung Festival City Link, Ground Floor No. 27, . .
JI. Peta No. 241, Bandung Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 26/01/21 sd 26/01/26
BANJARMASIN
1 JI. H. Anang Adenansi No. 1, Banjarmasin Cabang Utama Sewa pihak ketiga 02/05/23 sd 02/05/28
2 J_endral A.Y_am KM 4'.5 No. 3.1’ Kebun Bunga, Cabang Pembantu Milik sendiri
Banjarmasin Timur, Banjarmasin
3 J} Pasar Baru Indah Blok B 1V, Kertak Baru fi, Cabang Pembantu  Sewa pihak ketiga  01/12/23 sd 30/11/24
anjarmasin
4 JI. Kuripan Gg. IV No. 17, Banjarmasin Cabang Pembantu Milik sendiri
5 JL Jgndral A. Yani KM. 35, Loktabat Utara, Cabang Pembantu Milik sendiri
Banjarbaru
6 JI. Kramat Muka No. 38 - 39, Barabai Utara, Hulu - 000 pembantu Sewa pihak ketiga  01/11/22 sd 31/10/32
Sungai Tengah
7 JI. Transmigrasi No. 50, Kel. Kampung baru, Kec. . .
Simpang Empat, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Cabang Pembantu Milik sendiri
BATAM
1 Jl. Sultan Abdul Rahman, Kompleks Lumbung Rejeki . .
Blok A No. 1 - 4, Batam Cabang Utama Sewa pihak ketiga  1/11/15 sd 31/10/25
2 JI. Setiabudi No. 307, Tanjung Balai Karimun Cabang Pembantu Milik sendiri
3 Kompleks Penuin Blok K No. 1, Batam Cabang Pembantu Milik sendiri
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STATUS JANGKA WAKTU
NO LOKASI OPERASIONAL KEPEMILIKAN SEWA
4 JI. Merdeka No. 1 - 3, Tanjung Pinang Kota Cabang Pembantu Milik sendiri
5 Kompleks Nagoya Bussiness Center Blok V No. 28, . .
Lubuk Baja Kota, Batam Cabang Pembantu Milik sendiri
6 Komplek Ruko Palm Spring Blok B 2 No. 9, Taman Cabang Pembantu Milik sendiri
Baloi, Batam
7 Kompleks Pertokoan Perumnas Fanindo Blok D Cabang Pembantu Milik sendiri
No. 8 - 9, Batam
9 Batam City Condominium Hotel & Residence, . .
JI. Bunga Mawar No. 5, Batam Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 15/02/11 sd 15/02/41
10 Kompleks Perum Botania Garden Tahap Il Blok A 6 Cabang Pembantu Milik sendiri
No. 1, Batam Center, Batam
BEKASI SQUARE
1 Bekasi Square Ruko Unit No. 57 - 58, Kios UG 182 - - .
183, JI. Ahmad Yani, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan Cabang Utama Miliksendiri
2 Jl. Cut MeuFla 3, Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Cabang Pembantu Milik sendiri
Kota Bekasi
3 Cglebratlon Bqulevard Blok AA 15 No. 47, Grand Cabang Pembantu Milik sendiri
Wisata, Bekasi
4  Cikarang Plaza Unit B 15, Cikarang, Bekasi Cabang Pembantu Milik sendiri
5 Komplek Ruko Bekasi Mas Kav. D 2 B, JI. Jendral . -
Ahmad Yani, Bekasi Cabang Pembantu Milik sendiri
6 J. Jala_m Raya Jatiwaringin No. 335, Pondok Gede, Cabang Pembantu Milik sendiri
Bekasi
7 Sentra Niaga Bulevar Hljau Blok A No. 9, Taman Cabang Pembantu Milik sendiri
Harapan Indah, Bekasi
8 R_uko Metro Boul_evard 2 No. B 18, JI. Niaga Raya, Cabang Pembantu Milik sendiri
Cikarang, Bekasi
9 Grand Mall Bekasi Lt. Dasar, I, Il / Ruko B No. 60 dan . -
Kios No. 40, Bekasi, Jawa Barat Cabang Pembantu Milik sendiri
10 Plaza Pondok Gede Blok A No. 16 - 17, JI. Raya . .
Pondok Gede, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi Cabang Pembantu Sewa Pihak ketiga 27/06/20 sd 27/06/26
11 JI. Cut Mutiah Kav. A ll/5A, Kelurahan Margahayu, . -
Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi Cabang Pembantu Milik sendiri
12 Kompleks Ruko Kalimas Kav. No. A 26, Bekasi Cabang Pembantu Milik sendiri
13 Karawang Resinda Blok F No. 23, Purwadana, Teluk Cabang Pembantu Milik sendiri
Jambe Timur, Karawang
14 Karawang Plaza No. 32, JI. Tuparev, Nagasari, Cabang Pembantu Milik sendiri
Karawang Barat, Karawang
15 JI. Ahmad Yani Kav. 89, Bekasi Cabang Pembantu Milik sendiri
16 Kompleks Ruko Union Blok C 10, Bekasi Cabang Pembantu Milik sendiri
17 Ruko Saphlre Hook BC/001,JIn Lingkar Tanjungpura, Cabang Pembantu Milik sendiri
Kondangjaya, Karawang
BENGKULU
1 Jl. Letjen. Suprapto No. 30, Bengkulu Cabang Utama Sewa pihak ketiga 01/01/21 sd 31/12/30
BOGOR
1 JI. Pakuan No. 14, Bogor Cabang Utama Milik sendiri
2 JI. Raya Parung, Ruko Bintang Parung Blok A 1 No. Cabang Pembantu Milik sendiri
4, Bogor
3 Jl.Lawang Seketeng 94-96 Cabang Pembantu Milik sendiri
4 JI. Raya Tajur No. 67, Bogor Cabang Pembantu Milik sendiri
5 JI. Margonda Raya No. 88, Depok Mall Blok B 1 No. Cabang Pembantu Milik sendiri
49, Depok
6 JI. R. Dewi Sartika Kav. 7, Bogor Cabang Pembantu Milik sendiri
7 Kompleks Ruko 24 No. 2R - S, JI. K.H. Soleh Cabang Pembantu Milik sendiri
Iskandar, Bogor
8 Kompleks Pertokoan Moderen, JI. Raya Alternatif . -
Cibubur 79, Jatikarya Cabang Pembantu Milik sendiri
9 Depok Town Square Blok GE No. 1, JI. Raya Cabang Pembantu Milik sendiri

Margonda, Depok
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STATUS JANGKA WAKTU
LOKASI OPERASIONAL KEPEMILIKAN SEWA

JI. Raya Pajajaran No. 12 A, Bantarjati, Bogor Utara, Cabang Pembantu Milik sendiri

N
N

Bogor

KnglpIek Ruko Mayor Oking Il Blok A1 No. 1, Cabang Pembantu Milik sendiri

Cibinong,

Kompleks Ruko Perumahan Kota Wisata Blok SEA Cabang Pembantu Milik sendiri

No. 16, Bogor

JI. Pahlawan No. 68/102, Bogor Cabang Pembantu Milik sendiri

.élégR;ya Kedung Halang No. 134, Kampung Cibuluh, Cabang Pembantu Milik sendiri

Ruko Plaza Niaga Il Blok G No. 23. Sentul City Cabang Pembantu

BOJONEGORO

JI. Untung Suropati 28, Bojonegoro Cabang Utama Milik sendiri

JI. Raya No. 219, Babat Cabang Pembantu Milik sendiri

CIREBON
1 JI. Yos Sudarso 17, Cirebon Cabang Utama Milik sendiri
2 JI. Pulasaren 93, Cirebon Cabang Pembantu Milik sendiri
3 JI. Tujuh Pahlawan Revolusi 34, Cirebon Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 05/01/22 sd 04/01/25
4 JI. Raya Kadipaten 27, Kadipaten Cabang Pembantu Milik sendiri
5 JI. Mayor Dasuki 102, Jatibarang Cabang Pembantu Milik sendiri
6 JI. Kolonel S. Sukani 27, Jatiwangi Cabang Pembantu Milik sendiri
7 JI. Raya Plered 88 Plered, Cirebon Cabang Pembantu Milik sendiri
8 JI. Merdeka Barat 38 Ciledug, Cirebon Cabang Pembantu Milik sendiri
9 JI. Siliwangi 91, Kuningan Cabang Pembantu Milik sendiri
10 JI. Raya Losari 138, Losari Cabang Pembantu Milik sendiri
11 Jl. Jendral Sudirman No. 195, Indramayu Cabang Pembantu Milik sendiri

Cherbon Grand Centre Blok D No. 15,

Jl.Karanggetas, Cirebon Cabang Pembantu Milik sendiri

GADING SERPONG

Ruko Fifth Avenue Blok A No. 1 - 3, Gading Serpong,
Tangerang

Malibu Sektor VII Blok B 15 - 16, JI. Raya Pahlawan
Seribu, BSD City, Serpong, Tangerang

WTC Serpong, JI. Raya Serpong, Pondok Jagung,
Serpong, Tangerang

Rukan Golden Boulevard Blok M No. 3 & 5, BSD
City, Serpong, Tangerang

Ruko Golden Madrid Blok E No. 3-5-6-7, BSD City,
Serpong, Tangerang

Cabang Utama Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri

Cabang Pembantu Milik sendiri

JI. Merdeka 140, Tangerang Cabang Pembantu Sewa group April 1989 sd sekarang
Metropolis Town Square, Ruko Blok GM 6 No. 6 -

7 dan Kios Blok GA 5 No. 11 - 12, Kelapa Indah, Cabang Pembantu Milik sendiri

Tangerang

JI. M.H. Thamrin Raya A 7, Cikokol, Tangerang Cabang Pembantu Milik sendiri

Kompleks Ruko Bintaro Jaya Blok C No. 6 - 7, Sektor
9, Bintaro, Pondok Aren, Tangerang

JI. Pamulang Raya No. 3 Blok SH 18/4, Pamulang,
Tangerang

Kompleks Ruko Pinangsia Blok | No. 38 - 39, Lippo
Karawaci, Tangerang

Ruko Business Park Tangerang City Blok B 8 - B 9,
JI. Jenderal Sudirman, Tangerang

Ruko Jalur Alam Sutera 29 A No. 1, Serpong Utara,
Tangerang Selatan

Ruko Royal Poin, JI. Majapahit Timur No. 4,
Cipondoh, Tangerang

Daan Mogot KM. 21 Blok E 1 No. 26, Batu Ceper,
Tangerang Selatan

Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri

Cabang Pembantu Milik sendiri
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16 Ruko Bidex Blok C No. 16, BSD City, Serpong, Cabang Pembantu Milik sendiri
Tangerang
17 JI. Imam Bonjol Blok A No. 1 - 2, Karawaci, Cabang Pembantu Milik sendiri
Tangerang
18 JI. Kisamaun 195, Tangerang Cabang Pembantu Milik sendiri
19 JI. Boulevard Raya Gading Serpong Kav. 30, CUrug 00 pembanty~ Sewa Pihak ke 3 01/01/24 sd 31/12/24
Sangereng, Kelapa dua, Tangerang
20 Ruko Foresta Business Loft 1 No. 29, JI BSD Raya Cabang Pembantu Milik sendiri
Utama, Pagedangan, Tangerang
GARUT
1 JI. Ciledug 113 - 115, Garut Cabang Utama Milik sendiri
GORONTALO
1 JI. Nani Watabone No. 32 D, Gorontalo Cabang Utama Milik sendiri
JAKARTA CBD PLUIT
1 CBD Pluit Boutique Office Blok S No.9, JI. Pluit . s
Selatan Raya, Jakarta Utara Cabang Utama Milik sendiri
2 JI. Pluit Karang Timur 51 - 52, Jakarta Utara Cabang Pembantu Milik sendiri
3  Apartment Muara Indah, Menara 2B Lt. 1 No. 1-6 dan - .
1-7, JI. Pluit Karang Barat, Jakarta Utara Cabang Pembantu Milik sendiri
4 JI. Pluit Karang Jelita |, Muara Karang Blok Z8 No. 10 - -
dan 12, Jakarta Utara Cabang Pembantu Milik sendiri
5 ﬂialjr;u't Sakti Blok A Kav.1, Penjaringan, Jakarta Cabang Pembantu Milik sendiri
6 Megamal Pluit Blok R No. 25 - 26, JI. Pluit Permai Cabang Pembantu Milik sendiri
Raya, Jakarta Utara
7  Ruko Manyar Blok A No. 16-17-18, Bukit Golf . -
Mediterania, Pantai Indak Kapuk, Jakarta Utara Cabang Pembantu Milik sendiri
8 Kompleks Taman Grisenda GE No. 18 - 19, Kapuk Cabang Pembantu Milik sendiri
Muara, Jakarta Utara
9 Ruko Kompleks Duta Mas A 3 No. 29, Jakarta Barat Cabang Pembantu Milik sendiri
10 Ruko Cordoba Blok B No. 1-2-3, Bukit Golf . L
Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara Cabang Pembantu Milik- sendiri
11 Taman Resor Mediterania Blok X 3 Kav. C, JI. Galeri . -
Niaga, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara Cabang Pembantu Milik sendiri
12 Ruko Kompleks Duta Harapan Indah Blok L No. 1 - 2, - .
Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara Cabang Pembantu Miliksendiri
13 ﬂiaF;IaUIt Selatan | No. 75 Blok D Kav. 13, Jakarta Cabang Pembantu Milik sendiri
14 Blok N 10 No. 33, Komplek_s Ruko Villa Taman Cabang Pembantu Milik sendiri
Bandara, Dadap, Kosambi, Tangerang
15 Kompleks City Resort Residences Blok B No. 28, Cabang Pembantu Milik sendiri
Cengkareng, Jakarta Barat
16 Ruko Mutiara Taman Palem Blok D 01 No. 17, Cabang Pembantu Milik sendiri
Cengkareng, Jakarta Barat
17 JI. Lingkar Luar Kamal Raya, Perum Perumnas Blok - -
A 2, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat Cabang Pembantu Miliksendiri
18 JIn Pantai Indah Kapuk Boulevard Lat Dasar Lobby .
Tzu Chi Hospital Unit No. 1.5 Cabang Pembantu Sewa Pihak ke 3 01/10/21 sd 01/10/26
19 RS Atma Jaya Lobby Pavillion Bonaventura Unit6 & o o pembanty Sewa Pihakke 3 17/05/22 sd 17/10/27
7, JI. Pluit Raya No. 2
JAKARTA SULTAN ISKANDAR MUDA
1 Kompleks Sentra Arteri Mas, JI. Sultan Iskandar - .
Muda Kav. 10 D - E, Jakarta Selatan Cabang Utama Miliksendiri
2 JI. Metro Duta I/UA - 17, Pondok Indah, Jakarta Cabang Pembantu Milik sendiri
Selatan
3 JI. R.S. Fatmawati Kompleks DEPLU Sektor V/1, Cabang Pembantu Milik sendiri

Jakarta Selatan
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Oktober 2000 sd
sekarang

JI. Terogong Raya 33 Cilandak, Jakarta International
School, Jakarta Selatan

Perkantoran Hijau Arcadia, JI. T.B. Simatupang Kav.
88, Jakarta Selatan

Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga

Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga  01/07/24 sd 30/06/27

JI. Kemang Raya No. 112 A, Jakarta Selatan Cabang Pembantu Milik sendiri
JI. Fatmawati No. 63 A, B, C, Cipete Selatan, Jakarta Cabang Pembantu Milik sendiri
Selatan

JI. Cilandak (KKO) No. 9, Pasar Minggu, Jakarta Cabang Pembantu Milik sendiri
Selatan

JI. Radio Dalam Raya No. 52 A, Jakarta Selatan Cabang Pembantu Milik sendiri
JI. Raya Cinere Blok A No. 40, Cinere, Depok Cabang Pembantu Milik sendiri

Kompleks Pertokoan Duta Mas Blok B 2 No. 27, Kel.
Cipete Utara, kebayoran Baru, Jakarta Selatan

JI. R.S. Fatmawati No. 37 D, Jakarta Selatan Cabang Pembantu Milik sendiri
JI. HOS Cokroaminoto, Ciledug, Tangerang Cabang Pembantu Milik sendiri
Maisonette Regency Kebon Jeruk Kav. 30, Joglo,
Kembangan, Jakarta Barat

Ruko Botanical Junction Blok H 9 No. 15, JI. Meruya
Selatan, Kompleks Puri Botanical, Jakarta Barat

Ruko Intercon Megah Perumahan Taman Kebon
Jeruk Blok W IV No. 31, Jakarta Barat

Cabang Pembantu Milik sendiri

Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri

Cabang Pembantu Milik sendiri

JAKARTA KOPI

JI. Kopi 52, Jakarta Barat Cabang Utama Milik sendiri
JI. R.E. Martadinata 1 B - C, Ancol, Pademangan,
Jakarta Utara

Mangga Dua Raya Blok | No. 5 A - B, JI. Mangga Dua
Raya, Jakarta Pusat

Ruko Mangga Dua Mal No. RM/42, JI. Mangga Dua
Raya, Jakarta Pusat

Ruko Robinson No. 82, Jembatan Dua, Jakarta
Utara

JI. Jembatan Tiga 36 F Q, Penjaringan, Jakarta Utara Cabang Pembantu Milik sendiri
Rukan Bandengan Indah, JI. Bandengan Utara No.
80 Blok A - 38, Jakarta Utara

Apartemen Robinson, JI. Jembatan Dua No. 2 Q.
Jakarta Utara

Grand Boutique Center, JI. Mangga Dua Raya Blok C
Kav. 2, Ancol, Jakarta Utara

Ruko Permata Kota Blok | No. 16 - 17, JI. Tubagus
Angke 170, Grogol Petamburan, Jakarta Barat
Wisma Eka Jiwa Unit B No. 10, Mangga Dua, Sawah
Besar, Jakarta Pusat

JI. Jelambar Baru Raya, Blok B Kav. No. 1 SEB No
37 B, Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Season City Blok B No. 29 - 30, JI. Jembatan Besi,
Latumeten, Jakarta Barat

JI. K.H. Mas Mansyur No. 150 - 152, Jakarta Barat Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 01/10/15 sd 01/10/25
JI. K.H. Mansyur No. 183 C, Tambora, Jakarta Barat Cabang Pembantu Milik sendiri

Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga  01/12/20 sd 30/11/25
Cabang Pembantu Milik Sendiri

Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga  01/04/22 sd 31/03/27

Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga  11/01/23 sd 10/12/24
Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 01/02/23 sd 31/01/28
Cabang Pembantu Milik sendiri

Cabang Pembantu Milik sendiri

JAKARTA MENARA IMPERIUM

Metropolitan Kuningan Superblok Kav. 1, JI. H.R.
Rasuna Said, Jakarta Selatan

JI. Raya Pasar Minggu No. 19 B - C, Kalibata,
Pancoran, Jakarta Selatan

Kompleks Pertokoan Prada Blok 7 E Lt. 1, JI.
Pegangsaan Timur 15 A, Jakarta Pusat

Gedung Kantor Pusat Borobudur, JI. Johar No. 1,
Menteng, Jakarta Pusat

Kompleks Rukan Buncit Mas Blok BB 7 - 8, JI.
Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan

Cabang Utama Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 01/10/23 sd 30/09/33

Cabang Pembantu Milik sendiri
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6 JI. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 No. 1 - 2, . .
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan Cabang Pembantu Milik sendiri
7 JI. Tebet Timur Dalam Raya 2, Jakarta Selatan Cabang Pembantu Milik sendiri
8 JI. Mampang Prapatan Raya No. 56 C, Mampang Cabang Pembantu Milik sendiri
Prapatan, Jakarta Selatan
9 JI. Dr. Saharjo No. 244 C, Menteng Dalam, Tebet, Cabang Pembantu Milik sendiri
Jakarta Selatan
10 JI. Salemba Tengah No. 35, Senen, Jakarta Pusat Cabang Pembantu Milik sendiri
11 JI. Raya Rawa Bambu No. 88 B, Pasar Minggu, Cabang Pembantu Milik sendiri
Jakarta Selatan
12 JI. Dewi Sartika No. 210, Cawang, Jakarta Timur Cabang Pembantu Milik sendiri
13 Panin Life Buﬂdnng, JI. Jatinegara Barat 54 E Blok B Cabang Pembantu Sewa group 01/04/22 sd 31/03/32
3 -4, Jakarta Timur
14 JI. Jatinegara Barat 41, Jakarta Timur Cabang Pembantu Milik sendiri
15 JI. Raya Matraman ElokAI No. 3, Kebon Manggis, Cabang Pembantu Milik sendiri
Matraman, Jakarta Timur
JAKARTA PALMERAH
1 JI. Palmerah Utara 52, Kemanggisan, Jakarta Barat Cabang Utama Milik sendiri
2 JI. Meruya llir Raya, Ruko Intercon Plaza Blok E 21- . -
22, Kebun Jeruk, Jakarta Barat Cabang Pembantu Milik sendiri
3 Kompleks Green Garden Blok | 9 No. 36, Kedoya Cabang Pembantu Milik sendiri
Utara, Jakarta Barat
4 Kompleks Green Ville Blok AW No. 55, Duri Kepa, - .
Kebon Jeruk, Jakarta Barat Cabang Pembantu Milik sendiri
5 JI. Surya Wijaya 33 A, Sunrise, Jakarta Barat Cabang Pembantu Milik sendiri
6 JI. Kedoya Raya No. 27 F, Kompleks Cosmos, Cabang Pembantu Milik sendiri
Jakarta Barat
7 Kompleks Kedoya Elok Plaza Blok DB Kav. 30, . -
Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat Cabang Pembantu Milik sendiri
8 Kompleks Graha Kencana, JI. Perjuangan No. 88 CJ, . -
Kebon Jeruk, Jakarta Barat Cabang Pembantu Milik sendiri
9 Kompleks Perumahan Green Garden Blok Z 4 No. 8, - L
Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat Cabang Pembantu Milik sendiri
10 JI. Kedoya Angsana Blok Il No. 46, Kedoya, Kebon Cabang Pembantu Milik sendiri
Jeruk, Jakarta Barat
11 Jl. Pesanggrahan No. 3 A, Meruya Utara, . -
Kembangan, Jakarta Barat Cabang Pembantu Milik sendiri
12 JI. Mangga Raya No. 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat Cabang Pembantu Milik sendiri
13 L Letiend S Parman Kav 12, Kemanggisan, Jakaa - cabang Pembantu  Sewa pihak ketiga  1/10/21 sd 30/09/26
JAKARTA PECENONGAN
1 Jl. Pecenongan 84, Jakarta Pusat Cabang Utama Milik sendiri
2 JI. Krekot Bunder 7, Jakarta Pusat Cabang Pembantu Milik sendiri
3 JI. Pintu Besar Selatan 52, Jakarta Pusat Cabang Pembantu Milik sendiri
4 JI. Sukarjo Wirjopranoto No. 2 R, Sawah Besar, Cabang Pembantu Milik sendiri
Jakarta Pusat
5 Jl. Ir. Juanda lll 6, Jakarta Pusat Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 01/07/15 sd 30/06/25
6 Lindeteves Trade Center, Ground Floor No. RB 55 - . .
56, Jakarta Pusat Cabang Pembantu Milik sendiri
7 JI. Pintu Besar Selatan No. 62, Jakarta Barat Cabang Pembantu Milik sendiri
8 ;JDILJSalinung Sahari No. 60-63. Blok B4-B5 Jakarta Cabang Pembantu Milik sendiri
9 JI. Garuda No. 26 - 26 A, Kemayoran, Jakarta Pusat Cabang Pembantu Milik sendiri
10 Ruko Karang Anyar Permai Blok ANo. 21, Sawah o0 pembanty Sewa pihak ketiga  01/01/21 sd 31/12/30
Besar, Jakarta Pusat
11 Ruko Glodok Plaza Blok F No. 3, JI. Pinangsia, - -
Taman Sari, Jakarta Barat Cabang Pembantu Milik sendiri
12 JI. P. Jayakarta No. 24 / 4, Mangga Besar Selatan, Cabang Pembantu Milik sendiri

Sawah Besar, Jakarta Pusat
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Ruko Segi Tiga Senen Blok F No. 32, Senen, Jakarta
Pusat

Kem Tower Lt. 1 Unit A, JI. Landasan Pacu Barat
Blok B No. 10 Kav. 2, Kemayoran, Jakarta Pusat

JI. Mangga Besar Raya No. 90, Taman Sari, Jakarta
Barat

JI. Kartini Raya No. 55 E, Sawah besar, Jakarta
Pusat

JI. Lau Tze No. 109, Sawah Besar, Jakarta Pusat Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 01/11/19 sd 31/10/24

Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga  01/04/22 sd 31/03/27
Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri

Cabang Pembantu Milik sendiri

JAKARTA PLAZA PASIFIK

Kompleks Plaza Pasifik Blok B 4 No. 83-85-87,
Jakarta Utara

JI. Boulevard Barat LC 7 No. 61, Kelapa Gading,
Jakarta Utara

Kelapa Gading Boulevard Blok CN 2 Kav. 1, Kelapa
Gading, Jakarta Utara

Perumahan Gading Kirana Blok B 10 Kav. 31, Kelapa
Gading, Jakarta Utara

JI. Sunter Paradise Raya Il Blok C 17 - 18, Jakarta
Utara

JI. Danau Sunter Utara F 21 No. 3, Sunter Agung,
Jakarta Utara

JI. Danau Sunter Utara Blok B Kav. 12, Sunter Jaya,
Jakarta Utara

Ruko Enggano Megah Blok B No. 9 E - F, JI.
Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara

JI. Metro Kencana VIl Blok Q No. 12 - 12A, Sunter,
Jakarta Utara

Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok A 3, JI. Letjen.
Suprapto, Jakarta Pusat

Rusun Graha Cempaka Mas, JI. Letjen. Suprapto
dan JI. Yos Sudarso No. C 26, Jakarta Pusat

Pulo Gadung Trade Center, JI. Bekasi Raya Blok B -
H Kav. 1, Cakung, Jakarta Timur

Kompleks Pusat Perdagangan Ujung Menteng Blok
A No. 22, JI. Bekasi Raya KM. 25 A - 22, Cakung, Cabang Pembantu Milik sendiri
Jakarta Timur

Kompleks Kelapa Gading Boulevard Blok RA | No.
32, Jakarta Utara

Graha Boulevard Blok KGC No. A 6, Jakarta Utara Cabang Pembantu Milik sendiri
JI. Raya Buaran Perumnas Blok | No. 9, Duren Sawit,
Jakarta Timur

JI. Balai Pustaka Timur Blok B No. 17, Rawamangun,
Pulo Gadung, Jakarta Timur

JI. Kalimalang,Kompleks Billy & Moons Blok M | BZ
No. 2. SEB/2E, Jakarta Timur

Cabang Utama Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Sewa Pihak Ketiga 01/09/23 sd 31/09/25
Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri

Cabang Pembantu Milik sendiri

Cabang Pembantu Milik sendiri

Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri

Cabang Pembantu Milik sendiri

JAKARTA PURI TIRTA

Kompleks Puri Kencana Blok L 6 No. 88 M-N-O,
Kembangan, Jakarta Barat

JI. Puri Indah Raya Blok 1/12A, Kompleks Perumahan
Puri Indah Kembangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Kompleks Sentra Niaga Puri Indah Raya Blok T3/17 -
18 A, Kembangan, Jakarta Barat

Perumahan Taman Permata Buana, JI. Pulau Bira
Blok D 1 Kav. 21, Jakarta Barat

Kompleks Taman Semanan, JI. Dharma Kencana
Blok D No. 16 - 18, Duri Kosambi, Cengkareng, Cabang Pembantu Milik sendiri
Jakarta Barat

Kompleks Perumahan Bojong Indah, JI. Pakis Raya
No. 88 O, Cengkareng, Jakarta Barat

Cabang Utama Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri

Cabang Pembantu Milik sendiri

Cabang Pembantu Milik sendiri
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7 Perumahan Daan Mogot Baru, JI. Jimbaran Blok B - -
No. 2-3, Jakarta Barat Cabang Pembantu Milik sendiri
8 Taman Palem Lestari Blok C 1/19, Cengkareng Cabang Pembantu Milik sendiri
Barat, Jakarta Barat
9 JI. Utan Jati, Kompleks Rukan Citra Niaga Blok A . o
No. 33, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat Cabang Pembantu Miliksendiri
10 Dian Kasih International School, Kompleks Citra . .
Garden 5, Kalideres, Jakarta Barat Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 27/09/19 sd 26/09/24
11 Kompleks Perumahan Citra 2 A Blok BG 3 B Persil . -
No. 29 - 30, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat Cabang Pembantu Milik sendiri
12 Rukan Kencana Niaga Blok D | - 21, JI. Taman Aries, . .
Meruya Utara, Kembangan Selatan, Jakarta Barat Cabang Pembantu Miliksendiri
13 g::;?/lansmn Blok B No. 27, Kembangan, Jakarta Cabang Pembantu Milik sendiri
14 Kompleks Citra Business Park Blok B No. 7 - 8, - .
Kalideres, Jakarta Barat Cabang Pembantu Milik sendiri
15 Kompleks Perum Permata Taman Palem Blok A 1 - .
No. 1, Kalideres, Jakarta Barat Cabang Pembantu Milik sendiri
16 Kompleks Duta Garden Business Park Blok C No. 53 . .
dan 55, Sumber Jaya, Jurumudi Baru, Tangerang Cabang Pembantu Milik sendiri
17 JI. Raden Saleh Raya Blok R1 12, Karang Tengah, Cabang Pembantu Milik sendiri
Tangerang
JAKARTA SANGAJI
1 JI. AM. Sangaji Raya No. 15-15A-17, Petojo Utara, . .
Gambir, Jakarta Pusat Cabang Utama Milik sendiri
2 JI. Cideng Timur 80 B, Petojo Selatan, Gambir, Cabang Pembantu Milik sendiri
Jakarta Pusat
3 Pusat Niaga Roxy Mas, Roxy Mas Blok E 2 No. 1 - 2, - -
JI. K.H. Hasyim Ashari, Cideng, Jakarta Pusat Cabang Pembantu Milik sendiri
4 JI. Tomang Raya No. 53, Wisma Lumbini Lantai Cabang Pembantu  Sewa pihak ketiga 01/11/19 sd 31/10/24
Dasar, Jakarta Barat
5 JI. Suryopranoto No. 81, Petojo, Jakarta Pusat Cabang Pembantu Milik sendiri
6 .élég?Jah Mada No. 93, Krukut, Taman Sari, Jakarta Cabang Pembantu Milik sendiri
7 JI. K.H. Hasyim Ashari No. 15 A, Petojo Utara, . -
Gambir, Jakarta Pusat Cabang Pembantu Milik sendiri
8 JI. Gajah Mada No. 3 - 5 Blok B 19, Jakarta Pusat Cabang Pembantu Milik sendiri
9 JI. Dr. Muwardi | No. 35 C, Grogol Petamburan, Cabang Pembantu Milik sendiri
Jakarta Barat
10 JI. Petojo Binatu Ill No. 1, Gambir, Jakarta Pusat Cabang Pembantu Milik sendiri
11 Jl. Biak No. 14 - B 2, Gambir, Jakarta Pusat Cabang Pembantu Milik sendiri
12 JI. Fachrudin, Pasar Tanah Abang Blok B Lt. 5 No.7 - -
dan 8, Tanah Abang, Jakarta Pusat Cabang Pembantu Milik Sendiri
13 JI. Fachrudin 47 - 49, Jakarta Pusat Cabang Pembantu Milik sendiri
14 JI. Fachrudin Proyek Tanah Abang Bukit Blok A No. - -
14/36, Jakarta Pusat Cabang Pembantu Milik sendiri
15 Apartemen Mediterania Garden Residences |, Blok
Dahlia Lantai GF No. SH/D/GDD, JI. Tanjung Duren - .
Raya Kav. 5 -9, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Cabang Pembantu Milik sendiri
Barat
16 Podomoro City, Garden Shopping Arcade Unit 8/08/ . -
EA-EB, JI. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat Cabang Pembantu  Milik Sendiri
17 JI. Tanjung Duren Raya No. 15 B, Jakarta Barat Cabang Pembantu Milik sendiri
JAKARTA SENAYAN
1 JI. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat Cabang Utama Sewa pihak ketiga 01/12/24 sd 31/12/24
2 JI. Darmawangsa lll Blok D 15, Wijaya Grand Centre, . L
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Cabang Pembantu Milik sendiri
3 JI. Permata Hijau Blok D 17 - 18, Jakarta Selatan Cabang Pembantu Sewa group 20/04/20 sd 20/04/30
4 Gedung Bursa Efek Jakarta Tower | Suite 107 B, JI.

Jendral Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta Selatan

Cabang Pembantu
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JI. Sungai Sambas VI 189 H, Jakarta Selatan Cabang Pembantu Milik sendiri

Kompleks Ruko Permata Senayan Unit E 62 - 63, JI.
Tentara Pelajar, Jakarta Selatan

Tamini Square GF Unit GB/3, JI. Taman Mini Raya,
Kampung Makassar, Jakarta Timur

Sudirman Park, Rukan Hook Blok A No. 1, JI. K.H.
Mansyur Kav. 35, Jakarta Pusat

Panin Plaza Unit 6-05, 6-06 & 6-07, JI. Permata Hijau
Blok CC No. 6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri
Cabang Pembantu Milik sendiri

Cabang Pembantu Milik sendiri

JI. Teuku Nyak Arif No. 10, Jakarta Selatan Cabang Pembantu Milik sendiri
JAMBI
JI. Hayam Wuruk No. 143 B C D, Jambi Cabang Utama Milik sendiri

Kompleks Wiltop Plaza, JI. Prof. M. Yamin No. 36 -

37, Muara Bungo, Jambi Cabang Pembantu Milik sendiri

JI. Sultan Thaha Blok A No. 32 - 33, Jambi Cabang Pembantu Milik sendiri
JI. Lintas Sumatera KM 1, Kompleks Sentral
Bisnis Ceria Blok C No. 7 - 8, Pasar Sarolangun, Cabang Pembantu Milik sendiri
Sarolangun, Jambi
JI. Orang Kayo Pingai No. 171, Kota Jambi Cabang Pembantu Milik sendiri
JI. Kemakmuran No. 30, Tanjung Jabung Barat Cabang Pembantu Milik sendiri
JAYAPURA
1 JI. Sam Ratulangi No. 1, Desa Gurabesi, Jayapura Cabang Utama Milik sendiri
2 JI. Raya Abepura, Abepura, Jayapura Cabang Pembantu Milik sendiri
3 JI. Raya Sentani, Sentani, Jayapura Cabang Pembantu Milik sendiri
4 JI. Budi Utomo, Mimika Baru, Mimika Cabang Pembantu Milik sendiri
JEMBER
1 JI. Sultan Agung No. 64, Kaliwates, Jember Cabang Utama Milik sendiri
JI. Ahmad Yani No. 50 B, Banyuwangi Cabang Pembantu Milik sendiri
JI. Letjen. Suprapto No.22, Lumajang Cabang Pembantu Milik sendiri
KEDIRI
1 JI. Brawijaya No. 50, Kediri, Jawa Timur Cabang Utama Milik sendiri
2 Jl. Letjen. S. Parman, Madiun Cabang Pembantu Milik sendiri
3 JI. Merdeka No. 28 Kav. | - II, Blitar Cabang Pembantu Milik sendiri
4 JI. Panglima Sudirman No. 45 |, Tulung Agung Cabang Pembantu Milik sendiri
5 JI. Ahmad Yani No. 14 B - C, Magetan Cabang Pembantu Milik sendiri
6

Kompleks Ruko Harly Square Blok D5 - D6, JI. Yos

Sudarso No. 12, Nganjuk Cabang Pembantu Milik sendiri

KENDARI
1 JI. Jendral Ahmad Yani No. 30 E, Kendari Cabang Utama Milik sendiri
2 JI. Bataraguru No. 60, Waj0, Bau-Bau Cabang Pembantu Milik sendiri
3 JI. Chairil Anwar No. 20, Lamokota, Kolaka Cabang Pembantu Milik sendiri
4 JI. MT. Haryono No. 42, Kendari Cabang Pembantu Milik sendiri
5 ﬁ:nmdpgzks Citraland Ruko Imperium Blok A 1 Kav. 2, Cabang Pembantu Milik sendiri
6 JI. Abdullah Silondae No. 50, Mandonga Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga  01/10/14 sd 30/09/24

Kompleks Golden Trade Center Blok B No. 5, JI.

Konggoasa, Kendari Cabang Pembantu Milik sendiri

KUPANG

JI. Tompelo No. 9, Oebobo, Kupang Cabang Utama Milik sendiri
MAKASSAR

JI. Dr. Sam Ratulangi 20, Makassar Cabang Utama Milik sendiri
JI. Veteran No. 78, Makassar Cabang Pembantu Milik sendiri

Kompleks Ruko Pasar Mirah, JI. Pengayoman Blok D

9 Panakukang Mas, Makassar Cabang Pembantu Milik sendiri
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4 JI. Sultan Alauddin Kompleks Ruko Permatasari No. Cabang Pembantu Milik sendiri
2, Makassar
5 JI. Tentara Pelajar 157 A, Makassar Cabang Pembantu Milik sendiri
6 Kompleks Ruko Puri Kencana Sari Blok D No. 9 -
10, JI. Perintis Kemerdekaan, Tamanlarea Indah, Cabang Pembantu Milik sendiri
Makassar
7 JI. Sulawesi No. 151, Pattunuang, Makassar Cabang Pembantu Milik sendiri
8 JI. Sungai Saddang Baru No. B 2, Balla Parang, Cabang Pembantu Milik sendiri
Makassar
9 JI. Andi Makkassau No. 59 E, Kampung Pisang, Cabang Pembantu Milik sendiri
Soreang, Pare-pare
10 JI. Kelapa No. 11 D, Tompotika, Palopo Cabang Pembantu Milik sendiri
11 JI. KH Wahid Hasyim 185C, Gowa Cabang Pembantu Milik sendiri
12 JI. Perintis Kemerdekaan, Kompleks Cendrawasih - .
Square Blok A 7, Makassar Cabang Pembantu Milik sendiri
13 JI. Abdul Syakur Blok B 5 - 6, Mamuju Cabang Pembantu Milik sendiri
14 JI. Gunung Latimojong LR 61/5, Lariang Bangi, Cabang Pembantu Milik sendiri
Makassar
15 JI. Metro Tanjung Bunga 27, Tanjung Merdeka, Cabang Pembantu Milik sendiri
Tamalate, Makassar
16 JI. Makmur No. 37, Watampone, Bone, Sulawesi Cabang Pembantu Milik sendiri
Selatan
17 JI. Veteran Selatan, Makassar Cabang Pembantu Milik sendiri
18 Kompleks Kima Square Blok A 26, JI. Perintis . .
Kemerdekaan KM 16, Makassar Cabang Pembantu Milik sendiri
19 JI. Andi Pangeran Pettarani, Kota Makassar Cabang Pembantu Milik sendiri
20 JI. Sam Ratulangi No. 15 A Kantor _Wllayah Non Milik sendiri
Operasional
MALANG
1 JI. Sultan Agung 14, Malang Cabang Utama Milik sendiri
2 K/'I'a ﬁ;’;ag' Tamin, Kompleks Pasar Besar KT No. 1, Cabang Pembantu  Sewa Pihak ketiga 22/12/23 sd 22/12/25
3 JI. Terusan Borobudur No. 47 A, Lowokwaru, Malang Cabang Pembantu Milik sendiri
4 JI. Thamrin No. 19 D, Lawang, Malang Cabang Pembantu Milik sendiri
6 Ruko Sentral Niaga Pandaan Blok B - 01, JI. Raya A. . -
Yani 321, Petungasri, Pandaan, Pasuruan Cabang Pembantu Milik sendiri
7  JI. Dewi Sartika No. 4, Batu Cabang Pembantu Milik sendiri
8 JI. Panglima Sudirman No. 266, Probolinggo Cabang Pembantu Milik sendiri
MANADO
1 Kompleks ITC Marina Plaza Blok Bunaken No. 24 - . .
26, JI. Piere Tendean, Manado Cabang Utama Milik sendiri
2 JI. Dotulolong Lasut No. 9, Manado Cabang Pembantu Sewa Pihak ketiga 01/07/23 sd 30/06/24
3 JL. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall Blok S Cabang Pembantu Milik sendiri
No. 11, Manado
4 JI. Yos Sudarso No. 52, Maesa, Bitung Cabang Pembantu Milik sendiri
5 Jl. Yos Sudarso No. 12, Kompleks Pasar Segar, Paal Cabang Pembantu Milik sendiri
Dua, Manado
6  JIn Arnold Mononutu No. 141, Ternate Tengah, Cabang pembantu Milik Sendiri
Manado
MATARAM
1 Kompleks Pertokoan Sweta Indah, JI. Sandubaya . .
No. 18 - 21, Mataram Cabang Utama Milik sendiri
2 JI. Pejanggik No. 11, Cakranegara, Mataram Cabang Pembantu Milik sendiri
MEDAN
1 JI. Pemuda 16 - 22, Medan Cabang Utama Milik sendiri
2 JI. Sutomo 32, Medan Cabang Pembantu Milik sendiri
3 JI. Jendral Gatot Subroto No. 196, Medan Cabang Pembantu Milik sendiri
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4 Komplek Taman Setia Budi Indah Blok UU No. 47, Cabang Pembantu Milik sendiri
Medan
5 Jl. Pahlawan 17 C, Tanjung Morawa, Deli Serdang Cabang Pembantu Milik sendiri
6 JI. Bandung No. 38, Medan Cabang Pembantu Milik sendiri
7 Jl. Krakatau No. 14 B, Medan Cabang Pembantu Milik sendiri
8 JI. Zainul Arifin No. 63, Medan Cabang Pembantu Milik sendiri
9 Jl. Yos Sudarso No. 197 D, Medan Cabang Pembantu Milik sendiri
10 Jl.Kota Baru lll No. 46, Medan Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 01/09/15 sd 31/08/25
11 JI. Asia No. 115C, Sei Rengas I, Medan Cabang Pembantu Milik sendiri
12 JI. Zein Hamid No. 809 B - C, Kampung Baru, Medan Cabang Pembantu Milik sendiri
13 JI. Iskandar Muda No. 99 B-C-D, Medan Cabang Pembantu Milik sendiri
14 JI. Pulau Pinang 6, Medan Cabang Pembantu Milik sendiri
15 JI. Sutomo No. 190/566 Sudut Jalan veteran, Medan Cabang Pembantu Milik sendiri
16 JL Jenqrgl SudlrmanNo. 382, Pekan Binjai, Binjai Cabang Pembantu Milik sendiri
Kota, Binjai
17 Jin. Sutomo Ujung No. 21 E , Medan Timur, Deli Cabang Pembantu Milik sendiri
Serdang
PADANG
1 Jl. Belakang Olo No. 61, Padang Cabang Utama Milik sendiri
2 JI. Pondok No. 92, Belakang Pondok,Padang Cabang Pembantu Milik sendiri
PALANGKA RAYA
1 JI. Tjilik Riwut KM 02, Palangka, Jekan Raya, Cabang Utama Milik Sendiri
Palangka Raya
PALEMBANG
1 JI. Brigjend H.Kasim, Basilika Kav 03 RT.044 RW.09, Cabang Utama Milik sendiri
Palembang
2 JI. Mesjid Lama 97 - 99, Palembang Cabang Pembantu Milik sendiri
3 JI. Rajawali No. 11 - 12, Palembang Cabang Pembantu Milik sendiri
4 JI. Kolonel Atmo No. 863, Palembang Cabang Pembantu Milik sendiri
5 JI. Jenderal Sudirman 48, Karang Raja, Prabumulih, Cabang Pembantu Milik sendiri
Sumatera Selatan
6 Jl. Raya Palembang, Betung KM. 12, Palembang Cabang Pembantu Milik sendiri
7 JI. Yos Sudarso No. 5 A - B, Lubuk Linggau Cabang Pembantu Milik sendiri
8 JI. Mayor Salim Batubara, Palembang Cabang Pembantu Milik sendiri
9 J. Jen.deral Urip Sumoharjo No. 1 - 2, Ogan Cabang Pembantu Milik sendiri
Komering Ulu
10 JI. Mayor Ruslan lll, Pasar Lama, Lahat Cabang Pembantu Milik sendiri
11 JI. M.P. Mangkunegara No. 1, Palembang Cabang Pembantu Milik sendiri
12 JI Demang Lebar Daun RT.039 RW.012, llir Barat I, Cabang Pembantu Milik sendiri
Palembang
PALU
1 JI. Sam Ratulangi No. 82, Palu Cabang Utama Milik sendiri
2 Luwuk Trade antre Kav. 12 - 13, JI. DR. Sutomo, Cabang Pembantu Milik sendiri
Luwuk, Banggai
4 JI. Danau Poso, Kompleks Pertokoan Palu Plaza No. Cabang Pembantu Milik sendiri
A1/B1, Palu
5 JI. Emmy Saelan No. 11 D, Palu Cabang Pembantu Milik sendiri
PANGKAL PINANG
1 Ruko Harmoni City Blok C No. 9 - 11, JI. Soekarno . L
Hatta, Bukit Intan, Pangkal Pinang Cabang Utama Miliksendiri
2 JI. Muhidin, Sungailiat, Bangka Cabang Pembantu Milik sendiri
3 JI. Sekolah No. 18, Tanjung Pandan,Belitung Cabang Pembantu Milik sendiri
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PEKANBARU
1 JI. Jendral Sudirman No. 335, Pekanbaru Cabang Utama Sewa pihak ketiga 01/12/18 sd 30/11/28
2 JI. Nangka / Tuanku Tambusai No. 425, Pekanbaru Cabang Pembantu Milik sendiri
3 JI. Jendral Sudirman No. 62, Duri, Bengkalis Cabang Pembantu Milik sendiri
4 JI. Bupati Tulus No. 32, Rengat, Indragiri Hulu Cabang Pembantu Milik sendiri
5 JI. Teuku Umar no.8 D, Selat Panjang, Bengkalis Cabang Pembantu Milik sendiri
6 ;J‘I’. PRelak:hP;;)rmupleks Riau Business Center Blok B No. Cabang Pembantu Milik sendiri
7 géll;iaar]rsgfun Raya / JI. H. Imam Munandar No. 247 E, Cabang Pembantu Milik sendiri
8 JI. Jendral Sudirman Atas 415, Pekanbaru Cabang Pembantu Milik sendiri
9 JI. M.Boya No. 231 - 232, Pekanbaru Cabang Pembantu Milik sendiri
10 éli'n‘ier:g;ﬂ‘%:gza&lﬁlo' 171, Bagan Batu, Bagan Cabang Pembantu Milik sendiri
11 JI. Jendral Sudirman No. 145, Pekanbaru Cabang Pembantu Milik sendiri
12 JI. H.R. Subrantas, Delima, Tampan, Pekanbaru Cabang Pembantu Milik sendiri
13 JI. Jendral Sudirman, Ujung Batu, Rokan Hulu Cabang Pembantu Milik sendiri
14 JI. Sultan Syarif Kasim, Dumai Timur, Dumai Cabang Pembantu Milik sendiri
15 JI. Jenderal Ahmad Yani, Bengkalis Cabang Pembantu Milik sendiri
16 JI. Raya Perawang KM. 6, Tualang, Siak Cabang Pembantu Milik sendiri
PEMATANG SIANTAR
1 Jl. Merdeka 69 - 71, Pematang Siantar Cabang Utama Milik sendiri
2 éli.r:;l:rrl%irgangaraja No. 551, Perdagangan, Cabang Pembantu Milik sendiri
3 Jl. Soa Sio No. 22 A - B, Pematang Siantar Cabang Pembantu Milik sendiri
4 JI. Jendral A. Yani No. 119 dan 117, Tebing Tinggi Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 01/08/23 sd 31/07/25
5 JI. Imam Bonjol No. 28, Kisaran Barat, Asahan Cabang Pembantu Milik sendiri
6 JI. Ahmad Yani No. 175, Labuhan Batu Cabang Pembantu Milik sendiri
7 JI. Sisingamangaraja No. 77, Tanjungbalai Cabang Pembantu Milik sendiri
PONTIANAK
1 JI. Imam Bonjol 44, Pontianak Cabang Utama Milik sendiri
2 JI. Sidas No. 3, Pontianak Cabang Pembantu Milik sendiri
3 Ruko A. Yani Mall, Pontianak Cabang Pembantu Milik sendiri
4 JI. Sultan Muhammad 71 - 73, Pontianak Cabang Pembantu Milik sendiri
5 ‘g&:ﬁ:ﬂiﬁdarso No. 88, Singkawang Barat, Cabang Pembantu Milik sendiri
6 JI. M.T. Haryono, Sintang Cabang Pembantu Milik sendiri
7 JI. Ahmad Yani, Sanggau Kapuas, Sanggau Cabang Pembantu Milik sendiri
8 JI. Suprapto No. 44, Matan Hilir Utara, Ketapang Cabang Pembantu Milik sendiri
9 JI. Jendral A. Yani No. 7 - 8, Pontianak Cabang Pembantu Milik sendiri
10 gér?tl:;t::kSyarlf Abdurrachman, Pontianak Selatan, Cabang Pembantu Milik sendiri
PURWOKERTO
! E;Jakr?jir\l;j?vcct)i':rytgl:ri\iﬁﬂgral Sudirman No. 786, Cabang Utama Milik sendiri
2 Jl. Jendral Sudirman 45, Purbalingga Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 01/01/21 sd 31/12/30
4 JI. Jendral Ahmad Yani No. 38, Cilacap Cabang Pembantu Milik sendiri
SAMARINDA
1 Jl. Jendral Sudirman No. 35, Samarinda Cabang Utama Milik sendiri
2 Kompleks Ruko Mall I._embuswana Blok D No. 1 -2, Cabang Pembantu Milik sendiri
JI. S. Parman, Samarinda
SEMARANG
1 Gedung Panin Bank, JI. Pandanaran 6 - 8, Semarang Cabang Utama Milik sendiri
2 Jl.Suari 27, Semarang Cabang Pembantu Milik sendiri
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3 Jl. Telaga Mas Raya Blok B No. 18 - 19, Semarang Cabang Pembantu Milik sendiri
4 JI. Industri Raya Timur Kav. 3, Kaligawe KM. 4, Cabang Pembantu Milik sendiri
Semarang
5 JI. Majapahit No. 225 A, Semarang Cabang Pembantu Milik sendiri
6 Kompleks Ruko Dargo Plaza, J.Dargo A 10 - 11, Cabang Pembantu  Sewa pihak ketiga  01/10/23 sd 30/09/28
Semarang
7 JI. Ahmad Yani 195 B, Semarang Cabang Pembantu Milik sendiri
8 JI. Diponegoro 772 A, Ungaran Cabang Pembantu Milik sendiri
9 JI. Raya Weleri 222, Weleri Cabang Pembantu Milik sendiri
10 JI. Diponegoro 49, Salatiga Cabang Pembantu Milik sendiri
11 JI. Letjen. Suprapto No. 31 - 33, Purwodadi Cabang Pembantu Milik sendiri
12 JI. Sultan Agung No. 55 E - F, Semarang Cabang Pembantu Milik sendiri
13 Kompleks Ruko Ahmad Yani No. 7, JI. Jendral A. Cabang Pembantu Milik sendiri
Yani, Kudus
14 JI. Gang Besen No. 92, Semarang Cabang Pembantu Milik sendiri
15 JI. Jendral Gatot Subroto No. 7 - 8, Blora Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga  02/01/24 sd 02/01/25
16 Kawasan Industri Candi, JI. Gatot Subroto F 1 No. Cabang Pembantu Milik sendiri
16, Semarang
17 Komplek Ruko Plaza Puri Blok ANo. 16 - 17, Pati Cabang Pembantu Milik sendiri
18 JI. Jendral Sudirman No. 148, Semarang Cabang Pembantu Milik sendiri
19 JI. Dr Wahidin No. 65, Rembang Cabang Pembantu Milik sendiri
SERANG
1 Kompleks Pertokoan Serang Plaza Blok Il No. 1, JI. - o1 tama Sewa Pihak Ketiga  01/11/21 sd 31/10/26
Maulana Hasanuddin, Serang
2 JI. S.A. Tirtayasa No 7, Jombang Kali, Cilegon Cabang Pembantu Milik sendiri
3 Komple!(s Citra Raya Sektor 1 2, Blok L 01 No. 9 R - Cabang Pembantu Milik sendiri
10 R, Cikupa, Tangerang
4 JL. Jendral Ahmad Yani No. 157, Serang Cabang Pembantu Milik sendiri
5 J. Bc_)ulevard Bizpoint, Ruko Bizpoint Blok R 1 No. Cabang Pembantu Milik sendiri
02, Cikupa ,Tangerang
SOLO
1 Jl. Gatot Subroto 91 F, Solo Cabang Utama Milik sendiri
2 él(.)ﬁ;. Yani 136 A Blok D 04, Kartasura, Sukoharjo, Cabang Pembantu Milik sendiri
3 JI. Pemuda Utara 19, Bareng Lor Cabang Pembantu Milik sendiri
4 JI. Pandanaran 82, Boyolali Cabang Pembantu Milik sendiri
5 JI. Raya Wonogiri 187, Wonogiri Cabang Pembantu Milik sendiri
6 JI. Mayor Kusmanto No. 7, Solo Cabang Pembantu Milik sendiri
7 JI. Raya Palur, Karang Anyar, Solo Cabang Pembantu Milik sendiri
8 JI. S. Parman No. 89, Kestalan, Banjarsari, Solo Cabang Pembantu Milik sendiri
9 JL Raya_SoIo Baru HH 14, Madegondo, Grogol, Cabang Pembantu Milik sendiri
Sukoharjo
10 JI. Raya Sukowati No. 199, Sragen Cabang Pembantu Milik sendiri
11 JI. Slamet Riyadi No. 373, Kompleks Center Point - .
Ruko A 19, Solo Cabang Pembantu Milik sendiri
12 JI. Kapten Pierre Tendean No. 173, Solo Cabang Pembantu Milik sendiri
SORONG
1 JI. Jendral Sudirman No. 41, Sorong Manoi, Sorong  Cabang Utama Milik sendiri
2 JI. Merdeka No. 38, Manokwari Barat, Manokwari Cabang Pembantu Milik sendiri
SUKABUMI
1 Jl. Jenderal Sudirman No. 102, Sukabumi Cabang Utama Milik sendiri
2 Jl. Pasar No 78, Gunung Parang, Cikole, Sukabumi  Cabang Pembantu Sewa Pihak ketiga 12/07/21 sd 12/07/26
4 JI. Pasar Baru Kav 7 - 8, Cianjur Cabang Pembantu Milik sendiri
5 JI. Siliwangi, Cibadak, Sukabumi Cabang Pembantu Milik sendiri
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SUMEDANG
1 JI. Mayor Abdulrachman 180, Sumedang Cabang Utama Sewa pihak ketiga 28/04/23 sd 28/04/25
SURABAYA CENDANA
1 JI. Kombes. Polisi M. Duryat 25, Surabaya Cabang Utama Milik sendiri
2 JI. Tambak Langon 15, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri
3 JI. R.A. Kartini 218, Gresik Cabang Pembantu Milik sendiri
4 JI. HOS Cokroaminoto 60, Mojokerto Cabang Pembantu Milik sendiri
5 JI. K.H. Mukmin 11 B 4, Sidoarjo Cabang Pembantu Milik sendiri
6 JI. Panglima Sudirman 146, Tuban Cabang Pembantu Milik sendiri
7 JI. Wiyung Indah A 40, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri
8 JI. Ahmad Yani No. 40, Sidoarjo Cabang Pembantu Milik sendiri
9 JI. Basuki Rahmat No. 40, Sukorejo, Lamongan Cabang Pembantu Milik sendiri
10 JI. Raya Tropodo No. 29 B, Sidoarjo Cabang Pembantu Milik sendiri
11 JI. K.H. Wahid Hasyim No. 195, Jombang Cabang Pembantu Milik sendiri
12 Jl _Airlangga No. 109, Desa Kauman, Mojosari, Cabang Pembantu Milik sendiri
Mojokerto
13 JI. Imam Bonjol No. 94, Kauman, Krian Cabang Pembantu Milik sendiri

14 Pusat Grosir Surabaya Lantai 4 Blok C 5 No. 5 - 6, JI.
Dupak No. 1, Surabaya

15 JI. Nginden Semolowaru No.101/31, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri

16 Komplek Kenjeran Palace, JI. Putro Agung Timur
Blok C-01 dan C-02, Surabaya

Cabang Pembantu Milik sendiri

Cabang Pembantu Milik sendiri

SURABAYA COKLAT
1 JI. Coklat 16, Surabaya Cabang Utama Milik sendiri
2 JI. Tunjungan 92, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri
3 JI. Darmo 139, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri
4 JI. Kusuma Bangsa 39, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri
5 JI. Dharmahusada No. 121 A - B, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri
6 JI. Kutisari 58 A, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri
7 JI. Demak 167, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri
8 JI. Arief Rahman Hakim 55 - 55 A, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri
9 JI. Semarang No. 108 D Blok A 12, Surabaya Cabang Pembantu Sewa Pihak Ketiga 26/04/22 sd 25/04/27
e s o S, Cabang Pty ik s
11 JI. Tanjung Perak Timur 242, Surabaya Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga  01/01/22 sd 31/12/24
12 JI. Mayjen Sungkono 100, Surabaya Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga  01/07/21 sd 30/06/26
13 Kompleks Pertokoan Mulyosari, JI. Raya Mulyosari
No. 362 Blok Z No. 51 - 52, Sutorejo, Sukolilo, Cabang Pembantu Milik sendiri
Surabaya

14 Kompleks Perumahan dan Pertokoan Galaxy, Bumi
Permai Blok | - 1 No. 1 - 2, JI. Sukosemolo, Sukolilo, Cabang Pembantu Milik sendiri
Surabaya

15 Kompleks Rukun Makmur Indah Blok B 5 dan B 7,
Gubeng, Surabaya

16 JI. Pucang Anom No. 35 A, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri

17 JI. Raya Sukomanunggal Jaya Satelite, Satelite Town
Square, Surabaya

18 JI. Kapas Kerampung No. 30, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri

19 ITC Mega Grosir, JI. Gembong No. 20 - 30, Surabaya Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 31/10/06 sd 31/01/32

20 Gedung Bank Harfa, H.R. Muhammad Square,

JI. H.R. Muhammad Blok C 19 - 20 & C 29 - 30, Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 01/10/22 sd 30/09/24
Surabaya

21 JI. Darmo Indah Timur SS 3, Tandes, Kidul, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri

22 Ruko Sentra Taman Gapura Blok J 3 & J 5
(Citraland), Lontar, Lakarsantri, Surabaya

23 Pasar Atum Mall Stand Lantai Il Blok BA 20, JI.
Bunguran 45, Surabaya

Cabang Pembantu Milik sendiri

Cabang Pembantu Milik sendiri

Cabang Pembantu Milik sendiri

Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 10/07/22 sd 31/07/31
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24 Komplek Ruko Gateway Sidoarjo Blok B No. 8, JI. . .
Raya Waru, Kabupaten Sidoarjo Cabang Pembantu Milik sendiri
25 Kompleks Ruko 21, Gubeng | Type Diamond - -
Kaveling C, JI. Raya Gubeng No. 68, Surabaya Cabang Pembantu Miliksendiri
26 Kompleks Ruko Pakuwon City, JI. Pakuwon . .
Boulevard Il Blok AA 15, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri
27 JI. Raya Rungkut No. 5 Blok E 1, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri
TASIKMALAYA
1 JI. K.H. Z. Mustafa 372 B, Tasikmalaya Cabang Utama Milik sendiri
TEGAL
1 %gd:lndral Ahmad Yani No. 78 - 80, Mintaragen, Cabang Utama Milik sendiri
2 JI. Raya Utara No. 15, Adiwerna, Tegal Cabang Pembantu Milik sendiri
3 Jl. Jendral Sudirman Tengah No. 94, Brebes Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 01/07/21 sd 30/06/24
4 JI. Jendral Sudirman No. 254, Batang Cabang Pembantu Milik sendiri
5 JL. KH Mas Mansyur No. 30 C - D, Pekalongan Cabang Pembantu Milik sendiri
YOGYAKARTA
1 Jl. Gejayan CT X No. 10, Catur Tunggal, Depok, Cabang Utama Milik sendiri
Yogyakarta
2 Mall Jogja Tronik, JI. Brigjen. Katamso, Yogyakarta Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 01/01/05 sd 01/01/30
3 JI. C. Simanjuntak No. 75, Yogyakarta Cabang Pembantu Milik sendiri
4 JI. Godean KM. 4, Bantul Cabang Pembantu Milik sendiri
5 Ruko Yellow Square No. 135, Bantul Cabang Pembantu Milik sendiri
6 JI. Letjen. Suprapto 5, Temanggung Cabang Pembantu Milik sendiri
7 JI. Diponegoro 91, Parakan Cabang Pembantu Milik Sendiri
8 Kompleks Ruko Rejotumoto No. 10, JI. Tidar, Cabang Pembantu Milik sendiri
Magelang
9 JI. Let Jend Ahmad Yani Rt/Rw:. 1/1, Jogonegoro, Cabang Pembantu  Milik Sendiri
Wonosobo
SINGAPURA
1 149 Rochor Road #04-04, Singapore Perwakilan Luar Milik sendiri

Negeri

Total nilai buku aktiva tetap berupa tanah dan bangunan lainnya yang dimiliki Perseroan diatas adalah
Rp 2.287 miliar. Selain Aktiva Tetap berupa tanah dan Bangunan tersebut di atas Perseroan juga
memiliki inventaris lainnya, antara lain: 807 (delapan ratus tujuh) unit Mobil, 129 (seratus dua puluh
sembilan) unit sepeda motor dan inventaris lainnya berupa mesin-mesin ATM, Komputer, Lemari Besi,
AC dan lain-lain.

Hampir seluruh bangunan kantor Perseroan beserta properti/inventarisnya yang berada di lokasi kantor
tersebut telah diasuransikan pada perusahaan asuransi PT Asuransi Multi Artha Guna, PT Asuransi
Central Asia dan PT Asuransi Indrapura masing-masing untuk jangka waktu 1 tahun dan diperpanjang
sesuai jatuh tempo masing-masing polis.

Perseroan pada saat ini juga telah mengoperasikan sebanyak 848 (per Desember 2023) buah ATM
(Automated Teller Machine). Serta tergabung dalam jaringan ATM ALTO dan ATM BERSAMA, sehingga
nasabah Perseroan juga dapat memperoleh layanan melalui lebih dari 90.000 ATM jaringan ALTO
dan ATM BERSAMA di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk jaringan internasional, Perseroan juga
tergabung dalam jaringan ATM Mastercard Cirrus dan debit Maestro diseluruh dunia.
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Berikut ini adalah tabel perkembangan jumlah kantor-kantor cabang yang dimiliki oleh Perseroan selama
2 tahun terakhir:

31 Desember

Keterangan 2023 2022
Kantor Wilayah 1 1
Kantor Cabang 57 57
Kantor Cabang Pembantu 459 458
Kantor Kas 0 0*
Kantor Cabang Luar Negeri 0 0
Kantor Perwakilan Luar Negeri 1 1
Sub Total 518 517
ATM 848 855

Sesuai POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, Bank melakukan perubahan status seluruh
Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu per Oktober 2021

18. Penghimpunan Dana

Kegiatan penghimpunan dana masyarakat terutama diarahkan pada sektor retail, yaitu melalui rekening
Tabungan dan Giro (Rupiah dan Valuta Asing) dan Tabungan dari perorangan dan perusahaan-
perusahaan serta Deposito Berjangka (Rupiah dan Valuta Asing) perusahaan menengah ke atas,
perusahaan asuransi dan yayasan-yayasan dana pensiun. Selain dari dana pihak ketiga yang dihimpun
dari masyarakat, Perseroan juga memperoleh dana tambahan melalui penerbitan Obligasi, pinjaman
antar bank dan pinjaman berjangka dari bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan dalam negeri dan
luar negeri.

Dalam penghimpunan dana masyarakat, Perseroan menekankan pada kualitas jasa dan produk yang
mampu memberikan kemudahan dan kepuasan nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar
dan kompetitif. Likuiditas Perseroan selalu dijaga pada tingkat yang aman, dimana sebagian dari dana
masyarakat tersebut selain disisihkan dalam bentuk cadangan primer sesuai ketentuan Bank Indonesia
perihal simpanan wajib (reserve requirement) sekurang-kurangnya 7,3% untuk Rupiah dan mata uang
asing, juga ditempatkan dalam bentuk surat berharga jangka pendek seperti Sertifikat Bank Indonesia
(SBI) serta Obligasi Pemerintah yang likuid di pasar.

Jumlah dana yang berhasil dihimpun Perseroan dan tingkat bunga rata-rata untuk tahun-tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL KOMPOSISI DANA YANG DIHIMPUN
(Dalam Jutaan Rupiah)

31 Desember

Keterangan 2023 2022
Rupiah Valuta Asing Jumlah Rupiah Valuta Asing Jumlah
Giro 9.016.444 2.994.210 12.010.654 9.181.558 3.367.287 12.548.845
Tabungan 46.515.290 6.847.960 53.363.250 42.854.972 7.827.797 50.682.769
Deposito 67.463.574 2.252.003 69.715.577 66.684.486 2.767.375 69.451.861
Jumlah 122.995.308 12.094.173 135.089.481 118.721.016 13.962.459 132.683.475

TABEL KOMPOSISI DEPOSITO BERJANGKA BERDASARKAN JATUH WAKTU

(Dalam Jutaan Rupiah)

31 Desember

Keterangan 2023 2022

Rupiah  Valuta Asing Jumlah Rupiah Valuta Asing Jumlah
1 bulan 42.742.665 1.690.720 44.433.385 43.928.310 1.810.622 45.738.932
3 bulan 14.608.486 228.794 14.837.280 14.100.772 416.656 14.517.428
6 bulan 4.411.048 275.514 4.686.562 3.589.534 397.506 3.987.040
12 bulan 4.904.782 56.975 4.961.757 4.116.527 142.591 4.259.118
Lebih dari 12 bulan 796.593 - 796.593 949.343 - 949.343
Jumlah 67.463.574 2.252.003 69.715.577 66.684.486 2.767.375 69.451.861
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Dana pihak ketiga merupakan sumber utama dana Perseroan dan sampai dengan 31 Desember
2023 deposito berjangka merupakan sumber dana terbesar yang berhasil dihimpun oleh Perseroan.
Dari tabel komposisi deposito berjangka di atas terlihat bahwa jangka waktu deposito yang dihimpun
terkonsentrasi pada jangka waktu satu bulan. Hal ini mencerminkan tanggapan nasabah deposito atas
fluktuasi suku bunga jangka pendek yang mengacu kepada tingkat suku bunga SBI dan SBM (suku
bunga maksimum penjaminan) yang ditetapkan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS) setiap bulannya.

19. Penempatan atau Penyaluran Dana

Sejalan dengan tumbuhnya kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Perseroan, terjadi peningkatan
pula pada penempatan atau penyaluran dana yang menghasilkan pendapatan bunga. Penempatan
dana sebagian besar adalah dalam bentuk kredit. Perseroan juga melakukan penempatan dana pada
bank lain dalam bentuk interbank call money, pembelian surat-surat berharga seperti Sertifikat Bank
Indonesia (SBI), Obligasi Pemerintah maupun obligasi yang diterbitkan oleh korporasi serta untuk
menjaga posisi likuiditas jangka pendek.

Berikut ini akan diuraikan lebih mendalam mengenai bidang perkreditan yang merupakan salah satu
kegiatan utama Perseroan.

Jenis-Jenis Fasilitas Kredit

(Dalam Jutaan Rupiah)

31 Desember

Keterangan

2023 2022
Kredit Konsumen 26.687.544 23.773.380
Kredit Komersial 47.762.368 42.353.734
Kredit Korporasi 65.251.229 63.751.185
Jumlah Kredit 139.701.141 129.878.299

Perseroan menyediakan berbagai jenis fasilitas kredit dan jasa-jasa terkait kepada nasabah. Fasilitas
kredit yang diberikan dibedakan menjadi cash loan yang terdiri dari kredit modal kerja, kredit investasi
dan kredit konsumsi, dan non-cash loan seperti LC dan Bank Garansi.

Fasilitas kredit modal kerja memiliki jangka waktu pendek dapat bersifat revolving atau non-revolving.
Fasilitas kredit investasi atau kredit berjangka adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan
investasi dengan jangka waktu menengah hingga panjang yang bersifat non revolving.

Fasilitas kredit konsumen adalah kredit untuk membiayai kebutuhan yang bersifat konsumsi meliputi
kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan mobil, dan kartu kredit. Jangka waktu kredit kepemilikan
rumah maksimum 20 tahun, sedangkan kredit kepemilikan mobil maksimum 5 tahun. Perseroan
menyediakan berbagai fasilitas kredit.

Penetapan Tingkat Bunga Kredit

Penetapan tingkat suku bunga kredit merupakan tanggung jawab ALCO. Tingkat suku bunga kredit
ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi biaya perolehan dana, target
biaya operasi, keuntungan yang diinginkan, risiko kredit serta suku bunga kredit bank-bank pesaing.

Tingkat suku bunga ditentukan dengan memperhitungkan risiko kredit secara menyeluruh, sehingga
tingkat suku bunga yang dibebankan mencerminkan risiko implisit masing-masing debitur. Dengan
memperhitungkan hal-hal tersebut, Perseroan tidak membedakan penentuan tingkat suku bunga kredit
antara pihak terafiliasi maupun tidak terafiliasi.

Kredit yang diberikan Perseroan mempunyai tingkat bunga tetap dan tingkat bunga mengambang.

Tingkat bunga Tetap diberlakukan untuk produk Kredit Pemilikan Mobil (KPM). Kredit-kredit lainnya
umumnya mempunyai tingkat suku bunga mengambang. Pembebanan bunga dilakukan setiap bulan
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dan Perseroan memiliki opsi untuk meninjau tingkat bunga per debitur setiap saat. ALCO melakukan
perubahan tingkat bunga sesuai dengan perkembangan industri perbankan. ALCO beranggotakan para
direksi dan kepala divisi terkait.

Persetujuan Kredit

Proses kredit dimulai dengan pengumpulan data, verifikasi, analisa data keuangan, penilaian risiko,
jaminan, menentukan kebutuhan kredit sampai pada proses persetujuan kredit. Untuk penerapan
prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit dan prinsip four eyes, sebelum disetujui oleh
Komite Kredit, proposal kredit direview oleh unit Kredit Review. Untuk kredit dalam jumlah besar
perlu mendapatkan opini dari Biro Kepatuhan dan Biro Manajemen Risiko. Setiap kredit diputus oleh
Komite Kredit baik yang berada di Cabang hingga Pusat (jika melampaui wewenang Cabang).

Skema Proses Pemberian Kredit kepada Nasabah:

" . . . . Kredit Komite -
Nasabah Account Officer Kredit Reviewer Credit Processing
Cabang
Dp-vaems @
. ' = Bl Cheking
Nasabah Mengajukan Data/Dokumen . .
Kredit T « \Wawancara dan Sun{ev dan Apraisal
. Jaminan
Kunjungan
Analisa @
Pr:)porsal Kredit
: Review atas Kelayakan N Diskusi dan Pembuatan
Proposal Kredit bl Keputusan
Pengajuan Proposal Kredit

0 ®

— Pembuatan Offering Letter |«

Perjanjian Kredit

57,

Menerima Offering Letter

Apabila Proposal Kredit Disetujul

h 4

Persiapan Perjanjian Kredit

A

Kredit kepada Nasabah Korporasi

Jumlah kredit nasabah korporasi dalam neraca per 31 Desember 2023 adalah sekitar 46,71% dari
portofolio kredit dalam neraca Perseroan. Perseroan selama ini lebih mengkhususkan diri dalam
pembiayaan di sektor Real Estate (Rp9.9T), Industri Pengolahan (Rp8.5T), Penyediaan akomodasi
makanan dan minuman (Rp2.1T), Pengadaan listrik (Rp1.8T) serta Pengangkutan & Pergudangan
(Rp1.3T). Nasabah korporasi pada dasarnya terdiri dari perusahaan yang memiliki fasilitas kredit lebih
dari Rp90 miliar.

Kredit Kepada Nasabah Komersial

Jumlah kredit kepada segmen ini sekitar 34,19% dari portofolio kredit Perseroan per 31 Desember 2023.
Segmen nasabah ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan dan industri
pengolahan yang memiliki fasilitas kredit hingga Rp90 miliar. Segmen ini memiliki pertumbuhan kedua
tertinggi setelah segmen retail KPR, terutama karena pemberdayaan yang lebih tinggi atas tenaga
penjualan dan diluncurkannya banyak credit program.
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Kredit Kepada Nasabah Konsumen

Jumlah kredit untuk segmen ini adalah sebesar 19,10% dari portofolio kredit dalam negeri Perseroan
per 31 Desember 2023. Kegiatan penyaluran kredit untuk segmen ini difokuskan kepada pemenuhan
kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Mobil
(KPM) dan Kartu Kredit.

Konsentrasi Industri

Portofolio kredit Perseroan beraneka ragam dan terdiri dari berbagai sektor dan kelompok usaha.
Kebijakan Manajemen adalah untuk menjaga diversifikasi portofolio kredit dengan baik sehingga
konsentrasi yang berlebihan pada suatu kelompok nasabah tertentu atau sektor industri dapat dihindari.
Namun demikian, portofolio kredit Perseroan lebih terfokus pada tiga sektor usaha, yaitu sektor jasa,
industri dan perdagangan. Selain dunia usaha, Perseroan juga aktif dalam pembiayaan kredit konsumen,
seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Berikut adalah tabel posisi kredit yang diberikan Perseroan per sektor (sesuai kategori Bank Indonesia)
per 31 Desember 2023 dan 2022:
Tabel Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Usaha

(Dalam Jutaan Rupiah)

31 Desember

Keterangan 2023 2022
Jasa 39.879.922 36.294.590
Perdagangan 22.458.321 20.332.292
Konstruksi 25.355.333 24.917.439
Industri 25.340.734 24.972.840
Lain-lain 26.666.831 23.361.138
Jumlah Kredit 139.701.141 129.878.299

Struktur Jatuh Tempo Kredit

Sejalan dengan strategi Perseroan untuk fokus kepada sektor ritel dan konsumen, porsi KPR yang
umumnya berjangka waktu menengah menunjukkan peningkatan. Selama 2 (dua) tahun terakhir ini
kredit jangka menengah yaitu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun yang berhasil disalurkan oleh Perseroan
memberikan kontribusi sebesar 42,91% dari jumlah kredit yang diberikan.

Berikut ini adalah tabel pemberian kredit berdasarkan jangka waktu:

(Dalam Jutaan Rupiah)

31 Desember

Keterangan 2023 2022
Kurang dari 1 tahun 19.971.030 32.871.078
1-5tahun 59.948.622 43.811.797
Lebih dari 5 tahun 59.781.489 53.195.424
Jumlah Kredit 139.701.141 129.878.299

Kebijakan Kredit

Melalui kebijakan kreditnya, Perseroan berusaha menjaga kualitas aset produktif melalui proses analisis
kredit yang mengacu pada prinsip kehati-hatian, pemantauan secara periodik, kebijakan diversifikasi
portofolio, kecukupan agunan kredit dan pengendalian internal. Untuk melindungi kemungkinan
terjadinya kerugian atas kredit yang diberikan, kebijakan Perseroan mensyaratkan agunan yang
mencukupi baik yang berupa agunan yang dapat dikuasai (seperti tanah, bangunan atau aset tetap),
maupun agunan yang tidak dapat dikuasai (seperti benda bergerak, piutang dan benda tidak terwujud)
sebagai agunan tambahan.
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Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit
Berikut ini adalah tabel komponen cadangan kerugian penurunan nilai kredit per 31 Desember 2023
dan 2022:

(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Desember

Keterangan 2023 2022
Saldo Awal Tahun 6.608.717 5.667.537
Total saldo awal setelah pengalihan 6.608.717 5.667.537
Pengukuran kembali cadangan kerugian penurunan nilai 3.768.635 2.785.317
Aset keuangan baru yang diterbitkan 330.289 451.436
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya (2.504.773) (2.295.573)
Total penambahan (penurunan) tahun berjalan 1.594.151 941.180
Saldo akhir tahun 8.202.868 6.608.717

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), dievaluasi
terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya
bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan
awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa
depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas yang tersedia untuk dijual (AFS) yang tercatat dan tidak tercatat di bursa,
penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas di bawah biaya
perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai.

Bukti obyektif penurunan nilai termasuk diantaranya sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau

- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau
bunga; atau

- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan re-organisasi
keuangan.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan
nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas
masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Kerugian penurunan nilai dihitung secara individual untuk aset keuangan yang signifikan secara
individual serta kolektif untuk aset yang secara individual tidak signifikan dan secara individual signifikan
namun tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai. Di dalam menentukan penurunan nilai kolekiif,
aset keuangan dikelompokkan pada kelompok aset keuangan berdasarkan karakteristik risiko kredit
yang serupa. Arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan ini diestimasi berdasarkan arus kas
kontraktual dan pengalaman kerugian historis untuk aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang
serupa. Pengukuran risiko kredit ini merupakan estimasi berdasarkan pengalaman historis dengan
mempertimbangkan faktor makro ekonomi sebagai komponen forward-looking/predictor. Pengalaman
historis kerugian disesuaikan berdasarkan hasil pengamatan data pada masa kini, untuk merefleksikan
efek dari kondisi masa kini yang tidak mempengaruhi periode dari pengalaman historis.

Dalam melakukan penilaian secara kolektif, Grup harus menghitung:

- Probability of default ("PD”)—model ini menilai probabilitas konsumen gagal melakukan pembayaran
kembali secara penuh dan tepat wa